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GLOSAMUM

Adil adaiah memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang

deqgan yang lain. Persamaan yang dimaksud di sini adaiah

persamaan dalam hak. Adil juga sering diartikan menempatkan

sesuatu pada tempatyang semestinya. Lawannya adaiah zaiim.

Ahkam al-ahwal at-syakhshiyyah adaiah bagian dari muamalah yang

mengatur masalah keluar^a, yaltu hubungan suami Istrl dan
kaum kerabat satu sama lain.

Ahkam al-murafa*at adaiah bagian muamalah yang mengatur masalah

peradllan, saksl, dan sumpah untuk menegakkan keadllan.

Akhlak secara etimologis berarti 'budi pekerti', 'perangal', 'tingkah

laku', atau 'tabiat'. Sedangkan secara termlnologis akhlak

berarti 'keadaan gerak jlwa yang mendorong ke arah melakukan

perbuatan dengan tidak me^hajatkan pikiran'.

Al-ahham al-dusturiyyah adaiah bagian dari muamalah yang beiioitan

dengan aturan hukum dan dasar-dasamya, seperti ketentuan antara

hakim dengan yang dihakimi,menentukan hak-hak indivldudan sosial.

Ahahhamalniuwalfyyahadplahbagiandarimuamalahyangberhubungan

dengan hubungan keuangan antara negaraIslam denpn negara lain

dan hubungan masyarakat nonmuslim denpn nepra Islam.
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Al-ahkamal-iqti5hadiyyahwaal-maliyyaha6a\ah bagiandarimuamalah

yang berkaitan denganhakorangmiskin terhadap harta orangkaya,

dan mengatur sumber penghasilan dan sumber pengeluarannya.

Al-ahkam al-jinaiyyah adalah bagian dari muamalah yang mengatur

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukalaf

dan hukuman-hukuman baginya.

Al-ahkam al-madaniyyah adalah bagian dari muamalah yang

mengatur hubungan antarlndividu dalam bidangjual bell, hutang

piutang, sewa-menyewa, petaruh, dan sebagalnya.

Al-lbham adalah iafaz yang belum jelas maknanya.

Khulafaurrasyidin{Al-Khulafa'al-Rasyldun) adalah para khalifah yang

mendapat petunjuk, yakni para khalifah dari kalangan sahabat

Nabi saw. yang paling terkenal. Mereka adalah Abu Bakar, Umar

bin Khaththab, Usman bin Affan, dan AH bin Abl Thalib.

Al'kulllyyat al-khams adalah lima kebutuhan pokok.

Al-ushul al-khamsah adalah lima hal yang harus dijaga oleh manusia

karena menjadi kebutuhan pokokn3ffl, yaitu agama, jiwa, akal,
M

keturunan, dan harta. Ini bisa juga disebut "al-kulllyyat af-

khams** {Wma kebutuhan pokok).

Al'Wudluh adalah Iafaz yang jelas maknanya.

Amar makruf nahl mungkar berarti menyuruh kepada yang makruf

dan mencegah dari yang mungkar.

Akidah adalah sistem keyakinan Islam yang mendasari seluruh

aktlvitas umat Islam dalam kehldupannya.

Asds hukum Islam adalah dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau

|erpendapat dalam penegakan dan pelaksanaan hukum Islam.
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Asbab al-nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Alquran

Asbab o/-iv(irud adalah sebab-sebab dikeluarkannya hadis.

'Azimah adalah hukum-hukum kulli yang disyariatkan pertama kali

untuk menjadi hukum-hukum umum bagi semua mukalaf dalam

semua keadaan, seperti salat, zakat, dan seluruh ketentuan

syariatyang lain.

Bathal (Indonesia: batal) adalah adanya kekurangan atau cacat dalam

pokok-pokok suatu akad, baik dalam bentuknya, orang yang

melakukan akad, maupun yang diakadkan

Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua.

Dalaiah mafhum adalah penunjukan lafaz yang tidak dibicarakan

atas berlakunya hukum yang disebutkan atau tidak berlakunya

hukum yang disebutkan.

Dalaiah manthuq adalah penunjukan lafaz pada apa yang diucapkan

atas hukum menurut apa yang disebut dalam lafaz itu.

Dalil aqli adalah dalil yang bersumber pada pemiklran akal. Dalam

hukum Islam yang dimaksud dalil aqli adalah rakyu atau akal

yang digunakan dengan i^had.^

Dalil naqll adalah dalil yang bersumber pada Alquran dan sunah.

Dzlkir adalah mengingat Allah baik dengan hati {bilqalbl), dengan

lisan {billisan),maupun dengan perbuatan {bilaf'al),

Enllghtment adalah zaman pencerahan.

Faslk adalah orang yang melakukan perbuatan dosa. Perbuatannya

disebut/u5(/(7.

Flklh adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat amaliah

yang digall dari dalil-dalil terperinci.
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Hedonlsme adalah suatu paham yang terlalu menekankan pada

kedntaan terhadap dunia.

Habium minallah berarti hubungan manusia dengan Allah.

Makusdnya adalah aktivitas manusia dalam bentuk Ibadah.

Habium minannas berarti hubungan manusia dengan sesamanya.

Maksudnya adalah,aktivitas manusia dalan bentuk muamalah.

Hukum syarak adalah khitab (titah) Allah yang menyangkut tindak

tanduk mukalaf dalam bentuk tuntutan, pilihan berbuat atau

tidak, atau dalam bentuk ketentuan-ketentuan.

Hukum takllfi adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perintah

untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu

perbuatan.

Hukum wadHy adalah titah Allah yang terjadi dengan menjadikan

sesuatu sebagai sobab, syarath, man!', shahih, fasid, *azlmah,

atau rukhsah.

Haram adalah hukum takllfi yang menu^tut mukalaf agar
meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yan^ pasti. Atau,
sesuatu yang kalau ditinggalkan mendapdtkan pahala dan kalau

ditakukan mendapatkan siksa (dosa).

Husnuzan berarti berbaik sangka. Husnuzan merupakan kebalikan

dari berburuk sangka (suuzan). Orang yang berhusnuzan adalah

orang yang selalu berpikir positif dan tidak pernah berburuk

sangka terhadap apa yang dilakukan orang lain.

Ibadah adalah bagian dari syariat Islam yang mengatur hubungan

manusia dengan Tuhannya (habium minallah).

Ibadah ghafiti mahdfah (ibadah umum) adalah ibadah yang tata cara

pelaksanaannya tidak diatur secara rind oleh Allah dan Rasulullah.
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Ibadah mahdiah (ibadah khusus) adalah ibadah langsung kepada

Allahyang tata cara pelaksanaannya telah diatur dan ditetppkan

oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasuluilah.

Ihsan secara terminologis ihsan berarti 'berbuat baik'. Secara

ternninologis ihsan berarti 'melakukan perbuatan baik dalam

rangka beribadah kepada Allah'.

Ijmak secara etimologrs memiliki dua arti yaitu 'sepakat' dan

'ketetapan hati' untuk melakukan sesuatu atau keputusan

berbuat sesuatu. Secara terminologis ijmak adalah kesepakatan

para mujtahid kaum muslimin pada suatu masa sepeninggal

Nabi saw. terhadap hukum syarak mengenai suatu peristiwa.

Ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan berfikir untuk

menetapkan hukum syar^i atas perbuatan orang mukalaf yang

digali dari dalil-dalilyang terperinci dalam Alquran maupun hadis.

Ilmu Akhlak adalah llmu yang mempelajari tingkah laku manusia.

Ilmu Flkih adalah ilmu yang membicarakan hubungan manusia

dengan Tuhannya, dengan manusia lain, dan dengan alam

sekitarnya, sesuai deng^ limj hukum pokoknya, yakni wajib,
sunah, haram, makruh, dan mubah.

Ilmu Ushuluddin adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar agama.

Iman secara etimologis berarti 'percaya' atau 'membenarkan dengan

hati'. Sedang menurut istilah syarak, iman berarti 'membenarkan

dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan

anggota badafi'.

Islam secara etimologis berarti menyerahkan dlri, pasrah, tunduk, dan

patuh hanya kepada Allah. Secara terminologis islam merupakan

agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. yang bersumber
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pada wahyu Allah Alquran untuk^kemaslahatan umat manusia

balk dl dunia dan akhirat. Islam bisa juga dipahami sebagai

agama Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul-Nya

untuk disebarkan kepada umat manusia.

Istihsan secara etimologis memilikl beberapa arti, yaitu: (1)

'memperhltungkan sesuatu lebih balk'; (2) 'adanya sesuatu

itu leblh balk'; (3) 'menglkuti sesuatu yang leblh balk'; atau

(4) 'mencarl yang lebih balk untuk dilkuti, karena memang

dlsuruh untuk itu'. Sedang secara terminologis istihsan berarti

'meninggalkan kiasyang jelas {jali) untuk menjalankan kiasyang

tidakjelas{khafi)\ atau 'meninggalkan hukum umum (universal/

kulli) untuk menjalankan hukum khusus (pengecualian/zst/snoO,

karena adanya alasan yang menurut logika menguatkannya'.

I^kamah berarti sikap teguh dan konsekuen dalam menjalankan

ajaran-ajaran Islam sekalipun harus menghadapi berbagai

macam tantangan dan cobaan.

Istlshhab berarti menetapkan hukum atas sesuatu menurut keadaan

yang ada sebelumnya hingga ada dalit yang merubah keadaan

tersebut atau menjadikan hukum yang ada dl masa lalu tetap

bertaku hingga sekarang sampai ada dalil yang merubahkan .

Jihad {mujahadah) berarti pengerahan segala%emajnpuan untuk
melepaskan diri dari segala hal yang menghambat pendekatan

diri terhadap Altah, baik hambatan yang bersifat internal maupun

yang bersifat eksternal.

Kafdah hukum islam {al-qawalcl'al'fiqhiyyah) adalah berarti dasar-

dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah

fikih, atau secara terminologis berarti suatu yang bersifat general

yang meliputi bagian yang banyak sekali, yang bisa dipahami

hukum bagiannya dengan kaidah tersebut.
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Kebutuhan primer {al-umur al-dlaruriyyah) adia\3\n kebutuhan y'ang

hams ada untuk melaksahakan kemaslahatan agama dan dunia.

Kebutuhan sekunder {al-umur al-hajjiyyah) adaiah kebutuhan yang

sangat dibutuhkan manusia bukan untuk memeiihara salah satu

dari kebutuhan pokok yang lima, tetapi untuk menghilangkan

kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam

menjaga keiima kebutuhan pokok.
V

Kebutuhan tersier {al-umur al-tahsiniyyah) adalah kebutuhan

pelengkap bag! manusia dalam menunjang pemenuhan

kebutuhan primer dan sekunder.

Khafi adalah lafaz yang samar maksudnya karena faktor di iuar

shighah-nya yang harus dicari.

Khalifeh adalah wakil, pemimpin, kepala negara. Manusia sebagai

khalifah Allah di muka bumi, ataii pemimpin di muka bumi.

lian {li'an) adalah tuduhan suami terhadap istrinya bahwa istrinya

telah melakukan perbuatan zina, atau sebaliknya.

Mqflium al-'adad adalah penunjukan suatu lafiaz yang menjelaskan

berlakunya hukum dengan bilan|in t^entu, terhadap hukum
kebalikannya untuk bilangan lain dari bilangan yang ditentukan itu.

Mafltum al-ghayah adalah penunjukan suatu lafaz yang pada lafaz

Itu ada hukum yang dibatasi dengan limit waktu untuk tidak

berlakunya hukum tersebut bila limit waktu sudah berlalu.

Mafhum al-laqab adalah penunjukan suatu iafaz yang menjelaskan

berlakunya suatu hukum untuk suatu nama atau sebutan

tertentu atas tidak berlakunya hukum itu untuk orang-orahg lain.

Mafhum al-shtfdh adalah penunjukan suatu iafaz yang menggunakan

suatu sifat terhadap hukum yang beriawanan pada suatu yang

tidak disebutkan bila sifat tersebut tidak ada.
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Mafhum al-syarath adalah penunjukSn suatu lafaz yang pada lafaz

itu berlaku hukum yang dikaltkan kepada suatu syarat, terhadap

keballkan hukum pada sesuatu yang tidak disebutkan bila syarat

itutidakterpenuhi.

Mafhum ou/oiv/atau disebutjuga/ohw al-khithab adalah berlakunya

hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan itu lebih kuat atau

iebih pantas dibandingkan dengan berlakunya hukum pada apa

yang disebutkan dalam lafaz.

Mafhum mukhalafah adalah mafhum yang lafaznya menunjukkan

bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum

yang disebutkan.

Mafhum musawi 3tau disebut juga lahn al-khithab adalah berlakunya

hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan dalam manthuq.

Mahram adalah hubungan keluarga terdekat yang terlarang untuk

melakukan perkawinan.

Makruh adalah hukum taklifi, yang menuntut mukalaf agar

meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang tidak pasti.

Atau, sesuatu yang kalau dilakukan tidak berdosa, tetapi kaiau

diringgalkan akan mendapatkan pahala.

Mani' adalah sesuatu yang £anya^ menyebabkan tidak adanya
hukum atau batainya sebab.

MaqasMd al-syari'ah adalah tujuan-tujuan atau maksud-maksud

ditetapkannya hukum Islam.

Mashlahah mursalah (jamaknya: mashalih mursalah) berarti

kemaslahatan atau kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat,

atau kepentingan yang diputuskan secara bebas (Muhammad

Muslehuddin, 1985:84). Sedang secara terminologls, mashlahah

murso/o/?,yang juga seringdisebut/sf75/7/ohadalah kemaslahatan.
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Mazhab adalah suatu aliran pemiRiran dalam hukum Islam (fikih

Islam)seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbalj, dan Ja'fari.

Mazhab shahabi berarti fatwa sahabat secara perorangan. Mazhab

shahabi terkadang dinamakan dengan qaul shahabi dan fatwa

shahabi.

Mawaddah wa rahmah adalah penuh cinta kasih, yaitu suatu kondisi

yang dibangun antara suami dan Istri dalam suatu keluarga.

Mua|[nalah adalah bagian dari syariat Islam yang mengatur hubungan
manusia dengan sesamanya (hablum minannas).

Mu^asyarah bil ma'ruf adalah perbuatan suami yang menggauli

istrinya dengan sebaik-baiknya.

Mubah adalah hukum talclifi yang menunjukkan pilihan kepada

mukaiaf untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya.

Atau, sesuatu yang kalau dilakukan atau ditinggalkan tidak

mendapatkan pahala atau dosa.

Mufassar adalah lafaz yang menunjuk pada makna yang lebih jeias

dibandingkannas dan zhahir,sehinggatidak dimungkinkan adanya

ta'wii dan takhsis, tetapi menerima nasakh pada masa risalah.

Muhkam adalah lafaz yang den^n sh/g/iot-nya menunjuk pada

makna yang jelas dan tidak menerima adanya takwil, takhsis,

dan nasakh baik pada masa Nabi maupun setelah Nabi wafat.

Mujmal adalah lafaz yang samar maksudnya dillhat dari lafaznya

sendtri kecuall bila mutakalim menjelaskan maksudnya,

Munafik {nifiiq) a^lah berpura-pura percaya atau setia kepada agama

dan sebagainya, tetapi sebenamya datam hatinyatidak.MunafikJuga

diartikan suka (selalu)mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan

perbuatannya, atau dalam bahasa praktisnyaadalah bermuka dua.
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Musykil adalah lafaz yangsamar maknanya disebabkanoleh lafaz itu

sendiri,dan dapat ditemukan maknanyahanyadengan pemikiran

dan dengan qarinah yang menjelaskan maksudnya.

Mutasyabih adalah lafaz yang maknanya samar pada lafaznya sendiri
dan tidak ada harapan untuk mengetahui maksud lafaztersebut.

Narkoba merupakan akronim (singkatan) dari narkotika dan obat-

obatan terlarang. Narkotika (narkotik) adalah obat yang

berfungsi untuk mehenangkan saraf, menghllangkan rasa

sakit, menimbulkan rasa mengantuk, dan untuk menimbulkan

rangsangan. Di antara jenis narkotikaadalah ganja dan opium.

Nasakh adalah penghapusan syari' {pembuat hukum) terhadap

hukum syarak dengan daiilyang datang kemudian. Yang dihapus

disebut mansukh dan yarig menghapus disebut nasikh.

Nas adalah lafaz yang menunjukkan makna yang jelas dan

dimungkinkan untuk dilakukannya takwildan takhsis serta dapat

dinasakh pada masa risalah (disaat Nabi masih hidup).

Niatadalah kehendakdan keinginan untuk memperoieh rida Allah Swt.

Orientalis adalah orang yang memilikikepedulian dengan budaya dan

agama yang berkembang^i Tin^ur (khususnya Islam). Blasanya
orientalis berasal dari orang-orang Barat (Eropa-Amerika).

Kanaah {qana'ah) berarti menerima dengan rela apa yang ada atau

merasa cukup dengan apa yang dimiliki.

Qot/i'/yartinyapasti. Dalam hukum Islam qcrt/iVy dimaksudkan untuk

menyebut dalil yang sudah pasti balk kekuatannya maupun

penunjukanhya.

Kias {qlyas) secara etimologis berarti mengukur, membandingkan

sesuatu dengan yang serhlsalnya. Sedang secara terminologis.
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ahli usul mendefinisikan kias sebagai mempersamakan hukum

suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan hukum suatu

peristiwa yang ada nasnya lantaran adanya persamaan 7//ot

hukumnya dari kedua peristiwa itu.

Renaisans adaiah zaman kelahiran kembali (bahasa Prands: Renaissance)

kebudayaan Yunani-Romawi di Eropa pada abad ke-15 dan ke-16 M.

Rukhsah adaiah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk

memberikan pemaafan terhadap hamba-Nya dalam menjaga

pemenuhan hajatnya, katena adanya sebab yang mewajibkan

pemenuhan hukum yang asll.

Sabab adaiah sesuatu yang menyebabkan terjadinya hukum, balk

secara langsung (serasi) maupun tidak langsung (tidak serasi).

Sahabat adaiah generasi Islam pertama yang hidup bersama Nabi

Muhammad saw. .

Saddu al-dzari'ah berarti menutup jalan yang menuju kepada

perbuatan terlarang (yang membawa kerusakan).

Sakinoh adaiah kondisi keluarga yahgtenang dan tenteram.

Shah adaiah terjadinya suatu perbuatan yang memenuhi dua wajah

(arah) menurut perintah sy^i',
j

Selawat {shafawat) bisa berarti doa dan bisa juga berarti keberkatan.

lyiakna yang pertama digunakan untuk menyebut salat dalam

art! sembahyang, yakni bentuk ibadah mahdfah yang diawall

dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedang makna

kedua digunakan untuk permohonan keberkatan untuk Nabi

Muhammad Saw. Karena itulah mengucapkan selawat atas Nabi

Muhammad Saw. berarti permohonan keberkatan kepada Allah

Swt. untuk Nabi Muhammad Saw.
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SIdlk {shiddiq) berarti^yang suka pada kebenaran, atau yang
membuktikan ucapannya dengan perbuatan, atau yang berbakti

serta selalu mempercayai. Bahasa lain dari sidik adalah jujuh

Sunah adalah hukum taklifiysng menuntut mukaiafagar melaksanakan

sesuatu dengan tuntutan yang tidak pasti. Atau, sesuatu yang

kalau dilakukan mendapat pahala dan kalau ditinggaikan tidak

mendapatkan siksa (dosa). Sunah juga berarti segala sesuatu

yang datang dari Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan,

perbuatan, maupun penetapannya.

Sunah ahad adalah sunah yang diriwayatkan oleh seorang perawi,

dua orang perawi, atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan

sunah mutawatir,

Sunah d/a7/adalah sunah yang tidak memiiiki si^t-sifat untuk dapat

diterima, atau sunah yang tidak memiiiki sifat sunah shahih dan

hasan.

Sunah fi^liyyah adalah perbuatan Nabi Muhammad saw. yang dilihat

para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan

ucapan mereka.

Sunah hasan adalah sunah yang memiiiki semua persyaratan sunah

shahih, kecuali para perawinya, 5^uruh|iya atau sebagiannya,
kurang kuat hafalannya.

Sunah masyhur adalah sunah yang diriwayatkan oleh sejumlah

sahabat yang tidak mencapai batasan mutawatir dan menjadi

mutawatir pada generasi setelah sahabat.

Sunah maudlu' adalah sunah yang dinasabkan kepada Rasulullah

saw. dengan cara di^uat-buat dan didustakan dari apa yang

dikatakan, dikerjakan, dan ditetapkan beiiau.
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Sunah mutawatir adalah sunah yang> disampaikan secara

berkeslnambungan yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi

yang menurut kebiasaan mustahll nnerekabersepakat untuk dusta.

Sunah qauliyyah adalah ucapan Nabi Muhammad saw.yangdidengar

oleh para sahabat dan disampaikan kepada orang lain.

Sunah shahlh adalah sunah yang memiliki lima persyaratan, yaitu:

(1) sanadnya bersambung; (2) diriwayatkan oleh perawi yang

adil {istiqamah agamanya, baik akhlaknya, dan terhindar dari

kefasikandan yang mengganggu kehormatannya); (3) perawinya

juga dlabit (kuat hafalannya); (4) hadisnya tidak janggal; dan (5)

hadisnya terhindar dari iflat (cacat).

Sunah taqrirlyyah adalah perbuatan sahabat atau ucapannya yang

dilakukan di depan Nabi Muhammad saw. yang dibiarkan begitu

saja oleh beliau, tanpa dilarang atau disuruh.

Syarath adalah sesuatu yang ditetapkan oleh pembuat hukum

menjadi syarat terdapatnya hukum taklifl.

Syariat secara etimologis berarti 'jalan ke sumber air atau jalan yang

harus dlikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehldupan'.

Secara istllah syariat berarti 'semua peraturan agama yang

ditetapkan oleh Allah untuk kaum^usliifi baik yang ditetapkan
dengan Alquran maupun sunah Rasul".

Syar'u man qabtona (Indonesia: syariat sebeium kita) berarti hukum-

hukumyangtelah disyariatkan untuk umat sebeium Islamyangdlbawa

olehpara Nabi dan Rasul terdahuludan menjadi beban hukum untuk

diikuti oleh umat sebeium adanyasyariatNabi Muhammadsaw.

Ta*abbudl adalah hukum-hukum yang harus diterima dan

dilaksanakan, tidak harus akal menerima.
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Ta'aqquli adalah hukum-hukum jyang mudah diterima oleh akal

sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan.

Tabiin (tob/'/n) adalah generasi Islam setelah sahabat.

Tabnttabi'in adalah generasi Islamsetelah tabiin.

Takwa berarti menjaga diri dari siksaan Allah dengan mengikuti

segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Teori receptie adalah teori yang mengharuskan pemberlakuan

hukum Islam di kalangan masyarakat jika tidak bertentangan

dengan hukum a^at. Jika hukum Islam bertentangan dengan

hukum adat, maka hukum Islam tidak boleh diberlakukan. teori

ini dikembangkan oleh Snouck Hurgronje yang juga didukung

oleh C. van Vollenhoven dan Ter Haar Bzn.

Teori receptio a contrario adalah teori yang memuat ajaran teori yang

merupakan kebalikan dari teori receptie Teori ini dikemukakan

oleh Sajuti Thalib. Teori ini pengembangan dari teori receptie exit

yang dikemukakan oleh Hazairin.

Teor\receptiolncomplexua6a\ahteor\yangmengatakan bahvy/a bag! orang

Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab ia telah memeluk agama

Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-

penyimpangan. Teori ini dikemukakan oleh iM.C den Berg.

Teori receptie exit adalah teori yang menegaskan bahwa teori receptie

tfdak berlaku lagi dan harus exit karena bertentangan dengan

Alquran dan sunah. Teori ini dikemukakan oleh HazairinHazairin.

ToieransI adalah sikap rela untuk menerima kenyataan adanya orang

lain yang berbeda. Dalam bahasa Arab toleransi biasa disebut

tasamuh, yang berarti menriblarkan sesuatu untuk dapat saling

mengizinkan dan saling memudahkan.



XXiv Dr. Marzuki, M.Ag.

Ulama adalah orang-firangyangmengetaf\ui berbagai macam ilmlisecara

mendalam dan dapat memberitahukannya kepada orang lain.

t/Zz/oinri berarti yang memilikiurusan atau kekuasaan. L///7omr/terkadang

diterjemahkan menjadi setiap yang memiliki hak untuk mengatur,

seperti ulama dan pemerintah. Ulil amri secara mudah dapat

disebut sebagai pemimpin, baik pemimpin daiam pemerintahan

{umara') maupun pemimpin daiam hal agama (ulama).

'l/i/adalah sesuatu yang dikenal dan tetap dibiasakan manusia, baik

berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. Vrf

juga dinamai dengan 'adah (Indonesia: adat).

Usul fikih adalali iimu tentang kaidaii-kaidah untuk memaliami fikih

atau suatu iimu yang mendasari ilmu fikih.

Wajib adalah hukum taklifi yang menuntut mukalaf agar
melaksanakan sesuatu dengan tuntutan yang pasti. Atau,

sesuatu yang kalau dilakukan mendapatkan pahala dan kalau

ditinggalkan mendapatkan siksa (dosa).

Westernisasi adalah proses pembaratan.

Zhahir adalah setiap lafaz atau kalimat yang jelas makna yang

dimaksud oleh pendengarhya dengan shighatA^enUk-nya sendiri

tanpa tergantung pada petunjul^ln, b^ikyang dimaksud adalah
makna yang dituju oleh lafaz maupun tergantung konteksnya.

Zhannly artinya tidak pasti (relatif). Daiam hukum Islam zhannly

dimaksudkan untuk menyebut dalil yang tidak pasti baik

kekitatannya maupun penunjukannya.

Zhihar adalah peristiwa seorang suami menyamakan punggung

istrinya sepertt punggung ibunya.



PENGANTAR PENULIS

Assaiamu'alaikum wr. wb.

Fuji syukur kehadiratAllah Swt., pertama-tama, penulispanjatkan

atas taufik, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis, sehlngga penulis

dapat menyelesaian buku yang mengkajl permasalahan di sekitar

hukum Islam yang berjudul Pengantar Stuc^i Hukum Islam: Prinsip

Dasar MemahamI Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam

di Indonesia. Shalawat serta salam mudah-mudahan selalu teriimpah

kepada NabI Muhammad saw. yang telah mengantarkan manusia

memlllki pedoman hukum yang pasti (qath'iy) yang bersumber pada

Alquran dan sunah. Dengan dua pedoman ini manusia dapat meniti

jalan yang lurus, yaitu jalan yang membawa manusia pada kenikmatan

hidup dan menjauhkannya dari kesesatan. ^,

Buku ini dapat tersusun setelah melalui proses yang cukup

panjang. Proses ini bermula dari ketertarikan penulis terhadap kajian-

kajian hukum Islam (syariat dan fikih). Selanjutnya penulis secara

formal melanjutkan studi S2 dan S3 di UIN Syarif l-iidayatuliah Jakarta

dan memilih beberapa mata kuliah yang bemuansa hukum islam, baik

materinya, metodenya, maupun sejarahnya, Dari sinilah penulis muiai

menulis beberapaartikel tehtang hulcum islam yangdariwaktukewaktu

kemudian terkumpui beberapa artikel tentang hukum Islam. Darisinilah

XXV
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penulis kemudian tertarik untuk f^engumpulkan tulisan-tullsan tersebut

dan melanjutkannya dengan melengkapi tulisan-tullsan berikutnya

hinggatersusunlah buku seperti yang ada sekarang ini.

Buku ini cukup menjadi dasar untuk memahanni permasalahan

hukum Islam yang selalu dinamis seiring dengan dinamika yang

berkembang di tengah-tengah masyarakat. Untuk mendalami lebih

jauh hal-hal yang barangkali belum terungkap dalam buku ini, dapat

dibaca buku-buku hukum Islam yang sekarang ini tumbuh bak

cendawan di riiusim hujan, atau bisa juga dengan mengkaji buku-

buku yang ada dalam daftar referensi dari buku ini.

Terselesaikannya buku ini tidak lepas dart bantuan berbagai pihak,

balk material maupun spiritual, dan balk secara langsung maupun

tidak langsung. Karena itu, penulis nrienyampaikan ucapan terima kasih

yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu demi

terselesaikannya buku ini. Penulis hanya bisa berdoa semoga AllahSwt.

memberikan balasan yang tak terhingga atas amal balk mereka semua.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih Jauh dari sempurna

dan masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi muatan

materi, bahasa, maupun penyajiannya. Karena itu, penulis mohon

maaf yang setulus-tulusnya dan penulis sangat berharap adanya

masukan, saran, dan kritik dari slapa pun^ml ^erbaikan buku ini.
Akhirnya, penulis berdoa mudah-mudahan buku ini memberikan

manfaat bagi para pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya.

Hanya kepada Allah lah semuanya penulis kembalikan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ybgyakarta, 7 September 2011

Penulis,

Or. MarzukI, M.Ag.



BAB I

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhiuk yang dikamniai oleh Allah dengan
berbagai kelebihan dibanding makhluk-makhluk Allah yang

lain. Yang paling istimewa adalah bahwa nnanusia dikamniai akal

sebagai bekal untuk melaksanakan tugas utanna di muka bumi

baik sebagai khalifah Allah (khalifatullah) maupun sebagai hamba

Allah i'abdullah). Dalann kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa

melepaskan diri dari aktivitas-aktivitas yang bernuansa hukum.

Seiama melakukan aktivitasnya, manusia berarti melakukan tindakan

hukum. Permasalahannya adalah, tidak semua manusia yang

melakukan aktivitas tersebut mengerti ^turan-aturan hukum. Atau
dengan kata lain, tidak banyak manusia ya^g menyadari bahwa
dirinya telah melakukan aktivitas hukum. Agar apa yang dilakukannya

tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada, manusia harus

memahami dan menyadari berbagai aturan hukum yang terkait

dengan setiap perbuatannya dalam berbagai aspek kehidupannya.

Setiapmusllm seharusnya(atau bisadikatakan wajib) memahami

permasalahan hukum, khususnya hukum Islam. Aktivitas seorang

muslim sehari-'harinya tidak bisa lepas dari permasalahan hukum

Islam, baik ketika dia melakukan ibadah kepada Allah magpun ketika
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dia melakukan hubungan sosial di tengah-tengah masyarakatnya.

Permaslahanyangtf[unculsamasepertidiatas,yaknitidaksedikitkaum
muslim yang belum memahami hukum Islam, sehingga aktivitas yang

mereka lakukan tidak didukung oleh aturan hukum yang pasti. Karena

itulah, hingga sekarang cukup banyak di antara kaum muslim yang

melakukan aktivltas hukum yang tidak didukung dengan pemahaman

dan kesadaran hukum yang pasti yang terkadang aktivltas hukum

yang dilakukan jauh dari aturan hukum yang seharusnya.

Secara mudah hukum dapat dipahami sebagai suatu kumpulan

aturan yang dapat dilaksanakan untuk mengatur masyarakat. Jika

dilihat dWi asal katanya, yakni kata hukum berasal dari kata hakama-
yahkumu (bahasa Arab), yang berarti 'memimpin', 'memerintah',

'menetapkan', atau 'memutuskan', sehingga kata hukmun berarti

'putusan', 'ketetapan', 'pemerintahan', atau 'kekuasaan' (Munawwir,

1997: 286). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum diartikan

dengan beberapa arti, yakni: (1) peraturan atau adat yang

secara resmi dianggap mengikat; (2) undang-undang, peraturan,

dsb. untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan

(kaldah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; (4) keputusan

(pertlmbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau

vonis {Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001:410).

Memahami hukum Islam se^ra nr^endalam bukaniah pekerjaan
yang mudah menglngat begitu kompleksnya permasalahan hukum

Islam. Olbutuhkan kualiflkaslyang cukup untuk bisa memahami hukum

Islam secara balk dan juga dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk

hal tersebut. Seseorang yang ingln mendalami hukum Islam harus

memahami dulu permasalahan Islam secara umum (ajaran Islam),

karena hukum Islam merupakan baglan dari ajaran Islam, bukan

keseluruhannya. Secdra umum,ada tiga aspek dasar dalam Isam, yakni

aspek akidah (keyakinan islam), aspek syariat (hukum Islam), dan aspek
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akhlak (moralitas Islam). Ketiga aspek ini merupakan satu kesatuan

ajaran Islam yang tidak bisa dilepaskan satu dengan lainnya. Oleh

karena itu, untuk memahami aspek hukum Islam secara benar, hams

juga dipahamiaspek-aspekajaran Islam lainnya yangterkait.

Tiga aspek ajaran Islam yang mendasar tersebut secara

praktis banyak diungkap dalam Alquran dan juga dalam hadis Nabi

Muhammad saw. Berdasarkan hadis Nabi, tiga aspek atau kerangka

dasarlslarT\dijabarkan dalam tiga konsep, yaitu iman, islam, danihsan.
Dariketigakonsep dasar inilahmuncul tiga konsep kajiandalam Islam^

yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Secara etimologis, akidah berarti

sangkutan, sedangkan secara teknis akidah berarti konsep kajian

tentang keimanan, yang meliputi iman kepada Allah, malaikat, kitab,

rasul, hari akhir, dan qadla-qadar {rukun iman yang enam). Kajian

tentang iman ini melahirkan suatu bidang ilmu yang disebut ilmu

kaiam, ilmu tauhid, atau teologi Islam. Konsep kajian kedua adalah

syariat. Secara etimologis syariat berarti 'jalan ke tempat sumber

air", sedangkan secara terminologis syariat sering didefinisikan

sebagai 'seperangkat norma atau peraturan Allahdan rasul-Nyayang

mengatur hubungan manusia derigan Tuhannya dan manusia dengan

sesamanya'. Dengan demiklart, rual^ linkup kajian syariat itu ada
dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya {hablum minallab)

yang disebut ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya

{hablumminahnas) yang disebut muamalah. Bidang ibadah diwakili

rukun Islam yang lima (terutama salat zakat, puasa Ramadan,

dan haji), sedang bidang muamalah dapat dikelompokkan dalam

hukum privat dan hukum publik, maupun bidang-bidang hukum

lainnya, seperti hukum acara peradilan dan hukum internasional.

Adapun konsep kajian yang ketiga, akhlak, lebih nienltikberatkan

pada pembinaan moral atau tingkah laku manusia, termasuk sikap

dan wataknya- Bidang akhlak Ini merupakan kesempurnaan Islam.
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Secara umum akhlak dibagi dua, yaitu akhlak kepada Khaliq (Allah)

dan akhlak kepada makhluq (makhluk—ciptaanAllah). Akhlak kepada

makhluq masih dirinci menjadi makhluk hidup dan makhluk mati.

Untuk makhluk hidup masih dirinci lagi menjadi manusia dan bukan

manusia (binatang dan tumbuhan), sedang makhlukmati adalah alam

raya yang terbentang sangat luas di sekitar manusia.

Kembali kepada masalah pokok di sini, bahwa hukum Islam

telah ada dan berkembang seiring dengan keberadaan Islam itu

sendiri. IHukum islam di sini adalah keseluruhan aturan hukum yang

bersumber pada Alquran dan sunah Nabi saw. serta ijtihad para

uiama. Hukum Islam mulai ada sejak Islam ada. Keberadaan hukum

Islam di berbagai negara juga ditentukan kapan Islam masuk dan

berkembang di negera-negara tersebut. Begitu juga, perkembangan

hukum Islam sangat ditentukan oleh keberadaan umat Islam. Hingga

sekarang hukum Islam sudah menyebar hampir di semua negara di

belahan dunia seiring dengan keberadaan umat Islam di sana.

Pada perkembangan selanjutnya hukum Islam menjadi salah

satu bidang kajian ilmiah di antara bidang-bidang kajian dalam Islam.

Sebagai kajian ilmiah, hukum Islam telah dipelajari secara akademis

tidak hanya oleh kalangan uma1 |̂slam, tetapi juga oleh kalangan
nonmuslini atau yang lebih dikenal denfan sebutan kaum orientalis.
Tentu saja, tujuan yang ingin dicapai dalam mempelajari hukum Islam

akan berbeda bag! kalangan umat Islam dan bagi kalangan nonmuslim.

Bagi umat Islam merupakan keharusan mempelajari hukum Islam

untuk mendasari semua aktivltas mereka yang berkaitan dengan

hukum, di samping untuk menlngkatkan kualitas pemahaman mereka

tentang hukum Islam^da khususnya dan Islam pada umumnya. Para

orientalis (nonmuslim) mempelajari Islam dan hukum Islam dengan

tujuan yang beragam. Mula-mula mereka mempelajari Islam dan

hukum Islam untuk mempertahankan kesatuan wllayah negara mereka

rr2
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dari pengaruh kekuasaan negara-negara Islam.Seperti diketahui, pada

masa pertengahan {sebelum abad ke-17 IVtasehi) negara-negara Barat

maslh menjadi negara-negara kecil dan belum maju seperti sekarang.

Sebaliknya, negara-negara Islam sudah mengalami kejayaan dalam

waktu yang cukup lama, yakni sejak masa pemerlntahan Dlnasti

Umayyah yang berpusat di Damaskus (Surlah) pada abad ke-8 Masehi

hingga masa pemerlntahan Dlnasti Usmani yang berpusat di Istambul

(Turki) pada abad ke-17 Masehi. Sultan Sulaiman al-Qanuni adalah

sultan terbe'sar dari Dinasti Usmani. Pada masa pemerintahnnya,

Dlnasti Usrhani dapat menguasai Trak, Beograd, Pulau Rodhes, Tunis,

Budapest, dan Yaman. Daerah kekuasaan Dinasti Usmani di bawah

pemerintahannya juga mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Suriah,

HIjaz, serta Yaman di Asia Kecil, Mesir, Libia, Tunis, serta Aljazair di

Afrika, dan Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, serta

Rumania di Eropa (Nasution, 1985: l^-^).

Para orientalis mempelajari Islam dan hukum Islam untuk

mengetahui rahasla-rahasia Islam sekaligus untuk mengetahui

kelemahan-kelemahan Islam. Dengan mengetahui kelemahan-

kelemahan tersebut mereka dapat menyerang Islamdari dalam. Usaha

mereka Initernyata cukup berhasil dan pada masa berlkutnya mereka

berhasil membalikkan keadaan. Negara-negara Islam kemudian saling

bertikai dan berebut daerah kekuasa^seh^gga sangat melemahkan
islam sendirl (kondisi Internal), dan pada saat yang bersamaan

negara-negara Barat mulai bangkit dengan diawall munculnya suatu

masa yang dikenat dengan masa Pencerahan {enlightment) dan

masa Renalsans (kondisi eksternal). Masa-masa itu ditandai dengan

ditemukan dan dikembangkannya ilmu pengetahuan dan teknologi

di dunia Barat Dengan bekat ilmu pengetahuan dan teknologi inilah

negara-negara Barat mampu bangkit dan maju sehingga menjadi

negara-negara yang kuat dan maju. Dengan keadaan yang terbalik
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itulah pada akhirnya negara-negara Barat berusaha menancapkan

kekuasaannya (imperialisme) di negara-negara Islam yang sudah

lemah, dan sejak itulah mulai. berkembangnya ikiim imperialisme

atau penjajahan di negara-negara di luar Eropa. Oleh karena itu,

tujuan para orientalis mempelajari Islam dan hukum Islam juga

untuk kepentingan politik, yaitu untuk mengukuhkan imperialisme

Barat terutama di negara-negara Timur Tengah, Asia, dan Afrika yang

penduduknya mayoritas beragama Islam (Ali, 1996:10).

Sebagai bukti tentang penilaian orientalis terhadap hukum

Islam yang subjektif dapat dipahami misalnya pendapat Prof. Joseph

Schacht (1902-1969), salah seorang guru besar hukum Islam dari

Inggris. Di samping mengingkari hadis Nabi saw., sebagai salah satu

sumber hukum Islam, ia juga menilai bahwa sebagian aturan hukum

islam bersifat irasional. Oalam salah satu pernyataannya di buku

monumental yang ditulisnya. An Introduction to Islamic Law (1965),

Schacht menyatakan:

The Irrational elements in Islamic law are partly of religious-Islamic

and partly ofpre-lslamic and magical origin. Examples are the magical

formula of lihar, the Islamic procedure of li'an, the ancient Arabian

kasama, and the nature andpLinctio6 oflegal evidence in general. Even

that great systematizer, Shafi'i, often did not succeed In rationalizing

these institutions to his satisfaction. But the legal subject-matter,

whatever its provenance, also contained rational elements, and, above

all, it was organized, systematized, and completed not by an Irrational

process of continuous revelation but by the method of interpretation

and application whkh by its very nature had to be rational. In this way

Islamic law acquired its intellectuallst and scholastic exterior.

(Schacht, 1982:202-203).

Dari pernyataannya di atas, Schacht ingin menegaskan bahwa di

antara aturan hukum islam sulit diterlma oleh akal sehat (Irrasiohal),
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sebab di antara aturan-aturan hukum telam ada yang bersumber darl

ajaran agama pra-lslarri dan asal muasal magis. la mencontohkan

adanya aturan magis tentang zhihar (seorang suami menyamakan

punggung istrinya seperti punggung ibunya), begitu juga tentang-

lian (//'on—tuduhan zina terhadap istri) dan qasamah (sumpah)

yang berasal darl Arab Kuno, serta watak dan fungsl kesakslan

pada umumnya. la juga menilai Imam Syafi'i tidak selalu berhasil

membangun argumen yurldlsnya secara raslonal.

Terlepas dari berbagal penilalan yang subjektif darl kalangan

orientalls, yang pasti hukum Islam hingga sekarang tetap menjadi

konsumsl akademlk yang menarik bag! semua kalangan yang

berkepentingan. Bag! umat Islam, hukum Islamtidak terpisahkan dari

agama Islam. Keduanya ibarat arus-arus yang mengalir dari saluran

yang sama dan kedua-duanya tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam

kenyataannya hukum Islam ada dua bentuk. Keduanya mempunyai

hubunganyangerat dan merupakan satu kesatuanyangsulitdipisahkan.

Kedua bentuk itu adalah syariat dan fikih. Syariat mempunyai ruang

lingkup yang leblh luas yang meliputi segala aspek kehidupan manusia,

sedangkan ruang lingkup fikih lebih sempit menyangkut hal-hal yang

pada umumnya dipahami sebagai aturan-aturan hukum. Arah tujuan

syariat ditetapkan oleh Allah dan^f^sul-^ya, sedangkan materi yang
tercantum dalam fikih dihasilkan oleh usaha manusia (Fyzee, 1995:

337). Permasalahan hukum Islamseperti perbedaan antara syariat dan

fikih secara mendalam, ruang lingkup hukum Islam, karakteristiknya,

dan tujuan umumnya {maqashid al-syari'ah) akan dibicarakandengan

panjang lebar pada bab kedua dari buku ini.

Permasalahan penting lain yang akan dibicarakan dalam buku

ini adalah sumber-sumber hukum Islam yang meliputi Alquran,

sunah, dan ijtihad. Sangat tidak mungkin bagi seseorang yang

ingin mendalami hukum Islam tanpa memahami atau menguasai
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sumbernya. Ketf|a sumber inilah yang sebenarnya menjadi dasar
pengembangan hukum Islam, sehingga kajian hukum Islam dapat

didekatidari berbagai aspek. Munculnya asas-asas dan kaldah-kaidah

hukum Islam (yang juga akan dibicarakan dalam buku ini) tidak dapat

dilepaskan dari eksistensi ketiga sumber hukum Islam tersebut.

Bab berikutnya akan menguraikan pembagian hukum Islam.

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa pengertian tentang al-hukm,

al-hakhn, al-mahkum bih, al-mahkumfih, dan al-mahkum 'alaih. Pada

bagian Ini juga akan diuraikandua macam hukum Islam, yaitu hukum

taklifi'̂ dan hukum wadl'L Hukum taklifi meliputi hukum-hukum wajib,

sunah, mubah, makruh, dan haram, sedang hukum wadH meliputi

sabab, syarath, mani', rukhsah, shah, dan bathal. Dalam kehidupan

sehari-hari permasalahan Ini akan selalu muncul dan terkadang

permasalahan tersebut tidak dipahami dengan mudah.

Masalah-masalahpentingyangjugaperludiketahuiterkaitdengan

hukum Islam adalah sejarah perkembangannya. Dengan memahami

sejarah lahlrnya, perkembangannya, hingga kemundurannya akan

mudah bagi umat Islam untuk memahami berbagai produk hukum

Islam pada masa-masa yang berbeda. Para penulis sejarah membagi

masalahin! dalambeberapa tahap atau masa,diawall pada. masa Nabi

Muhammad saw., masa khulaftgr ras^idln, masa perkembangan dan
kemajuan,masa kemunduran,dan masa kebangkitan kembali hukum

Islam di masa modern ini.

Sebagal kelengkapan dari pokok-pokok bahasan daiam buku

ini, akan ditambahkan uraian tentang berbagai aliran atau mazhab

dalam hukum Islam dan timbulnya pemiklran pembaruan hukum

Islam. Di samping itu akan dibahas jup tinjauan hukum Islam atas

permasalahan kontemporer yang terkalt. Untuk mengakhlri uraian

daiam buku Ini, dibahas juga permasalahan hukum Islamdl Indonesia.

Masalah terakhir ini menjadi penting mengingat keberadaan umat
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Islam yang cukup banyak di^anah air tercinta ini. Karena mayoritas
penduduk Indonesia beragama Islam maka keberadaan hukum Islam
di Indonesia sangat mempengaruhi dan menjjwai sebagian besar

bangsa Indonesia. Dalam perjalanan kodifikasi hukum nasional
Indonesia, keberadaan hukum Islam menjadi sangat penting, selain

sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum Islam juga
menjadi inspirator dan dinamisator dalam pengembangan hukum
nasional.Hukum Islam sangat dekat dengan sosioantropologis bangsa

Indonesia, sehingga kehadirannya dapat dengan mudah diterima

oleh masyarakat lyas. Begitu juga, hukum nasional yang dijiwai oleh

falsafah dan dasar negara Pancasila sangat membutuhkan dukungan

hukum Islam dalam penjabarannya, mengingat para perumus

Pancasila sebagian besarnya adalah tokoh-tokoh Islam yang sangat

kental dengan aturan hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam

memiliki kedudukan yang penting dalam piembinaan hukum nasional

dan hukum Islam sekaligus memberikan kontribusi yang berharga

bagi perumusan perundang-undangan nasional.



BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum Islam, Syariat, Fikih, dan Usul Fikih

Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki sifat, karakter, dan
ruang lingkupnya sendrri. Begitu juga halnya dengan sistem

hukum dalam Islam. Islam memlliki sistem hukum sendlrl yang

dlkenai dengan sebutan hukum Islam. Ada beberapa istilah yang

terkalt dengan kajlan hukum Islam, yaitu syariat, fikih, usul fikih, dan

hukum Islam sendlrl.

istilah syariat, fikih,dan hukum Islamsangat populer di kalangan

para pengkaji hukum Islam di lndonesil^Nan]^n demikian, ketiga istilah
Ini serlng dipahami secara tidak tepat, sehingga ketiganya terkadang

saiingtertukar. Untuk Itu, di bawah ini akan dljelaskan masing-masing

dari ketiga istilah tersebut dan hubungan antarketiganya, terutama

hubungan antara syariat dan fikih. Satu lagi istilah yang Juga terkalt

dengan kajian hukum Islam adalah usul fikih.

Pada prinslpnya hukum Islam bersumber dari wahyu llahi, yakni

Alquran, yang kemudian dijelaskan leblh rind oleh Nabi Muhammad

saw. melaiui sunah dan hadisnya. Wahyu In! menentukan norma-

10
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norma dan konsep-konsep dasar hukum Islam yang sekaligus-

merombak aturan atau norma yang sudah mentradisi di tengah-

tengah masyarakat manusla. Namun demiklan, hukum Islam juga

mengakomodasi berbagai aturan dan tradisi yang tidak bertentangan

dengan aturan-aturan dalam wahyu llahi tersebut.

1. Hukum islam

Istilah hukum Islam berasal darl dua kata dasar, yaltu hukum dan

Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hukum diartikan

dengan: (1) peraturan atau adat yangsecara resml dianggap menglkat;

(2) undang-undang, peraturan, dsb. untuk mengatur pergaulan hidup

masyarakat; (3) patokan (kaldah, ketentuan) mengenal perlstiwa

tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim

(di pengadilan) atau vonis {Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001:410).

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan

atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu

masyarakat, balk peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau

norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa

(All, 1996: 38). Kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab al-

hukm yang merupakan Isim mashdar dari (kat& kerja) hakama-

yahkumu yang berarti 'memimpin', 'memerintah', 'memutuskan',

'menetapkan', atau 'mengadili', sehingga kata al-hukm berarti

'putusan', 'ketetapan', 'kekuasaan', atau 'pemerintahan' (Munawwir,

1997: 286). Dalam ujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk

undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang

tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum islam.

Adapun kata yang kedua, yaitu islam, oleh Mahmud Syaltut

didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabl

Muhammad saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan
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juga mendakwahkanjgya kepada semua manusia serta mengajak mereka

untukmemeluknya{Syaltut, 1966:9). Denganpengertianyangsederhana,

Islam berarti agama Allah yang dibawa oieh Nab! Muhammad saw. lalu

disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan

hidupnya baikdi dunia maupun di akhiratkelak.

Dari gabungan dua kata hukum dan islam tersebut muncul istilah

hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam

istilahhukum Islamini,dapatlah dipahami bahwa hukum Islammempakan

seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt dan

Nabi Muhgmmad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-

tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam

dapat diartikan sebagaihukumyangbersumber dariajaran Islam.

Dalam khazanah literatur Islam (Arab), termasuk dalam Alquran

dan sunah, tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian

kata. Kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya

dalam literatur Arab, termasuk juga dalam Alquran dan sunah. Dalam

literatur Islam ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut

hukum Islam, yaitu al'Syari'ah al-lslamlyah {Indonesia:

syariat Islam) dan al-fiqh al-lslami (Indonesia: fikih

Islam). Istilah hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan

sebagai istilah resmi di Indonesia b^sal dari istilah Barat.
Hukum Islam merupakan terjemahin dari istilah Barat yang

berbahasa Inggris, yaitu Islamic law. Kata Islamic law sering

digunakan para penulis Barat (terutama para orientalis) daiam karya-

karya mereka pada pertengahan abad ke-20 Masehi hingga sekarang.

Sebagai contoh dari buku-buku mereka yang terkenal adalah Islamic

Law in Modern World (1959) karya J.N.D.Anderson, An Introduction

to Islamic Law (1965) karya Joseph Schacht, A History of Islamic Law

(1964) karya NJ. Coulson^ Crime and Punishment in Islamic Law:

Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century
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(2005) karya Rudolph Peters, An Introduction to Islamic Law (2009)

karya Wael B. Hallaq, dan Introduction in Islamic Law (2010) karya

Ahmed Akgunduz. Para pakar hukum Islam yang menulis dengan

bahasa Inggrls juga menggunakan istiiah itu dalam tulisan-tulisan

mereka. Kata Islamic law sering digunakan untuk menunjuk istiiah

Arab fikih Islam (al-fiqh al-lslami). Ahmad Hasan menggunakan istiiah

Islamic law untuk fikih dalam karya-karyanya sepertitlalam buku The

Early Development of Islamic Jurisprudence(1970) dan The Principles

of Islamic Jurisprudence (1994). Istiiah inilah yang diterjemahkan ke

dallim bahasa Indonesia menjadi hukum Islam. Istiiah ini kemudian

banyak digunakan untuk istilah-istilah resmi seperti dalam perundang-

undangan, penamaan mata kuliah, jurusan, dan lain sebagainya.

Adapun untuk padanan syariat, dalam literatur Barat, ditemukan kata

shari*ah. Untuk padanan syariat terkadang juga digunakan Islamic

law, di samping juga digunakan istiiah lain seperti the revealed law

atau divine law (Hasan, 1994:396).

Istiiah lain terkait dengan hukum Islam yang juga digunakan

dalam literatur Barat adalah Islamic Jurisprudence. Istiiah ini

digunakan untuk padanan usul fikih. Ada beberap^^buku yang
ditulis dalam bahasa Inggris terkait dengan istiiah ini, di antaranya

adalah dua buku tulisan Ahmad Hasan seperti dj atas. The Origins

of Muhammadan Jurisprudence (1950) karya Joseph Schacht, The

Principles of Muhammadan Jurisprudence (1958)karyaAbdur Rahim,

dan juga dua karya Ahmad Hasan seperti di atas, yakni The Early

Development of Islamic Jurisprudence (1970) dan The Principles of

Islamic Jurisprudence (1994), serta karya Norman Calder, Islamic

Jurisprudence in the Classical Era yang diedit oleh Coiin Imber (2010).

Dari penjelasan di atas terlihat adanya ketidakpastian atau

kekaburan makna dari Islamic law (hukum Islam) antara syariat dan
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fikih. Jadi, kata hukum Islam yang sering ditemukan pada literatur

hukum yang berbahasa Indonesia secara unnum mencakup syariat

dan flkih, bahkan terkadang juga mencakup usul fikih. Oleh karena

itu, sering juga ditemukan dalam literatur tersebut kata syariat Islam

dan fikih Islam untuk menghindari kekaburan penggunaan istilah

hukum Islam untuk padanan dari kedua istilah tersebut.

2. Syariat

Secara etimologis [lughawj) kata syariat berasal dari kata

berbahasa'Arab al-syarrah yang berarti 'jalan ke sumber air'

atau jalan yang harus dlikuti; yaknl jalan ke arah sumber pokok bagi

kehidupan (al-Fairuzabadiy, 1995: 659). Orang-orang Arab

menerapkan istilah ini khususnya pada jalan setapak menuju palung

air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata (Hasan, 1984:

7). Syariat diartikan jalan air karena siapa saja yang mengikuti syariat

akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagal

penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan binatang sebagalmana

DIa menjadikan syariat sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia

(Syarifuddin, 1997:1). Ada juga yang mengartikan syariat dengan apa

yang disyariatkan Allah kepada hamba-Nya (al-Qaththan, 2001:13).

Alquran menggunakan dua istijgji: sylr'ah (Q3. al-Maldah [5]: 48)
dan syari'ah (CIS. al-Jatsiyah [45]: 18) unluk menyebut agama {din)
dalam arti jalan yang telah ditetapkan Tuhan bagi manusia atau jalan

yang jelas yang ditunjukkan Tuhan kepada manusia. Istilah syarai'

(jamakdarlsyan'a/i)digunakan pada masa NabIMuhammad saw. untuk

menyebut masalah-masalah pokok agama Islam seperti salat, zakat,

puasa dl bulan Ramadan,^n hajl (Hasan,1984:7). Syariatdisamakan

dengan jalan air mengingat bahwa barang siapa yang mengikutisyariat,

ia akan mengalir dan bersih jiwanya (al-Qaththan, 2001:13). Alquran

dan sunah tidak menggunakan istitah at-syari'ah dan al-tslamiyyah
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dalam waktu yang bersamaan, namun dalam buku-buku berbahasa

Arab kedua istilah yang bersamaan itu sering ditemukan; baik dalam

buku-buku lama maupun buku-buku yang bam.

Adapun Istilah al-syari'ah al-lslamiyyah didefinlsikan sebagai apa

yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya baik berupa akidah,

ibadah, akhlak, muamalah, maupun aturan-aturan hidup manusia

dalam berbagal aspek kehidupannya untuk mengatur hubungan umat

manusia dengan Tuhan *mereka dan mengatur hubungan mereka

dengan sesama mereka serta untuk mewujudkan kebahagiaan mereka

di dunia dan di akhirat. Sering kali kata syariat disambungkan dengan

Allah sehingga menjadi syariat Allah (syari'atuflah) yang berarti jalan

kebenaran yang lurus yang menjaga manusia dari penyimpangan dan

penyelewengan, dan menjauhkan manusia dari jalan yang mengarah

pada keburukan dan ajakan-ajakan hawa nafsu (al-Qaththan, 2001:

14). Kata syariat secara khusus digunakan untuk menyebut apa yang

disyariatkan oleh Allahyang disampaikan oleh para Rasul-Nya kepada

hamba-hamba-Nya. Karena itulah, Allah disebut al-Syari* yang

pertama dan hukum-hukum Allah disebut hukum syarak.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa istilah sya^t pada mulanya
identik dengan istilah din atau agama. Dalam hal Ini syariat4definisikan
sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Alquran maupun

sunah Rasul. Karena itu, syariat mencakup ajaran-ajaran pokok agama

{ushul al-din), yakni ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Allah dan

sifat-sifat-Nya, akhirat, dan yang berkaitan dengan pembahasan-

pembahasan llmu tauhid yang lain. Syariat mencakup pula etika,

yaitu cara seseorang mendidik dirinya sendirl dan keluarganya, dasar-

dasar hubungan kemasyarakatan, dan cita-cita tertinggi yang harus

diusahakan untuk dicapai atau didekati serta jalan untuk mencapai

cita-cita atau tujuan hidup Itu. Di samptng itu, syariat juga mencakup

hukum-hukum ^lah bagi tiap-tiap perbuatan manusia, yakni haial,
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haram, makruh, sunah, (ten mubahr. Kajlan t^ntang yang terakhir ini

sekarang disebut fikih (Musa, 1988: 131). Jadi, secara singkat bisa

dimengerti, semulasyariatmempunyal arti luasyangmencakup akidah

(teologi Islann), prinsip-prinsip moral (etika dan karakter Islam, akhlak),

dan peraturan-peraturan hukum (fikih Islam).

Pada abad kedua hijriah (abad ke-9 Masehi), ketika formulas!

teologi Islam dikristalkan untuk pertama kali dan kata syariat

mulai dipakai dalam pengertian yang sistematis, syariat dibatasi

pemakaiannya untukmenyebuthukum (peraturan-peraturan hukum)

saja, sedang teologi dikeluarkan dari cakupannya. Jadi, syariat

menjadi konsep integratif tertinggi dalam Islam bagi mutakalim

(mutakalimin—para teolog muslim) dan fukaha (/liqoho'—para ahli

hukum islam) yang kemudian. Pengkhususan syariat pada hukum

amaliah {^amaliyyah) saja atau dibedakannya dari din (agama), karena

agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal,

sedang syariat berlaku untuk masing-masing umat dan berbeda

dengan umat-umat sebelumnya (Syarlfuddin, 1993; 14). Dengan

demikian, syariat lebih khusus dari agama, atau dengan kata lain

agama mempunyai cakupan yang lebih luas dari syariat, bahkan bisa

dikatakan bahwa syariat merupakan bagian kecil dari agama.

Adapun secara terminologis syariat c^^efinisikan dengan berbagai
varlasi. Wahbah al-Zuhalli (1985,1:18) mendefinisikan syariat sebagai

setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya balk

melaiui Alquran maupun sunah, balk yang terkait dengan masalah

akidahyangsecara khususmenjadikajlan ilmukalam, maupun masalah

amaliah yang menjadi kajian ilmu fikih. Muhammad Yusuf Musa

(1988:131) mengartikan syariat 36bagaisemua peraturan agama yang

ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslim balkyang ditetapkan dengan

Alquran maupun dengan sunah Rasul. Yusuf Musajugamengemukakan

satu deflnisi syariat yang dikutip dari pendapat Muhammad Ali al-
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Tahanwy.Menurutal-Tahanwysyariatadalah hukum-hukum yang telah

ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang dibawa Nabi, balk

yang berkaitan dengan cara perbuatan yang dinamakan dengan hukum-

hukum cabang dan amaliah yang dikodifikasikan dalam llmu fikih,

ataupun yang berkaitan dengan kepercayaan yang dinamakan dengan

hukum-hukum pokok dan iktikadiah {i'tiqdiyah) yang dikodifikasikan

dalam ilmu kalam (M. Yusuf Musa, 1988:131).

Dari beberapa definisi syariat di atas dapat dipahami bahwa

syariat pada mulanya identik dengan agama (din) dan objeknya

mencakup ajaran-ajaran pokok agama [ushuiuddin/akidah),

hukum-hukum amaliah, dan etika (akhlak). Pada perkembangan

selanjutnya (pada abad ke-2 Hijriah. atau abad ke-9 M.) objek kajian

syariat kemudian dikhususkan pada masalah-masalah hukum yang

bersifat amaliah; sedangkan masalah-masalah yang terkait dengan

pokok-pokok agama menjadi objek kajian khusus bagi akidah (ilmu

ushuluddin). Pengkhususan ini dimaksudkan karena agama pada

dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedangkan syariat

berlaku untuk masing-masing umat dan berbeda dengan umat-umat

sebelumnya. Dengan demikian, syariat lebih khusus dari agama.

Syariat adalah hukum amaliah yang berbeda minurut perbedaan

Rasul yang membawanya. Syariat yang datang kemudian mengoreksi

dan membatalkan syariat yang leblh dahulu, sedangkan dasar agama,

yaitu akidah (tauhid), tidak berbeda di antara para rasul. Atas dasar

inilah Mahmud Syaltut mendefinisikan syariat sebagai 'aturan-aturan

yang disyariatkan oleh Allah atau disyariatkan pokok-pokoknya agar

manusia itu sendiri menggunakannya dalam berhubungan dengan

Tuhannya, dengan saudaranya sesaitia musiim, dengan saudaranya

sesama manusia, dan alam semesta, serta dengan kehidupan'

(Syaltut, 1966:12). Syaltut menambahkan bahwa syariat merupakan

cabang dari akidah yang merupakan pokoknya. Keduanya mempunyal
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hubungan yang sangat erat dan tidak^bisa dipisahkan. Aqidah

merupakan fondasi yang dapat membentengi syariat, sementara

syariat merupakan perwujudan dari fungsi kalbu dalam berakidah
(Syaltut, 1966:13).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan baliwa pada mulanya

syariat bermakna umum (identik dengan agama) yang mencakup

hukum-liukum akidali dan amaliah, tetapi kemudian syariat hanya

dikhususkan dalam bidang liukum-hukum amaliah. Bidang kajian

syariat lianya terfokus pada hukum-hukum amaliah manusia dalam

rangka berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia, dan alam

semesta. Adapun sumber syariat adalah Alquran yang merupakan

wahyu Allah dan dilengkapi dengan sunah Nabi Muhammad saw.

3. Fikih

Secara etimologis kata 'fikih' berasal dari kata berbahasa Arab;

al-fiqh/^\ yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang

sesuatu (al-Pairuzabadiy,1995:1126). Dalam hal Inikata 'fiqh' identik

dengan katafahm atau 7/myang mempunyai makna sama (al-Zuhaili,

1985: 15). Kata fikih pada mulanya digunakan orang-orang Arab

untuk seseorang yang ahli dalam mengawinkan unta, yang mampu

membedakan unta betina yang sedang birahi dan unta betina yang

sedang bunting. Dari ungkapan ^ni ^ih kemudian diartikan
'pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu hal'.

Dalam buku al-Ta'rifat, sebuah buku semisal kamus karya al-Jarjani,

dijelaskan, kata 'fiqh' menurut bahasa adatah ungkapan dari

pemahaman maksud pembicara dari perkataannya (al-Jarjani, 1988:

168). Katafiqh semula digunakan untuk menyebut setiap ilmutentang

sesuatu, namun kemudian dikhususkan untuk ilmu tentang syariat

Alquran menggunakan kata 'fiqh*atau yang berakar kepada kata

'faqihq'6a\am 20 ayat. Kata 'fiqh' dalam pengertian 'memahami secara
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umum' iebih dan satu tempat dalam Alquran. Ungkapan 'liyatafaqqahu

flddin' (OS. al-Taubah [9]: 122) yang artinya 'agar mereka melakukan

pemahaman dalam agama' menunjukkan bahwa di masa Rasulullah

istilah fiklh tidak hanya digunakan dalam pengertian hukum saja,

tetapi juga memiliki arti yang Iebih iuas mencakup semua aspek dalam

Islam, yaitu teologis, poiitis, ekonomis, dan hukum (Hasan, 1984: 1).

Perlu dicatat bahwa di masa-masa awal Islam, istilah 'ilm' dan 'fiqh'

sering kali digunakan bagi pemahaman secara umum. Diceritakan
V

bahwa Rasulullah telah mendoakan Ibnu 'Abbas dengan mengatakan

'Allahumma faqqihhu fiddin' yang artinya "ya Allah berlkan dia

pemahaman dalam agama/' Dalam doa tersebut Rasulullah tidak

memaksudkan pemahaman dalam hukum semata, tetapi pemahaman

tentang Islam secara umum (Hasan, 1984:2).

Seperti halnya syariat, fikih semula tidak dipisahkan dengan ilmu

kalam hingga masa al-Ma'mun (meninggat 218 H)dari Bani Abbasiah.

Hingga abad ke-2 H fikih mencakup masai^h-masalah teologis

maupun masalah-masalah hukum. Sebuah buku yang berjudul al-

Fiqh al-Akbar, yang dinisbatkan kepada Abu Hanlfah (meninggal 150

H)dan yang menyanggah kepercayaan para pengikut aliran Qadarlah,

membahas prinsip-prinsip dasar Islam a^u r^^asaiah-masalah
teologis. Karenanya, judul buku ini menunjukkan bahwa kajian ilmu

kalam juga dicakup oleh istilah fikih pada masa-masa awal Islam

(Hasan, 1984:3).

Adapun secara terminologis fikih dldefinisikan sebagai ilmu

tentang hukum-hukum syarak {syara") yang bersifat amaliah yang

digali dari dalil-dalit terperinci (Khallaf, 1978:11; Zahrah, 1958: 6; al-

Zuhaili, 1985,1:16; al-Jarjani, 1988:168; dan at-Qaththan, 2001:183).

Dari definisi ini dapat diambil beberapa pengertian sebagai berikut:

a. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak. Kata hukum di

sini m^njelaskan bahwa hal-hal yang tidak terkait dengan hukum
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seperti zat tidaktermasuk ke dalam pengertian fikih. Penggunaan
kata syarak [syar'i) dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa
fikih itumenyangkut ketentuan syarak, yaitu 'sesuatu yang berasal
dari keliendak Allah'. Kata syarak ini juga menjelaskan bahwa

sesuatu yang bersifat ^aqli seperti ketentuan satu ditambah satu
same dengan dua, atau yang bersifat hissi seperti ketentuan

bahwaapi itu panas bukanlah cakupan ilmu fikih.

b. Fikih hanya-^membicarakan hukum-hukum syarak yang bersifat
amaliah (praktis). Kata amaliah menjelaskan bahwa fikih itu

hanya menyangkut tindak-tanduk manusia yang bersifat lahiriah,
Karena itu, hal-hal yangbersifatbukanamaliahseperti keimanan

(akidah)tidak termasuk wilayah fikih.

c. Pemahaman tentang hukum-hukum syarak tersebut didasarkan
padadalil-dalil terperinci, yakni Alquran dansunah. Kata terperind

(tafshili) menjelaskan dalil-dalil yang digunakan seorang mujtahid
(ahli fikih) dalam penggalian dan penemuannya. Karena itu, ilmu
yang diperoleh orang awam dari seorang mujtahid yang terlepas
dari dalil tidak termasuk dalam pengertian fiklh.

d. Fikih digali dan ditemukan melalui pen^ran|ara mujtahid. Kata
digali dan ditemukan mengandung arti bahwa fikih merupakan
hasil penggalian dan penemuan tentang hukum. Fikih juga

merupakan penggalian dan penemuan mujtahid dalam hal-hal

yang tidakdijelaskan oleh dalii-dalil (nas) secarapastl.

Adapun yang menjadl objek pembahasan ilmu fikih adalah
perbuatan orang mukataf. Atau dengan kata lain, sasaran ilmu
fikih adalah manusia serta dinamika dan perkembangannya yang

semuanya merupakan gambaran nyata dari perbuatan-perbuatan

orang mukalaf yang ingin dipolakan dalamtata nilal yang menjamin
tegaknya suatu kehidupan beragama dan bermasyarakat yang baik.
Studi konfprehensif yang dilakukan oleh para pakar ilmu fikih seperti
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al-QadIi Husein, Imam al-Subki, Imam Ibn 'Abd al-Salam, dan Imam

ai-Suyuthi merumuskan bahwa kerangka dasar dari fikih adalah

zakerhijd atau kepastian, kemudahan, dan kesepakatan bersama

yang sudah mantap. Dan pola umum dari fikih adalah kemaslahatan

[Vtibar al-mashalih) (Yafie, 1994:108).

Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian fikih berbeda

dengan syariat baik dari segi etimologis maupun terminologis. Syariat

merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Allah Swt. dan

Rasulullah saw. untuk^mengatur tingkah laku manusia baik dalam

rangka berhubungan dengan Tuhannya (beribadah) maupun dalam

rangka berhubungan dengan sesamanya (bermuamalah). Sedangkan

fikih merupakan pemahaman dan penjelasan atau uraian yang lebih

rind dari apa yang sudah ditetapkan oleh syariat. Adapun sumber fikih

adalah pemahaman atau pemikiran para ulama (mujtahid) terhadap

syariat (Aiquran dan sunah).

4. Hubungan antara Hukum Islam, Syariat, dan Flklh

Di atas telah dijeiaskan bahwa hukum Islam merupakan istilah

yang lahir sebagai terjemahan dari istilah berbahasa Inggris Islamic

law. Namun, kalau dikaji dari bentukan kata hukum Islam itu sendirj,

yakni gabungan dari kata 'hukum' dan kata ^lam', maka dapat

dipahami bahwa hukum Islam itu merupakan hukum yang bersumber

dari ajaran Islam.

Istilah hukum Islam tidak ditemukan dalam Aiquran, sunah,

maupun literatur Islam. Untuk Itu periu dicari padanan istilah hukum

Islam Inidalam literatur Islam. Jika hukum Islam Itu dipahami sebagai

hukum yang bersumber dari ajaran Islam, maka sulit dicari padanan

yang dalam literatur Islam persis sa'ma dengan istilah tersebut. Ada

dua istilah yang dapat dipadankan dehgan istflah hukum Islam, yaitu

syariat dan fikih. Dua istflah ini, sebagaimana sudah diuraikan di atas.
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merupakan dua istilah yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan,

karena keduanya sangat terkait erat. Dengan memahami kedua

istilah ini dengan berbagai karakteristiknya masing-masing, dapatiah
disimpulkan bahwa hukum Islam itu tidak sama persisdengan syariat

dan sekallgustidak sama persis dengan fikih. Tetapijuga tidak bergrti

bahwa hukum Islam itu berbeda sama sekali dengan syariat dan fikih.

Yang dapat dikatakan adalah pengertian hukum Islam itu mencakup

pengertian syariat dan fikih, karena hukum Islam yang dipahami di

Indonesia ini terkadang dalam bentuk syariat dan terkadang dalam

bentuk fikih, sehlngga kalau seseorang mengatakan hukum Islam,

harus dicarl dulu kepastian maksudnya, apakah yang berbentuk

syariat ataukah yang berbentuk fikih. Hal inilah yang tidak dipahami

oleh sebagian besar bangsa Indonesia, termasuk sebagian besar

kaum muslim, sehlngga mengakibatkan hukum Islam dipahami

dengan kurang tepat bahkan salah.

Hubungan antara syariat dan fikih sangat erat dan tidak dapat

dipisahkan. Syariat merupakan sumberatau landasanfikih, sedangkan

fikih merupakan pemahaman terhadap syariat. Pemakaian kedua

istilah ini sering rancu, artinya ketika seseor^g menggunakan Istilah
syariat terkadang maksudnya adalah fikih, dan sebaliknya ketika

seseorang menggunakan istilah fikih terkadang maksudnya adalah

syariat. Hanyasaja kemungkinan yang kedua ini sangat jarang.

Mesklpun syariat dan fikih tidak dapat dipisahkan, tetapi

keduanya berbeda. Syariat diartikan dengan ketentuan atau aturan

yang ditetapkan oleh Allah tentang tingkah laku manusia dl dunia

dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Ketentuan

syariat terbatas dalam firman Allah dan penjelasannya melalui sabda

Rasulullah. Semua tindakan manusia di dunia dalam tujuannya

mencapai kehidupan yang baik harus tunduk kepada kehendak

Allah dan Rasulullah. Kehendak Allah dan Rasulullah itu sebagian
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telah terdapat secara tertulis dalam Alquran dan sunah yang disebut

syariat, sedang sebagian besar lainnya tersimpan di balik apa yang

tertulis itu, atau yang tersirat.

Untuk mengetahui keseluruhah apa yang dikehendaki Allah

tentangtingkah laku manusiaituhams ada pemahamanyangmendalam

tentangsyariat hinggasecara amaliah syarlat itudapat diterapkan dalam

kondisi dan situasi bagaimana pun. Hasil pemahaman itu dituangkan

dalam bentuk ketentuan yang terperinci. Ketentuan terperinci tentang

tingkah laku drang mukalaf yang diramu dan diformulasikan sebagai

hasilpemahaman terhadap syariat itu disebut fikih.

Pemahaman terhadap hukum syarak atau formulas! fikih itu

mengalami perubahan sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi

manusia dan dinamika serta perkembangan zaman. Fikih biasanya
dinisbatkan kepada para mujtahid yang memformulasikannya, seperti

Fikih Hanafi, Fikih Maliki, Fikih Syafi'i, Fi(cih Hanbali, Fikih Ja'fari (Fikih

Syiah), dan lain sebagainya, sedangkan syariat selalu dinisbatkan

kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum-hukum fikih

merupakan refleksi dari perkembangan dan dinamika kehidupan

masyarakat sesuai dengan situasi daii,^kon(|si zamannya. Mazhab
fikih tidak lain dari refleksi perkembangan kehidupan masyarakat

dalam dunia Islam, karenanya mengalami perubahan sesuai dengan

zaman dan situasi serta kondisi masyarakat yang ada.

Jadi, secara umum syariat adalah hukum Islam yang bersumber

dari Alquran dan sunah yang belum dicampuri daya nalar (ijtihad),
sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari

pemahaman terhadap syariat atau pemahaman terhadap nas, baik
Alquran maupun sunah. Asaf A.A. Fyzee membedakan kedua istilah

tersebut dengan mengatakan bahwa syariat adalah sebuah tingkaran
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yang besar yarigwilayahnya meliputi senriua perilaku dan perbuatan

manusia; sedang fikfh adalah lingkaran^ kecil yang mengurusi apa
yang umumnya dipahami sebagai tindakan umum. Syariat selalu

mengingatkan kita akan wahyu, 'ilmu (pengetahuan) yangtidak akan

pernah diperoleh seandainya tidak ada Alquran dan sunah; dalam

fikih ditekankan penalaran dan deduksi yang dilandaskan pada ilmu

terus-menerus dikutip dengan persetujuan. Jalan syariat digariskan

oleh Allah dan Rasul-Nya; bangunan fikih ditegakkan oleh usaha

manusia. Dalam fikih satu tindakan dapat digolongkan pada sah atau

tidak sah, yajuzu wa ma la yajuzu, boleh atau tidak boleh. Dalam

syariat terdapat berbagai tingkat pembolehan atau pelarangan. Fikih

adalah istilah yang digunakan bagi hukum sebagai suatu ilmu; sedang

syariat bagi hukum sebagai jalan kesalihan yang dikaruniakan darl

langit (Fyzee, 1974:21).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan mengenai perbedaan

antara syariat dan fikih sebagai berikut:

a. Syariat berasal dari Allah dan rasul-Nya, sedang fikih berasal darl

pemlkiran manusia.

b. Syariat terdapat dalam Alquran dan kitab-kitab hadis, sedang

fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih.

c. Syariat bersifat fundamental dan mempunyai cakupan yang

lebih luas, karena oleh sebagi^ ahli|dimasukkan juga akidah
dan akhlak^ sedang fikih bersifat instrumental dan cakupannya

terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia.

d. Syariat mempunyai kebenaran yang mutlak (absolut) dan

berlaku abadi, sedang fikih mempunyai kebenaran yang relatif

dan bersifat dinamis.

e. Syariat hanya satu, sedang fikih lebih dari satu, seperti terlihat

datarh mazhab-mazhab fikih.
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f. Syariat menuajukkan kesatuan dalam Islam, sedang fiklh
menunjukkan keragaman dalam Islam.

5. UsulFikih

Istilah usul fikih sebenarnya merupakan gabungan (kata majemuk)

darl kata usul dan kata fikih. Makna dari kata fikih sudah dluraikan di

atas balk secara etimologis maupun secara terminologis. Secara

etimologis, fikih berarti 'paham, dan secara terminologis fiklh berarti
Ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifet praktis yang digali dari
dalll-dalil yang terperinci dari Alquran dan sunah'. Sedang kata usul
berasal dari bahasa Arab al-ushul/\J^Si\ yaitu isim jamak (plural) darl
kata dasar [mufrad) 'al-ashl/^j^Si' yang artinya 'pokok*, 'sumber', 'asal',
'dasar', 'pangkal', dan lain sebagalnya {Munawwir, 1997: 23). Dengan
mengetahul makna kata usul dan fikih, dapatlah dipahami makna usul
fiklh yang sebenarnya tidak jauh dari makna kedua kata yang menjadi
unsur-unsurnya, yakni dasar atau pokok fikih.

Dalam beberapa buku dapat ditemukan variasi definisi tentang

usul fikih, mesklpun maksudnya sdma. Dalam buku ai-Ta'rifat, al-
Jarjani mendefinlsikan usul fikih sebagai ilmu tentang kaidah-kaidah
untuk memahami fikih (al-Jarjani, 1988: 28). Abdul Wahhab Khallaf

mendefinlsikan usul fikih sebagai ilmu tentahg kaidah-kaidah dan

pembahasan-pembahasan untuk n^gh^ilkan hukum-hukum syarak
yang berslfet amaliah yang digali dari dalii-dalil yang terperinci (Khallaf,
1978: 12). Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili menyebutkan dua
pengertian tentang usul fikih, satu pengertian dari golongan Syafiiah

dansatu pengertian dari golongan Hanafiah, Malikiah, dan Hanabilah.
Golongan Syafi'i mengartikan usul fikih dengan pengetahuan tentang

dalii-dalil fikih secara global [ijmali), cara-cara menggunakannya,

serta kondisi pengguhanya. Sedang golongan Hanafiah, Malikiah,
dan Hanabilah mengartikan usul fikih dengan kaidah-kaidah yang
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mengantarkan pada pembahasan tentang istinbath hukum dari dalil-

dalilnya yangterperinci atau ilmu tentang kaidah-kaidah ini (al-Zuhaiii,

1985:23-24). Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa

usul fiklh merupakan suatu ilmu yang mendasari ilmu fikih. Dengan

usul fikih inilah dapat dipahami proses terbentuknya hukum fikih

(hukum-hukum mengenai perbuatan manusia). Secara sederhana,

perbedaan fikih dengan usul fikih adalah, kalau fikih itu ilmu tentang

hukum syarak, sedang usul fikih ilmu tentang cara-cara mengeluarkan

atau menemukan hukum-hukum syarak tersebut.

Untuk mengetahui perbedaan antara fikih dan usul fikih dapat
disimak ilustrasi contoh berikut. Dalam kitab-kitab fikih dapat

ditemukan bahwa salat hukumnya wajib. Wajibnya salat inimerupakan

hukum syarak. Alquran dan sunah tidak pernah mengungkapkan

secara tegas bahwa salat itu wajib. Wajibnya salat ini dalam Alquran

hanya ditunjukkan dengan ayat yang berbunyi; 'aqimu al-shalqh'

(dirikanlah salat) (misalnya QS. al-Baqarah [2]: 43). Ayat Alquran

yang mengandung perintah untuk mengerjakan> salat ini disebut

dalil syarak. Untuk menemukan hukum syarak, dalil-dalil syarak itu

harus berpedoman pada aturan-aturan atau kaidah yang sudah ada,

umpamanya setiap perintah itu menunjukkan wajib. Jadi« dari bentuk

perintah dalam dalil syarak seperti 'dirikanlah salat' dapat diketahui

hukum syarak bahwa salat itu wajib dilakukan. P^eetahuan tentang

kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum dari

dalil-dalil syarak tersebut dfsebut usul fiklh.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari ilmu usul fikih adalah untuk

dapat menerapkan kaidah«kaidah terhadap dalil-dalil syarak yang

terperinci agar sampai kepada hukum-hukum syarak yang bersifat

amali (praktis)yang ditunjuk oleh dalil-dalil itu. Dengan kaidah-kaidah

usul ini dapat dipahami nas-nas syarak dan hukum yang terkandung

d( dalamnya. Demikian puta dapat dipahami secara balk dan tepat
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apa-apa yang dirumuskan para ulama (mujtahid) dan bagaimana

mereka sampai kepada rumusan itu (Syarifuddin, 1997: 41). Pokok
bahasan usul fikih sangat berbeda dengan fikih. Pokok bahasan usul

fikih berkisar pada tiga hal, yaitu: 1) dalil-dalil atau sumber hukum
Islam; 2) hukum-hukum syarakyang terkandung dalam dalil-dalil itu;

dan 3) kaidah-kaldah tentang usaha dan cara mengeluarkan hukum

syarak dari dalil atau sumber yang mengandung^ hukum tersebut
(Syarifuddin, 1997:41; al-Zuhaili, 1985: 27).

F. Ruang Lingkup Hukum Islam

Pembahasan mengenai ruanglingkup hukum Islam disini berkisar

pada tiga masalah pokok, yaitu: 1) pengertian ruang lingkup hukum

Islam; 2) ibadah, sebagai ruang lingkup hukunri Islam yang pertama;

dan 3) muamalah, sebagai ruanglingkup hukum Islam yangkedua.

1. Pengertian Ruang LingkupHukum Islam

- * Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum Islam di sini adalah
objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi
bagian dari hukum islam. Hukum Islam disini meliputi syariatdanfikih.
Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat^ng igiembagi
hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik.

Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak

membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bldang-

bidang kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentukaktivitas

manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk

hubungan ini, dapatdiketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada
dua, yaitu hubungan manusia dengantuhan {hablum minallah) dan
hubungan manusia dengan sesamanya {hablum minannas). Bentuk

hubungan yang pertama disebut "ibadah" dan bentuk hubungan

yangkeduadiset^t ''muamalah".
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Dengan mendasarkan pa^a hukum^hukum yang terdapat dalam
Alquran, Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum menjadi tiga,

yaitu hukum-hukum iktikaidyah (i'tiqadiyyah—kemansn), hukum-

hukum khulukiah [khuluqiyyah—akh\3k), dan hukum-hukum amaliah

(aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum amaliah

inilah yang identik dengan hukum Islam yang dimaksud di sini. Abdul

Wahhab Khallafmembagi hukum-hukum amaliah menjadi dua, yaitu

hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan

Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan

manusia dengan sesamanya (Khallaf,1978:32).
\

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang iingkup

atau bidang-bidang kajian hukum islam ada dua, yaitu bidang ibadah

dan bidang muamalah. Kedua bidang hukum ini akan diuraikan lebih

jauh pada pembahasan selanjutnya.

2. Ibadah

Secara etimologis kata ibadah berasal.dari bahasa Arab al-

%adah, yang merupakan masdar {mashdar) dari kata kerja 'abada-

ya^budu yang berarti 'menyembah' atau 'mengabdi' (Munawwir,

1997: 886). Sedang secara terminologis ibadah diartikan dengan

'perbuatan orang mukalaf (dewasa) yang tidak didasari hawa

nafsunya dalam rangka mengagunkan Tuhannya' (al-Jarjani, 1988:
189). Sementara itu, Hasbi ash Shiddieqy (1985: 4 mendefintsikan
ibadah sebagal segala sesuatu yang dikerjakan untuk mencapai

keridaan Allah dan mengharap pahala-Nya di akhlrat Inilah definisi

yang dikemukakan oleh ulama fikih. Dari makna ini, jelaslah bahwa

ibadah mencakup semua aktivitas manusia baik perkataan maupun

perbuatan yang didasari dengan niat ikhlas untuk mencapai keridaan

Allah dan mengharap pahala di akhlrat kelak.

Hakikat ibadah menurut para ahli adalah ketundukan jiwa yang

rrti
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timbul karena hati merasakan cinta akan yang disembah (Tuhan) dan

merasakan keagungan-Nya, karena meyakini bahwa dalam alam inl

ada kekuasaan yang hakikatnya tidak diketahui oleh akal. Pendapat

lain menyatakan, hakikat ibadah adalah memperhambakan jiwa

dan menundukkannya kepada kekuasaan yang gliaib yang tidak

dijangkau ilmu dantidak diketahui hakikatnya. Sedang nnenurut Ibnu
Katsir, hakikat ibadah adalah suatu ungkapan yang menghimpun

kesempurnaan cerita, tunduk, dan takut (Ash Shiddieqy, 1985;8).

Dari beberapa pengerti^n tentang ibadah di atas dapat dipahami
bahwa ibadah hanya tertuju kepada Allah dantidakboleh ibadah ditujukan

kepada selain Allah. Hal ini karena memang hanya Allah yang berhak
menerima ibadah hamba-Nya dan Allahlah yang telah memberikan

segala kenikmatan, pertolongan, dan petunjuk kepada semua makhluk
ciptaan-Nya. Oleh karena itu, dalam Alquran dengan tegas disebutkan
bahwaAllah memerintahkan jindan manusia untuk beribadah kepada-

Nya (OS. al-Dzariyat [51]: 56). Di ayat lain Allah memerintahkan ibadah
kepada manusia sebagai sarana untuk mencapai derajat takwa (03.al-

Baqarah [2]: 21). Dengan demikian, jelaslah bahv\^ ibadah merupakan

hak Allah yang wajib dilakukan oleh manusia kepada Allah. Karena

ibadah merupakan perlntah Allah dan sekaligus hak-Nya, maka Ibadah
yang dilakukan oleh manusia harus menglkuti aturan-atii^ yatig dibuat
oleh Allah. Allah mensyaratkan ibadah harus dilakukan dengan Ikhlas

(OS. al-Zumar [39]: 11) dan harus dilakukan secat^ sah sesuai dengan
petunjuksyarak (OS. al-Kahfl [18]: 110).

Dalam masalah ibadah berlaku ketentuan, tidak boleh ditambah-

tambah atau dikurangi. Allah telah mengatur ibadah dan diperjelas

olehRasul-Nya. Karena ibadah berslfattertutup (dalam artiterbatas),
maka dalam ibadah berlaku asas umum, yaknl pada dasarnya semua

perbuatan Ibadah dilarang untuk dilakukan kecuali perbuatan-

perbuatan itu dengan tegas diperintahkan. Dengan demikian, tidak
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mungkin daiam ibadah dilakukan modernisasi, atau melakukan

perubahan dan perombakan yang mendasar mengenal hukum,

susunan, dan tata caranya. Yang mungkin dapat dilakukan adalah

penggunaan peralatan ibadah yang sudah modern (Ali, 1996:49).

Ibadah memiliki peran yang sangat penting dalam Islam dan

menjadi titik sentral dari seluruh aktivitas kaum muslim. Seluruh

aktivitas kaum muslim pada dasarnya merupakan bentuk ibadah

kepada Allah, sehingga apa saja yang dilakukannya memiliki niiai

ganda, yaitu nilai material dan nilai spiritual. Nilai material berupa

imbalan nyata di dunia, sedang nilai spiritual berupa imbalan yang

akan diterima di akhirat.

Para ulama membagi ibadah menjadi dua macam, yaitu ibadah

mahdlah (ibadah khusus) dan ibadah ghqiru mahdiah (ibadah umum)

(AshShiddieqy,1985:5). Ibadah khusus adalah ibadah langsung kepada

Allah yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dan ditetapkan oleh

Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah. Karena itu, pelaksanaan

ibadah sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah.

Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan pedoman atau cara yang harus

ditaati dalam beribadah, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangl.

Penambahan atau pengurangan dari keter^an-ketentuan ibadah yang
ada dinamakan bidah {bid'ah) dan berakibat &talnya Ibadah yang
dilakukan. Dalam masalah ibadah ini beriaku prinsip:

jsui! j
Artinya:Pada prinsipnya Ibadah Itu batal (dilarang) kecuali ada dalil yang

memerintahkannya (AshShiddteqy, 1980:91).

Contoh ibadah khusus Ini adalah salat (termasuk di dalamnya

taharah), zakat, puasa, dan haji. Inilahmakna ibadah yang sebenamya

yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.
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Adapun ibadah ghairu mahdiah (ibadah umum) adalah ibadah

yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan

Rasulullah. Ibadah umunn ini tidak menyangkut hubungan manusia

dengan Tuhan, tetapijustrii berupa hubungan antara manusia dengan

manusia atau dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Bentuk ibadah

ini umum sekali, berupa semua aktivitas kaum muslim (baik perkataan

maupun perbuatan) yang halal (tidak dilarang) dan didasari dengan

niat karena Allah (mencari rida Allah). Jadi, sebenarnya ibadah umum

itu berupa muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim dengan

tujuan mencari rida Allah.

Para ulama ada juga yang membagi ibadah menjadi lima macam,

yaitu: 1) ibadah badaniyah, seperti salat, 2) ibadah maliyah, seperti

zakat, 3) ibadah ijtima*iyah, seperti haji, 4) ibadah ijabiyah, seperti

thawaf, dan 5) ibadah salbiyah, seperti meninggalkan segala yang

diharamkan dalam masa berihram (AshShiddieqy, 1985:5).Tentu masih

banyak tinjauan ibadah dari ulama lain berdasarkan sudut pandang

yang berbeda-beda, namun tidak akan menghilangkan ruhnya, yaitu

bahwa ibadah merupakan suatu ketundukan seorang hamba kepada

Tuhannya dengan didukung oleh keikhlasan atau ketulusan hati.

3. Muamalah

Secara etimologis kata muamaia^^ber^al dari bahasa Arab al-
mu'amalab yang berpangkal pada kata dasar *amila-ya'malU''amalan

yang berarti membuat, berbuat, tekerja, atau bertindak (Munawwir,

1997:972). Darikata *amlla muncul kata ^amala-yu'amilu-mu'amalah

yang artinya hubungan kepentingan (seperti jual bell, sewa, dsb.)

(Munawwio 1997: 974). Sedangkan secara terminologis muamalah

berarti bagian hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan

orang-orang mukalaf antara yang satu dengan lainnya baik secara

individu, dalam keluarga, maupun bermasyarakat (Khaliaf> 1978:32).
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Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah

daiam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja.

Penjelasan NabI, kalaupun ada, tidak terperinci seperti halnya dalam

masalah ibadah. Oleh karena itu, bidang muamalah terbuka sifatnya

untuk dikembangkan melalui ijtihad. Kalau dalam bidang ibadah

tidakmungkin dilakukan modernisasi, maka dalambidang muamalah
sangat memungkinkan untuk dilakukan modernisasi. Dengan

pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian

maju, masalah muamalah pun dapat disesuaikan sehingga mampu

mengakomodasi kemajuan tersebut.

Karena sifatnya yang terbukatersebut, dalam bidang muamalah

berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua akad dan

muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang membatalkan dan

melarangnya (Ash Shiddieqy, 1980: 91). Dari prinsip dasar ini dapat

dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori

muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada ketentuan atau

nas yangmelarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang

muamalah dapat saja berubahseiring denganperubahanzaman, asal

tidak bertentapgan dengan roh Islam.

Dilihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup hukum Islam

dalam bidang muamalllli, mfenurut Abdul Wahhab Khallaf (1978:32-
33),meliputi:(l)o^tomo/-o/7Wo/o/-syo*f/?sWyyo/)/^*i^»uuJIJIy>Vll>oli>l
(hukum-hukum masalah personal/keluarga); (2) al-ahkam al-
madaniyyah/^jjoJl/>ISl>\)I (hukum-hukum perdata); (3)o/-o/jtermo/-
y/no/yyo/)/ '̂U:a«JI/>li>\l|(hukum-hukumpidana);(4)o/?tomo/-mi/rq/b'ot/
olasi^1 (hukum-hukum acara peradilan); (5) al-ahkam al-
dustur/yyo/jAu9juLujJI>ol5L>\)l(hukum-hukumperundang-undangan);(6)
o/-a/jto/TJo/-duwo//yyo/i/^9jJI/>l$:>\)l(hukum-hukumkenegaraan);dan
(7)o/-^tomo/-/<7t7shod/Vyohwoo/-mo//yyo/7/AjLoJl9qiiLai§VJI>ol5c»'Vl
(hukum-hukum ekonomi dan harta).
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Jika dibandingkan dengan hukum Barat yang membedakan

antara hukum privat dengan hukum publik, hukum Islam dalam

bidang muamalah tidak membedakan antara keduanya, karena

kedua istilah hukum Itu dalam hukum Islam saling mengisi dan saling

terkait. Akantetapl, jika pembagian hukum muamalah yang tujuh di

atas digolongkan dalam..dua bagian sebagaimana yang ada dalam

hukum Barat maka susunannya adalah sebagai berikut:

a. Hukum perdata (Islam), yang mellputi:

*•' 1) Ahkam al-ahwal al-syakhshiyyah, yang mengatur masalah

keluarga, yaitu hubungan suami istrl dan kaum kerabat

satu sama lain. Jika dibandingkan dengan tata hukum di

Indonesia, maka bagian ini meliputi hukum perkawinan

Islam dan hukum kewarisan Islam.

2) Al-ahkam al-madanlyyah, yang mengatur hubungan

antarindivldu dalam bidang jual bell, hutang piutang, sewa-

menyewa, petaruh, dan sebagainya. Hukum ini dalam tata

hukum Indonesia dikenal dengan hukum benda, hukum

perjanjian, dan hukum perdata khusus.
fe j-

b. Hukum publlk (Islam),yang meliputi:

1) Al-ahkam al-jinalyyah, yang mengatur pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukalaf dan

hukuman-hukuman baginya, Di Indonesia hukum ini dikenal

dengan hukum pidana.

2) Ahkam al-murafa'at, yang mengatur masalah peradilan,

saksi, dan sumpah untuk menegakkan keadllan. DI Indonesia

hukum ini disebut dengan hukum acara.

3) Al-ahlajm al-dusturiyyah, yangberkaitandengan aturan hukum

dan dasar-dasarnya^ seperti ketentuan antara hakim dengan

yangdihalH^hnt, menentukan hak-hak individu dansosial.
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4) Al-ahkam al-duwaliyyah, yang berhubungan dengan
hubungan keuangan antara negara Islam dengan negara lain

dan hubungan masyarakat nonmuslim dengan negara Islam.

Di Indonesia hukum inidikenal dengan hukum internasional.

5) Al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah, yang berkaitan
dengan hak orang miskin terhadap harta orang kaya, dan
mengatur sumber penghasilan dan sumber pengeluarannya.

Yang dimaksud di sini adalah aturan hubungan keuangan
antara yang kaya dengan fakir miskin dan antara negara

dengan individu.

Itulah pembagian hukum muamalah yang meliputi tujuh bagian

hukum yang objek kajiannya berbeda-beda. Pembagian seperti itu

tentunya bisasaja berbeda antara ahli hukum yangsatu dengan yang

lainnya. Yang pasti hukum Islam tidak dapat dipisahkan secara tegas

antara hukum publik dan hukum privat. Hampir semua ketentuan

hukum Islam bisa terkait dengan masalah umum (publik) dan juga

terkait dengan masalah individu {privat).

C. Karakteristik Hukum Islam

Sebagal suatu sistem hukum tersendlri, hukum Islam memlliki

beberapa karakteristik dan watak tersendlrl yang nriembedakannya
dari berbagai sistem hukum yang iSa dij0unia. Di antara karaktersitik
hukum Islam iniada yang merupakan produk darl watak hukum Islam

itu sendiri, dan ada yang disebabkan oleh evolusinyadalam mencapai

tujuan yang diridai Allah.

Para ulama berbeda-beda dalam mehguraikan karakteristik

hukumIslam. Dari berbagaipendapat para ulamadapat dikemukakan

beberapa karakteristik (|asar dari hukum Islam seperti berikut:
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1. Asal mula hukum Islam berbeda dengan asal mula hukum
A •

umum

Perbedaan pokok hukum Islam (syarlat) dengan hukum Barat

adalah bahwa hasil konsep hukum Islam merupakan ekspresl darl

wahyu Allah. Dengan kata lain bahwa hukum Islam secara mendasar

bersumber pada wahyu Allah. Sumber-sumber hukum Islam kemudian

berupa wahyu Allah (Alquran), sunah Rasuiullah dan sumber-sumber

lain yang didasarkan pada dua sumber pokok ini (Akgunduz, 2010:25).

Jadi, hukum-hukum buatan manusia sangat berbeda dengan hukum-

hukum yang datang dari Allah yang tidak layak dibandingkan, karena

perbedaan yang sangat mencolok antara Allah sebagai Pendpta dan

manusia sebagai yang didptakan, sehingga tidak akan pernah diterima

akal secara. sama membandingkan apa yang dibuat oleh manusia

dengan apa yang dibuat oleh Tuhan manusia (al-Qaththan, 2001; 19).

Islam mengajarkan suatu prinsip akidah yang benar setelah

prinsip-prinsip akidah dalam agama Yahudi dan NasranI mengalami

perubahan yang mendasar akibat ulah para penganutnya. Islam juga

menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk

kehidupan individu dan masyarakat, terutama karena agama-agama

wahyu (samawi) sebelumnya belum memberikan aturan-aturan yang

memadai. Di antara aturan-aturan itu adalah yang termuat dalam

hukum Islam. Dasar-dasar hukum Islam be^mbj^r pada wahyu Allah
yang dapat dijumpai dalam Alquran dan sunah. Dalam kedua sumber

ini terdapat keseluruhan bagian hukum modern yang bermacam-

macam, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang,

hukum tata negara, hukum internaslonal, dan cabang-cabang hukum

yang lain (Musa, 1988:161).

Parafukaha (ahlifikih) terlkat dengan dua sumber pokok(Alquran

dan sunah) selama djtemukan nas^nas dl dalamnya. Jikadalam kedua
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sumber ini tidak ditemukan dasar-dasar tersebut, maka harus dicari

dasar-dasarnya dengan mendasarkan pada inspirasi jiwa dan prinsip

serta tujuan hukum Islam. Di sinilah ijtihad memainkan peran yang
sangat penting dalam menemukan dasar-dasaryang belum ditemukan
dalam Alquran dan sunah. Para ahli hukum positif terus menerus
mengkaji undang-undang dan menafsirkan teks-teksnya pasal demi
pasal, sepertiyang dilakukan parapenafsir kitab suci, semisal Alquran,
dengan berasumsi bahwa uadang-undang itu memuat segalasesuatu

yang menyangkut bidang isinya. Karena itulah ketika para ahli hukum
sepakat mengatakan bahwa teks-teks hukum memuat semua kaidah
hukum tanpa ada yang terlewat, tidak ada pilihan lain bagi seorang

ahli hukum kecuali membahas dan menafsirkan teks-teks itu pasal

demi pasal. Bisa jadi seorang ahli fikih (hukum Islam) tidak mampu

menyimpulkan satu kaidah dari teks hukum (nas) yang dipelajari.

Hal ini bukan berarti dalam nas terdapat kesalahan, tetapi karena

keterbatasanyangada pada ahli fikih tersebut (Musa, 1988:161).

Inilah karakteristik yang membedakan sistem hukum Islam

dengan sistem hukum yang lain buatan manusia. Sistem hukum
Baratdan hukum modern yang lain tidak satu pun yang bersumber

pada wahyu Tuhan, termasuk hukum-hukum adat yang berkembang
di beberapa daerah di Tanah air kit^ (Indonesia). Itulah sebabnya,
hukum Islam memlliki supremasi yang sangat tinggi bag! umat

islam. Tidak ada sistem hukum di dunia ini yang memiliki tingkat

kepercayaan dan kepatuhan seperti hukum Islam. Namun demikian,

dalam kenyatannya penghargaan terhadap hukum Islam di dunia

modern Ini tidaksetinggi kualitasnya sendlri. Manusia modern lebih

taat dan patuh p3da aturan-aturan hukum positifyang niempunyai

kekuatan yang mengikat bag! setiap orang yang masuk dalam

lingkup pemberlakuan hukum positif tersebut dibandlngkan dengan

ketaatannya pada hukum Tuhan (hukum Islam).
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2. Aturan-aturan hukum Islam dibuat dengan dorongan

agama dan moral

Aturan-aturan hukum Islam pernah dllaksanakan secara

sempurna oleh pemeluknya. Hal Inl karena semua peraturannya

menggunakan pertimbangan agama dan moral yang membuatnya

benar-benar diterlma dan diyakini oleh segenap orang beriman, tanpa

ada perbedaan antara muslim dan nonmuslim. Sebagai bukti dapat

dilihat daiam hal bertetangga. Dalam Alquran dan sunah banyak

anjuran kepada umat Islam untuk berbuat baik kepada tetangga

tanpa dibatasi oleh agama dan kepentingan^ apapun. Seorang

mukmin yang baik akan patuh terhadap anjuran Alquran dan sunah

daiam aturan bertetangga ini tanpa harus diikat oleh aturan-aturan

^atau undang-undang. Ketika seorang mukmin tidak menaati aturan
itu, akan terlihat bahwa imannya tidak lagi bernilai baik (Musa, 1988:

163). Ilustrasi seperti ini dapat juga dilihat dalam perintah-perintah

agama yang lain, seperti bersedekah (berzakat) dan berjihad.

Kenyataan seperti di atas tidak didapati dalam undang-undang

buatan manusia. Semua undang-undang buatan manusia seialu

didahului oleh konsideran sebagai acuannya. Dalam konsideran

jni dijelaskan sebab-sebab ditetapkan undang-undang itu, tujuan

pembuatannya, dan pertlmbangan-pertimbangan lain. Namun,

konsideran dalam undang-undang tidak dapat di^^ak^ dengan
hukum Islam yang acuannya darl Alquran dan sunah. Dengan'

acuan seperti Inl drang yang menaati hukum Islam akan merasa

mendapatkan rida darl Allah dan mendapatkan pahala baik di dunia

maupun di akhirat. Inilah yang tidak ditemukan dalam hukum-hukum

selain hukum islam.

Jika hukum Islam ditetapkan atas dasar dorongan agama

dan moral, hukum umum buatan manusia ditetapkan atas dasar

ketundukan pada hawa nafsu dan kecenderungan tertentu serta
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mengikuti faktor-faktor kemanusiaan. Faktor-faktor inilah yang

kemudian menyebabkan hukum manusia menylmpangdarl ketetapan

yang benar dan penyeiesaian urusan kehidupan secara adil. Karena

itulah, hukum buatan manusia sering mengalami perubahan dan

perbalkan serta tidak memiliki ketetapan hukum yang pasti. Hukum

halal pada saat ini bisa saja berubah menjadi hukum haram pada

esok harl, dan karenanya pertimbangan hidup serta ukuran baik dan

tidak baik juga berbeda-beda (al-Qaththan, 2001: 19). Hukum Islam

(syariat) sangat berbeda dengan hukum ini, karena hukum Islam

didasarkan pada wahyu llahi yang sangat tahu tentang persoalan

manusia dalam berbagai aspek kehidupannya.

3. Balasan hukum Islam didapatkan dl dunia dan akhirat

Ciri ini terkait dengan ciri sebelumnya, sehingga hampir tidak

dapatdipisahkan. Hukum buatanmanusia (undang-undang) tidakakan
memiliki ciri seperti ini. Pemberian sanksi atau hukuman terhadap

para pelanggarundang-undanghanyaakan didapatkan ketika didunia.

Tidak ada aturan atau ketentuan dalam undang-undang tersebut

yang akan memberikan sanksi atau balasan di akhirat. Hukum Islam

menjanjikan pahala dan siksa di dunia dan akhirat. Sanksi di akhirat

tentunya jauh lebih besar darl sanksi dl dunia. Karena itu, orang

yang berlman merasa m^ap^kan dorongan jiwa yang kuat untuk
melaksanakan hukum Islam dengan mengikuti perintah dan menjauhi

larangan. Hukum yang disandarkan kepada agama bertujuan untuk

mewujudkankesejahteraanindivldudanmasyarakat. Karena Itu,hukum

tersebut tidak akan menetapkan suatu aturan yang bertentangan

dengan kehendak keduanya. Hukum Inl tidak hanya bertujuan untuk

membangun masyarakat yang baik saja, tetapi juga bertujuan untuk

membahagiakan individu, masyarakat, dan seiuruh umat manusia di

dunia dan akhirat (Musa, 1988:167).
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Sanksi yang diterima orang yang melanggar hukum Islann di.

samping berupa hukuman dunia dan sanksi material lainnya juga

berupa sanksi spiritual atas dasar hati, pikiran, dan kesadaran manusia.

Banyak contoh yang disebutkan dalam buku-buku fikih terkait dengan

hal ini, misalnya perdagangan yang dieksekusi setelah terdengar suara

azan untuk orang yang melaksanakan salat Jumat adalah qadla'an

(menurut keputusan hukum positif), yakni sah menurut hukum sipil.

Bagaimanapun, ha! ini merupakan diyanatpn yang diizinkan (menurut

hukum agama dan hukum ideal). Pada saat yang sama, seseorang yang

melakukan tindakan kriminal dengan merusak barang milikorang lain

harus membayar kepada pemiliknya, bahkan la juga harus memikul

tanggung jawab lain atas penyerangan terhadap barang milik orang

lain tersebut (Akgunduz, 2010:26).

4. Keceiiderungan hukum Islam bersifet komunal

Di atas sudah dijelaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk

mewujudkan kesejahteraan umat manusia seluruhnya, balk individu

maupun masyarakat. Karena itu, kecenderungan yang dominan darl

hukum Islam adalah komunal. Komunal berbeda dengan sosialistik.

Komunal memitiki pengertian yang lebih luas yang mencakup segi

materi dan segi-segi lain yang meliputi selui^tih haj^ dan kewajiban,
sedang sosialistik mempunyai pengertian khusus yang terbatas pada

materi. Kecenderungan hukum Islam yang komunal ini dapat terlihat

dengan jelas baik dalam ha! ibadah maupun muamalah. Seniua aturan

hukum Islamdalam kedua bidang inibertujuan mendidik individuuntuk

mewujudkan kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat

secara keseluruhan. Sebagai contoh dapat dilihat pada kewajiban

salat, puasa, zakat, dan haji daigm bidang ibadah, penghalalan jual

beli dan pengharaman riba, perintah jual bell dan larangan riba, serta

menegakkan hukuman hudud untuk melindungi masyarakat dalam

bidang muamalah (Musa, 1988:168).
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Dari contoh-contoh di atas jelaslah bahwa hukum Islam di dalam

mewajibkan perlntah dan mengharamkan larangan tidak hanya

bertujuan untuk keselamatan dan kebahaglaan Indivldu saja, tetapi

juga untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakatsecara umum. Inllah

watak dan kecenderungan hukum Islam yang hakiki sebagaimana yang

kita jumpai dalam Alquran, sunah, dan putusan-putusan para ulama

rpelalui ijtihad. Hal ini sangat berbeda dengan hukum-hukum buatan

manusia yang pada umumnya memiliki kecenderungan Individual.

Karena itu, aturan-aturan hukum positif banyak yang mengaklbatkan

benturan antarindividu ketika kepentingan masing-masing indivldu itu

berbeda. Hal inilah yang kemudian menjadi titik tolak hukum positif

membenahi aturan-aturatinya sehingga pada akhirnya juga mempunyai

watak komunal. Sebagai cbntoh, tidak ada hukum positifyang melarang

praktik riba yang pada prinsipnya menguntungkan pemilik modal dan

merugikan peminjam.

Cakupan hukum Islam jauh lebih luas dari cakupan hukum

buatan manusia. Aturan-aturan dalam hukum Islam meiiputi berbagai

persoalan hidup manusia tanpa ada pembatasan-pembatasan

tertentu. Adapun hukum^uatQti manusia aturan-aturannya dibatasi
pada permasalahan tertentu, misalnya hanya mengatur masalah

hukum privat, hukum keluarga, hukum pidana, hukum intemasional,

atau masalah-masalah tertentu yang lain (Akgunduz,2010:26).

5. Hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan lingkungan,

waktu, dan tempat

Setiap htikum menghendaki adanya kedinamisan untuk dapat

bertahan terus di tengah-tengah perbedaan waktu dan tempat. Jikatidak

demikian, hukum tersebut akan mati dan tidak dapat bertahan. Hukum

Islam mempunyai sifat dinamis yang membuatnya tetap bertahan dan

berkembang seiring perkembangan zaman (Musa, 1988:172).
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Kaidah-kaidah hukum Islam tidak terbatas pemberlakuannya

pada kaum tertentu dan masa tertentu. Kaidah-kaidah hukum Islam

merupakan kaldahumumyangberlakuuntuksemua masa, tempat, dan

golongan. Dalam sejarah terbukti hukum Islam telah berlaku selama

empat belas abad. Dl saat terjadl berbagal perubahan masyarakat,

ratusan kanun dan aturan-aturannya, serta perubahan dasar-dasar

hukum seiring dengan sanksi yang ada, hukum Islam tetap eksis dan

berlaku untuk semua zaman dan* tempat yang didukung dengan

teks-teks {nushush) yang meliputi seluruh elemen pertumbuhan dan

perkembangan yangterjadl (Manna' al-Qaththan, 2001:21).

Hukum Islam bersifat elastis (lentur, luwes) yang meliputi

segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan

kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan manusia

dengan Tuhan, hubungan sesama makhluk, serta tuntunan hidup

dunia dan akhlrat terkandung dalam ajaran hukum Islam. Hukum

Islam juga memperhatikan berbagal segi kehidupan, balk bidang

ibadah, muamalah, maupun bidang-bldang yang lain (al-Qaththan,

2001:21; Djamil,1997:47). Hukum Islam juga bersifat universal yang

meliputi seluruh manusia tanpa dibatasi oleh golongan dan daerah

tertentu seperti hukum-hukum par^nabl^ sebelum Muhammad.
Hukum Islam berlaku bagi orang Arab dan non-Arab, bagi kulit putih

dan kulit hitam. Semua Ini didasarkan pada kekuasaan Allah (sebagai

sumber utama hukum Islam)yang tidak terbatas (Djamil, 1997:49).

Kedinamisan hukum Islam dapat dilihat pada dalil-dalil nas

(Alqurandan sunah) yang umum (universal) yang tidak terbatas pada

waktu dan tempattertentu. DalamQS.Saba' (24):28dan QS.al-Anbiya'

(21): 107, misalnya, Allah menegaskan bahwa NabI Muhammad

sebagai pembawa risalah Islam diutus untuk semua manusia dl muka

bumi ini. Dl samping itu, dalam hukum Islam terdapat sumber hukum

yai^ menjamin adanya kedinamisan tersebut, yaitu ijtihad dengan
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berbagai metodenya, seperti ijmak {ijma\ kias, istihsan, mashlahah

mursalah, 'urf, dan Iain-Iain. IVIetode-metode inilah yang membuat

hukum Islam tetap eksis di tengah-tengah perkembangan zaman

yang begitu pesat. Tidak ada satu masalah pun di dunia ini yang tidak

dapat ditemukan aturannya dalam hukum Islam.

Yang perlu dicatat, bahwa dinamika hukum Islam seperti di atas

sarat dengan perbedaan pendapat. Tidak jarang masalah perbedaan

ini justru menjadi pemicu adanya pertentangan dan permusuhan

di kalangan umat Islam sendiri, sehingga sangat melemahkan Islam

^ dan hukum Islam, ^ejarah membuktikan, hancurnya umat islam

disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Namun, faktor internal

lebih dominan jika dibandingkan dengan faktor eksternal. Faktor

internal yang terbesar adalah permusuhan antara umat Islam yang

dipicu oleh perbedaan pendapat di antara mereka. Kalau umat Islam

menyadari bahwa perbedaan pendapat itu suatu keniscayaan, maka

hal ini tidak seharusnya terjadi. Adanya perbedaan seperti ini justru

dapat memudahkan umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam di

tengah perbedaan waktu dan tempat.

6. Tujuan hukum Islam mengaturdan memberikan kemudahan

bagi kehidupan privat dan publik dan membahagiakan

dunIa seluruhnya

Tujuan hukum positif tterlihat pragmatis dan terbatas, yakni

menegakkan ketertiban dalam masyarakat dengan satu cara tertentu.

Tujuan ini sangat diidam-idamkan oleh pembuat undang-undang,

meskipun terkadang memaksanya untuk menyimpang dari kaidah-

kaldah moral dan agama. Misalnya, undang-undang memutuskan

gugurnya hak dari pemllik barang lantaran daluwarsa. Ini member!

peluang. kepada orang lain dapat memiliki barang yang daluwarsa

tersebut, meskipun dengan cara yang tidak benar. Hukum Islam
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mempunyai tujuan yar^ berbeda dengan hukum positif.Hukum islam

mempunyai bidang yang sama sekali tidak disentuh oleh hukum

positif, yaitu mengatur hubungan seorang individu dengan Tuhannya.

Ketentuan hukum Islam dalam bidang ibadah bertujuan untuk

mensucikan ruh dan menghubungkannya dengan Allah, sekaligus

menyejahterakan individu dan masyarakat secara bersama dalam

berbagai bidang balk di dunia maupun di akhirat. Dalam bidang

muamalah hukum Islam juga mempunyai tujuan yang menyeluruh dan

memberikan bentuk ideal untuk menyantuni individu, masyarakat,

dan umat manusia seluruhnya (Musa, 1988:175).

Prtnsip hukum Islam seperti di atas kemudian banyak dituangkan

dalam rumusan-rumusan yang kemudian disebut kaidah-kaidah hukum

Islam {al-qawaid al-fiqhiyyah). Kaidah-kaidah ini dapat diterapkan di

setiap situasi dan kondisi,di manapun dan kapanpun. Darisinijuga dapat

diketahui bahwa hukum Islammempunyai tujuan yang menyeluruh yang

melibatkan individu, masyarakat, dan umat manusia seluruhnya.

7. Hukum Islam bersifat ta'aqquli dan ta'abbudi

Karakteristik ini terkalt denpn dua bidang kajian hukum Islam,

yaitu ibadah dan muamalah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai

ta'abbudi, atau ghairu ma'qulat al-ma'na (irasional), yaknl ketentuan

Ibadah itu harus sesuai dengan yang^syanjtkan, mesklpun akal tidak
mampu menjangkaunya. Tidak dapat diterapkan ijtihad dalam masalah

ibadah ini. Sebagai contoh, bagian-bagian yang harus dikenai air ketika

seorang berwuduadalah seperti yangsudah ditentukan oleh Alquran,yaknl

muka, dua tangan sampai siku-siku, sebagian kepala, dan dua kaki sampal

mata kaki. Bagian-bagian Itutidak bisadiganti dan ditambah dengan yang

lain, mesklpun terkadangtiddkbisaditemukan alasan rasionalnya. Sedang

dalam bidang muamalah terkandung nilai-nilai ta'aqquli atau ma*qulat

al-ma'na (rasional), yaknl ketentuan muamalah itu dapat diterima dan
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dijangkau (^h akal. Pada bidang muamalah ini dapatditerapkan ijtihad

(Djamil, 1997: 51). Sebagai contoh, transaksi jual beli yang dulu harus

disertai denpn ijabkabul antara penjual dan pembelisecarategas dengan

pemyataan menjualdan membelibarangtertentu dengan hargatertentu,

sekarang karena perkembangan teknologi bisadiganti denganmemasang

label hatiga tertentu pada barang yang diperjualbelikan yang dipajang dl

tempatnya (etalase atau yang lain). Setiap pembeliyang memlllh barang

yang akan dibell cukup membawa barang pillhannya dan diserahkan

kepada kasir untuk penv^lesalan pembayarannya. Di kasir inilah terjadi ijab
kabulantara penjualdan pembeli,mesklpuntidak diucapkanjenis barang-

barang dan harga-harganya, sebab antara penjual dan pembeli sudah

salingsukasamasuka.

Itulah beberapa karakteristik hukum Islam yang membedakannya

dengan hukum-hukum lain buatan manusia. Dengan karakteristik

seperti itu, sebenarnya tfdak ada kekliawatiran bagi siapapun untuk

menerapkan hukum Islam di mana pun dan kapan pun.Tujuan umum

yang ingin dicapai oleh hukum Islam bukan untuk kesejahteraan

individu dan kelompok, tetapi untuk kemaslahatan umat manusia

seluruhnya, tanpa dibatasi agama, bahasa, dan suku bangsa tertentu.

Untuk melengkapi uraian di sini, perlu c|itambahkan dasar-dasar

atau prinsip-prinsip Huki^ Islam. Dalam hal ini Muhammad Yusuf
Musa (1988:180-190) mengemukakan tiga prinsipdasar hukum Islam,

yaitu: (1) tidak menr^persulit dan memberatkan; (2) memperhatikan

kesejahteraan manusia secara keseluruhan; (3) mewujudkan keadilan

secara menyeluruh. Sedang Fathurrahman Djamll (1997: 66-75)

mengemukakan lima prinsip dasar hukum Islam,yaitu: (1) meniadakan

kepicikan dan tidak memberatkan; (2) menyedikitkan beban; (3)

ditetapkan secara bertahap; (4) memperhatikan kemaslahatan

manusia; (5) mewujudkan keadilan yang merata.
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Dari dua pendapat di atas dapat diketahui bahwa prinsip dasar

hukum Islam ada empat, yaitu:

1. Hukum islam meminimalkan beban sehingga tidak mempersulit

dan memberatkan.

Prinsip ini banyak ditemukan dalam Alquran, seperti dalam QS.

al-Maidah (5): 6; QS. al-Hajj (22): 78; QS. al-Fath (48): 17; QS.

al-Baqarah (2): 185; dan QS. al-Nisa' (4): 28. Darl ayat-ayat ini

terlihat Allah mengetahui tingkat kesehatan dan kesakitan,

kekuatan dan kelemahan manusia, serta mengangkat kesulitan

dari seluruh manusia pada umumnya dan dari orang-orang yang

sakit dan terkena musibah pada khususnya.

Banyak bukti yang menunjukkan pengangkatan kesulitan

tersebut, ada yang di bldang ibadah dan ada yang di bidang

muamalah. Dalam bidang ibadah dapat dllihat pembebanan

Alquran sehingga mudah dilaksanakan tanpa ada kesulitan

dan kepayahan. Misalnya, ketentuan boleh menjamak dan

mengqasar salat ketika seseorang sedang bepergian, boleh tidak

berpuasa ketika sakit dan bepergian, dan diwajibkan zakat dan

haji dengan persyaratan tertentu. Dalam bidang muamalah

kemudahan banyak dijumpai secara menyeluruh. Tidak ada

aturan-aturan resmi atau formal yang harus dilkuti untuk sahnya

suatu akad. Yang terpenting dalam Ini, ada kerelaan di antara

kedua belah pihak yang melakukan akad.^alam bidang hukum
juga terlihat Jelas kemudahan tersebut. Allah tidak memberlkan

banyak beban yang berat dan hukuman-hukuman yang keras

yang dahulu pernah dibebankan kepada kaum Yahudl sebagai

balasan atas perbuatan zallm mereka. Kaum mukmin diberl

rahmat yang luas dan diajak untuk menebus dosa-dosa mereka

dengan bertaubat. Dihalalkan bag! mereka makanan-makanan

yang baik dan diharamkan makanan-makanan yang Jelek dan
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menjijikkan. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang

diberikan kepada kaum Yahudi.

2. Hukum Islam memperhatikan kesejahteraan umat manusia

seluruhnya. -

Tujuan hukum Islamyang pokokadalahmewujudkan kesejahteraan

yang hakiki bagi seluruh manusia, tanpa ada perbedaan antara ras

dan bangsa, bahkan agama. Dalam hal ini al-Syathibi mengatakan:

"Dengan penelitian induktif kita mengetahui bahwa Allah

bermaksud mewujudkan kesejahteraan hamba-hamba-Nya.

Hukum-hukum muamalah dibuatsejalan dengan maksud Itu. Satu

transaksi suatu saat dilarang karena tidak ada manfaatnya dan di

saat yang lain dibolehkan karena mengandung manfaat Seperti

satu dirham tidak boleh dijual dengan satu dirham, tetapi boleh

diutang. Begitu pula tidak boleh menjual buah basah dengan buah

yang sudah kering (seperti kurma—umpamanya), karena hanya

merupakan penipuan dan riba yang tidak ada gunanya, tetapi jual

bell Inidibolehkan jlkaada manfaatnya yang nyata. Danseterusnya

(dalam Musa, 1988:186).

Pertlmbangan masyarakat menjadi pijakan dalam penetapan

hukum. Hasb! Ash Shiddieqy mencatat, bahwa penetapan hukum

senantlasa dIdaM'kanjpada tiga send! pokok, yaitu: (1) hukum-
hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkannya;

(2) hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang

berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke

bawah ketetapannya; (3) hukum-hukum ditetapkan menurut

kadar k^butuhannya (Ash Shiddieqy, 1980: 19). Kemaslahatan

manusia menjadi acuan penting dalam penetapan hukum Islam.

Untuk mewujudkan kemaslahatan ini ada lima hal yang harus

dijaga oleh setiap muslim, yaitu; (1) menjaga agama (iman), (2)

menjaga jlwa, (3) menjaga akal, (4) menjaga keturunan, dan
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(5) menjaga harta. Kelima hal ini sekaligus juga menjadi tujuan

disyariatkannya hukum dalam Islam.
.A ^

3. Hukum Islam mewujudkan keadllan secara merata.

Islam memandang semua manusia sama. TIdak ada perbedaan

dl antara manusia di hadapan hukum. Perbedaan derajat,

pangkat, harta, etnis, bahasa, bahkan agania tidak dapat

dijadikan alasan untuk tidak berbuat tidak adil. Alquran surat

al-Maidah (5): 8 menegaskan larangan berbuat zaiim (tidak adil)

terhadap suatu kaum karena didorong oieh kebencian. Masih

banyak lagi ayat Alquran yang memerintahkan keadilan diiringi

dengan pemberian pahala dan melarang berbuat zaIim yang

' diiringi dengan pemberian hukuman, dan ketentuan seperti ini
juga banyak ditemukan dalam sunah.

Dari ayat-ayat di atas teriihat keinginan Alquran untuk

menegakkan keadilan dan jangan sampai mengabaikannya,

walaupun hal itu mengharuskan memberikan kesaksian yang

memberatkan diri atau orang yang dekat dengan kita, bahkan

kebencian kepada suatu kaum jangan sampai mendorong

seseorang untuk berbuat tidak adil kepada mereka. Sedang

dalam sunah dapat dilihat, Nabitidak membedakan bangsa yang

satu dengan bangsa yang lain.Perbedaan hanya didasarkan pada

kadar ketakwaan seseorang.

4. Ditetapkan secara bertah^^. ^
Seperti diketahui, Alquran turun kepada Nabi Muhammad saw.

Secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai

dengan perlstiwa, sltuasi, kondisi yang terjadi. Dengan cara ini

hukum yang dibawanya leblh disenangi oieh jiwa penganutnya

dan lebih mendoronghyauntuk menaati aturan-aturannya.

Hikmah yang pokok dari penetapan hukum secara bertahap ini

adalah untuk memudahkan umat Islam dalam mengamalkan
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setiap hukum yang ditetapkan. d^ebagai contoh adalah
N

pemberlakuan hukum haram bagi menurrian keras. Daiam hal

ini hukum Islam (Alquran) dengan jeias memberikan tahapan-

tahapan dalam penetapan hukumnya, dimulai dari aturan yang

sederhana sampal pada penetapan keharamannya.

Urutan penetapan haramnya minuman keras dapat dllihat pada

tiga ayat Alquran, yaitu surat al-Baqarah (2): 29 yang menjelaskan

bahwa minuman keras dan judi mempunyai manfaat dan

mafsadat, tetapi mafsadatnya lebih besar dari manfaatnya; surat

al-Nisa' (4): 43 yang mela,rang orang yang meminum minuman

keras untuk melakukan salat; dan penegasan hukum haramnya

^ terdapat pada surat al-Maidah (5): 90. Masih banyak contoh lain

dalam Alquran yang menetapkan hukum secara bertahap.



BABHI

TUJUAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Tujuan Hukum Islam {Maqashid al-Syari*ah)

Secara etimologis, kata maqashidal-syari'ah berasal dari dua kata:
maqashid dan al-syari'ah. Kata maqashid adalah bentuk jamak

darl kata moqsW yang berarti 'maksud' atau 'tujuan' (al-SyathIbi,

1997: 7; Munawwir, 1997: 1124), sedang makna kata al-syari'ah

sudah dijelaskan di bab sebeiumnya (bab II), atau sering disebut juga

dengan hukum Islam. Dengan demlklan, secara sederhana maqashid

al'Syari'ah berarti maksud-maksud atau tujuan-tujuan disayariatkan

hukum Islam. Istilah lain yang bermakna sama dengan maqashid ai-

syari*ah adalah al-maqashid ai-syar'iyyah dan maqashid ai-tasyri*.

Secara terminologis maqashid ai-syaii^h (|pahami secara
variatif oleh para pakar hukum islam. Ibnu Asyur memahamlnya

sebagai 'makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh

syari*(pembuat hukum) daiam semua hal tentang penetapan hukum

atau sebagian besarnya yang tidak dikhususkan perhatiannya pada

jenis hukum syarak tertentu'. Termasuk daiam hal ini sifat-sifat

syariat dan tujuan umumnya dan makna-makna yang tidak luput

dari perhatian tasyri* (penetapan hukum), dan begitu juga makna-

49



50 Dr. Marzuki^M.Ag.

makna dari hukum yang tidak mendapatkan pePhatian pada setiap

macam hukum, tetapi hanya pada sebagian besarnya saja (al-Badawi,-

2000:47). Al-Fasi mendefinisikan maqashid al-syari'ah sebagai tujuan

syariat dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oieh syari' pada setiap

hukum dari semua hukum syariat (al-Badawi, 2000: 48). Sementara

itu Wahbah al-Zuhaiii mengartikan maqashid al-syari'ah dengan

makna-makna dan tujuan-tujuan yang dimaksudkan syari' pada

semua hukUm syariat atau sebagian besarnya, atau tujuan dari syariat

dan rahasia-rahasia yang ditetapkan syari' pada setiap hukum dari

hukum-hukum syariat (ai-Zuhaiii, 1986:1017).

Daribeberapa definisimaqashidal-syari'ah diatas dapat disimpulkan

bahwa maqashid al-syari'ah merupakan keseluruhan makna, tujuan,

rahasia, dan hikmah yang menyertai setiap hukum yang ditetapkan oleh

syari' (pembuat hukum), yakni Allah dan Rasuluilah, baik sebagiannya

maupun keseluruhannya. Ibnu Taimiyah menjelaskan lima kata kunci

yang terkait dengan maqashid al-syari'ah, yaitu al-hikmah (hikmah), al-

ma'na (arti)^ al-'illah (sebab/alasan), al-munasabah (kesesuaian), dan al-

mashlahah (kemaslahatan) (al-Badawi, 2000:55).

Karena Itu, yang menjadi bahasan utama dalam maqashid al-

syari'ah adalah masalah hikmah dan Wah (alasan) ditetapkannya

suatu hukum (Djamll, 1997: 123). Kajia# maqashid al-syari'ah
merupakan kajlan yang penting dan menarik dalam bidang usul fikih.

Dalam perkembangan selanjutnya, kaji^ inl merupakan kajian utama

dalam filsafat hukum islam, sehingga pada akhlrnya istllah maqashid

al-syari'ah identik dengan filsafat hukum Islam.

Tujuan hukum Islam harus diketahui oleh mujtahid (orang yang

melakukan ijtihad) dalam rangka mengembangkan pemiklran hukum

dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoatan

hukum kontemporer yang kasusnya tidak dlatur secara eksplfsit oleh

Alquran dan sunah. Leblh dari itu, tujuan hukum harus diketahui
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dalam rangka mengetahui apaRlih suatu kasus masih tetap diterapkan

berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan

struktur sosial dapat menyebabkan hukum tidak dapat diterapkan. Di

sinilah pentingnya mengkajl tujuan hukum Islam [maqashid al-

syari'ah/^j^\ JuoLio) yang menjadi dasar di dalam perumusan

ketentuan-ketentuan pokok dalam hukum Islam.

Semua ketentuan hukum Islam (syariat) baik yang berupa

perintah maupun larangan, sebagaimana tertera dalam Alquran dan

sunah, mempunyai tujuan tertentu. Tidak ada satu ketentuan pun

dalam syariatyangtidak mempunyai tujuan. Hukum Islam datang ke

dunia membawa missi yangsangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi

seluruh manusia di muka bumi. Allah Swt. berfirman:

Artinya: Dantiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat

bagisemesta alam(Q$. al-Anbiya' [21]: 107).

Syor/'(pembuat syariat), yaknl Allah dan Rasul-Nya, menetapkan

syariat dengan tujuan untuk merealisaslkan kemaslahatan umum,

m^mberikan keman^atan, dan menghincfarkan kemafsadatan bagi

umat manusia (Yahya dan Fathurrahman,1993:333). Terkait dengan

Ini, Abu Zahrah mengatakan bahwa setiap nukuili Islam memlllkl
tujuan yang hakiki, yaltu kemaslahatan. Tidak ada perintah dalam

Alquran dan sunah yang tidak memlllkl kemaslahatan yang haklkl,

mesklpun kemaslahatan Itu tidak tampak dengan jelas. Kemaslahatan

di sini adalah kemaslahatan hakiki yang bersi^t umum dan tidak

didasarkan pada pemenuhan hawa na^u (Abu Zahrah,1958:366).

Dengan diketahuinya tujuan hukum Islam, dapat ditarik suatu

peristiwa yang sudah ada nasnya secara tepat dan benar yang

selanjutnya dapat ditetapkan hukum peristiwa yangtidak ada nasnya.
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Senada dengan pendapat di ia^s, al-Syathibi, seorang pakar hukum
Islam dari kalangan Mazhab Maliki, mengembangkan teori maqashid

al-syarrah yang menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah

satu, yaitu kemaslahatan atau kebalkan dan kesejahteraan umat

manusia. Pendapat al-Syathibi ini didasarkan pada prinsip bahwa Allah

melembagakan syariat (hukum Islam) demi kemaslahatan manusia,

baikjangka pendek maupun jangka panjang (Mas'ud,1995:225).

Para teolog musltm (mutakalim) pada prinsipnya menerima prinsip

kemaslahatan(mosWo/ja/i/^ifcJLax), jamaknyamashalih/oiicM) ini, tetapi

mereka berbeda pendapat tentang mashlahah dalam kerangka 'Hal

(jamakdari lllah), yang berarti sebab-sebab atau motif-motif. Kalangan

Asyariah menolak kausalitas dalam hubungannya dengan Tuhan, baik

secara eksplisit maupun implisit. Menurut mereka premis mashlahah

mengimplikasikan bahwa Tuhan diwajibkan, karena pertimbangan

mashlahah untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Kewajiban

semacam ini berarti membatasi kemaslahatan Tuhan. Itulah sebabnya

golongan asyariah menolakpendapat bahwa mashlahah adalah llal al-

syarar/s^\jj^\ JJU: (alasan-alasan bagi penetapan syariat). Golongan

asyariah hanya menerima premis mashlahah sebagai rahmat Tuhan.

Sementara golongan muktazilah, mesklpun mengakui ke-IVIahakuasaan

Tuhan, mengakui bahwa Tuhan berkewajib^ melakukan kebaikan.
Itulah sebabnya mereka menerima premis mashlahah sebagai llal al-

syarar (Mas'ud, 1995:226).

Perbedaan pendapat dalam masalah teologis seperti di atas

berakibat juga terhadap perbedaan usul fikih. Bahkan argumen-

argumen teologis dijadikan dasar untuk memperkuat adanya

perbedaan usul fikih, menglngat l;>anyak penulis dalam bidang usul

fikih juga para teolog. Namun demiklan, usul fikih menuntut suatu

cara berpikir dan metode penaiafan yang berbeda dari metode ilmu

kalam (teologi Islam). Premis mashlahah harus diterima dalam usul
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. A

fiklh dalam kerangka sebab, motif, dan tujuan. Sejumlah pakar usul,

semisai ai-Ghazalj dan Iain-Iain, dalam rangka konsistensi dengan

pandangan-pandangan teologis mereka, mendefinisikan kembali

istilah 'illah untuk membersihkannya dari konotasi kausalitas dan

mot7Vos/yangdalam pengertian ini dipergunakan dan diperselisihkan

dalam kalam (Mas'ud, 1995: 227). Teori atau doktrin maqashid al-

syari'ah al-Syathibi merupakan suatu usaha untuk menegakkan

mashlahah sebagai unsur esensia! bagi tujuan-tujuan hukum-

Sebagaimana dikemukakan di ata^, tujuan disyariatkannya liukum

Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun

di akhirat.Maksud kemaslahatan di sini adalaii sesuatu yang baik dan

dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal mengandung arti bahwa

akai dapat mengetahui dengan jelas mengapa begitu. Dapat dipahami

^^wa setiap suruhan Allah mengandung kemaslahatan untuk
manusia. Kemaslahatan ini kadang-kadang dijeiaskan secara langsung

oleh Allahdalam Alquran dan kadang-kadang tidak. Begitu juga/setiap

iarangan Allah pasti mengandung mafsadat (kerusakan) bagi manusia

jika dikerjabn. Sebapi contoh dapatdilihat ayat-ayat berikut ini:

(io jliijil ^ ^ Oj Hiail
Artinya:... dan dirikanlahsalat. Sesungguhnya salat Itu mencegah dari (perbuatan-

perbuatan) keji dan mungkar (OS.ai-'Ankabut [29]: 45).

(TA
Artinya: Ingatlah, hanyadengan menglngat Allahlah hati menjaditenteram (Q5.

al^Ra'd[131:28).

jd-i dj ijliii isJftt
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Artinya: Hai brang-orangyang beriman, sesungguhnya (meminum) l<hamar, berjudi,

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah

perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan

itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara

kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi

kamu dari mengingat Allahdan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari

mengerjakan pekerjaan itu) (Q5. al-Maidah [5]:90-91).

Masih banyak ayat Alquran yang menunjukkan perintah dan

larangan yang. diikuti oleh alasan-alasan yang menguatkan perintah

dan larangan tersebut. Kalau dalam Alquran masih banyak perintah

dan larangan\yang tidak disebutkan alasan-alasannya, bukan berarti

tidak ada maslahat atau mafsadatnya. Dalam hai Ini, Allah memberikan

kepada manusia, terutama para mujtahid, untuk mencari tujuan-tujuan

di baiikperintah dan larangan tersebut. Para ulama diberikan keleluasaan

untuk menemukan alasan-alasan ditetapkannya hukum, terutama

dalam masalah muamalah. Dalam menghadapl persoalan-persoalan

kontemporer, perlu diteliti lebih dahulu hakikat dari masalah tersebut.

Dengan mellhat kasus-kasus yang memiliki kesamaan dengan masalah

yang disebutkan dalam nas, para mujtahid dapat nienetapkan hukum

kasus-kasustersebut. Masalah yangsama juga dapat dillhatdalam hadis-

hadls Nabi Muhammad saw. yang berisi perintah dan larangan.

Dalam rangka mewujudkan kemasl^atanjdl dunia dan dl akhlrat,
berdasarkan penelitian para ahll usul flkih, ada lima unsur pokok

yang harus dipellhara dan diwujudkan. Kellma unsur pokok itu adalah

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang yang memellhara

lima hai tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sedang yang tidak

dapat memeliharanya akan mendapatkan kerusakan.

Prinslpitulah yangdikembangkan oleh al-SyathIbi dalam bukunya,

al'Muwafaqat Dalam bukulnl al-Syathlbl memerinci dengan panjang
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A

lebar doktrin maqashid al-syari'ah yang didasarkan pada al-kulliyyat

al-khams (lima kebutuhan pokok) seperti di atas. Lima kebutuhan

ppkok ini masih dibagi menjadi tiga peringkat. Pembahasan tentang

hal ini akan diuraikan pada bagian berikutnya.

B. Maqashid alSyari'ah menurut Para Ahli Usul Fikih

Para ahli usul (ushuliyyun) adalah para pakar hukum Islam yang

lebih menekuni bidang kajian metodologi hukum Islam atau usul

fikih. Salahsatu tokoh ahli usulyang mengemukakan teori maqashid

al-syari*ah adalah Imam Abu Ishaq al-Syathibi. Menurut al-Syathibi

syariat (hukum Islam) memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan

manusia di dunia dan akhirat (al-Syathibi, 1997:9). Jadi, menurut al-

Syathibi hukum Islam disyariatkan untuk terciptanya kemaslahatan

bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini baik sekarang maupun

nanti. Al-Syathibi menguralkantentangtujuan hukum Islam(maqashid

al-syari'ah) secara panjang lebar dalam bukunya al-Mufawaqat yang

sangat terkenal di kalangan ahli usul fikih.

- Dalam pandangan al-SyathibI, semua kewajiban {taklif) ditetapkan
dalahfi rangka merealisasi kemaslahatan manusia. Menurutnya tidak

ada satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum

yang tidak memiliki tujuan disamakan dengan taklif bima la ^thaq
atau membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan atau batal

secara hukum (al-Syathibi, 1997: 48). Dalam memberikan komentar

tentang masalah ini, MuhammadAbuZahrah (1958:366) menegaskan

bahwa tujuan hakiki dari hukum Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada

satu pun hukum yangdisyariatkan balkdalam Alquran maupun sunah

melalnkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.

Penekanan maqashid al-syari*ah yang dilakukan oleh al-Syathlbl

secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Alquran

yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung
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kemaslahatan {alsSyathibi, 1997: 12-13). Ayat-ayat Alquran yang

ditunjuk oleh al-Syathibi terkait dengan teorinya di antaranya adalah:

1. Terkait dengan diutusnya Nabi Muhammad saw., Allah berfirman:

Jl*j ^1 -^J
(no Jijll

Artinya: Mereka Kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan

pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia

membantah Allah sesudatv diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS.al-Nisa' [4]: 165).

Allah juga berfirman:

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat

bagi semesta alam (Q3. al-Anbiya' [21]: 107).

2. Terkait dengan penciptaan makhluk, Allah berfirman:

(Y

Artinya: Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi daiam enam masa,

dan adalah singgasana-Nya (seii^lum i^)di atas air, agar Dia menguji
siapakah di antara kamu yang leblh baik amainya (QS.Hud (12): 7).

Allah juga berfirman:

(on Uj

Artfnya: Dan aku tidak menciptakan Jin dan manusia melainkan supaya mereka

mengabdl kepada-Ku (QS.aUDzariyat[51]: 56).

Daiam 05. al-Mulk (67): 2 Allah berflrmpn:
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i-jri K.:dUil) ^ ,^11^531 i\^\j i4iJl ^ji^. (^^1

(Y
Artinya; Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di

antara kamU yang lebih baik amainya (QS. ai-iVlulk [67]: 2).

3. Allah juga berfirman terkalt dengan masalah wudu:

Artinya: Allaiitidak hendak menyuiitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan

kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur

(QS.al-IViaidah [5]: 6).

4. Terkalt dengan puasa Allah berfirman:

^ Ji 1^1

(SAT

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu

bertakwa (QS. ai-Baqarah [2]: 183). ^

5. Terkalt dengan salat Allah berfirman:

(io ^ ^ Si
Artinya:Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan

mungkar (QS.al-'Ankabut [29]: 45).

6. Terkalt dengan Jihad Allah berfirman:

(T ^

Artinya: Telah diizlnkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena

sesungguhnya mereka telah dianiaya (QS. al-HaJJ [22]: 39).
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7. Dalam masalah kisas {qishash) Allah berfirman:

Artinya: Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai

orang-orang yang berakal (OS. al-Baqarah [2]: 179).

8. Dan dalam masalah tauhid Allah berfirman:

. ^ WUiil f.ji. Ijjji? ot Tjjfi Ja O-dl

Artinya:(Allah berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab:

"Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang

demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya

kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap in!(keesaan

Tuhan)" (OS. al-Baqarah [2]: 179).

Dengan mendasarkan pada ayat-ayat di atas, al-Syathlbl

menyatakan bahwa maqashid al~syari*ah dalam arti kemaslahatan

terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Menurut

Wael B. Hallaq (dalam Bakri, 1996:68) Alquran sebagai sumber ajaran

agama Islam memberikan fbndasi yang penting, yakni the principle

governing the interest ofpeopie (prln^p membentuk kemaslahatan
manusia), terhadap syariat. Bag! al-Syathibi, bahwa dalam Alquran

Allah telah memberikansesuatu secara terperinci atau tidak, bukanlah

menjadi persoalan. Menurutnya, dengan pernyataan Allah dalam

Alquran bahwa Islammerupakan agama yang sempurna menunjukkan

bahwa Alquran telah mencakup dasar-dasar kepercayaan dan praktik

agama dengan berbagal aspeknya. Adapun sunah, menurut at-Syathibi|

menjadi bayan (penjelasan) terhadap Alquran. Hukum-hukum yang

tertera dalam Alquran harus terlebih dahulu dicari uralannya dalam

sunah. Jika dalam Alquran dan sunah belum ditemukan penjelasan

tentang tujuan dltetapkannya ^riat barulah para mujtahid dapat

melak^kan Ijtihad untuk menemukannya.
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Dari uraian di atas dapat dislmpuii<an i<embaii bahwa tujuan

utama disyariatlonnya iiuicum islam adalah untuk mewujudkan

kemaslahatan manusia. Menurut ushuliyyun (para ahii usui fikih),

termasuk ai-Syathibi, kemaslahatan Ini akan terwujud jlka lima unsur

pokok yang ada pada manusia dapat diwujudkan dan dipeiihara.

Kelima unsur pokok ini adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan

harta. Karena itu, setiap muslim yang mengharapkan kemaslahatan

secara penuh harus melakukan penjagaan terhadap agama {hifih al-

din), jiwa (hifzh al-npfs), akal [hifzh al-'aqf), keturunan {hifzh al-nasl),

dan harta {hifzhal-mal). Dalam usaha mewujudkan dan memelihara

kelima unsur pokok ini, ahli usul membagi menjadi tiga tingkatan

maqashid al-syari'ah, yakni diaruriyyat, hajjiyyat, dan tahsiniyyat

Selanjutnya Ikutilah uraian di bawah ini.

C. Tiga Tingkatan Maqashid alSyari'ah

Doktrin atau teori maqashid al-syari^ah dikembangkan oleh

golonganahliusulfikihmisalnyalmamal-Syathibi.Beliaumengembangkan

teori ini dengan bertitik tolak pada adanya lima kebutuhan pokok bagi

manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan utama

dari hukum islam adalah untuk memelihcira lima kebutuhan pokok

tersebut. Karena itulah maka maqashid al-syc^h ltd disebut juga al-
maqashidal-khamsah/cLujjij*}\ juoUaJI.TujuanhukumIslamyanglimaini

dilihat dari segi kekuatan atau tuntutan di dalam pemenuhan dan

pengaruhnya oleh al-Syathibi (dan ahli usul lainnya) dibagi menjadi tiga

tingkatan, yaitu diaruriyyat/cj\iaj^\ (keharusan/kebutuhan primer),

/iai//yKot/olpri:%JI(yangdlbutuhkan/kebutuhansekunder),danto/i5/n/vyat/

oUujuiSiuJI (penghias/kebutuhantersler) (al-SyathIbi, 1997:17).

1. Kebutuhan Primer

Kebutuhan primer{al-umural'dlaruriyyah/^jsj^\ j9a\1I) adalah
kebutuhan yang harus ada untuk meiaksanakan kemaslahatan agama
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dan dunia. Jlka kebutuhan ini fdak dipenuhi (hilang), kemaslaliatan ,

nnanusi^akan menjadi kacaO balau, kemaslahatan tidak tercapal, dan
kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat diraih (al-Syathibi, 1997:17;

al-Zuhaiii, 1986:1020; Zahrah, 1958:370).

Ada lima ha! yang menjadi kebutulian pokok bagi nnanusia dan

sekaligus menjadi ciri dan kesempurnaan hidup manusia. Kelima

hal ini kemudian disebut al-dlaruriyyah ai-khamsah, yaitu lima

kebutuhan pokok manusia. Allah menyuruh melakukan segala upaya

untuk memelihara dan mempertahankan kelima kebutuhan tersebut.

Sebaliknya, Allah melarang melakukan usaha-usaha yang dapat

menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima kebutuhan

itu. Segala perbuatan untuk mengekalkan lima unsur pokok itu adalah

baik dan karenanya harus dikerjakan, sedang segala perbuatan yang

merusak atau mengurangi nilal lima unsur pokokItu adalah jelek dan

karenanya harus dijauhi. Secara rind al-SyathibI menegaskan bahwa

ditetapkannya hukum ibadah dalam rangka menjaga agama seperti

iman, mengucapkan dua kalimah syahadat, salat, zakat, puasa, haji,

dan yang semisalnya. Ditetapkannya hukum adat (kebiasaan) adalah

dalam rangka menjaga jiwa dan akal seperti mengkonsumsi makanan,

minuman, berpakalan,bertempattinggal,dan yangsemisalnya,Adapun

ditetapkannya hukum muamalah dalam rangka menjaga keturunan

dan harta darl segi kebeS^daarj^ya, juga untuk menjaga jiwa dan akal
tetapi dengandlbantuadat (kebiasaan). Ditetapkannya hukum y/noya/?

(pidana) serta seruan amar ma*rufnahi munkar6a\am rangka menjaga

keseluruhan darl segi ketiadaannya. Kelima kebutuhan pokokitu secara

berurutan adalah: (1) memelihara agama {hifzh o/-d/n)/u*^> ^); (2)
memelihara jiwa {hlM oZ-no/s/o^' ^); (3) memelihara akal {hlfzh

al-'aql/H^^^); (4) memelihara keturunan {hlfzh at-nasl/d^^^); (5)
memelihara harta {hijih al-mal/iMy^) (al-SyathibI, 1997:20).

Darl ketentuan di atas dapat diuraikan lebih rind bahwa untuk
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memelihara agama Allah menyuruh manusia beriman kepada-Nya,

kepada malaikat, kepada Rasul-Nya, kepada kitab suci, dan kepada hari

akhir. Di samping itu, Allah juga memerintahkan melakukan ibadah

pokok, seperti salat, zakat, puasa, dan haji yang didahului dengan

menglkrarkan dua kallmah syahadat. Untuk menjaga agama, Allahjuga

memerintahkan manusia (umat Islam)untuk berjihad di jalan Allah. Jika

ketentuan-ketentuan itu tidak terpenuhi, maka terancamlah eksistensi

agama manusia. Dalam Alquran dan sunah banyak ditemukan

ketentuan-ketentuan mengenai perintah untuk melakukan ibadah-

ibadah pokok serta memperkuat keimanan seperti tersebut. Allah

juga melarang manusia melakukan perbuatan yang dapat mengancam

eksistensi agama. Karena itulah Allah mengharamkan murtad (QS. al-

Baqarah [2]: 217). Allahjuga memerintahkan untuk memerangi orang

yang tidak beriman (QS.al-Taubah [9]: 29).

Untuk memelihara eksistensi jlwa Allah memerintahkan kepada

manusia untuk makan, minum, berpakaian, dan beriindung dari

berbagai penyakit dan bahaya. Allah juga m|J[arang suatu perbuatan
yang mengancam jlwa manusia, seperti membunul^(Q3. al-An-am [6]:
151), bunuh diri (05. al-Baqarah [2]: 195). Di samping itu, Allah juga

memberi ancaman kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang

merusak jlwa dengan hukuman kisas (QS. al-Baqarah [2]; 178).

Untuk memelihara akal, Allah menyuruh manusia untuk

melakukan perbuatan yang menjaga dan meningkatkan eksistensi

akal. Karena Itu, Allah menyuruh menuntut ilmu (QS. Thaha [20]:

114). Sebaliknya manusia dilarang berbuat sesuatu yang merusak

akal, sepert! meminum minuman keras (QS. al-Maidah (5): 90). Allah

juga mengancam dengan memberikan sanksi pukulan empat puluh

kali bagi para peminum minuman keras melalui sunah Nabi.

Untuk memelihara keturunan, Allah memerintahkan manusia

untuk membina dan melangsungkan keturunan dengan cara yang sah.
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Untuk hal Ini Allah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat yang

dapat mendorong untuk melakukan hubungansuamiIstri dengan sah.

Karena itulah Allah nnensyarlatkan lembaga pernikahan {QS. al-Nur

[24]: 32). Segala usaha yang mengarah kepada perusakan keturunan

yang sah adalah perbuatan buruk. Itulah sebabnya, Nabi nnelarang

sikap membujang, karena dapat mengakibatkan peniadaan keturunan.

Allah juga melarang perbuatan zina yang dapat merusak keturunan

yang sah, mengaburkan nasab, dan mendatangkan bencana (QS. al-

Isra' [17]:32). Di samping Itu,Allah mengancam orang yang melakukan

zina dengan sanksi yang cukup berat yaltu didera seratus kali (QS. al-

Nur [24]: 3) dan hukuman rajam bag! pezlna yang sudah nnenlkah.

Untuk menjaga harta, Allah memberikan keleluasaan kepada

manusia untuk mencari harta, tetapi hams dengan cara yang balk dan

halal (QS. al-Jumu'ah [62]:10). Allah juga melarang segala perbuatan

yang merusak dan menladakan harta seperti mencurl dan yang

sejenis dengannya. Pengabalan terhadap ketentuan ini akan diancam

dengan sanksi yang cukup berat, yaitu hukuman potong tangan (QS.

al-Maidah [5]: 38).

Lima kebutuhan pokok di atas merupakan tujoan utama

pembinaan hukum Islamyang harus diwujudkan oleh manusia. Oteh

karena itu, perintah untuk menjaga eksistensi kelimaunsur itu bersifat

mutlak dan berimplikasi wajib atau fardu. Begitu juga, larangan

Allah yang mengancam eksistensi lima kebutuhan pokok itu bersifat

mutlak dan berlmpiikasi haram. Darikedua hukum yang mutlak inllah

muncul hukum-hukum peiengkap dan berimplikasi terhadap variasi

ketentuan dalam hukum Islam (terutama fikih).

2. Kebutuhan Sekunder
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salah satu dari kebutuhan pokok yang lima, tetapi untuk

menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran

dalam nnenjaga kelima kebutuhan pokok (Zahrah, 1958: 371, al-

Syathibi, 1997: 21). Jika kebutuhan ini tidak ada, tidak sampai

membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau, tetapi

hanya membawa kesulitan (al-Zuhaili, 1986:1022). Oleh karena itu,

prinsip utama kebutuhan sekunder ini adalah untuk menghilangkan

kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan manusia

dalam melakukan muamalah dan tukar-menukar manfaat (Yahya dan

Fathurrahman, 1993:335).

Alquran dan sunah memberikan isyarat tentang berbagai

kemudahan dalam pelaksanaan syarlat Islam dan peniadaan

beban yang berat bagi seorang muslim. Di antara ayat Alquran

yang mengisyaratkan hal tersebut adalah: (1) Allah menghendaki

kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu

(03. al-Baqarah [2]: 185); (2) Allah tidak membebahi seseorang

melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. al-3aqarah [2]: 286);

(3) Dia sekali-kali tidak menjadikan untulc kamu dalam agama suatu

kesempitan (QS. ai-HajJ [22]: 78). DI antara ^pah|ang menegaskan
hal ini adalah: (1) Nabi saw. bersabda: "Kalian semua diutus untuk

mempermudah urusan, bukan untuk mempersulit urusan" (H.R. at-

Bukhari); (2) Nabisaw. bersabda: "Permudahlah urusan kalian,Jangan

kalian persulit (H.R. al-Bukhari) (al-Badawt, 200:66).

Kebutuhan sekunder seperti halnya kebutuhan primer juga terkait

dengan permasalahan ibadah, adat (keblasaan), muamalah, dan jinayah,

Yang terkait dengan ibadah misalnya adanya rukhsah (keringanah)

dengan menjamak dan menqasar salat Juga boleh tidak berpuasa

Ramadan karena sakit dan melakukan peijalanan. Dalam masalah adat

seperti bolehnya berburu binatang, menlkmati rizki yang baik-baik,balk

untuk dibugt makanan, minuman, pakaian,tempat tinggal, tunggangan.
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dan yanglainnya. Dalam masalahmuamalahdibolehkan jual beli seperti

salam,yaitujualbeli yangbarangnya tidakada padasaat akad(transkasi).

Syariat juga membolehkan mengambll buah dari pohon yang dibeli,

meskipun tidaktermasukdalamakadjualbeli. Dalam haljinayat adanya

pemberian maaf atau damai dari keluarga terbutuh kepada pembunuh

dalam hal kisas (al-Syathibi, 1997:22).

Contoh penerapan hukum dalam kebutuhan sekunder dapat juga

dilihat dalam lim^a kebutuhan pokok seperti dalam kebutuhan primer.
Dalam hal pemeliharaan agama, misalnya, syariat membolehkan

menjamak dan mengqasar salat bagi orang yang bepergian. Ketentuan

ini kalau tidak dilaksanakan tidak akan mengancam eksistensi agama,

tetapi hanya akan menyulitkan orang yang mengerjakan salat. Dalam

hal pemeliharaan jiwa, syariat mempei'bolehkan berburu binatang

untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Pengabaian terhadap

tindakan ini tidak sampai mengancam eksistensi jiwa, tetapi hanya akan

menyulitkan saja. Begitu juga, dalam hal pemeliharaan akal dilarang

menjualminuman keras,untuk menjaga keturunan dilarang/diharamkan

dekat-dekat dengan zina,seperti mellhat aurat, dan untuk menjaga harta

dilarang menimbun. Syariat tidak sampai menuntut seseorang secara

mutlak untuk melakukannya. Ketentuan-I^enti|an yang disyariatkan
semata-mata hanya untuk memudahkan manusia dalam melakukan

aktfvltas-aktivitas yang mengarah kepada tujuan tersebut, dan tidak ada

sanksi yang dikhawatirkan jika hal Itu tidak dilakukan.

Dari uarian di atas dapat dipahami bahwa terpenuhinya

kebutuhan hajjiyyat dilihat dart penetapan hukumnya dapat

dikelompokkan menjadi tiga (3yarifuddin, 1999:213), yaitu:

a. Hai yang disuruh syarak melakukannya untuk dapat

melaksanakan kewajiban syarak secara baik. Hal ini disebut

dengan muqaddimah wajfb. Sebagai contoh, mendlrikan sekolah

yiOTg berhubungan dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan
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kualitas akal. Seandainya sekolah tidak dibangun bukan berarti

seseorang tidak dapat menuntut ilmu, akan tetapi untuk

memudahkan dan meningkatkan kualitas proses menuntut ilmu.

Jadi, mendirikan sekolah berada pada kebutuhaii hajjiyyat

b. Hal yang diiarang syarak meiakukannya untuk menghindarkan

secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang

dharuriyyat Sebagai contoh adaiah larangan mendekati hal-

hal yang mengarah kepada perzinaan sebagai upaya menutup

pintu bagi terlaksananya ^perbuatan zina yang diiarang secara

dharuriyyat Larangan berkhaiwat (berduaan dengan lawan

^ jenis di tempat sepi) bukanlah perbuatan zina yang merusak

keturunan, akan tetapi diiarang agar menutup pintu terjadinya

perbuatan zina yang bersifat dharuriyyat Jadi, larangan khalwat

termasuk kebutuhan hajjiyyat

c. Segala bentuk kemudahan dalam bentuk rukhsah (kemudahan)

yang member! kelapangan dalam kehidupan manusia. Ketiadaan

rukhsah bukan berarti akan menghilanglQn pelaksanaah

- hal-hal yang berada pada kebutuhan dharuriyyat, kan tetapi

akan membawa pada kesulitan (kesempitan). Dengan adanya

rukhsah seseorang akan dapat melaksanakan hi^pm secara
mudah. Misalnya, menjamak atau menqasar salat bagi orang

yang melakukan perjalanan jauh, juga dibolehkannya jual beli

slam (inden), dan adanya pemberlan maaf dalam hukum kisas

(hukuman pancun) bagi pembunuh oleh keluarga terbunuh yang

bisa diganti dengan denda atau tanpa denda sama sekali.

3. Kebutuhan Tersier

Kebutuhan tersier {al-umur al-'tahsiniyyah/s^^KiMi>iII. j^^l)
merupakan kebutuhan pelengkap bag! manusia dalam menunjang

pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Al-Syathibi {1997: 22)

mendefinisikan tahslniyyat dengan melakukan apa saja yang bisa
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mewujudkan kebiasaan yang baik, menjauhkan hal-hal yang kotor'

yang mengganggu pemikiran (akal) yang kuat, dan mengumpulkan

semua itu termasuk berakhlak mulia. Tujuannya bukan untuk

mewujudkan eksistensi kebutuhan yang lima atau menghindari

kesulitan dalam memelihara kebutuhan yang lima, akan tetapi untuk

menghilangkan ketakutan dan menjaga kemuliaan dalam memelihara

kebutuhan yang lima (Zahrah, 1958: .372). Pemenuhan terhadap

kebutuhan tersierini tidak berimplikasi adanya hukum wajib pada

yang diperintah dan.hukum haram pada yang dilarang sebagaimana

yang berlaku pada dua tingkat lainnya {diaruriyyat dan hajjiyyat).

Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan tersier {tahsiniyyat) ini

menimbulkan hukum sunah dan pengabaian kebutuhan ini

menlmbulkan hukum makruh.

Kebutuhan ini pada prinsipnya untuk mewujudkan akhlak

karimah menuju kesempurnaan hidup manusia. Artinya jika

kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak sampai berakibat hidup manusia

sekacau bila kebutuhan primer tidak terpenuhi, atau tidak sampai

membawa kesulitan atau kesusahan seperti tidak terpenuhinya

kebutuhan sekunder. Pengabaian terhada| kebutuhan tersier hanya
dianggap kurang harmonis oleh pertimbangan nllar sehat dan suara

hati nurani (Yahya dan Fathurrahman, 1993:337).

Ayat Alquran yang mengisyaratkan adanya ketentuan tahsiniyyat

adalah firman Allah Swt.:"Dansesungguhnya kamu benar-benar berbudi

pekerti yang agung" (Q3. al-Qalam [68]: 4). Adapun hadis Nabi yang

menegaskan hai ini adalah sabda Nabi saw.: ''Sesungguhnya aki diutus

untuk menyempumakan akhlakrhulia (H.R. Ahmad) (al-Badawi, 2000:66).

Contoh kebutuhan tersier Ini dapat juga difihat pada pemenuhan

kebutuhan pokok yang lima. Untuk menjaga agama, seseorang

dianjurkan untuk mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi

martabat manusia sekaiigus melengkapi pelaksanaan kewajiban
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terhadap Tuhan, seperti menutup aurat baik di dalam maupun di

luar saiat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari najis

dan kotoran. Pengabaian terhadap hal ini tidak sampai mengancam

eksistensi agama. Untuk kesempurnaan agama, seseorang

dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan yang bersifat sunah

dan menghindari hal-hal yang dimakruhkan. Untuk memelihara

Jiwa, hams dihindarl panggilan yang tidak senonoh dan mencaci

maki orang lain. Syariat juga memberikan aturan mengenai tata

cara makan dan minum yang b^ertujuan untuk menjaga kesopanan

dan etika, bukan untuk menghindari ancaman terhadap jiwa atau

mempersuiit kehidupan seseorang. Untuk memelihara akal, dilarang

orarfg-orang nonmuslim yangtinggal di negara Islam mempromosikan

dan menjual minuman-mlnuman haram, meskipun yang membellnya

orang-orang nonmuslim. Begitu juga umat Islam dianjurkan untuk

menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu

yang tidak bermanfaat untuk kesempurnaan akhlak dan etika. Untuk

memelihara keturunan dalam rangka pernikahan, disyariatkan juga

khitbah {me\amar) dan walimah. Begitu juga para wanlta dilarang

keluar rumah dengan membuka aurat. Semua Ini disyariatkan dalam

rangka meraih kesempurnaan akhlak, bukan untuk me|
ancaman eksistensi keturunan dan menghindari kesuiitan.

memelihara harta, syariat melarang perdagangan yang disertai

dengan penipuan dan permusuhan. Hal ini erat kaitannya dengan

etika bisnisdemi kesempurnaannya.



BAB IV

SUMBER HUKUM ISLAM

A. Pengertian Sumber Hukum Islam

Kata sumber dalam hal ini merupakan terjemahan dari kata al-
mashdar/jamaknya adalah al-mashadir/y^^^l Istilah

yang lengkap untuk menyebut sumber hukum Islam adalah mashadir

al-ahkam al-syar*iyyahp^j^^ yang berarti 'dalil-dalll

syar*iy yang digunakan untuk menglstinbatkan hukum syar'i/ (al-

Zuhaili, 1986:417). Istilah ini hanya digunakan dalam sebagian literatur

hukum Islam kontemporer. Dalam literatur klaslk biasanya digunakan

kata cfo/zY/UA^ (Indonesia: dalil) yang Jamaknya o/-ocf///a/7/^Vlt atau
yang lengkapnya al-adillah al-^ar'lyyah/^j^^ Bagi yang
menggunakan kata sumber (>wa^l) befanggapan.bahwa maksudnya
sama dengan kata dalil, sehingga kedua istilah Itu sama artinya.

Secara etimoiogis, kedua kata Itu memiliki arti yang berbeda,

terutama jika dikaitkan dengan kata syariat (hukum Islam). Kata

sumber (>^i) dapat diartikan sebagal 'suatu wadah yang darinya

dapat ditemukan atau ditimba norma hukum'. Sedang dalil hukum

diartikan sebagai 'sesuatu yang memberl petunjuk dan merluntun

kita dalam menemukan hukurh Allah' (Syarifuddin, 1997: 43), atau

68
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yang menunjukkan kepada sesuatu apa pun, baik hissi (rasa) nnaupun

ma'nawi (arti); atau baik maupun buruk (Khallaf, 1978: 20). Sedang

secara terminologis, dalii berarti sesuatu yangdijadikan dasar dengan

penalaran yang benar terhadap hukum syarak yang praktis dengan

jalan qath'i (pasti) atau zhanni (relatif) (Khallaf, 1978: 20).

Menurut Amir Syarifuddin, istilah sumber hukum Islam hanya

dapat diguiiakah untuk Alquran dan sunah, karena keduanya memang

merupakan wadah yang dapat ditimba oleh hukum syarak, dan

tidak tepat digunakan untuk ijmak dan kias, karena keduanya bukan

merupakan wadah yang dapat ditimba oleh norma hukum. Ijmak dan

kias tfdak lain adalah cara yang digunakan untuk menemukian hukum.

Kata dalil memiliki arti yang leblh luas daripada sumber. Kata dalil

dapat digunakan untuk Alquran dan sunah sekallgus untuk ijmak dan

kias, karena semuanya menuntun ke arah penemuan hukum Allah

(Syarifuddin, 1997: 43). Namun demlkian, tidak semua ahli hukum

Islam membedakan kedua istilah tersebut. Di antara penulls hukum

Islam yang menyamakan kedua istilah tersebut adalah Muhammad

Daud All (1996:65) dan Abdul Wahhab Khallaf(1978:20).

Dalam hal ini penulls cenderung ri^nyaipakan kedua Istilah
(sumber dan dalil) tersebut. Karena itu, dalam uraian selanjutnya

keduanya digunakan secara bergantian, baik untuk Alquran dan

sunah, maupun untuk IjmaK, kias^ serta metode ijtihad yang lain,

seperti Istihsan, mashlahah mursalah, istishab, 'urf, syar'u man

qablana, dan mazhab shahabi.

B. Pembagian Dalil dalam Hukum Islam

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa penults tidak

membedakan penggunaan sumber hukum dengan dalil hukum. Oleh

sebab itu, pembagian sumber hukum Islam di sini maksudnya sama

dengarfpembagian dalil hukum Islam.
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Untuk melihat gambaran mengenai sumber atau dalil hukum

islam, dapat diiihat apa yang dikemukakan oleh al-Syathibi (dalam

Syarifuddin, 1997:44) sebagai berlkut:

1. Dalil syarak tidak bertentangan dengan tuntutan akal. Prinsip ini

didasarkan pada ketentuan:

a. jika dalil syarak menyalahi akai maka ia bukanlah dalil syarak

untuk hamba yang berakal;

b. jika dalil syarak menyalahi akal, berarti membebani manusia

dengan sesuatu yang tidak mampu diiakukan manusia;

c. Sumber takiif atau pembebanan hukum adalah akal;

d. hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil syarak berlaku

menurut akal.

2. Tujuan pembentukan dalil adalah menempatkan perbuatan

manusia dalam perhitungannya.

3. Setiap dalil bersifat kulli (global). Dalil yang bersi^t bersifat juz'i

(parsial) disebabkan oleh hal-hal yang datang kemudian, dan

tidak menurut asal penempatannya.

4. Dalilsyarak terbagi menjadi qath'i dan zhanni.

5. Dalil syarak terdlri darldalil n*aq^^an *aqli.

Dari apa yangdikemukakan al-Syathibi tersebut ^apat dipahami
bahwa dalil hukum itu ada kalanya bersifatglobal [kulli/^jJS) dalam arti

berlakunya dalil itu tidak terbatas pada suatu peristiwa tertentu,

tetapi berlaku pada peristiwa apa pun secara umum, dan adakalnya

bersifat khusus {juz'i/xjJjs>:) dalam arti dalil itu hanya berlaku pada

peristiwa-peristiwa tertentu. Dalil hukum juga bisa bersifat qath'i/

uNtJa9,artinyapastidantidakdapatd]ragukanlagikebenarannyasecara
wurud/ (sampainya kepada klta) atau kepastian dalalah/^\)>nya

(yang dltunjuk oleh dalil tersebut), dan juga bersifat z/iann//,.50^ atau

relatif, artinya dalil Itu tidak dapat dipastikan kebenarannya secara

wUrud atau kepastian dalalahnya. Kedua dalil (qath'i dan zhanni) ini
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mempunyai implikasi yang berbeda. Penentuan dalil ke dalam dua

kategori Inllah yang menjadi salah satu sebab munculnya perbedaan

pendapat (timbulnya mazhab) di kalangan umat Islam mengenai

hukum, terutama fiklh Islam.

Dari pernyataan al-Syathibi tersebut juga dapat ditentukan

adanya dua dalil,yaitu daliln'aqli/,^s^ dan dalil 'aqli/^jdAc. Dalil n'aqli

adalah dalii yang.bersumber dari sesuatu yang berasal dari nas (teks

hukum), yakni Alquran dan sunah, sedang dalil 'aqli adalah dalil yang

bersumber dari pemikiran akal manusia, yaitu melalui ijtihad. Dengan

demikian, maka dalil atau sumber hukum Islam ada tiga macam, yaitu

Alquran dan sunah (keduanya sebagai dalil n'aqli) serta akal (rasio)

yang difungsikan melalui ijtihad (sebagai dalil 'aqli),

Wahbah al-Zuhaili (1986:417) membagi dalilmenjadi dua kelompok,

yaitu kelompokdalil yangdisepakati jumhur ulama (sebagian besar ulama)

dan kelompok dalil yang tidak disepakati atau diperselisihkan jumhur

ulama. Kelompok dalil yang disepakati jumhur ulama adalah Alquran,

sunah, Ijmak, dan kias, sedang kelompok dalil yang tidak disepakati

junihurulamaadalaKsti7isanAU^uA::feijJ/)7f2sMa]^^

5ycr/i/mongod/onaAU«9i>o&>j^/dand!zom/V{||l>.Banyakjugaahllusuiyang
membagi dalil seperti halnya Wahbah al-Zuhalli. ^

Oasar penggunaan dalil atau sumber hukum di atas dapat dilihat

dalam Alquran surat al-Nisa' (5): 59:
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A •

ill

Artinya: Hai orang-orangyang beiiman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil

amri di antara kamu. Jika kamu beriainan pendapat tentang sesuatu, maka

kemballkanlah la kepada Allah(Alquran)dan Rasul(sunah), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudlan. Yang demlklan Itu leblh

utama baglmudan leblhbalkakibatnya (Q3. al-Nlsa* [4]:59).

Ayat dl atas memerlntahkan orang-orang yang beriman untuk

menaati Allah dalam arti menaati semua ketentuan Allah yang terdapat

dalam Alquran, dan menaati Rasulullah dengan menjalankan semua

yang berasai darinyayang kemudianterkumpul dalam sunah. Berikutnya

kaum mukmin diperintdhkan untuk taat kepada ulil amri (orang yang

memliiki otoritas dalam hal kekuasaan dan keagamaan), dalam hai ini

penguasa dan para ulama, dengan mengil^uti semua keputusan dan

ketetapan yang mereka ambil melalui ijmak. Perintah mehgembalikan

sesuatu yang diperselisihkan hukumnya kepada Allah dan Rasul berarti

perintah mengamaikan hukum yang ditemukan melaluikias. Kedua cara

iniiah yang merupakan metode piDkok c^iam melakukan ijtihad. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa ayat Alquran di atas melegitimasi

adanya tiga sumber hukum Islam,yakniAlquran,sunah, dan ijtihad.

Dasar penggunaan ketiga sumber hukum seperti di atas Juga

diperkuat oleh sunah Nabi yang menceritakan dialog beliau dengan

Mu'adz bin Jabal ketika beliau mau mengutusnya menjadi qadll

(hakim)di Yaman. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz;
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Jll ctUiaS iiU Cj»^

J 14 ji <!)^ Jl3 c^l Jji-j ali-i jll cAl yl^(J -M '/
JJAj '3^ S(3<<3}3 3^

L«J ^1 (Ji3^j <3®3 (J^3

^(^«L«ydl j 3

Artinya: NabI bertanya: "Bagaimana kamu memutuskan perkara yang

dikemukakan padamu?" Muadz menjawab: "Aku putuskan dengan kitab

Allah (Alquran)" Nabi bertanya lagi: "Jika kamu tidak mendapatkannya

dalam kitab Allah" Muadz menjawab; "Dengan sunah Rasulullah

(Hadis)" NabI bertanya lagi: "Jlka kamu tidak mendapatkannya dalam

sunah Rasulullah?" IVIuadz menjawab: "Aku akan berijtihad dengan

piklrankudan aku tidak meninggalkannya. Rasulullahsaw. lalu menepuk

dadanya seraya berkata: "Alhamdulillah (segala puji bagi Allah) yang

telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sesuai dengan apa yang

diridai Allahdan rasul-Nya" (H.R. Ahmad, Abu Daud, dan al-Tirmidzi).

Hadis Muadz tersebut deng^ tegcf& menyebutkan tiga sumber

hukum Islam, yaitu Alquran, sunah, dan ijtihad dengan menggunakan

piklran (rakyu—ro'yu). Penggunaan ketiga sunnber Inl hams secara

berurutan, artinya langkah pertama yang harus ditempuh dalam

mencari ketentuan hukum adalah menjadikan Aiquran sebagai

sumbernya, kemudlan sunah Nabi. Kalau dalam kedua sumber

hukum itu tidak dijumpai dengan tegas ketentuan yang dicari, barulah

digunakan sumber yang ketiga, yaknl Ijtihad dengan rakyu.

C. Aiquran sebagi Siimber Hukum Islam Pertama

1. Pengertlan Aiquran

^ Secara etimologis, kata Aiquran berasal dari bahasa Arab al-qur'an/
oI>iJI,yartu/s/mmos/?dlaf/jX<>AJIdarl/f///J«aJI{katakerja)qora'o-yoqraV
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l>aj-I>9,yangberartf'bacaan'. SedangsecaraterminologlsAlquran berarti
'kalam Allah yang diturunkan kepada Nab! Muhammad saw. melalui

Malalkat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagal hujjah

(Indonesia: hujah—bukti) atas kerasulan Nabi Muhammad dan sebagai

pedoman hidup bagi manusia serta sebagai media dalam mendekatkan

diri kepada Allah dengan membacanya' (Khallaf, 1978: 23). Deflnisi

lain dikemukakan oleh al-SyaukanI (dalam Syarifuddin, 1997: 47), yaitu

Alquran berarti 'kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad

saw.>. tertulls dalam mushaf, dan dinukllkan secara mutawatir'.

Sementara itu, Ibnu Subki (dalam Syarifuddin,1997:47) mendefinisikan

Alquran sebagai 'lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad

saw., mengandung mukjizat pada setiap suratnya, yang dinilai ibadah

membacanya'. Ada juga yang mendefinisikan Alqurah sebagai 'kaiam

Allah Swf. yang diturunkan kepada Rasulullah saw. dengan bahasa

Arab untuk ijaz (meiemahkan) dengan sebagian suratnya, yang tertulis

dalam mushaf, yang dlsampalkan secara mutawatir, yang membacanya

terhitung ibadah, dan yang dimulai denpn surat al-Fatihah dan diakhiri

dengan surat al-Nas(al-Zuhaili, 1986:421).

Dari tfga deflnisi di atas dapat diidentifikasi unsur-unsur pokok

yang menjetaskan haklkat Alquran, yaitu;

a. Alquran itumerupakan kalam All^ yan^berbentuk lafaz (sekaligus
makna). Hal Ini mengandung art! bahwa apa yang disampaikan

Allah dalam bentuk makna saja dan dllafazkan sendiri oleh Nabi

tidak disebut Alquran, seperti hadis qudsi dan hadis qauli.

b. Alquran diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Hal ini berarti

bahwa wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain

Muhammad tidak disebut Alquran. Sebagai contoh adalah kitab

Taurat yang turun kepada Nabi Musa, kitab Injil yang turun

kepada Nabi Isa, dan kitab Zabur yang tururr kepada Nabi Daud.

c. Alquran menggunakan bahasa Arab. Ini berarti bahwa Alquranyang

10
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diterjemahkan kedalam bahasa laintidaklahdisebutAlquran. Karena

itu,tidaksah seseorangyangsalat membaca terjemahan Alquran.

d. Alquran mengandung mukjizat pada setiap ayat atau suratnya.

Karena itu, terjemahan Alquran yang tidak mengandung daya

mukjizat bukanlah Alquran.

e. Alquran tertulis dalam mushaf. Ini berarti bahwa wahyu yang

turun kepada Nabi Muhammad saw. tetapi tidak tertulis dalam

mushaf tidak termasuk Alquran.

f. Membaca Alquran bernilai ibadah. Ini berarti bahwa membaca

Alquran termasuk salah satu ibadah yang memliiki nilai pahala

tersendiri.

g. AySt-ayat Alquran dinukil secara mutawatir. Ini berarti bahwa

semua ayat Alquran disampajkan kepada kita secara mutawatir,

^ yaitu tidak diragukan keautentikannya. Karena itulah ayat-ayat

yang syadz (diragukan keautentikannya) tidak termasuk Alquran.

h. Alquran dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan

surat al-Nas.

2. Fungsi Alquran

Alqyran merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi

Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya demi kemaslahatan

dan kepentingan mereka balk untuk kehidupan dunia rtlupui
kehidupan akhirat. Dengan demikian, Alquran tidak saja digunakan

dan dinikmati oleh Nabi Muhammad sendiri, tetapi Alquran dapat

digunakan dan dapat dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia,

terutama oleh umat Islam.

Dalam Alquran terdapat sekian banyak ayat yang menjelaskan

pentingnya (fungsi) Alquran bagi manusla. Dari ayat-ayat tersebut

dapat didentifikasi fungsi-fungsi Alquran sebagai berikut:

a. Hudan/iSjL&, atau 'petunjuk bagi umat manusia'. Fungsi ini
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disebutkan dalam Alquran lebih dari 79 ayat, seperti dalam surat

al-Baqarah (2): 2;

(Y V dUS
Artinya: Kitab (Alquran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka

yang bertakwa (OS. al-Baqarah [2]: 2).

b. Rahmat/^^AOj, atau 'kaslh sayang Allah kepada umat manusia'.

Tidak kurang dari IS^ayat dalam Alquran yang menjelaskan hal
ini, seperti dalanfi surat Luqman (31): 2-3:

(Y-r :OUii)
Artinya: Inilahayat-ayat Alquran yang mengandung hikmat menjadi petunjuk dan

rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan (05. Luqnrtan [31]: 2-3).

c. Bayyinah/kiit, atau 'bukti penjeiasan tentang suatu kebenaran'.

Hal ini dapat dilihat seperti dalam surat al-Baqarah (2): 185:

^ ^

(^A®

Anjnya:Butan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkah (permulaan)

Alquran sebagai petunjuk bagi manusia dah penjelasan-penjelasan

mengenai petunjuk Itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil)

(OS. at-Baqarah [2]: 185).

d. furgan/ul9^,atau'pembedaantarayanghakdahyangbatir,yang

benar dan yang salah, yang hatal dengan yang haram, yang indah

dan yang jelek, serta yang diperhitahkan dan yang dilarang. Hal

ini disebutkan dalam tujuh ayat umpamanya ayat 185 dari surat

al-Baqarah seperti di atas.

e. Mau7z/)a/)/<Uac9A/atau'pelajaranbagimanusia'.Hatlnidisebutkan

dalam lin^ ayat Alquran, seperti dalam surat yunus, (10): 57:
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LiJ SJaP^ J5

(® ui^44! <^-^3
Artinya:Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam

dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (QS.

Yunus [10]: 57).

f. Sy//oyclft^,atau'obatuntukpenyakithati".Ayatyangmenjelaskan

hal ini sama dengan ayat untuk fungsi mauizah {mau'izhah)

seperti di atas.

g. Tibyan/oLju, atau 'penjelasan terhadap segala sesuatu yang

disampaikan Allah'. Dal^m surat al-Nahl (16): 89 dijelaskan fungsi

Ini,

(A^
Artinya: Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Alquran) untuk menjelaskan

segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi

orang-orang yang berserah diri (QS.al-Nahl [16]: 89),

h. Busyra/\3>juu, atau 'kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat

- balk'.Ayatyang menjelaskan fungsi inlsama dengan dl atas (poing).

I.. Tafshil/'memberikan penjelasansecara rincisehingga

dapat dilaksanakan sesual dengan yang dikehendaki Allah'. IHal

ini dijelaskan dalam surat Yusuf (12): 111: ^

c«

Artinya:Alquran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan

(kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, sebagai

petunjuk, dan rahmat bagi kaum yang berirtian (€15. Yusuf [12]: 111).
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j. Hakim/p.S^, atau sumber kebijaksanaan. Hal inidijelaskandalam

surat Luqman (31): 2:

(t :OUiJ) ylip'l ^o\i dlL-
Artinya: Inilah ayat-ayat Alquran yang mengandung hikmah (QS. Luqman [31]: 2).

k. Mus/70cf(y/Vv3-Li^,atau'membenarkanisikitab-kitabyangdatang

sebelumnya'. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Maidah (5): 48:

^1A I

Artinya: Dan Kami telah menurunkan kepadamu Alquran dengah membawa

kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang

diturunkan sebelumnya), dan. batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain

itu (03. al-Maidah [5]: 48).

I. Muhaimin/oJi}^, atau 'batu ujian (penguji) bagi kitab-kitab

sebelumnya'. Artinya, Alquran dapat dijadikan tolok ukur bagi

untuk menguji keberadaan kitab-kitab sebelumnya, apakah

masih asli atau sudah diubah bleh para pengikutnya Hal ini

dijelaskan dalam surat seperti di ata|jpoin^).
Fungsi-fungsi Alquran di atas tidak berfungsi secara otomatis bagi

kita umat Islam. Artinya, fungsi-fungsi tersebut akan bermakna bagi

kita jika kita benar-benar menjadikan Alquran sebagai fungsi-fungsi

tersebut dengan memahami serta mengamalkan Isl Alquran dengan

balk.Semakin baikpemahaman kitatentang Alquranctansemakin tinggi

kesadaran kita untuk metaksanakan isi kandungan Alquran, maka akan

semakin jelas dan terbukti fungsi-fungsi tersebut untuk kita, sebaliknya

jika kita tfdak dapat memahami Alquran dan tidak ada kesadaran

untuk mengamalkan isinya, maka fungsi-fungsi itu hanya melekat pada

Alquran itu sendiri dan tidak ada ^eknya bagi kita. Karena itu, agar
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. A

fungsi-fungsi Alquran initampak jeias, kita hams berusah^ memahami

Alquran dengan sebalk-baiknya dan dlikuti oleh kesadaran kita untuk

mengamalkan isinya dalam kehidupan kita sehari-hari.

Di samping memiliki berbagai fungsi seperti di atas, Alquran

juga merupakan mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad saw.

dan para umatnya. Mukjizat berarti suatu yang dapat melemahkan,

sehingga orang lain tidak dapat menyainginya. Para pakar Islam

mendefinisikan mukjizat sebagai 'suatu hal atau peristiwa luar biasa

yang terjadi .melalui seorang yang mengaku nabi, sebagai bukti

kenabiannya yang ditantangkan kepada yang ragu, untuk melakukan

atau mendatangkan hal serupa, namun mereka tidak mampu

melayani tantangan itu' (Shihab, 1997: 23). Inl berarti, Alquran

memiliki daya atau kekuatan yang dapat melemahkan kekuatan lain,

sehingga tidak dapat menandinginya. Kemukjizatan Alquran yang

berhasil diungkapkan oleh para ahli hingga masa nriodern ini cukup

banyak. M. Quraish Shihab menulis satu buku khusus mengenai

kemukjizatan Alquran dengan judul Mukjizat Alquran Ditinjau dari

Aspek Kebahasaan, Isyarat llmiah, dan Pemberitaan Gaib (1997).

Dalam buku ini dibahas dengan detail kemukjizatan Alquran baik dari

segi bahasanya (Shihab, 1997:111-163), dari segi isyarat ilmiahnya

(Shihab, 1997: 165-191), dari segi pemberitaan itaibn^ (Shihab,
1997:193-220), maupun dari segi yang lain (Shihab, 1997:221-238).

3. Ibarat Alquran dalam Menetapkan Hukum

Semua ayat Alquran dari segi lafaz dan maknanya adalah

gat/>'/yo/-M/t/rc/e/A3^li,^^jda§atdugat^7)/o/-tsubaC/w^ls,s^Alad,atiinya

'semua iafaz dan maknanya datang dari Allah, tanpa diragukan tagi

keasliannya'. Dengan demikian semua iafaz dan makna Alquran

mutawatir. Sedangkan dari segi dalalah hukumnya, sebagian ayat

Alquran qath^iy al'dalalah, artinya ketentuari hukumnya tidak
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mjembutuhkan penafsirlh lagi, dan sebaglannya iagi zhanniy xjI-

dalalah, artinya mengandung dan menampung berbagai penafsiran

(al-Zuhaili, 1986:441).

Yang termasuk ayat-ayat Alquran yang qath'iy misalnya ayat-

ayat yang terkait dengan masalah waris (QS. al-Maidah [11-12]:

5), had (QS. al-Nur [24]: 2), dan kafarat (QS. al-Mujadilah [58]: 3).

Dalam ayat-ayat ini Allah memberikan penjelasan yang pasti yang

tidak akan ditafsirkan dengan makna lain. Adapun yang termasuk

ayat-ayat z/iann/y misalnya ayat-ayat yang beisi lafaz musytarak

(bermakna ganda) seperti lafaz quru' (QS. ai-Baqarah [2]: 228} yang

bisa bermakna sud dan juga bermakna kotor.

Alquran bukanlah kitab undang-undang yang menggunakan

ibarat tertentu dalam menjelaskan hukum. Alquran merupakan

kitab yang di dalamnya terkandung norma dan kaidah yang dapat

diformulasikan dalam bentuk hukum dan undang-undang. Dalam

menjelaskan hukum dan undang-undang Ini, Alquran menggunakan

beberapa cara dan Ibarat, yaitu:

a. Dalam bentuk tuntutan, baik dalam bentuk suruhan atau

perintah {amr/y>\) atau tuntutan untuk berbuat, misalnya:

(YV 'diji IjiJj
Artinya: Dan laksanakan salat (QS. al-Nlsa' [4]: 77).

maupun dalam bentuk larangan {nahy/x,fi^) atau tuntatan untuk

menlnggalkan seperti;

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takuX miskin (QS.

al-An'am [6]: 151).

b. Dalam bentuk berita yang mengandung arti adanya kewajiban
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A

atau larangan. Berita yang menunjukkan hukum wajib ada

kalanya ditunjukkan dengan kata yang beraiti diwajibkan atau

difardukan, sepeiH:

(\ AT

Artinya: Diwajibkan bagi kamu berpuasa (QS.al-Baqarah [2]: 183).

Atauberitayangmenunjukkanadanya baiasanyangbaik(pahala)seperti:

^^ f 0^3

Artinya:Dan barang slapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ia akan

dimasukkan ke dalam surga (Q3. al-Nisa' [4]: 13).

Berita yang menunjukkan larangan ada kalanya ditunjukkan

dengan kata yang berarti dilarang atau diharamkan, seperti:

(r rsojat) 4^1
Artinya: Diharamkan bagi kamu (menrakan) bangkai (QS. al-Maidah [5]: 3).

Atau ditunjukkan dengan tidak adanya kebaikan, seperti:

^ ^ ^ it cAi

Artinya: Dan bukanlah suatu kebajikan mem^suki rumah-rumah dari

belakangnya tetapi kebajikan itu iaiah ketrajikan orang yang

bertakwa (QS.al-Baqarah [2]: 189).

Atau ditunjukan dengan adanya ancaman siksa (dosa), seperti:

iJj l4-i ^j^j3 w'^

Artinya:Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Basul-Nya dan

meianggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya

ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa

yang menghinakan (QS.al-Nira' [4]: 14).
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Dari bentuk-bentuk atau isyarat yang ada dalam Alquran seperti

di atas, seorang mujtahid harus benar-benar memahami hal ini agar

dapat memformulasikan hukum atau undang-undang dengan tepat.

Jika tidak, maka hasil formulasi hukum yang diperoleh dari Alquran bisa

jadi tidak tepat atau tidak sesuai dengan pesan yang dikandung oleii

Alquran tersebut. Berkaitan dengan hal in! Abu Zahrah mengatakan,

"Seorang nnujtahid yang mengistinbatkan hukum dari Alquran harus

memperhatikan hal^ tersebut. Setiap perbuatan yang terpuji atau
dijanjikan pahala kalau dilakukan akan berimplikasi tuntutan, sedang

perbuatan yang hina atau dijanjikansiksaakan berimplikasilarangan atau

tegahan. Adapun perbuatan yang tidak dijelaskan mengenal pujian dan

hinaan, atau diiringi pahala atau siksa, tetapi hanya ditunjukkan dengan

kebolehannya, akan berimplikasi mubah (boleh)" (Zahrah, 1958:93).

4. Penjelasan Alquran tentang Hukum

Alquran menunjukkan dua bentuk dalam menjelaskan hukum

kepada kita, yaitu bentuk muhkam/p^Mi dan bentuk mutasyabih/

Hal ini dijelaskan dalam Alqurdn surat All Imran (3): 7:

^^ oiife SI. c^\^\ djdp J/t
(V JT) omiii

Artinya: Dialahyang menurunkan al-Kitab(Alquran) kepadamu. Diantara (isi)

nya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok Isi Alquran,

dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat (OS.Ali Imrah [3]; 7).

Ayatmuhkam adalah ayatyang jelas art! dan maksudnya serta tidak

mengandung keraguan, sehlngga tidak memungkinkan pemahaman

lain selain dari pemahaman yang terdapat dalam lafaz ayat Alquran

tersebut. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang tidak jelas arti

dan maksudnya, sehingga memungkinan adanya berbagai pemahaman

dan penafslran (Syarlfuddin, 1997:68; Djamil,1997:84).
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Perbedaan pemahaman dan penafsiran terh^dap ayat-ayat

mutasyabih disebabkan oleh dua hal, yaitu:

a. Adanya lafaz musytarak, yaltu lafaz atau kata yang mempunyai

arti lebih dari satu. Umpamanya kata quru'lt^jS dalam Alquran

(surat al-Baqarah [2]: 228) bisa berarti suci dan haid, kata uqdat

al-nikah/^\^\ o.vdc dalam surat al-Baqarah (2): 237 bIsa berarti

walldan Istrl,dan kata /omostum//xijuuuoJ dalam surat al-Nlsa' (4):

43 bisa berarti bersentuhan kulit dan bersetubuh.

b. Adanya nama-nama dan kata-kata kiasan dalam Alquran yang
\

mengakibatkan keraguan. Umpamanya penggunaan sifat yang

ada pada manusia untuk Allah, padahal Allah sama sekali

berbeda dengan makhluk-Nya. Sebagai contoh, kata wajah

Tuhan dalam surat al-Rahman (55): 27, kata bersemayam dalam

surat Yunus (10): 3, dan kata tangan dalam surat al-Fath (48): 10.

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang

tetap mengartikan lafaz-lafaz tersebut sebagaimana adanya,

seperti yang diiakukan oleh ulama Hanabilah. Ada juga ulama

yang berusaha menakwilkan (mengalihkan makna) lafaz-lafaz

tersebut ke dalam makna lain sehingga makna-maknanya tidak

mengganggu kesucian dan keagungan Allah. Hal ini seperti

diiakukan oleh ulama muktazilah. Merek^men^artikan wajh
>A//a/?/^i<^denganzatAllah,/staM/o/LS9*jujldenganberkuasa;dan
yadun/jj dengan kekuasaan.

Sementara itu, dalam menjelaskan permasalahan hukum,

Alquran menempuhnya dengan tiga cara, yaitu:

a. Terperlnci {iuz'ly/fjJjS(), maksudnya Alquran menjelaskan

permasalahan hukum dengan j^lds dan rind. Ayat-ayat Alquran

seperti ini dapat dipahami dengan jetas tanpa bantuan sunah

Nabi. Sebagai contoh adalah ayat-ayat tentang kewarisan seperti
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X

dalam surat al-Nisa'(4): 11-12 dan ayat tentang sanksi kejahatan

zina dalam surat al-Nur (24): 4. Dilihat dari segi kejelasannya

ayat-ayat inl termasuk ayat-ayat muhkam.

b. Global(/ru//y/csvJi^)/maksudhyaAlquranmenjelaskanpermasalahan

hukum secara garis besar, sehingga memerlukan penjelasan

dalam pelaksanaannya. Yang berwenang menjelaskan ayat-ayat

seperti ini adalah Nab! meialui sunahnya. Namun, penjelasan

NabI bisa jadi pasti {qath^iyal-dalalah) dan bisa juga tidak pasti

{zhanniy al-dalalah).

c. Isyarat [isyarah/<>jLSj\), maksudnya Alquran menjelaskan

. permasalahan hukum dalam bentuk isyarat atau pemahaman

yang tersirat dari suatu ayat. Misalnya surat al-Baqarah (2): 233:

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu

dengan cara yang makruf (OS. al-Baqarah [2]: 233).

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa para suami wajib

memberikan nafkah dan pakaian icepada para istri. Tetapi, seiain itu,

ayat ini juga mengisyaratkan adanya hubungan nasab dari seorang

anak kepada ayahnya.
$

Penunjukan ayat Alquran yang muhkam bersifat pasti {qath'iy al-

dalalah), Ayat seperti ini tidak bisa dipahami dan ditafsirkan berbeda-

beda. iHukum yang ditunjuknya berlaku universal, tidak dibatasi waktu

dan tempat. Ayat muhkam ini berlaku pada masalah akidah, ibadah,

dan norma hukum, seperti keesaan Allah, wajibnya salat, dan kewajiban

berbuat baik kepada orafig tua. Sedang penunjukan ayat Alquran yang

mutasyablh, dalam bentuknya yang global dan isyarat, bersif^ tidak

pasti [zhanniy al-dalalah). Ayatseperti ini memungkinkan pemahaman

yang beragam dan hukum yang ditunjuknya bisa berbeda-beda. Ayat

mutasyabih ini berlaku pada bidang muamalah dalam arti luas yang
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mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Karena kehidupan
ih

manusia selalu mengalami perkembangan; maka penerapan hukum

pun akan mengalami perubahan, karena hukum dapat berubah seiring

dengan perubahan tempat dan zaman.

5. Hukum-hukum yang Dikandung Alquran

Hukum-hukum yang terkandung dalam Alquran secara garis

besar dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Hukum-hukum Iktikadiah, yakni hukum-hukum yang terkalt

dengan kewajiban manusia (mukalaf) dalam mengimani Allah,

malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir.

b. Hukum-hukum khulukiah, yakni hukum-hukum yang mengatur

hubungan pergaulan manusia mengenai sifat-sifat balk yang

harus dimiliki dan sifat-sifat buruk yang harus dihindari dalam

kehidupan bermasyarakat.

c. Hukum-hukum amaliah yang mengatur aktivitas manusia (mukalaf)

baik berupa perkataan maupun perbuatan. Hukum-hukum

amaliah ini dibagi dua bagian, yaitu: (1) hukum-hukum ibadah

yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti salat,

puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan lain sebagainya; (2) hukum-

hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan

sesamanya yang masih dibagi lag!menjadi beberapa macam, yaitu:

1) Hukum keluarga yang n^VigatOr masalah perkawinan
dan hubungan kekerabatan. Ayat Alquran yang mengatur

masalah ini sekitar 70 ayat.

2) Hukum perdata (muamalah dalam arti khusus) yang mengatur

masalah hubungan ahtarindividu dalam bidang jual bell,

hutang-piutang, sewa^menyewa, gadai, kontrak, perjanjlan,

dan sebagainya. Ayatnya berjumtah sekitar 70 ayat.

3) Hukum pidana yang mengatur pelanggaran yang dllakukan
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seorang mukalaf serta hukumannya. Ayatnya berjumlah

sekitar 30 ayat.

4) Hukum acara peradilan yang mengatur masalah peradilan,

saksi, dan sumpah untuk menegakkan keadiian. Ayatnya

berjumlah sekitar 13 ayat.

5) Hukum perundang-undangan (hukum tata negara) yang

mengatur masalah hukum dan dasar-dasarnya, hakim

dengan yang dihakimi, serta hak dan kewajiban seseorang

^ maupun kelompok. Ayatnya berjumlahsekitar 10 ayat.

6) Hukum antarnegara (hukum internasional) yang mengatur

hubungan negara Islam dengan negara lain dan hubungan

warga nonmuslim dengan warga muslim dalam negara

Islam. Ayatnya berjumlah sekitar 25 ayat.

7) Hukum ekonohni dan harta yang mengatur hak-hak orang

miskin dari orang kaya, dan mengatur hubungan harta antara

negara dengan individu. Ayatnya berjumlah sekitar 10 ayat.

(Khallaf, 1978:32-33; al-Zuhalll, 1986:438-439).

Dari hukum-hukum yang dikandung oleh Alquran seperti di atas

dapat ditambahkan bahwa penjelasan Alquran ada kalanya terperinci

dan ada kalanya umum. |fnjelasan Alquran yang terperinci misalnya
dalam hal ibadah, hukum-hukur^ keluarga,.dan hukum waris. Perincian
ini mengandung makna ta'abbudi (harus diterima dan diiaksanakan)

dan tidak perlu akal mencari tahu hikmahnya secara detail, sehingga

hukum-hukum initetap dan tidak boleh dirubah-rubah serta disesuaikan

dengan perkembangan zaman. Adapun hukum-hukum yang umum

(tidak rind) mengandung makna memberi keleluasaan kepada para

ulama untukffiemerinci dan menyesualkan den^n kemaslahatan dan
kebutuhan manusia di setfap zaman dan tempat. Karena itu, nyatalah

bahwa hukum Islam itu terus eksis dan selalu sesuai di setiap waktu

dan tempat (al-ZuhalU, 1986: 440). Sebagai contoh adalah Alquran
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menetapkan ketentuan umum dalam masalah hukum-hukgm sipil,

yakni Atteh melarang mengambil harta orang lairv secara batal tetapi

hams dengan saling rida, menghalalkan jual bell dan mengharamkan

riba, dan membolehkan gadal. Terkalt dengan hukum perundangan,

Alquran menetapkan asas umum seperti asas musyawarah dalam
memutuskan perkara. Sementara Itu, dalam hukum kenegaraan

Alquran menetapkan misalnya prlnslp toleransi bag! umat Islam dalam

berhubungan dengan orang-orang nonmusllm.

6. Alquran sebagai Sumber Hukum Islam

Di atas sudah dijelaskan bahwa Alquran merupakan sumber

pokok hukum Islam. Beberapa ayat Alquran menunjukkan dengan

jelas bahwa Alquran adalah dasar dan sumber utama hukum Islam

(QS. al-Maldah [5]: 47-50).

Alquran dlturunkan kepada Nabi Muhammad saw. selama kurang

leblh dua puluh tiga tahun dalam dua periode, yaitu periode selama

berada di Mekkah atau sebelum Nabi melakukan hijrah (selama tiga

belas tahun), dan periode setelah Nabi melakukan hijrah ke Madinah

(selama sepuluh tahun). Ayat-ayat Alquran yang turun pada periode

pertama disebut ayat-ayat makiyah, sedang ayat-ayat yang turun pada

periode kedua disebut ayat-ayat madaniyah. Ayat-ayat yang turun pada

kedua periode tersebut mempunyai muatan dan misi yang berbeda

seiring dengan jenis tdi^uta^ yang berbeda dari kaum muslim yang
ada pada kedua periode tersebut. Ayat-ayat makiyah pada umumnya

pendek-pendek dan berisi prinsip-prinsip keimanan atau akidah dan

dasar-dasar Islam lainnya. Sebaiiknya, ayat-ayat madaniyah pada

umumnya panjang-panjang dan kaya dengan hukum-hukum yang

berkenaandengan roasaiah-masalah perdata, pidana,sosial, dan politik.

Ayat-ayat madaniyah ini memberikan tuntunan bagi suatu komunitas

soslal dan politik masyarakat yang baru lahir dan sedang tumbuh.
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Ayat-ayat makiyah merupakan bagian terbanyak dari keseiuruhan. ayat

yang dikandung Alquran, sedang ayat-ayat madaniyah kira-kira hanya

sepertiganya.

Menurut Ahmad Hasan (1984: 39), Alquran bukanlah suatu

undang-undang hukum dalam pengertian modern ataupun sebuah

kunipulan etika. Tujuan utama Alquran adalah meletakkan suatu

wa^ oflife yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan
hubungan manusia dengan Allah. Alquran memberikan arahan bagi

kehidupan sosial manusia maupun tuntunan berkomunikasi dengan

penclptanya. Hukum perkawinan dan perceralan, hukum waris,

ketentuan perang dan damal, hukuman bagi pencurian, pelacuran,

dan pembunuhan, semuanya dimaksudkan untuk mengatur

hubungan antara manusia dengan sesamnya. Selain aturan-aturan

hukum yang khusus itu Alquran juga mengandung ajaran moral yang

cukup banyak. Oleh karena itu> tidaklah benar kalau NJ. Coulson

mengatakan bahwa tujuan utama Alquran bukanlah mengatur

hubungan manusia dengan sesamanya, tetapl hubungan manusia

dengan penciptanya (Coulson, 1964:12).

Bila dipahamisecara mendalam,ternyata Allah tidak menurunkan

Alquran dalam suatu kehampaan, tetapi sebagai suatu tuntunan bagi

seorang rasul yang hidup dan terlibat dalam suatu perjuangan yang

nyata. Alquran leblh banyak memberikan prinisp-prlnsip dasar yang

membawa seorang musiim pada arah tertentu dapat menemukan

jawaban usahanya sendiri. Selanjutnya Alquran menyajikan hukum-

hukum atau dasar-dasar Islam secara global yang sesuai dengan

situasl dan kondisi yang selalu berubah di segala tempat dan

zamah. Jadi, bisa dikatakan bahwa Alquran adalah sebagai tuntunan

(hidayah), dan bukan kftab hukum. Dalann fungsinya sebagai tuntunan

ini Alquran tidak melewatkan apa pun yiang berkaltan dengan hal-hal

yang mendasar mengenal bentuk praktis kehidupan nyata yang harus
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diikuti oleh seorang muslim dan masyarakat secara keseluruhan.

Alquran menunjukkan dan menggariskan batas-batas dari berbagai

aspek kehidupan. Tugas Nabi adalah untuk memberikan ukuran-

ukuran kehidupan praktis yang ideal dalam sinaran batas-batas yang

dinyatakan Alquran.

Sebenarnya perjalanan hukum Islam menempuh proses yang

panjang. PenafsiranAlquran pada masa-masa awal tidaklah demikian

rumit'dan pelik sebagaimana masa-masa berikutnya. Metodologi

pengambilan kesimpulan darl Alquran tumbuh semakin lama

semakin rumit dan filosofis dengan dilakukannya kajian Alquran

yang mendalam dan mendetail oleh para ahli hukum pada masa-

masa berikutnya. Batang tubuh hukum Islam kaya akan contoh-

contoh persoalanyangmenjadlkan para ulama berbeda pendapat di

dalam mengambil dasar hukumnya, sebagian mereka mendasarkan

pada Alquran dan sebagian yang lain mendasarkan pada sunah atau

pendapat pribadinya, karena yang terakhir in! menganggap bahwa

ayat-ayat Alquran yang diajukan tidak relevan dengan permasalahan

yang sedang dibicarakan. Inllah yang kemudian membawa kepada

terjadinya perbedaan pendapat^alam fikih Islam.

Perlu diketahui bahwa posisi Alquran sebagal sumber pertama

dan terpenting bag) teorj hukum tidaklah berarti bahwa Alquran

menangani setiap persoalan secara jelimet (pelik) dan terperinci.

Alquran, sebagaimana kita ketahui, pada dasarnya bukan kitab

undang-undang hukum, tetapi merupakan dokumen tuntunan

spiritual dan moral. Cbntoh-contoh yang sering dikutip oleh para

orientalis, seperti yang diwaklli oleh Joseph Schacht, lebih banyak

berkaitan dengan kasus-kasus yang apltkasinya secara mendetail

tidak diberikan oleh Alquran, seperti dalam hukum keluarga, hukum

waris, bahkah cara-cara beribadah dan yang berhubungan dengan

masalah ritual lainnya (Schacht, 1950: 224-227). Walaupun pada
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umumnya ayat-ayat Alquran yang menyangkut hukum bersifat

pasti, tetapi selalu terbuka bag! penafsiran, dan aturan-aturan yang

berbeda dapat diturunkan dari suatu yang sama atas dasar ijtihad.

Inilah alasan bagi perbedaan pendapat di antara ahli hukum dalam

kasus-kasus seperti yang disebut oleh Schacht.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan Alquran

sebagai sumber utama hukum Islam berati bahwa Alquran menjadi

sumber dari segala sumber hukum dalam Islam. Hal ini juga berarti

bahwa penggunaan sumber lain harus sesuai dengan petunjuk Alquran

dan tidak boleh bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Alquran.

D. Sunah sebagai Sumber Hukum Islam Kedua

1. Pengertian Sunah

Secara etimologis, kata sunah berasal dari kata berbahasa Arab

si/no/i/^jLMiyangberarti 'cara', 'adatistiadat(kebiasaan)', dan 'perjalanan

hidup {sirah) yang tidak dibedakan antara yang baik dan yang buruk*.

Sunah juga berarti ibarattentang perjalanan dan cara yang sudah biasa,

maka sunah setiap orang berarti apa yang menjadi kebiasaan yang

terpelihara, baik yang baik i|^upun buruk (al-Zuhaili, 1986: 449). Ini
bisa dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh musiim, "Barang

siapa yang membuat cara (kebiasaan) yang baik dalam Islam, maka dia

akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya,

dan barang siapa yang membuat cara yang buruk dalam Islam, maka

dia akan memperoleh dosanya dan dosa orang yang mengikutinya"

(al-Khathib, 1989:17). Sunah pada dasarnya berarti perilaku teladan

dari seseorang; tSalam konteks hukum Islam, Sunah merujuk kepada

model perilaku Nabi Muhammad saw. Karena Alquran memerintahkan

kaum musiim untuk mencontoh perilaku Rasululiah, yang dinyatakan

sebagai teladan yang agung, maka perilaku Nabi menjadi 'ideal' bagi

umat Islam (OS. aUAhzab [33]: 21; OS. al-Qalam [68]: 4).
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Secara terminologis, ada beberapapemahaman tentangsunah.Ada

sunah yang dipahami oleh ahli fikih, ahli usul fikih, dan ahli hadis. Yang
dimaksud sunah di sini adalah sunah seperti yang dipahami oleh ahli

hadis, yaitu yang identik dengan hadis. Menurut ahli hadis, sunahberarti

sesuatu yang berasal dari Nabi saw. yangberupa perkataan, perbuatan,

penetapan,sifat, dan perjalanan hidupbeliau baik padawaktusebelunn

diutusmenjadi Nabi maupunsesudahnya (al-Khathib, 1989:19).

Di kalangan ulama ada yang membedakan sunah dengan hadis,

terutama karerva secara etimologis kedua kata itu memang beda.

Hadis lebih banyak merujuk kepada ucapan-ucapan Nabi saw.,

sedang sunah lebih banyak tertuju kepada perbuatan dan tindakan

Nabi saw. yang sudah menjadi tradisi yang dipelihara dalam agama.

Namun, semua ulama bersepakat bahwa baik hadis maupun sunah

hanya merujuk kepada Nabi saw., tidak kepada yang lain.

2. Klasifikasi Sunah

Klasifikasi sunah bisa ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek

bentuk, aspek banyaknya sanad atau perawi, aspek kualitas, dan

aspek-aspek yang lain. Dalam buku ini terutama akan dijelaskan

klasifikasi sunah ditinjau dari ketiga aspek tersebut. TInjauan dari

aspek laintidak dijelaskan dengan rlnci^.

Dilihat dari segi bentuknya, sunah Nabi bisa berbentuk

perkataan Nabi (sunah qauliyyah)^ perbuatan Nabi (sunah fi^liyyah),

dan penetapan Nabi atas perbuatan sahabat (sunahtaqrirlyyah).

a. Sunah qauHyyah, adalah ucapan Nabi yang didengar oleh para

sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Sebagai contoh,

Nabi bersabda: ^ ^ ^ ^
(aJLp jii.) tijJU UJ} JLSJ.V1

Artinya: Hanya perbuatan-perbuatan itu tergantung kepada niat, dan setiap

orang hanya akan memperoleh apa yang diniatkannya (HR. al-
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Bukhari danj|[iuslim). .
I

SUnah qauliyyah adalah perkataan Nabi yang didengar dan

dinukii sahabat selain Alquran. Menurut lahirnya Alquran

dan sunah sama-sama berasal dari perkataan Nabi. Untuk

membedakannya Nabi selalu menegaskan apakah yang

diucapkannya adalali Alquran atau tidak. Daiam menyampaikan

Alquran Nabi nnennberikan penekanan yang khusus, misainya

tidak boleh berbeda lafaznya, diperintahkan untuk dihafal dan

dicatat sedang untuk sunah tidak demikian.

b. Sunah fi'Uyyah adalah perbuatan Nabi saw. yang dilihat para

sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan

ucapan mereka. Umpamanya sahabat Jarirberkata:

Artinya: Konon Rasulullah saw. bersembahyang di atas kendaraan (dengan

menghadap kiblat) menurut kendaraan itu menghadap. Apablla

bellau hendak sembahyang fardu, beliau turun lalu menghadap

kiblat (HR.al-Bukharl).

Semua perbuatan dan tingkah laku Nabi diperhatikan oleh para

sahabat, kemudian disanfipaikah day^isebariuaskan. Apakah semua
perbuatan Nabi bermuatan hukum dan harus diteladanl? Daiam hat

ini, para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang berpendapat

bahwa semua tfngkah laku Nabj, termasuk kebiasaan Nabi selaku

manusia pada umumnya, seperti makan, minum, dan lain-lain, harus

diikuti dan diteladanl, minimal daiam bentuk anjuran (sunah), tetapi

adaJuga ulamayangtidakmengharuskan meneladanikebiasaan Nabi

sebagai manusia yang tefikat dengan tradisi. Ada juga perbuatan Nabi

yang tidak harusdiikuti,karena adanya petunjukyangmengkhususkan

perbuatan itu hanya bagi Nabi,seperti wajibnyasalat duha, salat witir.
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salattahajudbagi Nabi, menikahi istri lebih dariempat orang(bahkan

hal ini haram diikuti), dan masuk Mekkah tanpa ihram. Adapun

perbuatan Nabi yang berhubungan dengan penjelasan hukum,

semuanya hamsdiikuti, baik yang berkategori wajib maupun sunah.

c. Sunah taqririyyah adalah perbuatan. sahabat atau ucapannya

yang dilakukan di depan Nabi yang dibiarkan begitu saja oleh

Nabi, tanpa dilarang atau disuruh. Umpamanya Nabi pernah

meiihat seorang sahabat memakan daging dhab (sejenis biawak)

di hadapannya, namun Nabi tidak memberl komentar tentang

perbuatan sahabat tersebut. Jadi, setiap sahabat melakukan

suatu perbuatan atau mengucapkan sesuatu di hadapan Nabi

dan Nabi membiarkannya tanpa memberi komentar, berarti hal

itu sudah mendapat pengakuan Nabi.

Diilhat dari segi jumlah sanad atau perawi yang terlibat dalam

periwayatannya,sunah dibagitiga macam, yaitu mutawatir, masyhur,

dan ahad.

a. Sunah mutawatir adalah sunah yang cf^mpfiikan secara
berkeslnambungan yang djriwayatkan oJeh sejumlah besar

perawi yang menurut kebiasaan mustahll mereka bersepakat

untuk dusta. Para ahli usul membagi sunah mutawatir menjadl

dua, yaltu: (1) mutawatir lafzhi, yaltu sunah mutawatir yang

lafaznyasama antara rlwayat yang satu dengan riwayat yang lain;

(2) mutawatir ma'nawi, yaitu sunah mutawatir yang sama hanya

pada maknanya, mesklpun lafaz{redaksl)nya berbeda (Khathib,

1989: 301; Fathurrahman, 1985: 62), Para ulama sepakat untuk

menjadikan semua sunah mutawatir sebagai hujah dan harus

dijadikan sumber hukum. Tingkat keautentikan sunah mutawatir

merupakanxtingkatan tertinggi dalam sunah dan berada satu

tingkat di bawah Atquran.
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b. Sunah masyhur adalah sunah yang diriwayatkan oleh sejumlah

sahabat yang tidak mencapai batasan mutawatir dan menjadi

mutawatir pada generasi setelah sahabat. Menurut Ibnu Hajar,

sunah masyhur adalah sunah yang diriwayatkan lebih dari dua

perawi yang belum mencapai batasan mutawatir (Khathib, 1989:

302). Tingkat keautentikan sunah masyhur berada di bawah
V

sunah mutawatir.

c. Sunah ahad adalah sunah yang diriwayatkan oleh seorang

perawi, dua orang perawi, atau lebih yang tidak memenuhi

persyaratan sunah mutawatir. Sunah ahad harus diamalkan

selama memenuhi persyaratan untuk diterima (Khathib, 1989:

302). Tingkat keautentikan sunah ahad berada di bawah sunah

masyhur, atau berada pada tingkat yang paling bawah.

Sedang ditinjau dari segi kualitasnya (ditierima atau ditolaknya),

sunah dibagl tiga, yaitu shahih, hasan, dan dla% Bisajuga ditambahkan

di sini sunah maudlu\ Namun, sebenarnya sunah maudlu* tidak

termasuk bagian sunah, karena sebenarr^ sunah maudlu' tidak
termasuk sunah, tetapi dianggap sunah oleh pembuatnya (Khathib,

1989: 303; al-Shallh, 1988:142).

a. Sunah shahih adalah sunah yang memitiki limapersyaratan, yaitu:

(1) sanadnya bersambung; (2) diriwayatkan oleh perawi yang

adil (istlkamah agamanya, baik aJkhlaknya, dan terhindar dari

kefasikan dan yang mengganggu kehormatannya); (3) perawinya

juga dlabit (kuat hafalannya); (4) hadisnya tidak Janggal; (S)

hadisnya terhindar dari '///dt (cacat) (Khathib, 1989:305). Cpntoh

sunah shahih adalah sunah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari

dan muslim dalam kedua kitabnya Shahih al-Bukhari dan Shahih

Mus^. Dan masih banyak sunah shahih yang diriwayatkan oleh

para perawi tain selain al-Bukhari dan Muslim. Sunah shahih ini
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termasuksunah yang makbul {maqbul—d'Menma sebagai hujah).

b. Sunahhasan adalah sunah yangmemiliki semua persyaratansunah

shahih, kecuali para perawinya, seluruhnya atau sebagiannya,

kurang kuat hafelannya {Khathib, 1989:332). Contohsunah hasan

ini bisa dillhat dalann kitab-kitab hadis yang ditulis al-Nasa'i, al-

Tirmidzl, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahnnad bin Hanbal. Kualitas

sunah hasan inl di bawah sunah shahih, namun masih termasuk

sunah yangmakbul (dapat diterimasebagaihujah).

c. Sunah dia'if adalah sunah yang tidak memiliki sifat-slfat untuk

dapat diterima, atau sunah yangtidak memiliki sifatsunahshahih

dan hasan (Khathib, 1989: 337). Fathurrahman (1985: 140)

mendefinisikannya sebagai sunah yang kehilangan satu syarat

atau lebih darl syarat-syaratsunah shahih d^n hasan. Sunah dia'if

tidak bisa dijadlkan sebagai hujah {mardud). Sunah ini banyak

macamnya dan mempunyal perbedaan derajat satu sama lain,

disebabkanoleh banyakatau sedikltnya persyaratansunah shahih

atau hasan yang tidak terpenuhl. Al-lraqI (dalam Fathurrahman,

1985:140) membagi sunah {//o7/menjadl 42 bagjan dan sebagian

ulama yang lain membaginya menjadi 129 bagian.

d. Sunah maudlu* adalah sunah yang dinasabk^kep^da Rasulullah
saw. dengan cara dibuat-buat dan didustakan dari apa yang

dikatakan, dikerjakan, dan ditetapkan bellau (Khathib, 1989:

415). Jadi, sunah maudlu' Inl sebenarnya bukan sunah, namun

karena oleh pembuatnya dikatakan sebagai sunah maka sunah

maudlu' inidikategorikan sebagai sunah. Sunah inidibuat karena

motif-motif tertentu, seperti motif politik, fanatlsme, untuk

merusak agama, dan lain sebagainya. Sunah maudlu'sama sekaii

tfdak bisa dijadikan hujah.

Itulah beberapa klasifikasi sunah ditinjau dari tiga aspek,

yaitu bentuknya, banyak-sedikitnya perawl, dan diterima-tidaknya.
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Tentunya masih banyakklasifikasi sunah ditihjaudari aspek yang lain,

seperti dari sandarannya. Dari segi ini sunah ada tiga macam, yaitu

sunah marfu' (sunah yang disandarkan kepada Nabi), sunah mauquf

(sunahyangdisandarkankepadasahabat), dan sunah maqthu' (sunah

yang disandarkan kepada tabiin). Tinjauan dari aspek-aspek yang lain

dapat dibaca dalam buku-buku ilmu hadis.

3. Fungsi Sunah

Para ulama, terutama ulama usul, mengelompokkan fungsi

sunah, dalam|iubungannyadengan Alquran, kedalamtiga kelompok

(Khallaf, 1978:39-40), yaitu:

a. Menetapkandanmenguatkanhukum-hukumyangsudahditetapkan

oleh Alquran. Misainya sunah tentang wajibnya salat, zakat, puasa

Ramadhan, dan haji merupakan penegasan dan penguatan dari

ayat Alquran tentang wajibnya rukun Islam tersebut

b. Memerinci dan menafsirkan ayat Alquran yang masih global,

membatasi ayat Alquran yang masih muthlaq (umum), dan

mengkhususkan ayat Alquran yang masih umum. Sebagai
contoh adalah sunah tentang perinciansalat dan hajimerupakan

penjelasan dari perintah salat dan hajiyang ditegaskanAlquran

secara global. Begitu juga halnya |̂!ntang pembatasan sunah
tentang wasiat dan pengkhususan suns^ mengenal halalnya
bangkal Ikandan belalang.

c. Menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh Alquran.

Sebagai contoh adalah haramnya mengawini seorang perempuan
sekaligus mengawini bibinya secara bersamaan (mengumpulkan
keduanya). Masalah inibelum ditetapkan dalam Alquran.

Dari tiga fungsi sunah di atas, fungsi pertama dan kedua dapat

diterima dan disepakati oleh para ulama. Perbedaan pendapat di

kalangan ulamaterjadi pada fungsi ketiga, yaituapakahsunah dapat
berdiri sendiri dalam menetapkan hukum, tanpa tergantung pada
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Alquran, ataukah penetapan itu selalu merujuk kepada Alquran.

Terlepas dari perbedaan ini, sebenarnya mereka sepakat adanya

ketetapan baru dalam sunah..

Perlu ditambahkan di sini bahwa eksistensi sunah sangat penting

untuk mengaplikasikan ketentuan-ketentuan Alquran yang belum

rind. Para ulama berusaha untuk mengumpulkan sunah dengan

berbagai keterbatasan yang mereka miiiki pada waktu itu. Namun,

karena kegigihan mereka usaha itu menuai hasilyang iuar biasa, yakni

terkumpulnya sunah atau hadis dalam kitab-kitab hadis yang masih

eksis hinggasekarang ini.Di antara kitab-kitab hadis yangterkenal dan

masih digunakan hingga sekarang adaiah: (1) Al-Muwaththa' karya

imam Malik Ibn Anas, (2) Al-Musnad karya Imam Ahmad Ibn Hanbal,

(3) Al-Shahih karya Imam Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, (4) Al-

Shahih karya Imam Abu al-Hasan Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-

Qusyairi, (5)Al-Sunan karya imam Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats

al-SijIstani, (6) Al-Sunan karya Imam Abu 'Isa Muhammad Ibn 'Isa

al-Silmi al-Tlrmidzi, (7) Al-Sunan karya Imam Abu 'Abd al-Rahman

Ahmad Ibn 'Ali Ibn Syu'aib al-Nasa'l, dan (8) Al-Sunan karya Imam

Abu Wbdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah al-Rab'iy al-Qazuwaini.

Inilah delapan kitab hadis terkenal yang hingga sekarang masih

menjadf rujukan utama para ulama dala^kaji^n-kajian keislaman. DI
samping delapan kitab hadis tersebut masih banyak lag! kItab hadis

yang ditulis oleh para ahli hadis yang lain, misalnya kitab al-Sunan

tullsan al-Darimi, al-Shahih tuiisan Ibnu Khuzaimah,al-Shahih tullsan

ibnu Hibban, al-Mustadrak *ala al-ShahihaIn tullsan al-Hakim, al-

Sunan tuiisan al-Daruquthni, al-Sunan al-Kubra tuWsan al^Baihaqi,dan

masih banyak lag! yang lain, ^nyaknya kitab hadis ini menunjukkan

antusiasme para ulama di dalam menjadikan hadis sebagai sumber

utama hukum Islam untuk memudahkan mengaplikasikan ketentuan-

ketentuan Alquran yang masih umum dan global.
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4. kedudukan SunahsebagaiSumber Hukum

Para ulama menjadikan sunah sebagai sumber hukum (syariat)

dengan dalil Alquran, sunah, ijmak, dan rasio atau akal (al-Zuhalll,

1986:455). Alquran memerintahkan orang-orang yang beriman agar

menaati Rasulullah setelah menaati Allah {QS. al-Nisa' [4]: 13,59, 69

dan 80; QS. al-Nur [24]: 52; QS. al-Ahzab [33]: 71; QS. al-Fath [48]: 17,

dll.). Alquran meminta kepada Nabi untuk memutuskan persoalan-

persoalan yang dihadapi kaum musllm dengan dasar wahyu (QS. al-

Maidah [5]: 48-49)^ Mesklpun demiklan, Alquran menyatakan bahwa
Nabi adalah penafsir ayat Alquran (QS. al-Nahl [16]: 44). Selanjutnya

Alquran menegaskan fungsi Nabi yaitu mengumumkan wahyu

kepada orang banyak, memberikan didlkan moral kepada mereka,

dan mengajarkan kepada mereka kitab suci dan kearifan hikmah

(QS. All Imran [3]: 164). Alquran juga menjelaskan bahwa patuh dan

cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan patuh kepada Rasul, dan

sebaliknya durhaka kepada Rasul berarti durhaka kepada Allah (Q5.

All Imran [3]: 31-32; QS. al-Nisa' [4]: 80; dan QS. al-Ahzab [33]: 36).

Nabi saw. menegaskan kedudukan sunah yang disebut sejajar

dengan Alquran. Dalam hadls yang diriwatkan Imam Malik bin Anas,

Rasulullah saw. pada saat haji wadak bersabdti/'AkuJfnggalkan dua hal

yang jika kamu sekalian berpegang pada dua hai tersebut maka kamu

tidak akan sesat selama-lamanya,yaitu kitab Allah (Alquran) dan sunah

Rasulullah'' (H.R. Malik bin Anas). Disamping Alquran dan sunah, para

sahabat bersepakat (ijmak) untuk menjadikan sunah sebagai sumber

hukum (at-Zuhaili, 1986: 456). Dengan demikian, sunah terkait erat

dengan Alquran dan karenanya agak sulit dikatakan bahwa keduanya

adalah sumber hukum yangterpisah. Sunahlah yang memberikan bentuk

konkret pada ajaran-ajaran Alquran. Alquran misainya menyebutkan

perintah satat dan zakat, tetapi tidak memberikan perindannya. Nabi
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yang menjelaskannya dalam bentuk praktik. Mengingat taatdan patuh
kepada Nabi sebagal kewajiban, maka sunah, yaitu model perilaku darl

A "

Nabi baik dalam bentukajaran maupun contoh, menjadi sumberhukum.

Seiring dengan dijadikannya sunah sebagal sumber hukum bag!
kaum muslim, maka pendapat dan praktik dari para sahabat pun

banyak yang dijadikan sumber hukum, dengan alasan bahwa para
sahabat adalah para pengamat langsung dari sunah Nabi. Karena

mereka bertahun-tahun lamanya bersama Nabi, diharapkan mereka

tentu mengetahul tidakhanya perkataandan perilaku Nabi, tetapi juga

ruh dan karakter dari 'sunah ideal' yang ditinggalkan Nabibagigenerasi

yang akan datang. Meskipun pendapat mereka berbeda-beda, tetapi

tetap ada pada mh sunah Nabi, dan dengan demikian tidak dapat
dipisahkan dari sunah Nabi. Itulah sebabnya mengapa para ahli hukum
mazhab-mazhab awal sering berargumentasi atas dasar keputusan-

keputusan hukum para sahabat. Inilah yang biasa dllakukan oleh
Imam Malik dan Imam Syafi'i misalnya (Hasan, 1984:47-48). Generasi

berikutnya, yaitu para tabiin (tabi'in), juga memalnkan peran yang

penting dalam perkembangan hukum Islam, karena mereka memiliki
hubungan dengan parasahabat. Keputusan-keputusan hukum mereka

merupakan sumber hukum bagi mazhab-mazheib awal. Imam Malik,
misalnya, mengutip praktik dan pendapat paratabilnsetelah men^utip

sunah Nabi,dan begitu juga fukaha awal lainnya.
m I

£. Ijtihad sebagal Sumber Hukum Islam Ketiga

1. Pengertfan Ijtfhad

Secara etimoiogis, kata Ijtihad berasal darl kata berbahas Arab

ijtihad/Kata //oViocfterambll darikataJahd/j^ danjuhd/j^,
yang berarti thaqah/<i^[^ (tenaga, kuasa, dan daya). Sedang ijtihad/
il^jL5pl,yangmerupakani!s/mmas/Trfor/>x,,^u)JI/>uuuldarUfi:a^^
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arti 'ibarat tentang pengerahan kemampuan dan penumpahan upaya

untuk penyelesaian suatu perkara'. Kata ijtihad har\ya digunakan untuk

sesuatu yang berat dan sulit (al-Zuhaili, 1986: 1037). Penambahan

dua huruf pada kata jahada, yakni alifdi awal dan ta antara jim dan

ha mengandung enam maksud dan satu di antaranya adalah untuk

menunjukkan mubalaghah yakni dalam pengertian 'sangat' (Amir

Syarifuddin, 1999: 224). Makna ijtihad di sini hampir identik dengan

makna jihad, hanya saja kata jihad lebih berkonotasi fisik, sementara

ijtihiad menggunakan akal (raicyu).
S

Adapun secara terminologis, ulama usul mendefinisikan ijtihad

sebagai mencurahkan kesanggupan dalam mengeluarkan hukum

syarak yang bersifat amaiiah dari daiil-daiiinya yang terperinci baik

dalam Aiquran maupun sunah (Khallaf, 1978: 216; Zahrah, 1958:

379). Sementara itu, al-Syaukani mendefinisikan ijtihad sebagai

pengerahan upaya dalam memperoleh hukum syarak yang bersifat

'amaliy dengan cara melakukan Istinbath (al-Syaukani, t.t.: 250).

Masih banyak ahli usul yang mendefinisikan ijtihad secara variatif,

seperti Ibnu Subki, al-Ghazali, dan ulama usul kontemporer. Dari

variasi definisi ijtihad ini Wiahbah al-Zuhaili menyimpulkan bahwa

ijtihad merupakan perbu^tan untuk mengistinbatkan (mengeluarkan)

hukum syarak dari dalll-dalil syaria%ang|erperinci (al-Zuhaili, 1986:
1039). Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid,

Kata atau istilah yang sangat terkait dengan ijtihad adalah rakyu/

lsIj. Secara harfiah kata rakyu merupakan isim mashdar dari kata
ra'a -yara (jJS>/^iJsIj) yang berarti 'melihat', 'mengerti', 'menyangka',
'menduga', 'mengira', 'bermimpi', 'nienyala', dll. (Munaiwwlr, 1997:

460). fsim mashdar lain dari kata ra'a adalah ruyah. Kata rakyu

dan yang seakar dengannya terdapat dalam 328 ayat Aiquran

dan memiliki arti yang bermacam-macam, tergantung dari objek

dari perbuatan 'melihat' tersebut. Kata rakyu bisa juga berarti
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'perenungan' (tadabbur) dan 'pemikiran secara kontemplatif (o/-
tafkirbi al-'aql). Untuk arti berpikir ini Alquran juga menggunakan

kata-kata lain, sepertifikr{^), 'aq!(Joe), dannazhrijioi). Di kalangan
orangArab,kata rakyu dipergunakanterhadap pendapatdan keahlian

yang dipertimbangkan dengan balk dalam menangani urusan yang

dihadapi. Seorang yang memiliki persepsi mental dan pertimbangan

yang balk disebut dzu al-ra'y/is\ji\ 3^. Orang seperti ini tentunya
dianggap sebagai orangyangmulia dan mempunyai kedudukan yang

terhormat di tengaK-tengah masyarakat. Sebaliknya, orang yang

tidakmatangdalam pertimbangan{badial-ray/Ks\^\ vS:)U), setidaknya
menurut anggapan sementara, dikelompokkan sebagai orang yang

hina dan lemah (Nuruddin, 1991:57).

Kedua kata tersebut (ijtihad dan rakyu) sebenarnya sangat

terkalt dan sulit untuk diplsahkan, mengingat aktivitas ijtihad mustahil

dilepaskan dari penggunaan rakyu. Karena itu, dapat dikatakan bahwa

rakyu sebagai sumber ijtihad danijtihad merupakan jalan yan^ ditempuh
rakyu dalammenghasilkan suatu hukum. Darl sinilah, para ulamasering

menggabungkan dua katatersebut menjadi satu,yaknl ijtihad bial-rayi.

Istilah ini juga ditemukan dalam hadis Muadzyang ketika ditanya Nabi

mengenal apa yang la lakukan dalam memutusk^ Mka tidak

ditemukan aturannya dalam Alquran dan sunah, ia menjawab "Aku

berljtihad denganrakyuku" (lihat bunyl hadlsdlatas).

2. Sejarah Penggunaan Ijtihad

Kata ijtihad pada periode awal, menurut Ahmad Hasan (1984:

103), dipergunakan dalam pengertian yang lebih sempit dan lebih

khusus daripada yang dipergunakan. pada masa al-SyafiM dan masa-

masa sesudahnya. Menurutnya, Istilah ijtihad mengandung arti

pertimbanganbijaksana yangadilatau pendapat seorang ahli. Sebagai

contoh, ia mengutip saiah satu riwayat yang terdapat dalam kitab
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al-Muwaththa', yang menceritakan bahwa pada suatu harl di bulan

Ramadhan, 'Umar bin al-Khaththab mengumumkan bahwa saat

berbuka telah tiba. Namun seteiah beberapa saat, ia diberi tahu bahwa

matahari teriihat kembali di ufuk barat Terhadap pertimbangan dan

keputusan yang telah diumumkannya, dikabarkan ia mengatakan:

"Bukan soal yang gawat. Kami sudah berijtihad" (Hasan, 1984:104).

Penggunaan kata ijtihad ini sebenamya sudah terjadi pada masa

Nabi saw. Nabi sering nneiakukan ijtihad tentang suatu masaiah ketika

tidak didapati ketentuannya dalam Alquran. iVIengenai ijtihad Nabi ini,

para utama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya Nabi meiakukan

ijtihad. Segoiongan (jumhur ulama) berpendapat bahwa Nabi boleh

dan mungkin meiakukan ijtihad. Mereka beralasan bahwa Nabi

sering melakukannya. Ketika ijtihad Nabi salah, Nabi selalu mendapat

teguran dari Allah dengan menurunkan wahyu Alquran kepada beliau.

Segoiongan yang lain (ulama kalam asyariah dan kebanyakan muktazilah)

berpendapat bahwa Nabitidak boleh dan tidak pemah meiakukan ijtihad

dalam bidang hukum syarak. Golongan ini terutama mendasarkan pada

Alquran surat al-Najm (53): 3-<4 yang menunjukkan bahwa segala yang

diucapkan Nabi adalah wahyu y£^ da^ng dari Allah, dan bukan hasil
ijtihad beliau. Segoiongan yang lain mengambil jalan tengah. Golongan

iniberpendapat bahwa Nabidapat dan pemah meiakukan ijtihad dalam

urusan kfeduniaan, terutama dalam masaiah perang, dan tidak pernah

berijtihad dalam urusan hukum syarak (Syarifuddin,1999:230-233).

Ijtihad pada masa Nabi juga pernah dilakukan oleh sahabat. Contoh

yang sangat jelas dapat dilihat dalam hadis Muadz sebagaimana sudah

dijetaskan di atas. Dari hadis itu teriihat bahwa Nabi memberikan

penghargaan kepada Muadz yang akan menempuh cara ijtihad ketika

tidak ditemukan aturan hukum suatau masaiah dalam Alquran dan

sunah. Nabi menempatkan ijtihad sebagai sumber ketiga seteiah

Alqurandan sunah. Nabimemang banyak memberi keleiuasaan kepada
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para saHabatnya untuk melakukan ijtihad dalam keadaan tertentu.
lb

Sepeninggai Nabi, ijtihad sertiakin banyak dilakukan oleh para

sahabat. Pada masa Abu Bakar sudali banyak dilakukan ijtihad,

misalnya dalam penentuan khalifah, juga dalam mencari keputusan

tentang masalah memerangi orang-orang Islam yang ingkar

membayar zakat, yang mengaku nabi (nabi palsu), dan yang murtad.

Sahabat yang dikenal banyak melakukan ijtihad adalah 'Umar Ibn

al-Khaththab. Di antara permasalahan yang diijtihadkan oleh 'Umar

adalah masalah mualaf, hukuman potong tangan bagi pencuri, dan

rampasan perang (Nuruddin, 1991:137-166).

'oampak yang ditimbulkan oleh banyaknya penggunaan ijtihad
ini adalah munculnya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam.

Namun, Islam tidak melarang adanya perbedaan pendapat. Nabi

justru memberikan keleluasaan kepada umatnya untuk berbeda

pendapat dengan mengatakan, bahwa perbedaan pendapat di

kalangan umatnya merupakan rahmat. Namun, kenyataanya

perbedaan pendapat sering memicu adanya pertentangan dan

perpecahan di kalangan umat Islam. Inilah yang sebenarnya tidak

boleh terjadi. Perbedaan pendapat banyak memberikan kemudahan

kepada umat Islam dalam melakukan aktivltas mereka baik dalam

masalah beribadah maupun muamalah, selama tidak bertentangan

dengan ketentuan yang past! dari Al^uran dan sunah.

Sepeninggai sahabat, ijtihad terus berjalan dan berkembang pada

masa tabiin (generasi Islam setelah sahabat) dan tabi*ittabiin (generasi

islam setelah tabiin). Kalau masa Rasulullah dan masa sahabat

(awal Islam sampai akhir abad pertama Hijriah) sering disebut "^se

permulaan dan perslap^n hukum Islam', maka masa tabiin dan dua

atau tiga kurun generasi sesudahnya biasa dinamal "fase pembinaan

dan pembukuan hukum Islam" atau "periode ijtihad dan keemasan
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hukum Islam" yang berlangsung kurang lebih 250 tahun. Pada masa

inilah ijtihad benar-benardlterapkan dan memegang peranyangsangat

pentingdalam pembinaan hukumIslam. Padamasa ini juga lahirtokoh-

tokoh mujtahid terkenal, seperti Abu Hanlfah (80-150 H/699-767 M)

dan Malik IbnAnas(93-179 H/711-795 M)yang keduanya merupakan

generasi tabiin, serta Muhammad Ibn Idrls al-Syafi'i (150-204H/767-

820 M) dan Ahmad Ibn Hanbal (164-241H/780-855 M) yangkeduanya

merupakan generasi tabht tabiin. Di samping empat tokoh tersebut,

sejarah juga mencatat mujtahid-mujtahid terkenal lainnya seperti Zaid

Ibn Ali al-Husain (80-122 H/695-740 M), Ja'far al-Shadiq (80-148

H/702-765 M), Abdurrahman Ibn Muhammad al-Awza'i (88-157

H/710-774 M), Daud Ibn All Ibn Khallaf al-Zhahiri (224-330 H/815-883

M),dan lain-lain (Usman,1994:136-137).

Sepenlnggal generasi tabiin dan tab/7t tabiin ijtihad mengalami

kelesuan. Umat Islam merasa bahwa hasil ijtihad yang terjadi pada

masa keemasan tersebut sudah dianggap cukup. Konsep-konsep

usul fikih dan flkih yang dihasilkan sudah cukup memadai. Mereka

tinggal menggunakanhasil ijtihadtersebut untuk kebutuhan mereka.

Mereka tidak menyadari bahwa sltuasi dan kondisi selalu berubah

seiring perbedaan waktu dan tempat. Perbedaan waktu dan tempat

in! menuntut dilakukannya ijtihad untuk menghasilkan hukum yang

menjawabnya. Ma#set^ah dua generasi tersebut sering disebut
dengan "pieriodekemunduran hukuni Islam"atau sering disebut "ftise

penutupan pintu ijtihad" Masa ini berlangsung cukup lama hingga

munculnya masa kebangkitan kembali hukum Islam pada abad ke-

19 M yang dimotorl oleh Jamaluddin al-Afjghani, Muhammad Abduh,

Rasyid Ridia, dan lain-lain. Mereka mengajak umat Islam bangun

dari tidurriya yang panjang dan berusaha membuka "pintu ijtihad"

yang sudah tertutup cukup tama. Mereka mengajak umat Islam

kembali kepada Alquran dan sunah dan menggunakan metode ijtihad
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•

sebagai cara untuk mengeiuarkan hukum dari kedua sumber pokok

tersebut atas permasalahan yang mereka hadapi di tengah-tengah

masyarakat.Ajakan mereka mendapat sambutan yang baikdari umat

Islamdi berbagai negara, termasuk Indonesia, dan membuka kembali

semangat umat Islam untuk melakukan ijtihad.

3. Dasar Penggunaan Ijtihad

Dasar hukum dibolehkannya ijtihad adaiah Alquran, sunah, dan

logika. AyatAlquran yang dijadikan dasar bolehnya ijtihad adaiah surat
\

al-Nisa' (5): 59 sebagaimana telah disebutkan di atas. Ayat ini berisi

perintah untuk taat kepad Allah (dengan menjadikan Alquran sebagai

sumber hukum), taat kepada Rasul-Nya (dengan menjadikan sunahnya

sebagai pedoman), dan taat kepada ulil amri, serta perintah untuk

mengembalikan hal-hal yang dipertikaikan kepada Allah (Alquran) dan

Rasul-Nya (sunah). Perintah untuk taat kepada ulil amri dan perintah

untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Alquran

dan sunah terkandung makna adanya perintah untuk melakukan ijtihad.

Dasar sunah atau hadis yang dijadikan rujukan oleh para ulama

tentang bolehnya melakukan ijtihad adaiah hadis Muadz seperti telah

disebutkan di atas. Hadis ini menceritakan perihal diutusnya Muadz

menjadi kadi (hakim) di Yaman. Sebelum t&bnglj^t ke Yaman, Muadz
ditanya oleh Nabi mengenai dasar rujukan dalam menetapkan masalah

yang akan dihadapinya. Muadz secara berurutan menyebutkan dasar

rujukannya adaiah Alquran, sunah, dan ijtihad. Nabi merestui Muadz

untuk melakukan upaya hukum dengan merujuk kepada tiga sumber

tersebut Dengan deitiikian tjtfhad memang dianjurkan Nabi ketika tidak

ditemukan rujukannya dalam Alquran dan sunah. Dari riwayat 'Amr bin

al-'Ash, ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: ''Apabiia seorang hakim

memutuskan suatu hukum lalu berijtihad dan Ijtihadnya benar, maka ia

mendapatkan dua pahala, jika ia memutuskan hukum lalu berijtihad

tetapi saiah, maka ta mendapatkan satu pahala" (H.R. al-Bukharl, Muslim,
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Ahmad,dan penulisal-Sunan selainal-Tirmidzi). Inilah dalil yangdigunakan

ojeh Imam al-Syafi'i dalam melakukanIjtihad (al-Zuhaili, 1986:1039).

Adapun dasar logika dibolehkannya ijtihad adalah karena

keterbatasan nas Alquran dan sunah jikadibandingkan dengan banyaknya

peristiwa yang dihadapi oleh umat manusia. Begitu juga, banyaknya

lafaz atau dalil yang belum jelas dalam Alquran dan sunah menuntut

dllakukannya ijtihad untuk menjelaskannya, meskipuntidak jarang hasil

ijtihad para ulama berbeda-beda dari lafazatau dalilyang sama.

pengan demikian, penggunaan ijtihad sebagai salah satu dasar atau

sumber dalam menetapkan hukum Islam memperoleh legitimasi yang

kuat baik dari Alquran, sunah, maupun dalil logika. Karena itu, tidak ada

alasan untuk melarang seseorang melakukan ijtihad, dengan catatan jika

dia memenuhi persyaratan yang dituntut dalam melakukan ijtihad.

4. Persyaratan Melakukan Ijtihad

Semua orang boleh menjadi mujtahid atau melakukan Ijtihad,

jika terpenuhl persyaratannya. Jika persyaratan yang dituntut tidak

terpenuhi, maka ijtihad tidak boleh dilakukan. Para ulama berbeda

pendapat dalam menentukan kriteria atau ketentuan bag! siapa saja

yang melakukan Ijtihad. Secara umum persyaratan menjadi mujtahid

ini dikelompokkan menjadi dua, yakni persyaratan terkait dengan

kepribadian mujtahid dan per^^ratan terkait dengan kemampuannya.
Yangterkait dengan kepribadian menyangkut dua hal, yaitu: (1) syarat

umum yang harus dimilikiseorang mujtahid adalah baligh dan berakal,

dan (2) syarat khusus adalah memlliki kelmanan yang utuh, yakni iman

kepada Allah dan hukum-hukum yang tetapkannya dalam Alquran

serta imankepadaNabi yangbertups sebagaipenyampal dan penjetas

hukum-hukum Allahkepada manusia (Syamsuddin, 1999:256).

Secara khusus al-Ghazali mempersyaratkan dua hal untuk seorang

mujtahid, yaitu: (1) harus menguasai tuntutan syarak {madarik al-



Pengantar Studi Hukum Islam 107

syar") yang memungkinkan untuk mellhat di bail hal-hal yang zhan

(persangkaan), mendahulukan apa yang seharusnya didahulukan,

dan mengakhirkan apa yang seharusnya diakhlrkan, dan (2) harus adil

dan jauh dari perbuatan maksiat yang.menodai keadilannya. Sedang

al-Syathibi mempersyaratkan dual hal yang berbeda bagi seorang

mujatahid,yakni: (1)memahanfiimaqashidal-syari'ah secara sempurna,

dan (2) dapat melakukan istinbath hukum atas dasar pemahamannya

terhadap maqashid al-syari*ah (al-Zuhalli, 1986:1043).

Adapun persyaratan yang terkalt dengan kemampuan seorang

mujtahid dalam melakukan ijtihad dapat dijelaskan sebagal berikut:

a. Menguasai "ilmu alat" yaiig daiam hal ini adalah bahasa Arab

beserta ilmu-llmunya.

Hal in! didasarkan pada fakta bahwa sumber pokok hukum

Islam adalah Alquran dan sunah yang keduanya berbahasa Arab

(Syarlfuddin, 1999: 257). Dengan penguasaan bahasa Arab,

seorang mujtahid dapat menggali maksud dari kehendak Allah

dalam Alquran dan kehendak Rasul d^lam sunah. Dengan ilmu

alat ini seorang mujtahid akan memahami bahasa Arab dalam

berbagai aspeknya. Al-Zuhaili memberikan batasan mengenai

persyaratan ini, bahwa yang ditunti^dari mujtahid tidak sampai
pada penguasaanya secara mendapal seflerti para ahli bahasa
semisai al-Khalil, al-Mubarrad, al-Ashma'iy, dan Sibawaih.

Persyaratan yang harus dipenuhi, menurut al-Zuhaili, adalah

sekedar memahami apa yang dimaksud orang Arab dalam

pembicaraannya dan kebiasaan-kebiasaannya dalam penggunaan

kafimatsehingga ia dapat membedakan mana kalimat yangsharih,

zhahir, dan mujmai haciiqah dan majaz, *am dan khas, muhkam

dan mutasyabih, muthtaq dan muqayyad, nas danfahw, serta lahn

dan maftium. Semua persyaratan kebahasaan Ini terkait dengan

Alquran dan Sunnnah (al-Zuhaili,1986:1047).
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b. Menguasai ayat-ayat Alquran yang merupakan sumber pokok

hukum Islam, terutama ayat-ayat hukumnya.

Dalam hal ini tidak dipersyaratkan bag! seorang mujtahid

untuk menghafal keseluruhan Alquran, tetapi cukup baginya

mengetahui di mana letak ayat-ayat yang akan digunakan

ketika la membutuhkannya. Al-Ghazali, al-Razi, dan Ibn al-'Arabi

memberikan batasan jumlah ayat yang harus dikuasai mujtahid,

yaknl klra-klra 500 ayat (al-Zuhalll, 1986: 1044). Tidak mungkln

seorang mujtahid dapat memahami syarlat, apalagi menggall

dan merumuskannya, tanpa memillkl pengetahuan yang balk

tentang Alquran. Karena Itu, ia harus mempunyai pemahaman

yang balk tentang Alquran, sehlngga dapat mengetahui dan

memisahkan antara ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih,

manthuq dan mafhum, muthlaq dan muqayyad, haqiqat dan

majaz, sharih dan kinayah, amar wujub dan bukan wujud, nahi

tahrim dan bukan tahrim, dan lain-lain yang berkenaan dengan

Alquran. Seorang mujtahid juga harus menguasai ilmu-llmu

Alquran, termasuk llrnu asbab al-nuzul atau iatar belakang

diturunkannya ayat-ayat Alquran (Syarifuddin, 1999:258)

c. Menguasai sunah atau hadls Nabl yang terkalt dengan hukum.

Seorang nr^tahid harus mengetahui semua permasalahan hadis
(llmu hadls), mesllpuntidakjdituntut untuk menghafal keseluruhan
hadis.Yangterpentingadalah bahwa dengan persyaratan iniseorang

mujtahid dimungkinkan dapat menemukan hadis yang digunakan

daiil dalam melakukan Istinbat hukum. Ibn al-'Arabi membatasi

junfitah hadls yang dihafal sekitar 3.000 hadls dan Ahmad bin

Hanbal membatasinya sejumlah 1.200 hadis. Sedang al-Syaukani

mempersyaratkan bag!seorang rtiujtahid harus mengetahui hadls-

hadis yang terkandung dalam kitab hadis yang enam {ql-Kutub al-

Sittqh), yaitu al-Shahih tutisan Bukhari dan Muslim, serta at^Sunan
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tulisan Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan Ibnu Majah, juga kitab-

kitab hadis yang semisalnya, sehingga seorang mujtahid daiam

memutuskan perkara tidak akan menggunakan rakyu atau kias

ketika ada nas hadis dalam kitab-kitab tersebut (ai-Zuhaili, 1986:

1045). Pengetahuan seorang mujtahid tentang hadis diutamakan

pada hadis-hadisyang berkenaan dengan hukum-hukum taklifiyah

(pembebanan hukum) yang memungkinkannya untuk menemukan

hukum dalam hadis tersebut. Seorang mujtahid juga harus

mengetahui,macam-macam hadis dari tinjauan yang bermacam-

macam, termasuk mengetahui asbab al-wurud atau sebab-sebab

dikeluarkannya hadis (Syarifuddin,1999:259).

d. Mengetahui nasikh dan mansukh dalam Alquran dan sunah.

Seorang mujtahid juga diharuskan mengetahui permasalahan

nasikh (yang menghapus) dan mansukh (yang dihapus) terkait

dengan pemberlakuan hukum pada ayat-ayat Alquran dan hadis-

hadis yang khusus, sehingga ia tidak berpegangan pada yang di-

mansukh padahal ada nasikh-ny/a. Ijtihad dengan mendasarkan

pada ayat-ayat atau hadis-hadis yang sudah dinasakh adalah batal.

e. IVIengetahui ijmak ulama dan tempat-tempatnya sehingga tidak

mengeluarkan fatwa yang bertentangar|̂ engan ijmak tersebut.
Seorang mujtahid harus mengetahui ijmak ula^a, karena dengan
ijmak ini berarti ia akan mengetahui peristiwa hukum apa saja

yang ketentuan hukumnya telah diijmakkan ulama, sehingga ia

tidak memutuskan hukum yang sudah ada ketentuannya. Hukum-

hukum itu setfdak'tidaknya menyangkut pokok-pokok kewajiban

agama dan hal yang harus diketahui setiap muslim secara diaruri,

sepertiwajibnya salat,zakat, puasa,dan haji serta kewajiban pokok

lainnya. Begitujuga mengenai hal yang secara Jelas telah dilarang

Allah, seperti haramnya zina, makan daging babi, dan sebagainya

(Syarifuddin, 1999: 261). Ijmak mempunyai kekuatan hukum yang
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mengikat dan tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat dibatalkan.

f. Mengetahui Kias.

Kias disepakati oleh jumhur ulama sebagai salah satu cara

menemukan hukum. Karena itu, setiap orang yang akan menggall

dan menemukan hukum hams mengetahui kias. Seorang mujtahid

hams mengetahui metode kias serta mengetahui pokok-pokok

istinbat yang memungkinkannya membedakan dan memilih

hukum yang paling dekat kepada tujuan syarak (Syarifuddin,

1999: 262). Pengetahuan tentang kias ini menyangkut semua

persyaratan dan mkun kias, sehingga seorang mujtahid dapat

menggunakannya dalam menetapkan hukum.

g. Mengetahui maqashid al-syari'ah (maksud-maksud

ditetapkannya hukum).

Setiap ketetapan hukum mempunyai tujuan atau maksud

tertentu [maqashid al-syari^ah). Begitu juga hukum-hukum

yang ditetapkan dalaHn Alquran dan sunah mempunyai tujuan

tertentu. Ada kaianya tujuan itu dijelaskan dalam Alquran dan

sunah dan ada kaianya tidak dijelaskan. Setiap mujtahid harus

dapat mengetahui maksud atau tujuan syari' (Allah dan rasul)

dalam menetapkan suatu hukum, sehingga ia dapat berpedoman

kepada tujuan terseb^ ketika melakukan ijtihad. Secara umum
maksud ditetapkannya hulum adaiah untuk kemaslahatan
umat manusia. Bila seorang mujtahid dalam berijtihad tidak

menemukan petunjuk darl nas, maka ia harus menggali hukum

dengan berpedoman kepada tujuan umum tersebut (Syarifuddin,

1999:263). Yang dimaksud maqashid di sini adaiah memeiihara

kemaslahatan manusia dengan mengambil manfaat baginya dan

menghindari hal-hal yang membahayakannya. Hal ini didasari

alasan bahwa maksud syarl' dalam menetapkan hukum adaiah

untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ukuran
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manfaat dan mudarat ini bukan didasarkan pandangan manusia

yang sangat subjektif, tetapi didasarkan pada pandangan syari',

yaknl Allah dan Rasulullah (al-Zuhaili, 1986:1049).

h. Mengetahul usul fikih.

Seorang mujtahid harus mengetahui dengan baik ilmu usul

fikih, karena ilmu ini mempelajari hal-hal yang diperlukan dalam

..melakukan ijtihad. Tanpa nfiengetahui ilmu ini, seorang mujtahid

akan kesulitan dalam melakukan ijtihad. Usul fikih adalah tiang

dan asas ijtihad yang berdiri kokoh di atas keduanya bagian-

bagian bangunan ijtihad. Al-Razi mengatakan, ilmu yang paling

penting bagi seorang mujtahid adalah usul fikih. Sedang al-

Ghazaii menegaskan adanya tiga ilmu pokok untuk melakukan

ijtihad, yaitu hadis, bahasa, dan usul fikih (al-Zuhaili, 1986:1048).

I. Mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Sekarang ini seorang mujtahid dituntut untuk mengetahui

iptek, karena masalah-masalah baru bermunculan selring

perkembangan dan kemajuan iptek. Untuk menentukan hukum

atas permasalahan baru yang terkait dengan iptek tersebut,

seorang mujtahid harus rgengetahui dulu permasalahan
tersebut dengan benar dan tepat. Jifca tidak, keputusan hukum
yang diambil bisa jadi tidak tepat dan tidak sesuai.

Itulah persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang yang

melakukan ijtihad (mujtahid). K9renasulitnya memenuhi persyaratan

tersebut bagi perorangan (individu) sekarang Ini, meskipun tidak

menutup kemungkinan adanya orang yang dapat memenuhi

persyaratan tersebut, maka ijtihad dapat dilakukan secara bersama-

sama yang melibat^an berbagal ahli dari disiplin Ilmu yang berbeda-

beda, sehlngga terpenuhi semua persyaratan tersebut. Inllah yang

menjadi trend ijtihad sekarang ini, termasuk di Indonesia, seperti

y^ng dilakukan oleh Majtis Ulama Indonesia (MUl) di Indonesia.
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5. Lapangan Ijtihad

Ijtihad dapat dilakukan terhadap masalah-masalah yang tidak

jelas ketentuan hukumnya dalam Alquran dan sunah. Dengan

demiklan, secara sederhana dapat diketahui bahwa lapangan ijtihad

adalah masalah-masalah yang ketentuan hukumnya tidak dijelaskan

Alquran dan sunah dan masalah-masalah yang dijelaskan oleh

Alquran dan sunah dengan petunjuk yang tidak pasti (zhanniy) {al-

Zuhaili, 1986:1054).

Kalau diperinci lebih lanjut, masalah-masalah yang dapat

diijtihadkan adalah sebagai berikut:

a. Masalah-masalah yang belum ditegaskan hukumnya dalam nas.

Perkembanganiptek dan lajunya zaman memungkinkanmuncuinya

masalah-masalah baru yang Ketentuannya belum ditegaskan

dalam nas. Masalah-masalah inilah yang menjadi lapangan ijtihad

untuk ditemukan ketentuan hukumnya, seperti masalah bank, bayi

tabung, keluarga berencana, dan tainsebagainya.

b. Masalah-masalah yang ditunjuk oleh nas yang zhanniy (tidak

pasti), balk dari segi keberadaannya {wurud) maupun dari segi

penunjukannya terhadap hukum (dalalah).

Nas Alquran semuanya qath'iy (pa^) dari segi wumrf-nya, tetapi
tidak semuanya qath'iy (ada yang zhanniy) dari segi dalaiahnya.

Sedangnas sunah atau hadisdari segi wurud-nya ada yangqath'iy

dan ada yang zhanniy, begitu juga dari segi dalaiahnya. Masalah-

masalah yang ditunjuk oleh nas yang zhanniy Itulahyang menjadi

lapangan ijtihad. Sedang masalah-masalah yang ditunjuk oleh nas

yang qath*iy tidak boleh dijadikan lapangan Ijtihad.

c. Masalah-masalah baru yang belum diijmakkan.

Masalah-masalah baru yang sudah diijmakkan tidak boleh

dijadikansasaran keglatan ijtihad, karena keputusan ijmaktidak
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bisa dibatalkan. Karena itu, sebelum melakukan ijtihad te'rhadap

masalah-masalah bam tersebut, seorang mujtahid harus meneliti

dulu apakah sudah ada ijmak tentang hal Itu atau belum. Jika

sudah ada ijmaknya, maka tidak boleh diiakukan ijtihad, dan jika

tidak ada ijmaknya barulah diiakukan ijtihad.

d. Masalah-masalah yang diketahui illat hukumnya.

Hanya masalah-masalah yang diketahui illat (alasan) hukumnya

saja.yang dapat dijadikan lapahgan ijtihad, seperti dalam masalah

muamalah. Masalah-masalah yang tidak diketahui illat hukumnya

tidakbolehdijadikan sasaran ijtihad, seperti ketentuan-ketentuaii

dalam beribadah atau hukum-hukum tertentu yang tidak dapat

diketahui ///at-nya seperti haramnya daging babj yang tidak

disebutkan ///at-nya dalam Alquran atau sunah.

Dari ketentuan di atas, jelaslah bahwa ijtihad hanya diterapkan

pada masalah-masalah tertentu saja. Tidak semua masalah dapat

diijtihadkan, ada masalah-masalah yang tidak boleh diijtihadkan.

Oleh karena itu, seorang mujtahid harus benar-benar memahami

persoalan ini. Jika tidak, dia akan salah menerapkan ijtihadnya dan

hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

6. Metode-metode Ijtihad ^

Dalam melakukan ijtihad, seorang mujtahid menempuh suatu

cara atau metode yang digunakan untuk menemukan hukum yang

dicarinya. Ada beberapa cara atau metode yang sudah dirumuskan

oleh para mujtahid dalam melakukan ijtihad. Metode-metode

tersebut ada yang dlsepakati, dalam arti hampir diiakukan oleh semua

mujtahid, dan ada yang tida> dlsepakati, dalam arti tidak semua

mujtahid menggunakan metode tersebut, ada yang menggunakannya

dan ada yang tidak menggunakannya. Metode ijtihad yang disepakati

ada dua, yaitu iJmak dan kias, sedang metode-metode lainnya tidak
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Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para .ahli hukum

Islam mengenai berlakunya Ijmak. Mayorltas darl mereka mengakui

keabsahan ijmak dalam setiap generasi, dan sekelompok lagi

menentang pendapat itu dan menyatakan bahwa hanya kesepakatan

para sahabat saja yang sah (Hasan, 1984: 93). Kelompok yang

terakhir ini didukung oleh para pengikut mazhab Zhahiri dan Ahmad

Ibn Hanbal. Sementara itu, Malik hanya mengesahkan praktik

orang-orang Madinah, sedaiig orang-orang Syiah hanya mengakui

kesepa(catan para anggota keluarga Rasulullah saja (Hasan, 1984:

145). Dalam kenyataannya praktik ijmak berjalan hingga sekarang.

Hanya saja praktik ijmak sekarang tidak seperti pada masa-masa

awal (masa sahabat Nabi). Pada mulanya dapat dimungkinkan

terjadinya kesepakatan di kalangan umat Islam secara keseluruhan,

mengingat jumlah umat Islam masih sedikit dan belum menyebar di

berbagai tempat yang berjauhan. Akan tetapi, pada perkembangan

selanjutnya hingga sekarang sangatlah sulit untuk mewujudkan ijmak

dari umat Islam secara keseluruhan, kareria umat Islam semakin

banyak dan berada di berbagai tempat yang berjauhan. Oleh karena

itu, pada masa pascasahabat mulai muncul ijmak yang berslfat lokal

atau kedaerahan, misalnya ijmak Mlama Madinah, ijmak ulama Kufah,

ijmak ulama Bashrah, dan sebagainya. I^dang-kadang ijmak mereka
menghasilkan keputusan yang berbeda dalam kasus yang sama.

Pada masa sekarang ijmak yang ada juga bersifat kedaerahan. Ada

ijmak ulama Saudi Arabia, ada ijmak ulama Mesir, ada ijmak uianna

Indonesia, dan sebagainya. Atas hal ini, sudah sepantasnya umat

Islamyangtinggal di suatu daerah mengikuti hasil ijmak dari ulama di

daerahnya sendirl, jlka ijrHaknya berbeda dengan ijmak di daerah lain.

b. Ktas {qlyas—^JAi\^)

Secara etimologis kias berarti 'mengukur', 'membandingkan

sesuatu dengan yang semisalnya'. Sedang secara terminologis.
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terdapat beberapa definisi yang berbeda tentang kias.- Ahli usul

mendefinisikan kias sebagai mempersamakan hukum suatu peristiwa

yangtjdak ada nasnyadengan hukumsuatu peristiwayangada nasnya •

lantaran adanya persamaan 7//at hukumnya dari kedua peristiwa itu

(Khallaf, 1978: 52; Zahrah, 1958: 218). Ahmad Hasan (1984: 135)

menilai kias sebagai bentuk sistematis dari penalaran individual di

bidang hukum (rakyu).

Fungs! kias adaiah untuk menemukan sebab atau 7//ot hukum

yang diwahyukan untuk dikembangkan ke dalam kasus yang serupa.

Sebagai contoh, meminum khamar (minuman keras) dilarang secara

tegas oleh nas. Penyebab laranganitu adaiah akibatyang memabukkan,

karenanya dalam apa saja penyebab ini ditemukan, maka larangan

dapat diterapkan. Dalam hal ini hukum diperluas ke dalam kasus lain

yang memiliki sifat yang sama (Muslehuddin, 1985:135). Jadi,dengan

mengetahul 77/at dari suatu masalah yang diketahui hukumnya,

seorang mujtahid akan dapat menerapkannya pada masalah lain yang

tidak ada ketentuan hukumnya, sehingga dapat ditentukan hukumnya,

yakni sama dengan masalah yang sudah ada hukumnya.

Dari definisi dan uraian di atas dapat dlidentifikasi unsur-unsur

yang harus ada (rukun) pada kias,^itu;41) n^oqis 'alaih/<KJsi
(tempatmengkiaskansesuatu kepadanya), atau seringdisebutos/rZ/J^ol
(sesuatu yang dihubungkan kepadanya sesuatu yang lain); (2) maqis/

fjAjM (sesuatu yang akan diklaskan), atau sering disebut furu*/t3j^

(sesuatu yang akan disamakan hukumnya dengan ashl)', (3) hukum

05/)/, yaitu hukum yang ada pada ashl yang ditetapkan berdasarkan

nas, dan hukum in!juga yang akan diterapkan padayuru'; (4) 7//at, yaitu

sifat yang menjadi dasar ditetapkannya hukum. Jika 7//otyang ada pada

ashl dan furuk sama, maka hukum keduanya sama.

Praktikpenggunaan kias Ini dimulai pertama kali oleh para sahabat

ketika mereka berselisih pendapat dalam pemilihan Abu Bakar menjadi
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khalifah atas dasar bahwa Nabi pernah menunjuknya menjadi imam

salat menggantikan beliau. Penggunaan kias ini semakin mantap pada

pertengahan kedua abad ke-2 IH/8 iVI. Kebanyakan fukalia (terutama

fukaha yang empat) dan SyiahZaidiyali menerima prinsip kiasini.Sedang

Syiali Imamiyali dan mazhab Zlialiiri tidak mau menerima prinsip kias

ini. Walaupun al-Syafi'i pada umumnya telaii dianggap berjasa dalam

meneguhkan kedudukan. kias sebagai sebuah prinsip, namun caranya

merujuk kepada kias ini menunjukkan bahwa prinsip tersebut memang

sudah diterima umum' (Raliman, 1984: 96). Di antara para fukaha

tersebut, al-Syafi'ilah yang paling banyak menggunakan kias (di samping

Alquran dan sunah) dalam pembentukan hukum Islam (fikih).

c. Istihsan (ol iu.>i ml)

Secara etimologis, istihsan memiliki beberapa arti, yaitu: (1)

'memperhitungkan sesuatu lebih baik'; (2) 'adanya sesuatu itu lebih

balk*; 3) 'mengikuti sesuatu yang lebih balk"; atau (4) 'mencari yang lebih

baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu' (Syarifunddin,

1999: 305). Sedang secara terminologls, ulama usul mendeflnisikan

istihsan sebagai meninggaikan kias yang jelas (jail) untuk menjalankan

kiasyang tidak jelas(khafi), atau meninggaikan hukum umum (universal/

kulll) untuk menjalankan hukum khusus {pen^uaWan/istisna'), karena
adanyaalasanyangmenurut logika menguatkannya (Rhallaf, 1978:79).

Istihsan terjadi apabila seorang mujtahid menghadapi suatu

peristiwa yang tidak ada nasnya, sedang untuk menentukan hukumnya

ada dua jatah yang berbeda, jalan yang satu jelas dapat menentukan

hukumnya dan jalan yang lain samar-samar, artinya tidak dapat

menetapkan hukumnya dengan satu ketetapan, padahal mujtahid yang

bersangkutan mempunyai alasan yang kuat untuk memilih jalan yang

samar-samar dan meninggaikan jatan yang jelas atau nyata. Istihsan blsa

juga terjadi apabila seorang mujtahid meninggaikan hukum universal
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dan mengambil hukunn spesifik (pengecualian) karena adahya alasan

yang kuat untuk mengambil hukum spesifik tersebut.

iVIengenai otoritas istihsan sebagai sumber hukum, tidak semua

fukaha sepakat. Nampaknya, hanya Abu Hanifah dan para ulama

Hanafiah yang menggunakan prinsip istihsan ini. Al-Syafi'i menolak

istihsan sekaligus mengutuk bahwa orang yang mempergunakan

istihsan berarti menganggap dirinya mempunyai hak untuk

menentukan hukum (Muslehuddin, 1985: 151). Dalam buku al-

Risalah, al-Syafi'i menegaskan bahwa haram bagi seseorang yang

menggunakan istihsan apabiia bertentangan dengan khabar baik

berupa nas Alquran maupun sunah (Syafi'i, 1993: 241). Orang-orang

yang mendukung istihsan mendasarkan diri pada Alquran surat al-

Zumar (39): 18, yaitu: "Orang-orang yang mendengarkan perkataan

lalu mengikuti apa yang paling baik dl antaranya." Mereka juga

mengutip hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, "Apa

yang balk menurut umat Islam adalah baik menurut Allah." Sedang

penentang istihsan mengatakan bahwa ayat Alquran dalam surat al-

Zumar tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk mendukung istihsan.

Sedang hadls tersebut, menurutnya, menunjuk pada ijmak, bukan

pada istihsan (Muslehuddin, 19B5^S2).i

Adapun contoh istihsan umpamanya hukum sisa minuman dari

burung-burung yang buas, seperti gagak, rajawali, elang dan Iain-

lain. Menurut Istihsan sisa minuman burung-burung tersebut adalah

suci, padahal menurut kias adalah najis. Menurut kias yang Jelas

sisa minuman burung-burung tersebut sama dengan sisa minuman

dari binatang-binatang buas seperti serigala, singa, harimau,

dan Iain-Iain. Karena hukum sisa minuman binatang-binatang ttu

mengikuti hukum dagingnya, yakni haram, maka sisa minumannya

juga haram (najis). Menurut istihsan sisa minuman burung-burung
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buas itu suci, karena meskipun burung-burung buas itu diharamkan

dagingnya untuk dimakan, tetapi ludahnya yang keluar dari perutnya

(dagingnya) sekali-kali tidak akan bercampur dengan sisa bekas yang

diminumnya, karena burung-burung itu jika minum menggunakan

paruh, yaitu sejenis tulang yang suci. Lain dengan binatang-blnatang

buas yang minum dengan mulutnya, yakni sejenis daging, sehingga

sisa minuman tersebut mudah bercampur dengan ludalinya

d. Mashlahah mursalah (qJLuj^o

Secara etimologis, moshlahah mursalah (jamaknya: mashalih

mursalah) berarti 'kemasiahatan atau kepentingan yang tidak terbatas,

tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas'

(IVluslehuddin, 1985: 84). Sedang secara terminologis, mashlahah

mu/so/o/),yangjugaseringdisebut/sf7s/?/o/)/c\Laxjuj|,adalah'kemaslahatan

yangtidak ditetapkan secara pasti oleh syari' (Allah dan Rasul-Nya) untuk

mewujudkannya dan tidak ada dalii syarak yang memerintahkan untuk

memperhatikannya atau mengabaikannya" (Khallaf, 1978:84).

Mashlahah mursalah terikat pada konsep bahwa syariat (hukum

Islam) ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk

mernberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan. Metode ini

dikehibangkan dan dipegangi sebagai sumber hukum oleh Imam Malik

dan para pengikutnya. Metode ini selanjutnya dijabarkan^gi oleh al-
Syathlbldengan teorinya maqashid al-syarl'ah yang merupakan suatu

usaha untuk menjustifikasi kemampuan teorl hukum Islam untuk

beradaptasi dengan kebutuhan sosiat (Mas'ud, 1995:48).

Untuk menggunakan metode mashlahah mursalah sebagai

hujah (sumber hukum), harus terpenuhi tiga syarat yaltu:

1) Kemasiahatan itu haruslah yang hakikl, bukan berdasarkan

persangkaan belaka. Artinya, bahwd penetapan hukum

berdasarkan kemasiahatan itu haruslah benar-benar dapat
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membawa kemanfaatan dan menolak kemudaratan.

2) Kemasalahatan itu harusiah bersifat universal, bukan

kemaslahatan individual. Artinya, bahwa penetapan hukum

itu bermanfaat bagi orang banyak atau dapat menghilangkan

bahaya yang menimpa orang banyak.

3) Penetapan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukunn

atau dasaryangtelah ditetapkan oleh nas atau ijmak. Olehkarena

itu, tidak dianggap suatu kemaslahatan menyamakan anak laki-

laki dengan anak perempuan dalam menerima warisan, karena

hal itu bertentangan dengan dasar yang telah ditetapkan oleh

nas Alquran (Khallaf, 1978:86-87).

Adapun contoh penggunaan mashlahah mursalah adalah

kebijaksanaan yang dllakukan Abu Bakar mengenai pengunipulan

Alquran dalam suatu mushaf, begltu juga keputusan Umar bin al-

Khaththab mengenai pengesahan talak tiga yang diucapkan sekallgus

dengan maksud agar orang tidak mudah saja menjatuhkan talak tiga,

mengadakan penjara, dan kharaj (dewan pajak). Tentunya maslh

banyak contoh yang lainyang tidak dapat disebutkan dl sini.
J$

e. Istishhab ml)

Secara etimologis, Istishhab berarti i'tibar af-mushahabah/jlicl
<*:>UuJI(ungkapanpenyertaan) (Khallaf, 1978:91),atau berarti fee/mrof

al-shlhhah/^sba}\Jl>AJLju<l(selalumenemanlatauselalumenyertal){Zahrah,

1958: 295). Sedang secara terminologis, Istishhab didefinisikan ahll

usul sebagal 'menetapkan hukumatas sesuatu menurut keadaan yang

ada sebelumnya hinggaada dalilyangmerubah keadaan tersebut, atau

menjadlkan hukum yangada dimasalafu tetap berlaku hingga sekarang

sampaiada dalil yangmerubahkan' (Khallaf, 1978:91).
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Prinsip istishhab berjalan di atas prinstp adanya keraguarv yang

mengiringi keyakinan dan mengukuhkan keyakinan yang berlaku di

masa lalu. Prinsip ini melahirkan beberapa kaidah hukumIslam seperti:

OlfU Olf'Uill

Artinya: Hukum asal Itu adalah tetapnya sesuatu nrienurut yangsudah ada

hlngga terjadinya perubahan.

Artinya: Hukumasal tentang sesuatu adalah boleh),

Artinya: Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keragu-raguan, dan

Artinya: Pada asalnya manusia itu bersih atau bebas hukum.

Sebagai contoii, seorang yang sudah berwudu talu ragu-ragu

apakah wudunya sudah batal atau beium, maka ia bisa mengambil

sesuatu yang diyakini lebih dahulu, yaitu ia belum batal wudunya,

tetapi jika la ragu-ragu apakah sudah berwudu atau belum, niaka ia

harus rnenetapkan bahwa ia belum berwudu.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kehujahan i^shhab.
Mereka juga membaginya menjadi berbagai bentuk yang masiAg-
maslng memilikipenerapan yang berbeda dan kekuatan hukum yang

berbeda. Namun, secara umum metode istishhab banyak dipegangi

oleh al^Syafi'i dan para pengikutnya. Jadi, metode ini termasuk salah

satu metode penetapan hukum yang diperselisihkan.

f. Vrfi^Sjc)

Secara etimologis, 'urf berarti 'sesuatu y^ng dlkenal^ Sedang

secara terminologis, *urf berarti 'sesuatu yang dikenal dan tetap
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dibiasakan manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, atau

meninggalkan sesuatu'. Vrf \uga dinamal dengan ^adah (Indonesia:

adat). Keduanya tidak bisadibedakan (Khallaf, 1978:89). Namun, ada

juga ulama yang membedakan 'urf dan 'adah dengan berbagal

argumen tertentu, akan tetapi perbedaannya tidak terialu prinslp.

Penulis sendiri cenderung menyamakan kedua istilah tersebut.

'Urf atau adat ada beberapa macam. Dilihat dari materl yang

biasadilakukan, 'o//adadua,yaitu 'u/fqou//(,_sJ990>c),yaitu'kebiasaan

yang berlakudalam penggunaan kata-kata', seperti penggunaan kata

walad (jJs) untuk anak laki-laki dan perempuan; 'urffi'li

yaitu 'keblasaan yang berlaku dalam perbuatan', seperti kebiasaan

jual bell barang yang ringan tanpa akad apa-apa. Ditinjau dari ruang

lingkup penggunaannya, 'i/z/ada dua macam, yaitu 'urfumum

>olc), yaitu 'keblasaanyangberlakuumum,tanpa memandang negara,

bangsa, dan agama', seperti menganggukkan kepada tanda setuju
danmenggelengkan kepadatandatidaksetuju;'u/fkhususi^l^

yaitu 'kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu

dan pada waktu tertentu', seperti adat matrilenial (menarik garis

keturunan dari ibu) di Minangkabau dan adat patr'iieniai (menarik

garis keturunan dari ayah) di Batak. Dari segi penilaiannya, 'urf ada

dua macam,yaitu *urfshahih(Qi>^ «3>c),yaitu 'keblasaan yang benar

dan tidak bertetangan dengan ketentuan agama', seperti peringatan

maulud Nabi dan halalbihalal; 'urffasid(x*Ai\9 si>c), yaitu 'keblasaan

yang bertentangan dengan ketentuan agama', seperti pesta dengan

makanan dan minumart haram, dan Iain-Iain.

Secara umum 'u/f diamalkan oleh semua ulama fikih, terutama

dari kalangan ulama Hanafiah dan Malikiah. Mereka mendasarkan

pada hadis yang berasal dari Abdullah Ibrt Mas'ud yang diriwayatkan

^Ahmad dalam /Wusnod-nya,"Apayang dilihat oleh umat Islam sebagal

suatu yang baik, maka hal Itu di sisi Allah adalah baik." Di samping
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hadis Ini, ada kaidah yang selalu dikaltkan dengan 'urfatau adat, yaitu

"al-^adahmuhakkamah/cioSsacx»6M\"yar\gart\nyaa6at{'u//)ltu menjadi

pertimbangan hukum. Oleh ulama Hanafiah 'urf lebih didahulukan

atas kias khafi dan juga didahulukan atas nas yang umum, daiam arti

'urf mentakhshis nas yang umum. Ulama Malikiah menjadikan 'urf

atau tradisi yang hidup dan berlaku dl kalangan orang-orang Madinah

sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari

hadis ahad. Sedang ulama Syafiiah banyak menggunakan 'urf dalam

hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syarak

maupun dalam penggunaan bahasa (Syarifuddin, 1999:375).

g. Mazhabshahabi (o^bviAJI lukAio)

Mazhab shahabi terkadang dinamakan dengan qaul shahabi

dan fatwa shahabi. Secara sederhana mazhab shahabi berarti 'fatwa

sahabat secara perorangan' (AmirSyarifuddin, 1999, II: 379). Adanya

batasan perorangan ini mengindikasikan bahwa mazhab shahabi

berbeda dengan ijmak shahabi yang lahir dari kesepakatan dari para

sahabat secara keseluruhan. Sebagai contoh adalah perkataan Aisyah

yang diriwayatkan oleh al-Daruquthni: ''Kandungan itu tidak berdiam

diri dalam perut Ibunya lebih dari c& tal4in seked^r bergesernya
bayang-bayang benda yang ditancapkan." Dari perkataan Aisyah ini,

terlihat bahwa umur kandungan itu tidak lebih dari due tahun.

Hampir semua literatur yang membahas mazhab shahabi

menempatkannya pada pembahasan tentang dalil syarak yang

diperselislhkan. Hal ini berbeda dengan ijmakshahabi yang menempati

kedudukan yang tinggi dalam dalil syarak, karena kehujahannya dlterim^

oleh semua pihak, meskipun sebagian kedl ulama menolaknya. Mengenai

kehujahan mazhab shahabi ini para ulama berbeda pendapat Ulama

asyariah dan muktazilah, Imam SyafiM dalam satu pendapatnya, Ahmad

dalam satu riwayatnya, dan al-Karichi dari ulama Malikiah mengatakan
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bahwa pendapat sahabat yang berasal dari ijtihadnya tidaklah menjadi

hujah bagi generasi sesudahnya. Sedang Imam Malik, ai-Razi, al-Barza'i

dari sahabat Abu Hanifah, al-Syafi'i dalam satu pendapatnya {qaulqadim),

dan Ahmad dalam satu riwayatnya berpendapat bahwa pendapat

sahabat menjadi hujah secara mutlak. Masing-masing kelompok ulama

ini mempunyai argumen tersendiri untuk mendukung pendapat mereka.

Dari dua kelompok ini muncul juga kelompok yang moderat, artinya

menerima mazhab shahdbi dalam keadaan tertentu dan menolaknya

datam keadaan tertentu. Dalam hal ini Ali Hasabullah (dalam Mukhtar

Yahya dan Fathurrahman, 1993: 118) menyatakan, "Seorang mujtahid

tIdak dibebaskan untuk mencari dallldari pendapat seorang sahabat Bila

ia menemukannya, latidak dibenarkan menyandarkannya kepada sahabat

itu. Akan tetapi, bila tidak rftenemukannya, maka mengikutinya adalah

lebih balk ketimbang mengikutipendapat yang berdasarkan hawa nafsu."

h. Syar^u man qablana (ULs t>>^)

Syar'u man qablana (Indonesia: syariat sebelum kita) berarti

'hukum-hukum yangtelah disyariatkan untuk umat sebelum Islamyang

dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu dan menjadi beban hukum

untukdiikuti oleh umatsebelut^^danyasyariat Nabi Muhammad' (Amir
Syarifuddin, 1999, II: 391). Syariat ur^at sebelum kita bukanlah syariat
yang terdapat dalam Perjanjian Lama(yang bersumber dari Taurat) dan

Perjanjlan Baru (yang bersumber dari Injil) yang ada sekarang, karena

kedua kitab itu sudah tidak asli lagi. Dengan demikian, syariat umat

sebelum kita adalah hukum-hukum yang berlaku untuk umat sebelum

datang risaiah Nabi Muhammad sejauh yang dapat dibaca dalam

Alquran atau dinukflkan oleh Nabi Muhammad dalam sunahnya.

Syariat umat sebelum kita yang dijelaskan dalam Alquran dan

sunah dapat dibagl tiga kategori: (1) ada yang sudah dinasakh (dihapus

hukumnya) dan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad, seperti
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dij'elaskan dalam surat al-An'am (8): 146 tentang haramnya binatang

yang punya kuku, sapi, dan kambing, dan hadis Nabi tentang halalnya

harta rampasan; (2) ada yang masih tetap berlaku untuk umat Nabi

Muhammad, seperti dijelaskan dalam surat al-Baqarah (2):183 tentang

kewajiban puasa,dan hadisNabi tentang syariatberkurban; (3)ada yang

tidak dijelaskan berlakunya untuk kita dan tidak juga dijelaskan apakah

hal itu telah dinasakh, dan inilahyang menjadi pembicaraan ulama usul.

Mengenaikehujahan syariatsebelum kitaini, para ulama berbeda

pendapat. Jumhur ulama mazhab Hanafi dan Hanabil, sebagian ulama

mazhab Syafii dan Maliki, serta ulama kalangan mazhab Asyarl dan

Muktazilah berpendapat bahwa hukum-hukum syariat sebelum kita

dalam bentuk ketiga tersebut tidak berlaku untuk kita (umat Nabi

Muhammad) selarna tidak dijelaskan pemberlakuannya untuk kita.

Alasannya, syariat umat sebelum kita berlaku secara khusus untuk

umat ketikaitu.Sementara itu, sebagian sahabat AbuHanl^h, sebagian

ulama mazhab Malikl, sebagian sahabat ImamSyafi'i dan Imam Ahmad

dalam satu riwayatmengatal$an bahwa hukum-hukumyangdisebutkan

dalamAlquran atau sunah meskipun tidakdiarahkan untuk umat Nabi

Muhammad, selama tidak ada penjelasan tentang nasakhnya, maka

berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad. Sehubungan dengan

pendapat inl,ulama mazhab Hanafimemberlakukan hukum kisasyang

seimbang sebagaimana tersebUdalafn surat al-Maldah (5): 45.

i. Saddu al-dzari'ah JUuu)

Secaraetimologis,kataa/-dzon'a/)(4sioj^l)berarti'jalanyangmembawa

kepada sesuatu, secara hissiatau ma^nawi, baikatau buruk'.Sedang secara

deflnitif, at-dzart*ah berarti apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang

terlarang yang mengandung kerusakan (Amir Syarifuddin, 1999, II: 399).

Sedang kata saddu {^) berartf 'menutup'. Dengan demlklan, saddu af-

dzaifah berarti menutup Jalanyang menuju kepada perbuatan terlarang
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(yangmembawa kerusakan). Sebapi contoh, berjudi itu dilarang.

Para ulama mengelompokkan al-dzari'ah menjadi beberapa

macam. Abu Ishaq al-Syathibi membagi al-dzari'ah menjadi empat

macam, yaitu: (1) al-dzari'ah yang membawa kepada kerusakan yang

past!, seperti menggali lubang dl tanah sendiri dekat pintu rumah

seseorang dl waktu gelap; (2) al-dzari'ah yang membawa kerusakan

menurut blasanya, seperti menjual anggur kepada pabrik minuman

keras atau menjual pisau kepada penjahat; (3) al-dzari'ah yang

membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya,

seperti jual bell kredit; dan (4)oMzor/'o/j yang jarangsekall membawa

kerusakan, seperti menggali lubang di kebun sendiri yang jarang

dilalul orang (Amir Syarifuddin, 1999,11:403).

Mengenai boleh tidaknya menggunakan saddu al-dzari'ah, tidak

ada dalil yang jelas dan pasti balk dalam bentuk nas maupun ijmak

ulama. Pengambilan saddu al-dzari'ah didasarkan pada ijtihad dengan

berpedoman pada tindakan hati-hati,yaitu dengan melihat manfaatdan

mafsadat, baik dan buruk. Jumhur ulama yang menempatkan manfaat

dan mafsadatsebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum

pada dasarnya meneriiA met^de saddu gl-dzari'ah, meskipun berbeda
dalam kadar penerimaannya. Kalangan ulama Malikiah yang dikenal

banyak menggunakan fiaktor maslahat dengan sendirinya banyak

mengguna metode ini. Jadi, dasar penggunaan saddu al-dzari'ah

adalah kehati-hatian dalam menghadapi benturan antara maslahat

dan mafsadat. Jika maslahat yang dominan maka boleh dilakukan, dan

jika mafsadat yang dominan maka harus ditinggalkan.

F. Pertentangan Antardalil dalam Hukum Islam {Ta*arudl al-
Adillah)

Setiap dalil hukum menghendaki adanya hukum yang berlaku

terhadap sesuatu yang dikenai hukum. Jika ada suatu dalil yang
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menghendaki berlakunya hukum atas suatu kasus, dan di samping

itu ada juga dalil lain yang menghendaki beriakunya hukum lain atas

kasus itu, maka kedua dalil itu disebut ta'arud! atau ta'adul

(Jj:>Uu),atauta(7abi//(JjlAj).Jadi,yangdimaksuddenganpertentangan

antardalil{to'oruc//o/-ocf/7/o/7/^i\jli>bjla3)adaiahsalingberlawanannya
dua dalil hukum yang salah satu di antaranya menafikan hukum yang

ditunjuk oleh dalil lainnya.

Pertentangan dalil bisa mencakup dalil n'aqli dan dalil 'aqli,

dan bisa mencakup dalil qath^i dan dalil zhanni. Ada dua kelompok

ulama dalam melihat pertentangan antardalil qath'i, Pendapat

terbanyak di kalangan ulama mengatakan bahwa antara dua dalil

qat/i7 tidak mungkin terjadi pertentangan. Mereka beralasan, setiap

dalil yang qath'i mengharuskan adanya madiul (hukum). Tidak

mungkin terjadi dua dalil qath'i mengharuskan adanya hukum yang

saling bertentangan. Seperti adanya dalil yang menunjukkan bahwa

alam in! baru, sementara dalil yang lain menunjukkan bahwa alam

ini dahulu [qadim). Kelompok inl disebut ai-mukhthi*ah (oiksuoJi).

Pendapat yang lain memungklnkan bertemunya dua dalil qath'i yang

bertentangan. Kelompok ini membena^an dua dalil yang kelihatan
bertentangan.Ketompokinldisebutdengano/-mu5/TaM/M//do/?(^9.iA«JI)

(AmirSyarifuddin, 1997,1:205).

Mengenai pertentangan antardalil zhanni, pendapat para ulama

juga terbagi menjadi dua: (1) segolongan ulama menbiak terjadinya

pertentangan antardalil zhanni sebagaimana yang terjadi pada

dalil qath'i; dan (2) segolongan ulama membolehkan terjadinya

pertentangan dua dalil zhahni, karena tidak ada halangan bag!

pertentangan tersebut selama terbatas pada dalil yang tidak qath'i.

Pertentangan antardalil Inisebenarnya tidak terjadi pada dalil itu

sendiri. Pertentangan ini muncul karena perbedaan mujtahid dalam
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memahami dalil-dalil yang dinilai bertentangan. Jadi, pertentangan

itu bersumber pada pemikiran para mujtahid, sedang daiam hal dalii-

dalil itu sendiri, semua kelompok yang berbeda pendapat tersebut

menyepakati tidak adanya pertentangan atau perbenturan.

Contoh pertentangan antardalil ini dapat dilihat dalam surat al-

Baqarah (2): 240 dan al-Baqarah (2): 234:

X

(Xi.

Artinya: Orang-orang yang meninggal di antaramu dan meninggalkan istri-

istri hendaklah berwasiat bagi istri-istri mereka untuk bersenang-

senang selama setahun (QS.al-Baqarah [2]: 240).

(Xrt

Artinya:Orang-orang yang meninggal di antaramu dan meninggalkan istri-

istri, hendaklah Istri-istri itu menahan diri selama empat bulan

seputuh hari (OS.ai-Baqarah [2]: 234).

Uiama yang mellhat l^ua ^yat itu bertentangan mengatakan,

ayat 240 menetapkan hukum beridah bag! istri ditinggal mat! suaminya

seiama satu taliun, sedang ayat 234 nnenetapkan hukum beridali bagi

istri tersebut selama empat bulan sepuiuh hari. Uiama yang meiihat

tidak adanya pertentangan daiam dua ayat di atas mengatakan, kedua

ayat tersebut menggtur liukum atas dua liai yang berbeda. Daiil yang

satu (ayat 240) ftienerangkan keboiehian istri yang ditinggal mati

suaminya untuk mendiami rumahisuaminya selama satu tahun, sedang

dalil yang satu iagi (ayat 234) menyatakan hukum beridah bagi istri

yang ditinggal mati suaminya selama empat bulan sepuiuh hari.

Lalu bagaimana pertentangan yang terjadi antara daiil qath'i
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dengan dalil zhannR Mengenai hal ini, ada dua pendapat. Pendapat

pertama memungkinkan adanya pertentangan antara dalil qath'i

dengan dalil zhanni. Jika hal ini terjadi, menurut pendapat ini, dalil

qath'i hams didahulukan dan dalil zhanni dianggap tidak ada. Pendapat

yang lain tidak memungkinkan terjadinya pertentangan antara dalil

qath'i dan dalil zhanni. Menurut pendapat ini, jika hal itu terjadi,

maka yang zhanni dengan sendirinya dianggap tidak ada lagi, sehingga

sebenarnya tidak ada pertentangan dalam hal ini. Perbedaan pendapat

antara dua kelompok ini sebenarnya tidaklah terlalu prinsip, karena

meskipun argumen yang dikemukakan berbeda, tetapi secara prinsip

sama. Keduanya sama-sama menghendaki berlakunya dalil qath'i dan

meninggalkan dalil zhanni, jika kedua dalil itu bertentangan.

Untuk menyelesaikan terjadinya pertentangan antara dua dalil

hukum, para ulama usul fikih bertolak dari kaidah atau prinsip:

Artinya:Mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih baik dari pada

nnenylngkirkansatu di antaranya (Anrtir Syarifuddin, 1997,1:208).

Dari kaidah Ini, dapat diambil adanya tiga penyelesaian dalam

menghadapi pertentangan antara dua da^hukum, yaitu:
1. Mengamalkan Dua Dalil yang Bertentangan

Dua dalil yang bertentangan dapat diselesaikan dengan cara

toqf7gdantakhsis.70(i/7^q(,^^)berartimempertemukandanmendekatkan

pengertian dua dalii yang diperkirakan bertentangan atau menjelaskan

kedudukan hukum yang ditunjuk oleh kedua dalil itu, sehingga tidak

terlihat adanya pertentangan. Umpamanya ayat 240 dan 234 dari surat

al-Baqarah seperti di atas yang bisa dikompromlkan dengan pemahaman

yangberbeda.Sedahgtakhsis(ti7^/T5/i/5/i~i>eu.^)adalahmengkhususkan

pemberlakuan suatu dalil dari dalil lain yang bersifat umum. Dalam hal
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X

ini dua daiil yang bertentangan itu ditentukan mana dalil yang umum

dan mana dalil yang khusus. Dalil yang umum diberlakukan menurut

keumumannya dan dalil yang khusus diberlakukan untuk mengatur hal

yang khusus menurut kekhususannya. Dengan demikian tidak ada dalil

yangditinggalkan. Contoh takhsis bisa dilihat dalam surat al-Baqarah (2):

228 dan al-Thalaq (65): 4:

(T XA:S^i) ^ o
\

Artinya: Wanita-wanita yang ditalakhendaklah menahan diri (menunggu)

tiga kali quru' (QS.al-Baqarah [2]: 228).

Ayat ini menjelaskan, istri yang diceraikan suaminya dalam

keadaan apapun, idahnya tiga kali quru* (suci/haid). Zhahir ayat ini

bertentangan dengan zhahir ayat di bawah:

(t :t3!>UaJl) 0*^13
Artinya: Perempuan-perenftpuan hanfiit (yang dicerai suami) waktu idahmereka

adalahsampainnelahlrkan kandungannya (Q3. al-Thalaq [65]: 4).

Ayat ini menjelaskan bahwa idah istri yang dicerai suaminya

dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan anaknya. Usaha

penyelesaian dari dua dalil itf^dalfh dengan memberlakukan batas
melahirkan anak Itu khusus bagi istri yang diceraikan dalam keadaan

hamil. Dengan usaha taikhsis ini, ketentuan bagi istri yang hamll itu

dikeluarkan dari keumuman ayat 228 surat al-Baqarah.

2. Mengamalkan Salah Satu darf Dua Dalil yang Bertentangan

Jfka dua dalil yang bertentangan tidak dapat dikompromikan

atau hubungan, kedua dalil itu bukan dalam bentuk umum dan

khusus yang dapat diselesaikan secara takhsis, maka kedua daiil itu

tidak dapat diamalkan secara praktis. Dengan demikian, hanya satu

dalil yang dapat diamalkan dan satu dalil tagi tidak dapat diamalkan.
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Usaha penyelesaiannya dengan^ cara nasakh, tarjih," dan takhyir.

Nasakh {q^) adaiah menghapus berlakunya hukuip dari dalil yang

datangnya terdahulu karena adanya dalil yang datangnya kemudian

(uraian tentang nasakh dibahas kemudian). Jika dua dalil itu .tidak

diketahul mana yang turun lebih dahulu dan mana yang turun

kemudian, tetapi diketahul bahwa dalil yang satu lebih kuat dari dalil

yang lain, maka diamalkanlah dalil yang lebih kuat {tarjih/o^jj). Jika

kedua dalil itu tidak dapat diupayakan dengan nasakh dan tarjih,

tetapi kedua dalil itu memungkinkan untuk diamalkan, maka dapat

ditempuh penyelesian dengan takhyir/yaitu memilih salah satu

dari dua dalil itu untuk diamalkan dan yang satu lagi tidak diamalkan

dengan menghormati kebenaran dalil yang tidak diamalkan tersebut

3. Meninggaikan Dua Dalil yang Bertentangan

Jikadua upaya penyel^aian di atas (1 dan 2) tidak dapat dilakukan,

maka dapat diamalkan upaya yang ketiga, yaitu meninggaikan kedua

dalil yang bertentangan. Upaya ini dapat ditempuh dengan dua cara,

yaitu tawaquf dan tasaquth. Tawaquf adaiah menangguhkan

pengamalan kedua dalil yang bertentangan sambil menunggu

kemungkinan adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu

darikeduadartltersebutSedangta5oqut/7(Jei9LuJM)adalah meninggaikan

kedua dalil yang bertentangtndanjnencari dalil ketiga untuk diamalkan.
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METODE FORMULASI HUKUM ISLAM

A. Pengantar

Permasalahan hukum Islam merupakan pemiasaiahan yang sangat
kompleks, terutama yang terkait dengan usulfikih. Khusus mengenai

daiil hukum Islam, khususnya nas Alquran dan sunah, juga menyisakan

problemyangtldaksedikit.Bagi mujtahidpemahaman akanperoblematika

ini merupakan suatu keharusan yang tidak bojeh diabalkan, tetapl justru

harus dipahamisecara benar dalam rangkaformulas! hukumIslam.

Dl bagian depan (Bab IV) sudah dibahas permasalahan sumber

hukum Islam {mashadir al-syari'ah) yang pokoknya ada tiga, yaltu

Alquran, sunah, dan Ijtihad. Perlu ditegaskan lag! dl sin! bahwa ketiga

sumber hukum Islam Itu bisa dikelompokkan menjadl dua, yaltu:

(1) sumber tekstual {al-nushush/o^j^^) yang berarti tertulls, yaknl

yang tertulls dalam Alquraii dan%unah, dan 2) sumber nontekstual

{ghairal-nushush/o^j^^ j^) yang berarti tIdak tertulls, yaknlIjmak,

kias, dan metode Ijtihad lalnnya. Mesklpun sumber yang kedua Inl

tidak langsung mengambll dari teks Alquran dan sunah, tetapi pada

hakikatnya tetap harus menyandarkan pada Alquran dan sunah.

Dari uralandlatasdapatjuga dipahami bahwa metode pemahaman

hukum Islamdapat dilakukan langsung melalui pemahaman langsung

132
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terhad^ teks Alquran dan^sunah. Inilah yang disebut pemahaman

lafzhiyyah/^^. Di samping itu, pemahaman hukum Islam bisa juga

dilakukan secara tidak langsung dari teks Alquran dan sunah. Inilah

yangdisebut pemahaman ma'nawiyyahp^ij^. Hingga sekarang kedua

metode pemahaman hukum Islam ini terus digunakan.

Sebagaimana dijelaskan di atas dan juga sama-sama diketahui,

Alquran dan sunah menggunakan bahasa Arab, karena memang Nabi

Muhammad saw. yang menerima dan menggunakannya serta para

sahabat Nabi menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi

sehari-hari. Karena ituiah, setiap updya untuk memahami dan

menggali hukum dari nas (teks) Alquran dan sunah sangat tergantung

kepada kemampuan memahami bahasa Arab. Para mujtahid

harus memiliki kemampuan berbahasa Arab yang cukup dalam

melaksanakan aktivitas ijtihad mereka. inilah yang dalam kajian usul

fikih sering disebut dengan pendekatan kebahasaan (Bahasa Arab).

Terkait dengan masalah di atas, ada dua masalah pokok yang

akan dibahas pada bagian ini, yaitu: 1) masalah pemahaman lafaz

dari nas Alquran dan sunah; dan 2) masalah nasakh antardalil dalam

hukum Islam. Keduanya akan diuraikan di bawah ini.

B. Lafaz Alquran dan ^nnah Ditinjau dari Segi Makna dan
Penunjukannya ^

Darijudul subbab ini jelas ada dua hal panting yang akan dikaji di

sini, yaknt lafaz dari segi maknanya dan lafaz dari segi penunjukannya.

Kedua hal ini akan diuraikan satu persatu di bawah ini. Dalam kajian

usul fikih sebenarnya masih ada beberapa tinjauan lagi terhadap

pemahaman lafaz dari nas Alquran dan sunah, tetapi hal ini tidak akan

dikaji di buku Ini, dan silahkan didalami melaiui berbagai literatur usul

fikih atau pengantar hukum Islam yang lain.
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1. Lafaz Ditinjau dari Segi Maknanya

Ditinjau dari segi makna atau kejelasan artinya, iafaz terbagi

menjadi dua bagian, yaitu iafaz yang jeias maknanya {al-wudluh/
j-jjubjll) dan lafaz yang beium jeias maknanya (o/-/b/7om/j»^V')-

yangjeias maknanya adalahi iafazyangjeias penunjukannya terhadap

makna yang dimaksud, seiiingga atas dasar kejelasan makna ini

liukum dapat ditetapkan tanpa memeriukan penjeiasan dari luar.

Sedang iafaz yang beium jeias maknanya adaiali lafaz yang beium

jeias penunjukannya terhadap maknayangdimaksud, kecuaii dengan

penjeiasan dari luar lafaz tersebut (Amir Syarifuddin, 1999, 11; 3).

iVIasing-masing iafaz ini memiiiki tingkatan dari yang kurang jeias

hingga tingkatan yang paling jeias, dan dari tingkatan yang kurang

tidak jeias hingga tingkatan yang paling tidak jeias.

a. Lafazyang jeias maknanya

Uiama usul fikih berbeda pendapat daianri membagi lafaz yang

jeias maknanya. Uiama Hanafiah membaginya ke dalam empat

tingkatan, yaitu jeias, lebih jeias, sangat jeias, paling jeias. I^faz yang

jeias disebut zhahir/j^^\ lafaz yarg lebih jeias disebut nash (nas)/
iafaz yang sangat jeias disebut mufissar/j^\ dan lafaz yang

palingjeiasdisebutParauiama usul berbeda pendapat

dalam membedakan masing-masing tingkatan iafaz tersebut, namun

dalam buku iniperbedaan Ini tidak diuraikansecara detail. Selanjutnya

masing-masing tingkatan lafazyang jeias maknanya Ini akan diuraikan

secara singkat beserta contoh-contohnya.

1) Zhahir

Yang dimaksud dengan lafazz/?oh/radalah setiap lafazatau kalimat

yang jeias makna yang dirnaksud oleh pendengarnya dengan

s%/ia0^entuk-nya sendirf tanpa tergantung pada petunjuk lain,

^ baik yang dimaksud adalah makna yang dituju oleh lafaz maupun
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tergantung konteksnya (al-Zuhaili, 1986, I: 317). Ada juga yang

mendefinisikan zhahir sebagai lafaz yang dengan bentuknya

sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung

pemahamannya kepada lafaz lain, tetapi bukan maksud Itu yang

dituju dalam ungkapan serta ada kemungkinan untuk ditakwilkan

(Khallaf, 1978:161). Al-Sarkhlsl (1993:163) mendefinisikan lafaz

zhahir sebagai lafaz yang diketatiui maksudnya dari apa yang

didengar tanpa pennahaman yang mendalam. Daritiga definisi ini

dapat dipahami bahwa lafaz zhahir adalah lafaz yang sudah jelas

maknanya dilihatdari bentuk lafaznyasendiri, tanpa membutuhkan

faktor-faktor luar atau lafaz lain. Meskipun demlkian, maksud yang

sebenarnya tidak mesti dari lafaz itu sendiri, tetapi tergantung

konte1<snya, sehingga lafaz ini juga bisa ditakwilkan atau dipahami

dengan maksud lain.

Contoh lafaz zhahir ini adalah firman Allah Swt. dalam Alquran

surat al-Baqarah (2) ayat 275:

(TYo Igll
Artinya: Allah menghaialkan jual bell dan^engharamkan riba (OS. al-

Baqarah [21; 275). ' ^

Ayat di atas jelas sekali mengandung makna bahwa hukum jual

bell itu halat dan hukum riba itu haram. Makna ini bisa ditangkap

dengan mudah dari tafaz yang ada dalam nas tersebut, tanpa

membutuhkan petunjuk lain untuk menjelaskannya. Namun

demlkian, ayat Itu tidak serta-merta menjelaskan keumuman

halalnya jual bell dan haramnya riba. Ayat ini sebenarnya

merupakan bantahan terhadap anggapan kaum kafir Quralsy

yang menyamakan hukum jual bell dengan riba. Karena itu, Allah

menegaskan bahwa jual beli dan riba berbeda hukumnya, yang

sattf halal dan yang satu lag! haram. Masih banyak contoh ayat
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yang lain dalam kategori lafazz/70/7/r ini, misalnya QS. al-nnaidah

(5): 38, QS. al-Nur (24): 2, dan QS. al-Hasyr(59): 7.

Terkait dengan lafaz zhahir ini, apabila berhubungan dengan

hukum, maka wajib mengamalkan hukum menurut lahiriahnya

selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan makna lain dari lafaz

itu. Lafaz zhahir memungklnkan adanya takwil, yakni pemahaman

makna tidak berdasarkan lahiriah lafazItu, juga takhsis dan nasakh.

Ketika lafaz ini ditakhsis atau dinasakh, maka makna lafaz ini tidak

bisa diamalkan lagi,dan yang harus diamalkan adalah makna yang

lain berdasarkan penalaran yang benar.

2) Nas

Para ulama usul berbeda pendapat mengenai definisi lafaz nas

dan \af3zzhahir. Sebaglan dari mereka ada yang menyamakannya

dan sebaglan lagi membedakannya. Yang menyamakannya

tentu definisi lafaz nas sama seperti definisi lafaz zhahir di atas.

Bahkan contoh ayat-ayat untuk lafaz zhahir dan nas juga sama.

Adapun yang membedakan keduanya leblh melihat lafaz zhahir

pada lahiriah lafaz yang ada dalam teks, sedang lafaz nas lebih

dilihat pada konteks ^t it|j diturunkan (asbab ai-nuzul dan
asbab al-wurud). Satu definisi tentang lafaz nas adalah lafaz

yang menunjukkan makna yang jelas dan dimungkinkan untuk

dllakukannya takwildan takhsis serta dapat dinasakh pada masa

risalah (dl saat Nabi masih hidup) (al-Zuhaill, 1986,1:319).

OS. al-Baqarah (2): .275 dl^s, jika dilihatsecara nas^ bertujuan untuk

menyatakan perbedaan nyata antara jual bell dengan riba sebagai

sanggahan terhadap orang yang menyamakan keduanya, karena

itulah maksud mutakailm (pembicara) dengan lafaztersebut. Namun,

secara zhahir sebenarnya dari ayat tersebut secara jelas dapat

dipahami bahwa jual beli ttu halaldan riba itu haram.

Dalam penunjukannya terhadap hukum, lafaz nas leblh kuat
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dibandingkan dengan lafaz zhahir, karena penunjukan nas

lebih jelas dari segi maknanya. Nas itulah yang dituju menumt

ungkapan yang asli, sedang zhahir bukanlah tujuan langsung dari

yang mengungkapkan la^z itu. Makna yang dituju secara langsung

tentu lebih mudah dipahami daripada makna yangtidak langsung.

Karena itu, jika terjadi pertentangan antara zhahir 6ar) nas dalann

penunjukannya, yang didahulukan adaiah makna nas.

Hukum lafaz nas seperti halnya lafaz zhahir wajib diamalkan

sesua'i dengan makna yang ditunjuk oleh lafaz sampai adanya

dalil yang memungkinkan adanya takwil, takhsis, atau nasakh.

Kemungkinan ini lebih lemah pada nas dibandingkan dengan

pada zhahir mengingat tambahan kejelasan dengan adanya

qarinah. Oleh karena itu, jika terjadi pertentangan antara nas

dengan zhahir, maka nas lebih didahulukan daripada zhahir dan

wajib membawa zhahir kepada nas.

3) Mufassar

Yang dimaksud dengan lafaz mufassar adaiah lafaz yang

menunjuk pada makna yang lebih jelas dibandingkan nas dan

zhahir, sehingga tidak dimungkinkan adanya takwil dan takhsis,

tetapl menerlma nasakh pada masa risalah (al-Zuhaill, 1986,

I: 321). Dari deflnisi Ini j^s b^wa lafaz mufassar memiliki
kualitas kejelasan yang lebih tinggi dari nas dan zhahir, sehingga

tidak perlu dftakwilkan atau ditakhsls.

Contoh lafaz mufassar adaiah firman Allah Swt. dalam Alquran

surat al'Nur (24) ayat 4:

(i :j^t)lok cajil
Artinya: Dan orang-prang yang nnenuduh perempuan-perempuan yang

baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat
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orang saksi, make deralah mereka (yang menuduh itu) delapan

puluh kalidera (QS. al-Nur [24]: 4).

Bilaiigan yang ditetapkan dalam ayat di atas jelas dan terurai,

yakni delapan puluh kali dera. Dari kejelasan bilangan itu tidak

ada kennungkinan untuk pemahaman lain dari bilangan itu, baik

kurang maupun lebih. Jika pada ayat itu kejelasan makna langsung

' dapat diperoleh dari lahiriah lafaz sendiri, ada juga kejelasan itu

diperoleh dari ayat lain atau sunah yang menjelaskan maknanya

sehingga menjadi jelas. Misalnya, dalam QS. al-Nisa' (4): 92 Allah

menentukan denda bagi orang-orang yang membunuh orang

beriman dengan tidak sengaja, yakni memerdekakan budak dan*

menyerahkan diyat kepada ahlinya. Pada ayat in! tidak dijelaskan

jumlah diyat yang harus diserahkan baik jumlah, macam, maupun

bentuknya. Melalul hadls, Nabi kemudian menjelaskannya secara

rinci,sehingga diyat tersebut menjadi jelas. Contoh lafazmufassar

juga banyak ditemukan dalam hadls atau sunah, baik dalam

bentuk pertama maupun yang kedua.

Hukum lafaz mufassar lebih jelas dibandlngkan dengan zhahir dan

nas, sehingga tidak & tat^yvil dan takhsis dalam lafaz mufassar.
Namun demikian, masih dimungkinkan adanya nasakh dalam

la^z mufassar ini. JadI lafaz mufassar wajib diamalkan secara

pasti berdasarkan lahiriah lafaz, tanpa perlu takwil dan takhsis.

Pada masa Nabi masih dimungkinkan adanya nasakh pada

lafaz mufassar, namun sepeninggal beliau sudah tidak ada lagi

kemur^kinan nasakh (al-Zuhaili, 1986,1: 322). Karena Itu, hukum

mengamalkannya wajib sesuai dengan yang ditunjuk oleh lafaz

secara past! sampai ada dalll yang menasakh atau menghapusnya.

4) Muhkam

Yang dimaksud dengan lafaz muhkam adalah lafaz yang dengan

shIghat-niB menunjuk pada makna yang jelas dan tidak
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menerima adanya takwil, takhsis, dan nasakh baik pada masa

Nabi maupun setelah Nabi wafat. Lafaz muhkam berada pada

tingkat paling tinggi dari segi kejelasan maknanya, karena lafaz

ini menunjukkan makna yang dinnaksudsesuai dengan kehendak

dalam ungkapan si pembicara.

Contoh dari lafaz muhkam ini adaiah firman Allah Swt. dalam

Alquran surat al-Nur (24) ayat 5;

(o :jjJl) lit
Artinya: Danjanganlah kamuterima dari mereka kesaksianselama-lamanya

(OS. al-Nur [24]: 5).

Kataabada (selama-lamanya) dalam ayat itu menunjukkan bahwa

tidak diterimanya kesaksian itu berlaku selama-lamanya dan

tidak dapat dicabut berlakunya. Contoh ayat yang lain dalam lafaz

muhkam ini adaiah yang menjelaskan sifat-sifat Allahyang berlaku

selamanya tanpa dibatasi oleh waktu dan kondisi apa pun.

Contoh lafaz muhkam dalam hadis adaiah sabda Nabi Muhammad

saw.:

(Jj •••
(:ijb y\ oljj) ^

Artinya:... Jihad itu berlaku nnulal Allah nrtengutusku samapi terbunuhnya

Dajjal oleh umatku yang akhir, tfdak dapat dibatalkan oleh

aniayanya seorang yang lalim, Juga adilnya orang yang adil, dan

(man kepada takdir (HR. Abu Daud).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa perintah jihad itu berlaku

hingga harl kiamat dan tidak ada satu pun yang dapat

membatalkan berlakunya jihad.

Lafaz muhkam mengandung hukum wajib untuk diamalkan secara

pasti, karena la^h ini sangat jelas dan tidak mungkin ditakwilkan
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atau ditakhsis. Lafaz ini juga secara mutlak tidak bisa dinasakh,

sebab ketentuan hukumnya berlaku untuk selama-lamanya

(al-Zuhaili, 1986, I: 324). TIdak dimungkinkannya nasakh di sini

karena setelah Rasulullah wa^t dan terputusnya wahyu membuat

semua hukum syar'i yang ada dalam Alquran dan sunah menjadi

muhkam dan tidak menerima nasakh dan ibdal (pembatalan).

Setelah Rasulullah wafat tidak ada lag! kekuatan tasyri' yang dapat

membatalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah dan tidak ada yang

dapat menggantikannya (Khallaf, 1978:168).

Dari uraian di atas jelaslah bahwa lafaz yang mempunyai dalalah

(penunjukan) yang jelas menurut ulama Hanaflah tidak dalam

satu tingkatan makna, tetapi mempunyai beberapa tingkatan

yang berbeda. Tingkatan yang paling kuat adalah muhkam, lalu

mufassar, nas^ dan tingkatan yang terakhir adalah zhahir. Apabila

terjadi pertentangan di antara tingkatan-tlngkatan tersebut, maka

yang kuat hams dimenangkan daiam pengamalannya,sedang yang

I6mah hams ditinggalkan.

Misalnya, jika terjadi pertentangan antara nas dengan zhahir

maka nas harus dii^nan|kan sedang zhahir harus ditinggalkan.
Misalnya firman Allah SWT:

(T i

Aitinya: Dan dihalalkan bag! kamu selain yang demikian (yaitu) mencari

fstrt-lstri dengan hartamu untuk dtkawini bukan untuk berzina (OS.

al-Nisa; [4]; 24)

Dengan firman Allah Swt.:

(r



Pengantar Studi Hukum Islam 141

A V

Artlnya: Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang1<amu senangi

dua, tiga, atau empat (QS. al-Nisa' [4]:3).

Ayatyang pertama adalah lafazz/jo/i/ryang menjelaskan halalnya

menikahi istri yang tidak ada batasan jumlahnya, karena ha! itu

lazim sebelum Islam datang. Sedang ayat yang kedua adalah

lafaz nas yang membatasi bolehnya menikahi Istri sampal empat

orang. Karena terjadi pertentangan seperti itu maka nas harus

dimenangkan karena dalalahnya lebih jelas, sedang zhahir harus

dil<alahkan dan ditinggalkan karena dalalahnya lebih lemah. Hal

Ini juga dilakukan ketika terjadi pertentangan pada tingkatan-

tingkatan yang lain.

b. Lafazyang belum jelas maknanya

Lafaz yang belum jelas maknanya {ghairu wuduh al-ma'na/al-

ibham) oleh ulama Hanaflah juga dibagi menjadi empat tingkatan,

yaitu tidak jelas^ lebih tidak jelas, sangat tidak jelas, dan paling tidak

jelas. Lafaz yang tidak jelas disebut khafi/i^\ lafaz yang lebih tidak

jelas disebut lafaz yang sangat tidak jelas disebut

mujmal/d^>^\ dan lafez yang paling tidak jelas disebut mutasyabih/

Pemahaman terhadap makna la^znya tergantung pada faktor

di luar lafaz. Selanjutnya maslng-mfsing tfrigkatan lafaz yang tidak jelas
maknanya Ini akan diuralkansecara singkat beserta contoh-contohnya.

1) Khafi

Yang dimaksud dengan lafaz khafI adalah lafaz yang samar

maksudnya karena faktor di luar shlghah-nia yang harus dlcari.

Maksudnya adalah maknanyajelas darl lafaznya, tetapi ada sebab

lainyang membuat maksudnya samar, sehlngga butuh akan kajlan

dan pemiklran untuk menemukan makna yang dimaksud (al-

Zuhaill,1986,1:336). Lafaz khafi adalah lawan dari lafazzhahir.

Sumber kesamaran dalam lafaz khafi ini disebabkan dalam salah

satu bagian artinya mengandung sifat tambahan dibandlngkan
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dengan satuan arti yang lainnya. Bisa juga hal ini terjadi

karena kurang sifatnya atau karena mempunyai nama khusus

(tersendiri). Karena adanya kekuarangan atau kelebihan sifat

itulah, maknanya menjadi samar.

Contoh lafaz khafi adalah lafaz al-sariq (pencuri) dalam firman

Allah Swt.:

AIoJLjIII)
Artinya: Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan

keduanya (QS.al-Maidah [5]: 38).

Lafaz al-sariq (pencuri) pada ayat itu sebenarnya cukup jelas

maknanya, yaitu orangyang mengambil harta yang bernilai milik

orang lain dalam tempat penyimpanannya secara sembunyi-

sembunyi. Penerapan hukuman terhadap pencuri dengan arti

tersebut juga jelas, Namun, lafaz al-sariq itu mempunyai satuan

arti yang banyak, yaitu pencopet, perampok, dan Iain-Iain yang

mempunyai kelebihan sifat atau kekurangan sifat dibandingkan

dengan pencuri dalam arti dimaksud. Apakah sanksi hukuman

potong tangan dapat diberlakukan untuk semua satuan arti

pencuri tersebut^pi sinilah terjadi kesamaran makna.
Contoh hadis Nabi yan| mengandung lafaz khafi adalah sabda
Nabi saw.:

Artinya: Pembunuh Itu tidak berhak nftenerima warisan darl yang

dlbunuhnya (KR. al-Tirmldzl dan Ibnu Majah).

Uf^ a!-qatil (pembunuh) dalam hadis Nabi tersebut cukup

jela& artinya dan tidak diragukan untuk menerapkan hukumnya,

yakni terhalangnya warisan bagi pembunuh dengan sengaja dan

terencana. Namun, apakah hukum yang sama bisa diberlakukan
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pada pembunuh yang tidak sengaja, pembunuh yang punya

sebab tertentu, atau pembunuh yang nnelakukannya secara

bersama-sanna. Inilah yang menjadikan Iafaz al-qatil menjadi

samar sehingga menjadi objek kajian ijtihad.

Untuk menghilangkan kesamaran daiam Iafaz khafi perlu diiakukan

penelltian atau dengan mengetahui tujuan umum dan tujuan khusus

ditetapkannya hukum dalam nas, yaltu perluasan penunjukan

Iafaz atau penyempitan daiam penerapannya. Kemaslahatan

umum harus diperhatikan juga daiam perluasan dan penyempitan

makna iafaz tersebut seiama suatu Iafaz dapat digunakan untuk

kemaslahatan umum (AmirSyarifuddin, 1999, II: 15).

Yang harus diiakukan terhadap Iafaz khafi adalah meyakini

hakikat maksudnya dan wajib mencari kejelasan maksudnya.

Seorang mujtahid harus mengadakan penelitian agar mengetahui

bahwa kesamaran itu muncul karena adanya tambahan makna

pada Iafaz yang dalalahnya jelas atau maknanya berkurang. Jika

kekhususan itu terjadi dengan tambahan makna, maka mujtahid

itu mengamalkan hasll ijtihadnya dengan memasukkan bagian

(ford)-nya pada Iafazyang jelas maknanya, lalu menerapkannya

dan mengambil hukumnya. Ji|^ kekhususan itu terjadi karena
kekurangan yang muncul, maka mujtlhid itu hams menghukumi
dengan tidak memasukkan bagian inl ke adalam afrad (bagian-

bagian) Iafaz. Dengan demikian, mujtahid itu tidak bisa

menerapkan hukumnya.

2) Musykit

Yang dimaksud dengan Iafaz musykil adalah Iafaz yang samar

maknanya disebabkan oleh Iafaz itu sendiri, dan dapat ditemukan

maknanya hanya dengan pemikiran dan dengan qarinah yang

menjelaskan maksudnya (al-Zuhaill, 1986,1: 338). Lafaz musykll

adalah lawan dari iafaz nas.
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Sumber kesamaran lafiaz musykil berasal dari lafaz Itu sendirl. Ada

kalanya lafaz itudigunakan untukartiyangbanyaksecarapenggunaan

yang sebenarnya sehingga tidak dapat dipahami artinya dengan

hanyamelihatpada lafaznya saja.Lafaz musytarakXBrmasuk kedalam

bentuk ini. Mungkin pula kesamaran itu karena ada pertentangan

antara apa yang dipahami dari suatu nas dengan apa yang dipaliami

dari nasJain. Untuk memahami lafiaz ini diperiukan petunjuk dari
luar lafaz, bukan dari lafaz itu sendiri. Dalam mencari petunjuk dari

luar, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam

memahami nas hukum(AmirSyarifuddin, 1999, II: 16).

Contoh lafaz Ini adalah firman Allah Swt.:

(X TA a? shfe odkdij
Artinya: Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri

(menunggu tidak menikah)tiga kaliquru' (05. al-Baqarah [2]: 228).

Lafaz quru*dalam ayattersebut berrtiakna ganda,yaitusuddan haid.

Adanyamakna ganda itu tentu menghasilkanhukumyang berbeda,

apakah masa idah perempuan yang ditalakItutiga kali sue!atau tiga

kali haid. Ulama Syafiiah mema|nainya dengan suci, sedang ulama
Hanafiah memaknainya dengan haicf Karena itu, lafiaz tersebut
termasuk dalam lafazmu^kfl. Untuk mengetahui maknanya secara

pasti, diperiukan qarinah yang dapat menjelaskannya. Para ulama

berbeda pendapat dalam menemukan qarinah untuk menjelaskan

makna lafezmusykil tersebut Maslh banyak lagi ayat Alquran yang

menpndung lafazmusykil ini,begitu juga hadis-hadisNabi.

Lafaz musykil hafus dikajidan ditelaah untuk menemukan makna

yang dimaksud. Jlka makna dimaksud sudah ditemukan barulah

bisa diamalkan. Untuk bfsa menemukan maksudnya bisa dilihat

qarinah-qarinah yang menyertainya atau dengan berbagai dalil

yang lain (al-Zuhaili, 1986,1:340).
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3) Mujmal

Yang dimaksud dengan lafaz mujmal adalah lafaz yang saniar

maksudnya dillhat dari lafaznya sendiri kecuall bila mutakalim

menjelaskan maksudnya. Lafaz. inl tidak bisa ditemukan

maknanya oleh akal, dan hanya bisa ditemukan setelah

mutakalim menjelaskannya Lafaz mujmal adalah lawan dari lafaz

mufassar. lafaz mujmal mengandung ketidakjelasan yang lebih

tinggi dibandingkan dengan lafaz musykil, karena lafaz mujmal

mengandung banyak makna yang masing-masing makna berbeda
satu sama lain (al-Zuhaili,1986,1:340).

Shighat lafaz mujmal tidak dapat menunjuk pada makna

dimaksud dan tidak dapat pula ditemukan qarinah untuk dapat

menentukan makna dimaksud. Penjelasan untuk menentukan

makna yang dimaksud diperoleh dari syari* (pembuat hukum)

sendiri, yakni Nabi Muhammad saw. Misalnya, lafaz-lafaz salat

zakat, puasa, hajl, riba, dan yang lainnya yang sebenarnya

memiliki makna-makna yang terpakai dalam bahasa Arab secara

literal, namun yang dimaksud bukan makna literal tersebut.

Nabilah yang menjelaskan makna yang dimaksud dari lafaz-lafaz

tersebut yang berbeda dengan makna literalnya.

Dalam Alquran banyak ditemukan a^Vaya^ yang mengandung
lafaz mujmal, terutama yang menjelaskan hiikum-hukum taklifl.

Karena itulah Nabi kemudlan menjelaskan melalui sunah-

sunahnya sehingga makna yang dimaksud menjadi jelas dan tidak

diragukan lagi. Mengenaisifatmufma/yangsudah dijelaskan Nabi,

terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang

berpendapat bahwa lafaz mujmal yang sudah dijelaskan Nabi

takhsis. Ada juga yang berpendapat bahwa lafaz itu menjadi zhahir

atau nas, dan kadang-kadang menjadi mufassar, bahkan kadang-
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kadang menjadi muhkam. Karena banyak kemungkinannya,

maka tidak dapat dipastikan untuk satu di antara macam-macam

kemungkinan tersebut (Amir Syarifuddin, 1999, II: 21).

Menurut Wahbah al-Zuhaili (1986, II: 341) lafaz mujmal Inl

muncul karena tiga sebab, yaitu:

a) Karena memlliki makna yang banyak dan tidak ditemukan

N qarinah yang mengarahkan pada makna tertentu yang

dimaksud.

b) Karena termasuk lafaz asing (bukan bahasa Arab), seperti

lafaz halu'a dalam firman Allah Swt.:

^ OLCJ'yi (1)1

Artinya: Sesungguhnya manusia diciptakan bersi^t keluh kesah lagi kikir

(OS. al-Ma'arij [70]: 19).

Katahalu'a dalam ayat di dtas tidak bisa dipahami maknanya,

karena berasal dari bahasa asing lalu Allah menjelaskannya

dengan dua ayat sesudahnya, yaitu firman AllahSwt.

(Y •—T^

Artinya:Apabiia ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila la

mendapat kebaikan ia amat kikir(QS.al-Ma'arij [70]: 20-21).

Dengan penjelasan dua ayat Itu, maka makna dari lafaz

halu^a menjadi jelas, yakni keluh kesah dan kikir. Contoh

lain seperti lafaz at-qarrah pada QS. al-Qari'ah (101): 1-3

yang kemudiah dijelaskan pada ayat ke-4 dan seterusnya,

sehingga jelas yang dimaksudkan adalah hari kiamat.

c) Karena peralihan dari makna lughawi (literal) ke makna

Istilah syar7, seperti lafaz-lafaz salat, zakat, puasa, hajl, riba,

yang lain sebagainya.
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Hukum \afaz mujmal adaiah harus diyakini hakikat makna

yang dimaksud dan tidak mengamalkannya sampa^ ada

penjelasan (bayan) dari mujmil {yang membuat mujmal)

lalu dicari tafsirnya untuk memperjelas maksudnya. Mujmil

di sini maksudnya adalah Syari' (pembuat syarlat) balk Allah

Swt. maupun Nabi saw.

4) Mutasyabih

Yang dimaksud dengan lafaz mutasyabih adalah lafaz yang

maknanya samar pada lafaznya sendiri dan tidak ada harapan
untuk mengetahul maksud lafaz tersebut (al-Zuhaili, 1986; I:

342), Definisi yang sama juga dikemukakan oleh al-Sarkhisi(1993:

169). Pada dasarnya lafaz ini tidak bisa ditemukan maknanya.

Dan inilah lafaz yang paling samar dan paling tidak jelas.

Ketidakjelasan lafaz mutasyabih ini terjadi karena lafaznya

sendiri yang tidak bisa memberikan makna yang dimaksud dan

tidak ada juga qarinah yang akan menjelaskan maksudnya,

sedangkan Syari' membiarkan saja ketidakjelasan lafaz

tersebut tanpa ada penjelasan. Dalam ha! ini akal manusia

tidak mampu menemukan makna yang sebenarnya dan hanya

menyerahkannya kepada Allah sambil mengakui kelemahan dan

kekurang-mampuannya (Amir Syili^fud '̂n, 1999, II: 21). Tujuan
dari adanya lafaz mutasyabih Ini menurut al-Sarkhisi adaiah

sebagai ujian atau cobaan dari Allah terhadap keimanan hamba-

Nya (al-Sarkhisi, 1993:169).

Di antara contoh lafaz mutasyabih adalah potongan huruf-huruf

hijaiah yang terdapat dalam Alquran, terutama di awal-awal

beberapa surat, seperti 'u 'cny dan sebagainya.

surat-surat Alquran). Lafaz-tafaz itu tidak jelas maknan^^ dan

tidak bisa dicari qarinah yang dapat menjelaskannya dan Juga
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tidak ditemukan tafsirnya dari Syari'. Termasuk dalam contoh

lafaz mutasyabih adalah ayat-ayat yang menurut lahiriahnya

mempersamakan Allah dengan makhluk-Nya, sehingga tidak

mungkin lafaz-lafaz Itu dipahami menurut arti lughawinya karena

Allah Maha Suci dari yang demikian. Misalnya, firman Allah Swt.

dalam Alquran surat al-Fath (48) ayat 10:

Artinya: Tangan Allah berada di atas tangan mereka (QS.al-Fath [48]: 10).

Ayatinimenjelaskan seolah-olah Allah mempunyai 'tangan' {yadun)

sebagaimana makhluknya yang juga mempunyai tangan. Tentu

saja Allah Maha Suci dari hal tersebut. Allah tidak sama dengan

makhluk-Nyasama sekali. Karena itu lafazyadun tidak bisa dipahami

menurut arti lughawinya. Masaiah ini menjadi perd6batan panjang

di kaiangan mutakalimin (para teolog muslim) yang tidak ada

penyeiesaiannya secara memuaskan. Dalam Alquran masih banyak

lagiayat yang mengandung lafaz-lafaz semlsal itu.

Hukum yang terkait dengan lafaz mutasyabih adalah meyakini

hakikat lafaz dan menyerahkannya kepada mutakaiim serta tidak

perlu mencari dan berusaha untuk menemukan makna yang

dimaksud (al-Sarkhisi, 1993: 169) Jadi,^lafaz-lafaz mutasyabih

dalam Alquranbaikyangterkaitdengan masaiah keimanan maupun

potongan-potongan huruf dalam Alquran tidak mengharuskan

mujtahid untuk menemukan makna yang terkandung di

dalamnya.Yang harus dilakukan adalah menyerahkan makna yang

sebenarnya dari lafaz-lafzh itu kepada Allah Swt.

Itulah pembagian lafaz dilihat dari kejelasan dan ketidakjelasan

maknanya menurut ulama Hanafiah yang dengan tegas

membaginya menjadi empat tingkatan. Ulama Syafiiah berbeda

dengan ulama Hanafiah dalam membagi la^z yang jelas
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maknanya (al-wuduh). Mereka membaginya hanya menjadi dua

macam, yaitu nas dan zhahir, bahkan ada yang mendefinisikannya

sama untuk kedua macam lafaz tersebut. Sedang lafaz yang tidak

jelas maknanya {al-ibham) menurut uiama Syafiiah hanya satu

macam saja, yakni mujmal.

2. Lafaz Ditinjau dari Segi Penunjukannya

Cukup banyak ^embahasan terkait dengan iafaz ditinjau dari segi

penunjukannya {al-dalalah). Dibagian ini akan dijelaskan bagian kecil

saja yang penulis anggap cukup penting untuk diungkap dan dipahami,

mengingat begitu seringnya terungkap dalam pembicaraan hukum

islam, yakni al-dalalah, terutama dalam pandangan ulama Syafiiah.

Kataal-dalalah/^^^ secara umum bermcikna memahami sesuatu

atas sesuatu. Sesuatu yang disebut pertama disebut

(yang ditunjuk), sedang sesuatu yang disebut kedua disebut dalil (yang

menjadi petunjuk). Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut

madlul adalah hukum itu sendiri, sedang yang disebut dalil adalah dalil

hukum (AmirSyarifuddin, 1999, II: 126). Sebagai contoh, dalam kalimat,

"asap menunjukkan adanya api", kata api dlsq^ut n^iodlul sedang kata
asap yang menunjukkan adanya api disebut dalil.

Dalam pandangan ulama Syafiiah, dalalah ada dua macam, yaftu

dalalah manthuq (cSj^') dan dalalah mafhum ((»j^i). Selanjutnya

kedua macam dalalah ini akan diuraikan secara singkat di bawah ini.

a. Dalalah manthuq

Dalalah manthuq adalah pehunjukan lafaz pada apa yang

diucapkan atas hukum menurut aipayang disebut dalam lafaz itu (Amir

Syarifuddin, II: 144). Definisi ini menegaskan bahwa pemahaman

suatu hukum dari apa yang langsung tersurat dalam lafaz disebut

pemahaman secara manthuq. Misalnya, pemahaman manthuq pada

firman Atl^h Swt. berlkut:
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Artinya: (Diharamkan atas kamu mengawini) anak-anak Istrlmu yang dalam

pemeliharaanmu dariistri yang telah kamu campuri (05.al-Nisa' [4]: 23).

Ayat itu menurut manthuq-n^a menunjukkan haramnya

menikahi anak tiri yang berada di bawah asuhan suami dari istri yang

tel^h digauH. Apa yang ditunjuk dalam ayat itumemang jelas terbaca
pada apa yang tersurat dalam ayat tersebut. Penunjukannya begitu

jelas dan tidak memerlukan penjelasan di balikyang tersurat itu.

b. Dalalah mafhum

Yang dimaksuddengan dalalahmafhum adalah penunjukan lafaz

yang tidak dibicarakanatas berlakunya hukum yang disebutkan atau

tidak berlakunya hukum yang disebutkan. Secara sederhana dalalah

mafhum berarti apa yang dapat dipahami dari la^z bukan menurut

yang dibicarakan (Amir Syarlfuddin, 1999, II: 147).

Contohdalalahmafhumdapat dilihat pada firmanAllah Swt berikut:

(Y r Vj ^
Artinya: Maka sekali-kall Janganlah kfmu mengatakan kepada keduanya

perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka (OS. al-lsra'

[17]: 23).

Hukum yang tersurat dalam ayat di atas adaiah larangan

mengucapkan kata "uf" atau "ah" dan membentak orang tua {ayah

atau ibu). Dariayat int pula dapat dipahami adanya ketentuan hukum

yang tidak disebutkan dalam ayat tersebut (tersirat), yakni haramnya

memukul orang tua dan perbutan lain yang menyakiti orang tua. Dari

definisi tersebut dapat juga dipahami adanya dua maeam mafhum,

yaknimafhum muwafaqah, yaitu berlakunya hukum yang disebutkan
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padaapayangtidak disebutkan, danmafhum mukhalafah, yaitu tidak
berlakunya hukum yang disebutkan pada apa yang tidakdisebutkan.

Dari segi kekuatan berlakunya hukum pada apa yang tidak

disebutkan, mafhum muwafaqah terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Mafhum aulawi atau disebut juga fahw al-khithab, yaitu

berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan itu

lebih kuat atau iebih pantas dibandingkan dengan berlakunya

hukum pada apa yang disebutkan dalam lafaz. Kekuatan hukum

itu ditinjau dari segi ^asan berlakunya hukum pada manthuq-

nya. Misalnya, firman Allah dalam Alquran surat al-lsra' (17): 23

seperti di atas memberikan pemahaman bahwa memukul orang

tua hukumnya haram sebagaimana haramnya mengucapkan

kata "uV, karena sifat menyakiti dalam "memukul" lebih kuat

dari sifat menyakiti dalam ucapan "uf".

2) Mafhummusawiatau disebutJuga lahnal-khithab, yaituberlakunya

hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan dalam manthuq.

Misalnya, firman Allah Swt.dalam Alquran surat al-Nlsa' (4):10:

Artlnya:Sesungguhnya orang-orangyang memakan harta anak yatim secara

zaiim,sebenamya mereka itu meneian api sepenuh perutnya (QS.

al-Nisa' (4): 10).

Manthuq ayat di atas menunjukkan haramnya memakan harta

anak yatim secara aniaya. Ada yang tersirat di batik manthuq ayat

tersebut, yaknl haramnya membakar harta anak yatim, karena

"meniadakan harta anak yatim" ada dalam "memakan" yang juga

terdapat dalam "membakar" harta. Kekuatan hukum haram pada

membakar sama dengan hukum haram pada memakan karena
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kesamaan alasan 'meniadakan' pada kedua keadaan tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan mafhum mukhalafah adalah

mafhum yang lafaznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak

disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan. Bisa juga

didefinisikan dengan hukum yang berlaku berdasarkan mafhum yang

berlawanan dengan hukum yang berlaku pada manthuq. Mafhum

mukhalafah disebut juga dengan dalil al-khithab.

Mafhum mukhalafah terbagi ke dalam beberapa bentuk, di

antaranya adalah seperti berikut (AmirSyarlfuddin, 1999, II: 149-152);

1) Mafhum al-shifah, yaltu 'penunjukan suatu lafaz yang

menggunakan suatu sifat terhadap hukum yang berlawanan pada

suatu yang tidak disebutkan biia sifat tersebut tidak ada'. Dengan

kata lain, selama ada sifat maka berlaku hukum pada lafaz itu.

Sebaliknya, bila sifat tersebut tidak ada, maka berlakulah hukum

yang sebaliknya. Misalnya firman Allah:

(T oULJI) oll^t^12.iSliU
Artinya: Dan barang slapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup

perbelanjaannya uill^k m^gawlnl wanita merdeka lagi beriman,
ia boleh mengawinl wanita yang beriman, darl budak-budak yang

kamu miliki (QS. al-Nisa' [4]: 25).

Manthuq dari ayat tersebut adaiah boiehnya menlkahl budak

mukmin bila tidak mampu menikahi perempuan merdeka yang

mukmln. Mafhum aJ-shifah (yang tersurat) dari ayat tersebut

adalah tidak boiehnya menikahi budak yang tidak mukmin.

2) Mafhum al-syarath, yaitu 'penunjukan suatu lafazyang pada lafaz

itu berlaku hukum yang dikaitkan kepada suatu syarat, terhadap

kebalikan hukum pada sesuatu yang tidak disebutkan bila syarat
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itu tidak terpenuhi'. Dengan kata lain, bila syarat terpenuhi,

maka berlakulah hukum, tetapi bila syarat itu tidak terpenuhi,

maka dapat ditetapkan hukum yang sebaliknya. Misalnya, firman

Allah:

(n

Artinya:Dan jika mereka (istri-istrl yang sudah dltalak) itu sedang hamil,

maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin

(OS. al-Thalaq [65]: 6).

Manthuq ayat tersebut menetapkan hukum wajib memberi

nafakah untuk perempuan yang dicerai dengan syarat ia sedang

hamil. Mafhum al-syarath (yang tersirat) dari ayat tersebut

adaiah tidak wajibnya memberi nafkah pada istri yang dicerai

bain bila ia tidak hamil.

3) Mjctfhum al-ghayah, yaitu penunjukan suatu lafaz yang pada

lafaz itu ada hukum yang dibatasi dengan limit waktu untuk tidak

berlakunya hukum tersebut bila batas waktu sudah berlaju, Dengan
kata lain, sebelum batas waktu yang ditentukan habis, maka ber4ku
hukum, tetapi sesudah habis batas waktu yang ditentukan, maka

hukum tersebut tfdak berlaku lagi. Misalnya,firman Allah:

(tr.

Artinya:Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudali talak yang kedua),

maka perempuan itu tidak lagI halal baglnya hingga dia kawin

dengan suamJ yang lain (Q5. al'Baqarah [2]: 230).

Manthuq dari ayat tersebut tidak bolehnya menikahi istri yang

telah ditalak tiga hingga la dikawini laki-laki lain. Mafhum at-
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ghayah dari ayat itu adalah bila bekas istri yangditalaktigatelah

kawin lag! dengan laki-laki lain kemudian berce'rai dan sudah

habis masa idahnya, maka bekas suami boleh mengawini bekas

istri yang telah ditalak tiga itu.

4) Mafhumal-'adad, yaitu penunjukansuatu lafazyangmenjelaskan

beriakunya hukum dengan bilangan tertentu, terhadap hukum

kebalikannya untuk bilangan lain dari bilangan yang ditentukan

itu. Misalnya, firnnan Allah:

, (Y :j^\) jJik- kiP
Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah

tiap-tiapseorangdari keduanya seratus dalidera (QS. al-Nur [24]: 2).

Manthuq dari ayat di atas adalah menetapkan pukulan seratus

kaliuntuk pezina laki-laki dan perempuan. Mafhum oZ-'ac/od dari

ayat tersebut adalah tidak sahnya pukulan terhadap pezina itu

bila pukulannya lebih atau kurang dari seratus kali.

5) Mafhum al-laqab, yaitu penunjukan suatu lafaz yang menjelaskan

beriakunya suatu hukum untuk suatu nama atau sebutan tertentu

atas tidak beriakunya hukum itu untuk orang-orang lain. Misalnya,

ucapan "Muhammad Itu adalah Rasulullah" manthuq-rv^ adalah

menetapkan kerasuian untul^eoraOig yang bemama Muhammad
bin Abdullah. Mafhum o/-/oqob-nya adalah tidak beriakunya

kerasuian bagi siapa pun selain Muhammad bin Abdullah.

C. Nasakh AntardalU dalam Hukum Islam

Nasakh dapat diterapkan ketika dua dalil yang bertentangan

dapat diketahui masa turunnya. Dalil yangturun kemudian menasakh

dalllyang turun sebelumnya. Pada bagian ini akan diuraikan lebih jauh

masalah nasakh ini dengan menitikberatkan pembahasannya pada

pengertian nasakh, dasar hukum nasakh, rukun dan syarat nasakh.
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macam-macam nasakh, dan cara mengetahui nasikh-mansukh.

1. Pengertian Nasakh

Secara etimologis, kata nasakh/cuuaJI bisa berarti izalah/<^\j[

(menghilangkan/menjadakan),tofec//7/JjjLiJI(mengganti),to/jw///Jjy*iJI

(mengalihkan), dan naqal/J^W (memindahkan/mengalihkan) (al-

Shalih, 1988b: 259-260). Secara etimologis, ulama usul mendefinisikan

nasakh sebagai penghapusan Syari' (pembuat hukum) terhadap

hukum syarak dengan daiilyang datang kemudian (Abu Zahrah, 1958:

185), atau membataikan berlakunya hukum syarak dengan dalil yang

datang kemudian, baik dengan pembatalan yang jeias atau

tersembunyl, secara kulli (universal) atau juz'i (speslfik), demi

tercapainya kemaslahatan (Khallaf, 1978:222). Secara mudah nasakh

berarti penghapusan hukum suatu dalil yang datang terdahulu

dengan hukum daiil yang datang kemudian.

Dari deflnisi dj atas, dapat diketahul hakikat nasakh. l-lakikat

dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Ada titah pembuat hukum {Syari*) yang n^etapkan hukum
untuk berlaku terhadap suatu kejadian dalam suatu masa.

b. Kemudian secara terplsah datang titah pembuat hukum [Syari')

yang menetapkan hukum terhadap kejadian tersebut yang

berbeda dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Utah yang datang kemudian itu di samping menetapkan hukum

baru, sekaligus mencabut berlakunya hukum lama.

Dengan demiklan, nasakh merupakan usaha pencabutan

berlakunya suatu hukum atau sebagai penjeiasan yang datangnya

belakangan. Yang mencabut berlakunya suatu hukum disebut nasikh

(j^Ult), sedanghukumyangdicabut berlakunya atauyangdihyatakan

berakhir berlakupya oleh daiil yang datang kemudian disebut

mansukh ({f^juiJLoJI).
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2. Dasar Hukum Nasakh

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai

pemberlakuan nasakh. Secara umum, mereka terbagi menjadi dua

golongan, ada golongan yang mengakui pemberlakuan nasakh dan

ada golongan yang mengingkarlnya. Golongan pertama didukung

oleh jumhur ulanna, sedang golongan kedua didukung oleh sebagian

keql ulama. Kedua golongan inl mempunyai argumen masing-masing

untukmemperkuat pendapatnya.

Dasar hukum yang digunakan oleh golongan yang mengakui

adanya nasakh adalah surat ai-Baqarah (2): 106; al-Nahl (16): 101;

dan al-Ra'd (13): 39:

:5^1) 14^ i ob ^ hi ^

Artinya: Ayatmana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami Jadlkan(manusia)

lupa kepadanya, Kami datangkan yang leblh balk daripadanya atau

yang sebanding dengannya (Q$. al-Baqanaih [2]: 106).

Ayat di atas menegask^ bahwa Allah menghapus pemberlakuan
hukumsuatu ayat dengan menurunkan ayatberikutnyayanglebihbaikdari

ayat sebelumnya atau rttjnimal sebanding dengan ayat yang dihapuskan.

Surat al-Nahl (16): 101 berbunyi:

^ iJ'f di ijju qjUrf illij sji life ilii^ \l\j

Arttnya: Dan apablla Kami tetakkan suatu ayat di tempat ayat yang tain

sebag^i penggantfnya padahal Allati tetah mengetahul apa yang

dIturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalati

orang yang mengada-adial^n saja." Bahkan kebanyakan mereka

tldak nvengetahui (QS. al-Nahl [16]: 101).
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Ayat di atas menjelaskan adanya ayat yang ada di suatu tempat

dihapus pemberlakuannya dan diganti oleh Allah dengan ayat- di

tempat lain. Jadi, ada ayat yang hukumnya tidak berlaku dan diganti

dengan hukum yang ada di ayat lain.Surat al-Ra'd (13): 39 berbunyi:

(V^ oJLpj ^

Artinya;Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan

(apa yang Diakehendaki), dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab

(LauhMahfuzh) (OS. al-Ra'd [13]: 39).

Ayatdi atasVnenunjukkan bahwa Allah bisasaja menghendaki akan

menghapuskan atau menetapkansesuatu, termasukjugamenghapuskan

berlakunya suatu ayat dan menetapkan berlakunya ayat yang lain.

Tiga ayat di atas dijadikan dasar oleh golongan pertama bahwa

nasakh itu bisa terjadi dan Allahlah yang menghendaki hal inl terjadi.

Tiga ayat tersebut sekaligus menjadi bukti syar'i bahwa nasakh itu

ada dalam Alquran. Di samping buktisyar'i keberadaan nasakh dalam

Alquran juga didukung oleh dalll 'aqli (logika) dan fi'li (kenyataan).

Menurut dalil logika,Allahingin mengajarkan kepada manusia bahwa

perubahan masa dan tempat menuntut adanya perubahan hukum.

Karena ituiah, hukum yang sudah tidak relevan lagi dengan masa dan

tempat tidak diberlakukan dan diganti d^^an hukum yang baru yang
sesuai. Sedangdalll yii7/ (kenyataan) membuktilcan banyaknya hukum

atau undang-undang yang dihapus dan diganti dengan hukum atau

undang-undangyang baru karena berubahnya masa dan tempat.

Adapun golongan yang mengingkari adanya nasakh dalam

Alquran berusaha menafsirkan ketiga ayat di atas dengan penafsiran

lain yang berbeda dengan penafsiran yang dilakukan oleh golongan

yang mengakuinya. Sebagaf contoh adalah apa yang dikemukakan

oleh Abu Muslim al-AsflhanI (Mukhtar Yahya dan Fathurrahman,

1993: 425). Oia menafsirkan kata "ayatan" dalam surat al-Baqarah
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(2): 106 dengan syariat. Dengan demikian, yang dihapus, menurut

ayat itu, adalah syariat Nabi dan umat masa iaiu yang ada dalam

kitab-kitab suci dulu, seperti Taurat dan Injil, serta diganti dengan

syariat yang datang kemudian, yaitu yang terdapat dalam Aiquran.

Menurutnya, lafaz nasakh dalam ayat tersebut berarti memindahkan

ayat dari LauhMahfuzh keseluruh kitab yang diturunkan kepada umat

manusia. Diajuga mengatakan, ketiga ayat di atas tidak menunjukkan

adanya kepastian hukum adanya nasakh, tetapi hanya menunjuk

'kemungkinan adanya nasakh. Sekiranya dalam Aiquran terdapat

suatu ketentuan yang telah dinasakh, niscaya ada sebagian hukum

dari Aiquran yang telah dibatalkan, padahal Allah tidak menghendaki

demikian. Golongan lain yang tidak menerima adanya nasakh adalah

golongan Yahudi dan Nasrani. Kedua golongan Ini tidak mengakui

nasakh dalam Aiquran dan nasakh syariat dengan syariat, sebab

mereka ingin mempertahankan syariat mereka secara berdamplngan

dengan syariat Islam hingga sekarang.

Dalam Aiquran memang terdapat beberapa ayat yang secara lahir

menunjukkan pertentangan. Ulama yang mengakui adanya nasakh

lebih mellhat pertentangan ayat secara lahir dan tidak berusaha

mengkompromikannya maksimal. Sementara ulama yang tidak

mengakui nasakh dalam Atquran atau mengakuinya dalam Jumlah yang

sangat terbatas, berusaha semaksimal mungkin mengkompromikan ayat-

ayat yang kelihatannya bertentangan. Jlka ayat-ayat yang bertentangan

itu sama sekali tidak mungkin dipertemukan, barulah dikatakan Bahwa

pada ayat-ayattersebut terjadi nasakh. Al-Sayuthi dalam kitabnya,al-ttqan

(Amir Syarifuddin, 1997,1; 220-227), menyebutkan bahwa pertentangan

ayat-ayat dalam Atqurian bisa ditemukan pada 20 tempat, yaitu: (1) surat

ahBaqarah (2); 180 tentang wasiat yang bertentangan dengan surat al-

Nisa' (4):7,11,12, dan 176 tentang kewarisan; (2) surat at-Bdqarah (2): 184



*

Pengantar Studi Hukum [slam 159

(2):185tentang keharusan puasa jikaberada di buian Ramadhan;(3)surat

al-Baqarah (2): 187 tentang bolehnya bersenang-senang dengan istri di

malamharipuasayangbertentangandengankebiasaan yangmelaranghal

itu; (4)surat al-Baqarah (2):217 tentang larangan berperang pada bulan

haram yang bertentanpn dengan surat al-Taubah (9):36 tentang perintah

memerangi kaum musyrik secara keseluruhan; (5) surat al-Baqarah (2):

240tentang pemberian nafkahselama setahun kepada istriyangditinggal

mat! suaminya yang bertentangan denpn surat al-Baqarah (2): 234

tentang masa iddah bagiistci yangditinggal mati suaminyaselama empat

bulan sepuluh hari; (6) surat al-Baqarah (2): 284 tentang pengawasan

Allah yangbertentangandenpn surat al-Baqarah (2): 286 tentang beban

manusiayangterbatas; (7)surat All Imran(3): 102 tentang perintah takwa

yang sebenamya yang bertentangan dengan surat al-Taghabun (64): 16

tentang perintah takwa sebates kesanggupan; (8) surat al-Nisa' (4): 33

tentang pemberian sesuatu kepada yang mengikatjanjiyang bertentangan

dengan suratal-Anfial (8): 75tentang pemberian kepada kaum kerabat; (9)

surat al-Nisa' (4): 8 tentang pemberian harta wariskepada kerabat, anak

yatim, dan orang miskin yang bertentangan dengan surat al-Nlsa' (4):

11,12, dan 176 tentang hak kewarisan; (10) surat al-Nisa' (4):15 tentang

tahanan rumah bagt wanlta-wanita keji yangberten^ngan denpn surat

al-Nur (24); 2 tentang hukumandera bagipezlna; (11)surat al-Maidah (5):

2 tentang larangan melanggarsylar AHah dan bulan-bulan haram yang

bertentangan dengansurat al-Taubah (9):36 tentang perintah memerangi

kaum musyrik; (12)surat al-Maidah (5):42 tentang pemberian keputusan

kepada kaum Yahudi atau berpaling dari mereka yang bertentangan

dengan surat al-Maldah (5): 48 tentang pemberian keputusan dengan

hukum Allah dan larangan mengikuti hawa nafsu mereka; (13) surat al-

Maidah(5);106tentang bolehnyasaksidari nonmusllmyang bertentangan

degan surat aHhalaq (65): 2 tentang saksl yang hariis musllm; (14) surat

al-Anfai (8): 65 tentang 20 orang sabar yang rnengatahkan 100 orang yang
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bertentangan dengan surat al-Anfal (8):66 tentang 100 orang sabar yang

mengalahkan 200 orang; (15) surat al-Taubah (9); 41 tentang berjihad

dalam keadaan berat dan ringan yang bertentangan dengan surat al-

Taubah (9); 91 tentang bolehnya meninggalkan perang; (16) surat al-Nur

(24): 3 tentang nikah sesama pezina yang bertentanpn dengan surat

al-Nur (24): 32 tentang nnenikah dengan orang yang pantas; (17) surat

al-Nur (24):58 tentang permintaan izin pada waktu-waktu tertentu yang

tidak ditemukan pertentangannya dari ayat lain secara jelas; (18) surat al-

Ahzab (33): 52tentanglarangan bagi Nab! menlkah lag! yang bertentangan

dengan surat al-Ahzab (33): 50 tentang halalnya perempuan-perempuan

yang diberi maskawin; (19) surat al-Mujadiiah (58): 12 tentang perintah

mendahulukan sedekah yang bertentangan dengan surat al-Mujadiiah(58)

tentang kompensasi dengan mendirikan salat; (20) surat al-Mumtahanah

(60):11 tentang pemberian sesuatu kepada orang yang istrinyadibawa lari

yang bertentangan dengan surat al-Anfial (8): 69 tentang ghanimah.

Ulama yang menolak adanya nasakh dalam Alquran berusaha

mengkompromikan dua ayat yang terlihat bertentangan di atas,

sehingga tidak lagi bertentangan satu sama lain. Sedang ulama yang

mengakul adanya nasakh melihat dua ayat yang bertentangan seperti

diatas sebagai bukti nyata adati^ anpapan tersebut.

3. Rukun dan Syarat Nasakh

Golongan ulama yang mengakul adanya nasakh mengemukakan

rukun dan persyaratan tertentu untuk dapat dilakukannya nasakh.

Rukun dan persyaratan nasakh menurut mereka adalah (Mukhtar

Yahyadan Fathurrahman, 1993:448-^50):

a. Dalil yang dlnas^kh{mansukh/^^^MHAll)

Persyaratan untuk mansukh adalah:

1) Harus berupa hukum syar7yang bersifat *amall. Ayat-ayatyang

berisikan sejarah, janji dan ancaman, dan yang mengandung



^ PengantarStudi Hukum Islam 161

hukumi'tiqadiyahtidak dapat diberlakukan nasakh.

2) Bukan hukum kulli, sebab hukum kulli bersifat permanen

(tidak berubah-ubah). Yang dapat berubah dan mengikuti

perkembangan adalah hukum furu* (cabang).

3) Tidak dibatasi waktu berlakunya, karena kalau dibatasi

waktunya, maka akan berakhir ketika waktunya sudah

selesai, sehingga tidak perlu dinasakh.

4) Bukan huktim yang berlaku abadi, karena hukum seperti ini

terus berlaku tanpa dibatasi waktu.

5) Harus leblh dulu datangnya dari hukum yang menasakhnya.

6) Ditetapkan dengan suatu dalil, dan hukum yang ditetapkan

oleh klas tidak dapat dinasakh.

b. Dalil yangdigunakan untuk menasakh {mansukh bih/<Kj ^^juajlaJI)

Dalii in! juga disebut nasikh/^^bJl Persyaratan yang harus

dipenuhi adalah:

1) Harus berupa khithab (titah) dari pembuat hukum.

2) Harusselmbang atau lebih tin^i dari yang dinasakh^ dalam

hal quwwat al-subut (kekuatan penetapannya), quwwat

al-dalalah (kekuatan penunjUkang^)^ dan kewajiban
mengamaikannya. Oleh karena itu, ijmak dan klas tidak

dapat menjadi mansukh blh-nya.

3) Datangnya harus ieblh akhir dari yang dinasakh.

4) Hukum yang dijadikan penasakhnya bertentangan dengan

dengan hukum yang dinasakh yang keduanya tidak dapat

dikumpulkan atau diamalkan bersamaan.

c. Subjek yang menerima nasakh {mansukh *anhu/*^^ AOLoJt)

Satu-satunya syarat bag] mansukh ^anhuadalah cakap bertindak,

sehingga begitu datang datil yang menasakhnya, ia dapat

meninggalkan hukum yang dinasakh.

d. Yang b^hak menasakh (nas/WD^^')

Semua ulama sepakat bahwa yang berhak menasakh adalah Syari'
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al-Hakim (Pembuat syariat Yang Bijaksana). Dialah satu-satunya

yang dapat menasakh suatu khithab dengan khithaMy^.

4. Macam-macam Nasakh

Dilihat dari ujud dalil yang dinasakh hukumnya dan dalil yang

digunakan untuk menasakhnya, nasakh ada beberapa nnacam, yaitu:

a. Nasakh Alquran dengan Alquran {naskh al-Kitab bi al-Kitab).

Contohnya seperti yang sudah dikemukakan di atas.

b. Nasakh Alquran dengan sunah (naskh al-Kitab bi ai-Sunnah).

Dalam hal ini ada dua golongan, yaitu: (1) ulama ahli usui

Hanaflah membolehkan menasakh Alquran dengan sunah

mutawatir dan masyhur, t6tapi mereka tidak memperkenankan

menasakh Alquran dengan sunah ahad-, dan (2) jumhur uiama

ahli usul tidak membolehkan me-nasakh Alquran dengan sunah

baik yang mutawatir, masyhur^ maupun ahad. Contohnya, surat

al-Baqarah (2): 180 tentang wasiat yang dinasakh oleh sabda

Nabi, "Tidak ada wasiat bagi ahli waris" (H.R. al-Daruquthni).

c. Nasakh sunah dengan sunah {naskh al-Sunnah bl ai-Sunnah).

Contohnya, hadis Nabi y^g di^iwayatkan Muslim tentang
wajibnya mandi (besar) Jika terjadi persetubuhan yang

mengeluarkan air mani, dinasakh oleh hadis Nabi yang

diriwayatkan al-Bukhari-Musllm tentang wajibnya mandi jika

terjadi persetubuhan, meskipun tidak mengeluarkan air mani.

d. Nasakh sunah dengan Alquran {naskh ai-Sunnah bi ai-Kitab).

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Ulama Hanafiah

membolehkan menasakh sunah dengan Alquran, demikian juga

Malik, ulama kalam Muktazilah, dan uiama Asyariah. AI-SyafiM

dalam satu pendapatnya melarang nasakh Alquran dengan

sunah dan sebaltknya. Ai-Amidi (dari Syafiiah) membolehkan

nasakh Alquran dengan sunah jika sunah itu mutawatir. Ahmad

dalam satu riwayat melarang hat ini dan dalam riwayat lain
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membolehkan dengaa syarat -sunahnya mutawatir. Ulama

Zhahiri juga membolehkan hal in! balk sunahnya mutawatir atau

ahad. Sebagai contoh adalah sunah tentang menghadap Baltul

Maqdis waktu salat dinasakh oleh Alquran surat al-Baqarah (2):

150 tentang perlntah menghadap Masjidll Haram waktu salat,

e. Nasakh Ijmak dengan ijmak {naskh al-ijma' bi aNJma')

Dalam hal ini, ada ulama yang membolehkan dan ada ulama

yang melarang. Masing-masing memlliki alasan. Alasan yang

membolehkan karena Ijmak merupakan ijtihad yang hasilnya

relatlf. Sedang yang melarang beralasan, jlka ijmak dibatalkan

berarti di situ terdapat kesalahan, sehingga meniadakan ijmak

sebagai sumber hukum.

f. Nasakh ijmak dengan nas {naskh al-ijma' bi al-nash) atau

sebaliknya

Ahli usul sepakat tidak ada. nasakh ijmak dengan naskh, karena

ijmak baru ada sepeninggal Nabi, padahal sepeninggal Nabi tidak

mungkin ada nas lagi. Begitu juga jumhur ulama ahli usul tidak

menyetujuinasakh nas denagn ijmakkarena berbeda tingkatannya.

g. Nasakh kias dengan kias (naskh al-qlyas bi al-qiyas)

Dalam hal ini semua ulama sepakat tidak ada.

h. Nasakh kias dengan nas {naski^ al-qiyas bi al-nash) atau
sebaliknya ^
Mengenai nasakh kias dengan nas, ulama sepakat melarangnya,

karena hal ini tidak mungkin terjadi. Sedang mengenai nasakh nas

dengan kias, ada dua pendapat, satu pendapat membolehkan

dan satu pendapat melarang.

Itulahbeberapa macam nasakh ditinjau dari ujud dalilyang dijadikan

nasikh-mansukh-nyB.Para ulama juga membagi nasakh diiihat dari aspek-

aspek yang lain. Diiihat dari ujud dalil yang di-nasakh, ulama membagi

nasakh menjadi tiga, yaitu: (1) naskh al-rasmi wa baqa'u al-hukm
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{membatalkan bunyi teks dan memberlakukan hukumnya; (2)naskh al-

hukmi wa baqa'u al-rasm (menghapus hukumnya dan memberlakukan

teksnya); (3) naskh al-amraini ma'an (menghapuskan bunyi teks dan
sekaligus hukumnya). Ditinjau dari keseluruhan atau sebagiannya saja

yang dinasakh, nasakh dibagi dua, yaitu naskh al-kulli(menasakh secara

keseluruhan bagisetiap individu)dan naskh al-juz'i{memsBkhberlakunya

hukum kepada sebagian individu tertentu). Sedang ditinjau dari jelas

atau tidaknya kalimat yang menyatakan menasakh, nasakh dibagi dua,

yaitu naskhu sharih (Syari' menyatakan dengan tegas tentang nasakh

Inl) dan naskhu zhimni (Syor/'tidak menyatakan dengan tegas mengenai

nasakh inl). Uraian dan contoh mengenai macam-macam nasakh dlllhat

dari tiga segi inl dapat dibaca di literatur yang lebih memadai.

Perlu ditegaskan dl sinl, bahwa pembaglan nasakh seperti di atas

dikemukakan oleh para ulama yang mengakui adanya nasakh. Ulama

yang tldak mengakui nasakh, tentunya tidak berkepentingan dengan

pembaglan Inl.

5. Cara Mengetahui Nasikh-Mansukh

Ada berbagai cara ^g dapat digunakan untuk mengldentifikasi
adanya nasikh dan mansukh, l4ra ahll usul sekatipun berbeda-beda
dalam mengemukakan cara-cara tersebut, namun pada prinslpnya

sama. Menurut Abdul Qadlr al-BaghdadI (dalam Mukhtar Yahya dan

Fathurrahman, 1993:463-465), hal-halyang dapat membedakan antara

nasikh dan masukh dari jurusan lafazdan makna adalah sebagal berikut:

a. Adanya nas yang menerangkan bahwa salah satunya menjadi

penasakh yang lain. Misalnya perkataan 'Alsyah:

* ^

Artinya: Bahwa susuan yang sepuluh kail dinasakh dengan lima kali saja.

Dalam nasdi atas terdapat perkataan nusZ/c/inayang menunjukkan

dengan jelas adanya nasakh.
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b. Dibarengi dengan lafaz yang menunjukkan adanya nasikh

terhadap yang terdahulu. MIsalnya surat al-Anfal (8): 66 yang

menasakh ayat sebelumnya (al-Anfal [8]: 65).

c. Adanya dalil yang saling berlawanan dan tidak dapat

dikompromlkan, seperti sudah dijelaskan dl depan.

d. Kedua dalildapat dikompromlkan,tetapi syarak menetapkan bahwa

salah satunya menjadi nasikh terhadap yang lain, karena adanya

nas yang menjelaskannya.MIsalnya ayat Alqurantentang berwasiat

kepada orang tua dan kaum kerabat (al-Baqarah [2]: 180) yang

dinasakh dengan ayat mawarls (al-Nisa' [4]:11), kemudiandatang

sabda Nabiyang melarang berwasiat untuk ahll warls.

e. Jika dua dalil yangbertentangan tidak dapat dikompromikan, tetapi

diketahui masa turunnya, maka yang datang kemudian sebagai

nasikh dan yang datang terdahulu sebagai mansukh. Jika terjadi

pertentangan antara ayat madaniyah dan ayat makkiyah, maka

yang menjadi nasikh adalah ayat madaniyah. Dalam dua hadls

yang bertentangan, jikatidak diketahui masa turunhya, maka hadls

yang diriwayatkan oleh sahabat yang iebih akhir memeluk Islam

menjadi nasikh terhadap hadis yang diriwayatkan oleh sahabat

yang terdahulu memeluk Islam. Jika |̂lah satu dari dua rras itu
berlsikan ketentuan syariat, sedang yang lain sesual dengan adat

kebiasaan, maka yang menjadi nasikh adalah yang berisi syaridt.

Dalam dua hadlsyang berlawanan, jikaorang-orangmengamalkan

salah satunya, makayangdtamalkanitu menjadi nasikh.

f. Sebagian ahli usul menambahkan bahwa ijmakdari para sahabat

tentang 'nas Ini dinasakh dengan nas itu' juga merupakan salah

satu cara untuk mengetahui naslkh-mansukh.



BAB VI

ASAS DAN KAroAH HUKUM ISLAM

A. Asas-asas Hukum Islam

Secara sepintas asas hukum Islam hampir identik dengan prinsip
hukum Islam atau ciri (karakteristik) hukum Islam, namun kalau

dikaji lebih mendalam asas hukumIslam berbeda dengan prinsipatau

ciri hukum Islam. Perbedaan ini bisa didasarkan pada pengertian kata

asas secara harfiah yang memang berbeda dengan kata prinsip atau

ciri, dan juga bisadlllhat dari cakupannya. Dalam membahas prinsip

atau ciri hukum Islam, para ahli lebih melihatnya secara umum dan

tidak melihat pada baglan-l^glan yang ada dalam hukum Islam,
seperti hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya. Sedang

untuk asas hukum Islam^ para ahli banyak yang membahasnya secara

khusus, sehingga dapat ditemukan pembahasan khusus mengenai

asas hukumperdata Islam, asas hukum pidana Islam, dan sebagainya.

Pembahasan mengenai prinsip dan cirl hukum islam sudah

diuraikan di depan (pada Bab II). Pada bagian ini akan diuraikan

pembahasan mengenai asas hukum Islam, baik secara umum

maupun secara khusus, yang hanya meliputt asas hukum perdata

Islam (termasuk asas hukum perkawinan dan kewarisan) dan asas

166
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hukum pidana Islam. Namun, sebelumnya akan dijelaskan terleblh

dahulu pengertian asas hukum Islam.

1. Pengertian Asas Hukum Islam

Secara etimologis, kata asas berasal darl kata berbahasa

Arab asas (tA-'j yang berarti 'fundamen' {alas, dasar) bangunan;
asal, pangkal, dasar asas (dari segala sesuatu); dan dasar, alasan

(Munawwir, 1984: 26). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata

asas diartikan sebagai: (1) 'dasar' (sesuatu yang menjadi tumpuan

berpikir atau berpendapat), seperti: "Pada pada asasnya saya setuju

dengan pendapat Saudara"; (2) 'dasar cita-cita' (perkumpulan atau

organisasi), seperti: "Sebelum memasuki organisasi, terleblh dahulu

kita harus tahu asas dan tujuannya"; (3) 'hukum dasar', seperti:

"Tindakannya melanggar asas kemanusiaan" [Kamus Besar Bahasa

Indonesia, 2001:70).

Jika kata asas in! dihubungkan dengan kata hukum, sehingga

menjadi asas hukum, maka yang dimaksud adalal^ dasar yang menjadi

tumpuan berpikiratau berpendapatdalam penegakan dan pelaksanaan

hukum. Asas hukum pidana, mlsalnya, adalah dasar berpikir dalam

pelaksanaan hukum pidana. Pada umumnya asas hukum berfungsi

sebagai rujukan untuk mengembalik^ se^la permasalahan yang

berkenaan dengan hukum. Dengan demikian, asas hukum Islam

merupakan rujukan atau dasar pijakan untuk mengembalikan segala

permasalahan yang terkait dengan hukum Islam.

Asas hukum Islam dapat ditemukan dari kedua sumber pokok

hukum Islam, yaknl Aiquran dan sunah, ditambah dengan sumber

pemikiran para ulama melalui ijtihad. Dalam ketiga sumber tersebut

bisa digali berbagai asas hiikum Islam, baik secara umum maupun

secara khusus yang meliput) berbagai ruang lingkup hukum Islam.

Dalam Aiquran dan sunah, asas-asas hukum Islam tersebut memang
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tidak diungkapkan secara tegas, namun para ahli dapat menemukannya

melalui penelaahan yang teliti terhadap makna-makna yang tersirat

dalam kedua sumbertersebut, sehingga dapat ditemukan kesimpulan-

kesimpulan yang dituangkan dalam asas-asas hukum islam. Dengan

demlkian, asas-asas hukum Islam tersebut ditentukan melalui ijtihad

para ulama. Itulah sebabnya, tidak ada keseragaman dari para ulama

dalam mengungkapkan asas-asas hukum Islam tersebut.

2. Asas-asas Umum Hukum islam
\

Asas-asas umum hukum Isiam berarti asas-asas hukum Islam

secara umum yang meliputi semua kajian atau ruang lingkup hukum

Islam. Dengan demiklan, asas-asas umum hukum Islam ini meliputi

semua asas yang ada dalam hukum Islam baik dalam masalah ibadah

maupun muamalah.

Secara umum, asas-asas hukum Islam ada tiga, yaitu asas

keadllan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Berikutnya

akan dfuraikan ketiga asas hukum Islam tersebut.

a. Asas keadllan

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum

Isiam yang mendasari semu|̂ asas hukum Islam lainnya. Alcjuran
berulang-uiang menyebutkan masallh keadllan ini (bahkan lebih dari
seribu kali) yang mengindikasikan betapa pentlngnya keadilan itu

menurut Alquran dan sekaligus dalam Isiam.

Kata yang digunakan Alquran untuk menyebut keadilan adalah

al-'adl dan al-qlsth yang secara umum keduanya berarti

'distribusiyang merata', termasuk dlstrlbusimateri (Engineer, 1999:60).

M. Quraish Shihab menulis bahwa Alquran menggunakan tiga istflah

untuk mengungkapkan keadllan, yaitu at-'adl al-qisth, dan al-mfzan

(^fj^l), %dl yang berarti 'sama' memberikan kesan adanya dua pihak

atau lebih, karena jlka hanya satu pihak tidak akan terjadi persamaan.
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QJsth yang arti asalnya 'bagian' tidak harus mengantarkan adanya

persamaan. Bagiandapatsaja diperoleh pleh satu pihak. Karena itu, kata

qisth lebih luas dari 'adi. Sedang mizan derarti 'alat untuk menimbang',

dan juga berarti 'keadilan', karena bahasa sering menyebut 'alat' untuk

makna 'hasil penggunaan alat itu' (Shihab, 1996:111-112).

Keadilan yang dituntut oleh Alquran amat beragam, tidak

hanya dalam proses penetapan hukum atau terhadap orang yang

berseiisih, melalnkan juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri,

orang tua, dan kerabat dekat (QS. al-Nisa' [4]: 135). Ajaran Islam

yang sangat pokok menurut Alquran adalah keadilan untuk golongan

masyarakat lemah. Alquran mengajarkan kepada umat Islam untuk

berlaku adil dan berbuat kebaikan (QS. al-Nahl [16]: 90). Alquran

juga menyebutkan bahwa kebencian tehadap kaum atau masyarakat

tertentu tidak boleh menyebabkan orang yang beriman berbuat tidak

adil, sebagaimana yang ditegaskan dalam surat al-Maidah (5): 8:

hfw tfilj ^

(A :6-v5\J|||
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklali kamu jadi orang-orang

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi

dengan adil. Dan janganlah sekali-kail kebencianmu terhadap

suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang

kamu kerjakan (QS.al-IVIaidah [5}:8).

Ayat dl atas juga memerintahkan berbuat adil terhadap saksi,

berlaku lurus dalam melaksanakan hukum, meskipun kepada musuh.

Bahkan Alquran menegaskan bahwa keadilan itu lebih dekat kepada
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takwa. Jadi, Alquran menegaskan bahwa Readilan merupakan bagian

integral dari takwa. Atasdasar inilahAshgharAli Engineermenyatakan

bahwa takwa dalam Islam bukan hanya konsep ritualistik, namun

secara integral juga terkait dengan keadilan sosial dan ekonomi

(Engineer, 1999: 58). Konsep yang sangat ideal ini banyak dinodai

oleh perjalanan historis pemerintatian Islam sepeninggal Nabi

Muhammad dan khulafaur rasyidin hingga sekarang.

Jika kita menjadikan Alquran sebagai sumber hukum atau sumber

ajaran Islam, kita akan menjumpai berbagai macam ayat Alquran

yang berbicara tentang keadilandalam berbagai aspekyang berbeda.

Dan keadilan inilah yang menjadi asas, dasar, titik tolak, proses, dan

sasaran hukum Islam.

b. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum ini, antara lain dijelaskan dalam Alquran

surat al-lsra' (17): 15 yang berbunyi:

Artinya: Oan tidaklah Kami menjatuhkan suatu hukuman (siksaan) sesudah

Kami mengutus seorang Rasul(untuk mengundangkannya) (OS. al-

Isra' 117]: 15).

Hal yang senada juga dinyatakanlfalam^urat al>Maidah (5): 95
yang berbunyi:

o loJLjlil) ... CaICm lip Up ...
Artlnya: ...Allah mengampuni hal-hai yang sudah lampau... (C^. al-Maidah

15]:95).

Dari dua ayat tersebut dapat dipahami, bahwa suatu perbuatan

tidak dapat dikenai sanksi hukum kecuali ada ketentuan perundang-

undangan yang ada terlebih dahulu dibandingkan perbuatan itu.
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Asas ini merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam

dan dapat dijadlkan dasar dalam mengukur suatu keadilan serta

menjamin suatu kepastian hukum.

c. Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan

kepastian hukum. Asas ini jugadisebutasaskemaslahatan. Kemanfaatan

atau kemaslahatan selalu menjadi pertimbangan dalam melaksanakan

suatu keadilan dan kepastian hukum. Perintah dan larangan dalam

hukum Islam yang berkonsekuensi pahala dan hukuman juga

didasarkan pada asas kemanfaatan atau kemaslahatan ini. Berbagai

hukuman yang ditetapkan dalam aturan pidana Islam dilaksanakan

dengan mempertimbangkan kemanfaatan atau kemaslahatan

manusia, baik bagi yang berbuat pidanc| maupun bagi yang dikenai

perbuatan pidana. Dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap

seorang pembunuh, misalnya, dapat dipertimbangakan kemanfaatan

penjatuhan hukuman itu bagi terdakwa sehdiri dan bagi masyarakat.

Jikahukuman Itu lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, maka

hukuman itu sebaiknya dijatuhkan. Jika pembatalan hukuman mati

lebih bermanfaat bagi terdakwa sendiri dan juga membawa manfaat

bagi masyarakat terutama keluarga ko^an, maka hukuman mati
itu dapat diganti dengan hukuman denda yar^ dibayarkan kepada
keluarga korban (yang terbunuh) sesuai dengan ketentuan yang ada.

Asas inidipahamidariAlquran surat al-Baqarah (2):178yangberbunyi:

jib. jii jtiaip
M

(\ YA ih dJJS Ikt
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang nneredeka

dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan

wanita. Maka barang siapa yang niendapat suatu pemaafan dari

saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara

yang baik, dan hendaklaii (yang diberi maaf) membayar (diat)

kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (puia). Vang

demikian itu adaiahi suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu

rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka

baginya siksa yang sangat pedih (QS.al-Baqarah [2]: 178).

Ayat di atas berisi tentang hukuman kisas^ dan hukuman

penggantinya(diat).Untuklebihjeiasnyatentang masalah ini,bandingkan

dengan tujuan hukumIslam seperti sudah dijelaskan di depan.

3. Asas-asas Hukum PIdana Islam

Hukum pIdana Islam merupakan baglan yang sangat penting

dalam hukum Islam yang sering dljadikan patokan pemberlakuan

hukum Islam dalam suatu negara. Untuk memahami pemberlakuan

hukum pIdana Islam, dapat dipahami asas-asas di bawah inl:

a. Asas legalltas

Asas legalltas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada

pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang

yang mengaturnya. Seseorang yang melanggar sebelum dltetapkan

suatu hukuman (sanksi) tertentu, maka ia tidak dikenal hukuman

(sanksl) setelah dltetapkan setelahnya. Asas ini dldasarkan pada

Alquran surat al-lsra' (17) ayat 15:

Artinya: Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikui dosa orang lain,

dan Kami tidak akan mengazabsebeium Kami mengutus seorang

rasul (QS.at-tsra' [17]; 15).
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Dasar yang lain adalah Alquran surat al-An'am (6) ayat 19,

terutama potonganayatyangartinya:"... Dan Al Quraninidiwahyukan

kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu

dan kepada orang-orang yang sampal Alquran (kepadanya)...". Asas

legalltasinisudah ada dan telah berlakuterkait dengan pemberlakuan

hukum Islann sejak ayat-ayat Alquran diturunkan.

b. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain

Asas ini berarti bahwa seseorang tidak bisa memindahkan

kesalahan yangdiperbuatnya kepadaorang lainyangtidak melakukan

kesalahan. Di dalam Alquran ada beberapa ayat yang menegaskan

adanya asas tersebut, misalnya QS. al-An'am (6):164, QS. Fathir(35):

18, al-Zumar (39): 1, QS. al-Najm (53): 38, dan QS. al-Muddatstsir

(74): 38. DalamQS. al-An'am(6): 164 Allah menyatakan:

'M '4 5^4^- ^3
(nt

Artinya:Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya

kembali kepada dirinya sendiri, dan seo&g yaiig berdosa tidak
akan memtkul dosa orang lain (QS.al-An'am [6]: 164).

Semua ayat Alquran di atas mengandung makna yang senada,

yakni menyatakan bahwa seseorang tidak bisa memikul dosa atau

kesalahanorang lain,tetapi setiap orang yang berdosa atau bersalah

akan menanggung akibatnya sendiri. Setiap orang yang melakukan

tindak pidana akan mempertangungjawabkannya sendiri dan tidak

bisa mengatihkan tanggung jawab kepada orang lain.

c. Asas praduga tidak bersalah

Asas ini hampir tidak sama dengan dua asas hukum pidana di

atas, termas^ dasar-dasamya dari Alquran. Seseorangyangdidakwa
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mejakukan suatu tindak pidana hams dianggap tidak bersaiah

sebelum hakim menyatakan bersaiah berdasarkan bukti-bukti yang

ada, atau orang tersebut mengaku telah melakukannya tanpa ada

tekanan dari orang lain.

4. Asas-asas Hukum Perdata Islam

Asas-asas hukum Islam yang digunakan pedoman dalam

mengatur masalah keperdataan atau masalah pribadi seseorang,

seperti ditulis oleh Muhammad Daud Ali (1996:118-124) adalah:

a. As^s kebolehan atau mubah

Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan

perdata (sebaglan dari hubungan muamalah) selama hubungan

itu tidak bertentangan dengan Alquran dan sunah. Dengan kata

lain, pada prinsipnya segala bentuk hubungan perdata adalah

boleh diiakukan, kecuali kalau dllarang oleh Alquran dan sunah.

Dengan demikian, hukum Islam memberikan kebebasan yang

seluas-luasriya kepada seseorang untuk mengembangkan bentuk

dan macam hubungan perdata seiring dengan perkembangan

zaman dan kebutuhan masyarakat. Alquran surat al-Baqarah (2):

185 dan 286 memberikan kemudahan kepada manusia untuk

berbuat dan tidak mempersulitnya.

b. Asas kemaslahatan hidup g
Asas ini mengandung makna bahwa hubungan perdata apa pun

dapat dilakukan asal hubungan itu mendatangkan kebaikan,

berguna, dan berfaedah bagi kehidupan manusia meskipun tidak

ada ketentuannya dalam Alquran dan sunah. Asas ini sangat

berguna untuk pengembangan berbagai iembaga hubungan

perdata dan dalatn menilai lembaga-lembaga hukum non-Islam

yang ada dalam suatu masyarakat. Jika iembaga-lembaga itu

membawa manfaat bagi Islam dan umat Islam, maka dapat

dlterlma, dan jika tidak bermanfaat bahkan mefusak, maka harus
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ditolak. Untuk melihat ada atau tidak adanya manfeat dalam hal-
hal seperti itu, Ijtihad memlliki peran yang sangat penting.

c. Asas kebebasan dan kesukarelaan

Asas ini mengandung makna bahwa setiap hubungan perdata

hams dilakukan secara bebas dan sukarela. Kebebasan kehendak

para pihak yang melahirkan kesukarelaan dalann persetujuan

s harus senantiasa diperhatikan. Menurut asas Ini, selama nas

tidak mengatur hubungan perdata, selanna itu pula para pihak

bebas mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing.

d. Asas menolak mudarat dan mengambil manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa segala bentuk hubungan

perdata yang nriendatangkan kerugian (mudarat) harus dihindarl

dan (hubungan perdata) yang bermanfaat bag! diri sendiri dan

masyarakat harus dikembangkan. Asas ini juga berarti bahwa

menghindari kerusakan harus didahulukan darlpada mengambil

keuntungan (kebaikan), seperti perdagangan narkotika,

mengadakan perjudian, prostitusi, dan lain sebagainya.

e. Asaskebajikan ^ ^
Asas in! mengandung makna bahwa setfap hubungan perdata

seharusnya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua

belah pihak dan pihak ketiga dalam masyarakat. Jlka hubungan

tersebut tidak membawa kebaikan dan bahkan membawa

kemsakan, maka hubungan itu harus dihindarkan. Asas ini

didasarkan pada Alquran, di antaranya surat al-Maidah (5): 90.

f. Asas kekeluargaan

Asas ini juga dinamai asas kebersamaan yang sederajat. Maksud

asas int adalah asas hubungan perdata yang didasarkan pada

hormat-menghormatf, kaslh-mengasihi, dan tolong-menolong

daiam mencapai tujuan bersanta. Asas Ini menunjukkan suatu

hubungan perdata antara para pihak yang menganggap diri
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masing-masing sebagai anggota dari satu keluarga, meskipun,

pada hakikatnya, bukan keluarga.

g. Asas adil dan berimbang

Asas adil mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh

mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, dan pengambllan

kesempatanpadawaktupihak lain sedangberadadalamkesempitan.

Asas ini juga berarti bahwa hasil yang diperoleh dalam hubungan-

perdata harus berinibangdengan usahayangdilakukan.

h.^ Asas mendahulukan kewajiban dari hak
Asas in! mengandung makna bahwa dalam melakukan hubungan

perdata, para pihak harus mengutamakan penunalan kewajiban

daripada menuntut hak. Menurut hukum Islam, seseorang

baru memperoleh haknya, misalnya mendapatkan pahala atau

upah, setelah la menunalkan kewajibannya leblh dahulu. Asas

Ini merupakan kondisi hukum yang mendorong terhlndarnya

wanprestasi atau ingkar janji.

i. Asas larangan merugikan dirl sendiri dan orang lain

Asas ini mengandung makna bahwa para pihak yang melakukan

hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang

lain. Menurut asas ini, seseorang dllarang menelantarkan dirinya,

dalam arti tidak mau ili^mepara makanannya, kesehatannya,
dan kesejahteraannya. Begitu Juga, seseorang dilarang merusak

harta, mesklpun tidak merugikan diri sendiri, tetapl akan

merugikan orang lain. Ini berarti memusnahkan barang untuk

mencapai kemantapan harga atau keseimbangan pasar juga

dllarang hukum Islam, initah yang bisa dipahami dari Alquran

surat al-Baqardh (2): 188 dan 195; Ali Imran (3): 130; al-Nisa' (4);

2 dan 29; al-Maidah (5): 2; dan al-Tahrim (66); 6.

j. Asas kemampuan bertindak

Menurut asas ini setiap manusia pada dasarnya dapat menjadi
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subyek da|am hubungan perdata, jika ia memenuhi syarat

untuk bertindak dalam hubungan itu. IVIanusfa yang dianggap

nnemenuhi syarat dalam bertindak dalam hubungan perdata,

menurut hukum Islam, adalah manusia mukalaf, yaitu manusia

dewasa yang mampu memikul hak dan kewajiban, serta

sempurna rohani dan jasmaninya. Orang yang tidak memenuhi

syarat ini tidak diperbolehkan melakukan hubungan perdata,

atau hubungan perdata yang dilakukan adalah batal.

k. Asas kebebasan berusaha

Menurut asas ini pada prinsipnya setiap orang bebas berusaha

untuk menghasilkan sesuatu yang balk bagi dirinya sendiri dan

keluarganya. Asas ini juga memberikan kesempatan yang sama

kepada semua orang dalam berusaha tanpa batasan, kecuali

batasan yang ditentukan hukum Islam.

I. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa

Asas ini berarti bahwa seseorang akan mendapatkan hak

berdasarkan usaha dan jasa, balk yang dilakukannya sendiri

maupun yang dilakukan bersama orang lain. Usaha dan Jasa

yang dilakukan haruslal^sah^ yang balk dan tidak boleh yang
diiarang atau bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Asas ini dapat dlpahami dari Alquran surat al-An'am (6): 164; al-

Anfal (8): 26;al-Nahl (16): 72;al-lsra' (17): 15 dan 19; Fathir (35):

18; al-Zumar(39): 7; al-Mu'min (40): 64; dan al-Najm (53): 38.

m. Asas perllndungan hak

Asas ini berarti bahwa semua hak yang diperoleh seseorang

dengan jalan yang sah harus dilindungi. Jika haknya dilanggar

oleh salah satu pihak yang melakukan hubungan perdiata, maka

pihak yang dirugikan berhak menqntut pengembalian hak atau

menuntut kerugian pada pihak yang merugikannya.
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X

n. Asas hak milik berfungsi sosial

Menurut asas ini hak milik seseorang tidak boleh dipergunakan

hanya untuk kepentingan pribadi pemlliknya saja, tetapi harus

dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan sosial. Hukum

Islam menetapkanbahwaharta yangdikumpulkan seseorangdalam

jumlah tertentu dandalam jangka waktu tertentuwajib dikeluarkan

zakatnya untukorang-orang yang membutuhkannya (ada delapan

golongan). Hal ini ditegaskan Alquran terutama dalam surat al-

Taubah(9): 60; al-Hasyr (59): 7; dan al-Dzariyat (51); 19.

o. Asas yang beriktikad baik harus dilindungi

Asas ini terkait erat dengan asas lain yang menyatakan bahwa

orang yang melakukan perbuatan tertentu bertanggung jawab

atas perbuatannya. Jika dalam melakukan hubungan perdata

ada pihak yang tidak mengetahu'̂ cacatyangtersembunyi dan ia

mempunyai iktikad baik dalam hubungan tersebut, maka pihak

tersebut harus dilindungi kepentingannya dan berhak menuntut

sesuatu jika ia dirugikan karena iktikad baiknya itu.

p. Asas risiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja

Asas ini menjunjung tinggi masalah pekerjaan yang berlaku dl

perusahaan-perusahaan yang merupakc^i pe^ekutuan antara
pemillk modal (pemodal) danpemiliktenap(pekerja). Jika perusahan

fnl mengalami kerugian, maka yang menanggung keitigiannya hanya

pemilik modal, bukan pemitik kerja (tenaga kerja). Para pekerja tetap

terjamin haknya untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang

dilakukannya tanpa tergantung kepada kbndisi perusahaannya.

q. Asas mengatur dan memberl petunjuk

Asas ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan perdata, seiain yang

berslfat/jdor/karena ketentuannya yang hanyalah berslfat

mengatur dan member! petunjuk saja kepada orang-orang yang

akan memanfaatkannya dalam mengadakan hubungan perdata.
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Para pihakyangterlibat dalam hubungan perdata dapat memilfh

ketentuan lain berdasarkan kesukareiaan dengan syarat tidak

bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

r. Asas tertulis dan diucapkan di depah saksl

Asas ini berarti bahwa hubungan perdata seyogianya dilakukan

dalam bentuk perjanjian tertulis di hadapan saksl untuk

menghindari adanya pengingkaran dalam perjanjian tersebut.

Dalam keadaan tertentu, perjanjian itu bisa juga dilakukan

secara lisan di^hadapan saksi-saksi yang memenuhi syarat. Asas

ini dipahami dari Alquran surat al-Baqarah (2): 282.

Itulah delapan belas asas hukum Islam yang terkait dengan

masalah keperdataan secara umum. Kalau diperhatikan dengan teliti,

asas-asas tersebut lebih tertuju kepada masalah-masalah ekonomi

atau perdagangan (muamalah dalam arti khusus)dan tidak mencakup

masalah keperdataan yang lain, seperti masalah perkawinan dan

kewarisan. Oleh karena itu, perlu juga diuraikan secara khusus asas

hukum Islamyang terkait dengan masalah perkawinan dan kewarisan.

5. Asas-asas Hukum Perkawinan Islam

Perkawinan merupakan suatu akad a^u perjanjian yang

diwujudkan dengan/yo6 dan todu/yangdapatmenghatllkan pergaulan
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri

dalam rangkan mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia yang

taat kepada Allah dan mencapai kerldaan-Nya. Hubungan perkawinan

merupakan hubungan keperdataan. Dalam hubungan perkawinan ini

berlaku beberapa asas. Asas-asas yang dlmaksud adalah:

a. Asas kesukareiaan

Asas ini merupakan asas terpenting perkawinan daiam Islam.

suatu
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perkawinan. Kesukarelaan tidak hanya melibatkan kedua calon

suami istri, tetapi juga di antara kedua orang tua kedua belah

pihak. Perkawinan yang tidak dibangun atas dasar asas ini akan

suiit mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diinginkan

hukum Islam. Asas Ini banyak dinyatakan dalam sunah atau hadis

Nabi Muhammad saw.

b. Asas persetujuan kedua belah pihak

Asas ini merupakan konsekuensi logis dari asas yang pertama

di atas. Dengan asas ini, berarti dalam perkawinan tidak boleh

terjadi adanya pemaksaan dari satu pihak kepada pihak yang

lain. Orang tua atau wall, misalnya, tidak boleh memaksa

anaknya (termasuk anak gadisnya) untuk menikah dengan calon

pasangan yang tidak disukalnya. Dalam sunah Nabi ditegaskan

bahwa seorang gadis yang akan dlnikahkan harus dimintai

persetujuannya. Persetujuan ini bisa ditunjukkan dengan sikap

diamnya. Bahkan Nabi menegaskan, perkawinan yang tidak

didasari persetujuan kedua bel^h pihak bisa dibatalkan.

c. Asas kebebasan memilih pasangan

Asas Ini berarti bahwa dalam sebuah perkawinan seorang

calon pengantin diberlkan kebebasan u^tuk meniilih calon

pasangannya. Asas ini juga ditegaskan dalam sunah Nabi,

misatnya Nabi memberlkan kebebasan untuk memilih

meneruskan perkawinan atau membatalkannya kepada seorang

wanita yang dlnikahkan oleh orang tuanya dengan seseorang

yang tidak disukalnya.

d. Asas kemltraan suamI istri

Asas Ini menegaskan bahwa dalam suatu rumah tangga seorang

istrl menjadi mitra suaminya. Meskipun demlkian, bukan berarti

kedudukan suami dan istrl sama dalam segala hal. Harus diakui

b^wa kedudukan suami dan Istri tidak sama secara fungsional,
misalnya seorang suami menjadi kepala rumah tangga (kepala
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keluarga) dan istri sebagai ibu rumah tangga, dan sebaginya. Hal

ini ditegaskan dalam Alquran, seperti dalam surat al-Baqarah (2):

187 dan al-Nisa' (4): 34, serta sunah Nabi.

e. Asas untuk selama-lamanya.

Asas ini mengandung arti bahwa perkawinan dalam Islam

dilangsungkan untuk mendapatkan keturunan dan membina

cinta' kaslh selama hidup. Hal Ini bisa dipahami dari Alquran

surat al-Rum (30): 21. Atas dasar asas Ini, perkawinan mut'ah

(perkawinan musiman) yang hanya untuk kepentingan sesaat
(waktu tertentu) dilarang dalam Islam. Sedapat mungkin

perkawinan dapat berlangsung abadl. Meskipun demikian,

Islam masih memberikan jalan keluar dengan menghentikan

perkawinan (melakukan perceraian) dalam keadaan terpaksa.

f. Asas monogami terbuka

Asas Ini dipahami dari Alquran surat al-Nisa' (4): 3 dan 129.

Dalam ayat 3 dijelaskan bahwa seorang laki-laki musllm boleh

beristri lebih dari seorang, dengan syarat mampu berlaku adil

terhadap semua Istrinya, dan jlka tidak mampu berbuat adfl, dia

harus beristri seorang saja. Dalam ayat 129 Allah menyatakan

bahwa seorang suami tidak al^n ni|mpu berbuat adil kepada
istri-istrinya, meskipun dia menginginkannya. Oleh karena itM,

seorang suami sebaiknya menikahi seorang istri saja. Beristri

lebih dari satu bIsa ditempuh dalam keadaan darurat, misalnya

ketika si istri tidak bisa memberikan keturunan, tidak bisa

melayani suami karena menderita sakit, atau karena alasan-

alasan syarak yang lain dan si suami mampu bersikap adil.

6. Asas^asas Hukum Kewarisan Islam

Seba^imana asas-asasyang lain, asaskewarisan islam In! bersumber

pada Alquran dan sunah Nal?}. Dari kedua sumber pokok hukum Islam ini

dapat ditemukan beberapa asas kewarisan sebagai berlkut:
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a. Asas ijbari

Asasiniberarti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal

dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut

ketentuan Allah, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris

atau ahli warisnya. Unsur ijbari (keharusan) in! terlihat dalam

hal keharusan ahli waris menerima perpindahan harta pewaris

kepadanya sesuai dengan junnlah yangditentukan oleh Allah. Jadi,

perpindahan harta dari pewariskepada ahliwarisnya berlangsung

^ secara otomatis. Seseorang tidak boleh menghalangi hak ahli

waris untuk mendapatkan bagian dari harta waris. Asas ijbari

hukum kewarisan ini dapat pula dilihat dari beberapa segi lain,

yaltu: (1) dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang

meninggal dunia; (2)dari segi jumlah harta yang sudah ditentukan

untuk masing-masingahliwaris;dan (3)dari segi mereka yangakan

nrtenerima peralihan harta peninggalan itu, yang sudah ditentukan

dengan pasti, yaknimereka yang mempunyai hubungan darah dan

ikatan perkawinan dengan pewaris.

b. Asas bilateral

Asas ini berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari

kedua beiah plhak, d^ pihak kerabat keturunan laki-laki dan
dari pihak kerabat keturuna^ perempuan. Asas ini didasarkan
pada Alquran surat al-Nisa' (4): 7,11,12, dan 176. Patam ayat

7 ditegaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan

dari ayahnya dan Juga dari Ibunya, demikian juga halnya dengan

seorang perempuan. Ayat 11,12, dan 176 memerinci pembagian

masing-masing pihak ahli waris terhadap bagian warisnya.

c. Asas Individual

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi

Masing-masing ahli waris memperoleh bagian sesuai dengan
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ukuran masing-masing. Setiap ahii waris berhak atas bagian yang

didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain.

d. Asas keadilan berimbang

Asas ini berarti bahwa dalam pembagian waris Piarus ada

keseimbangan antara hak yang diperoleh seorang aliii waris

dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Itulah sebabnya

maka ketentuan pembagian warisan ini berbeda-beda. Dalam

sistem kewarisan islam, harta peninggalan yang diterima oleh

ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan

tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Laki-laki dan

perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan

kewajiban yang dipikulnya masing-masing (nantinya) dalam

kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi

penanggung jawab kehidupan keluarga (QS. al-Baqarah (2): 233)

menurut kemampuannya (QS. al-Thalaq (65): 7).Tanggung jawab

itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya,

terlepas dari persoalan apakah si istri mampu atau tidak, si anak

memerlukan bantuan atau tidak. Jadi, perbedaan bagian masing-

masing ahli waris ini selmbang dengan tanggung jawab yang

diembannya terkait dengan pewaris yang meninggalkannya.

e. Asas akibat kematian M

Asas ini menyatakan bahwa kewarisan itu baru ada kalau

ada yang meninggal dunia. Menurut asas ini peralihan harta

seseorang kepada orang tain, dalam bentuk warisan, terjadi

setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia.

Dengan demfklan, segala bentuk peralihan harta seseorang yang

masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun

akan dilaksanakan sesudah dia meninggal dunia, tidak termasuk

ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. Begitu jMga,

Hukum Islam tidak mengenal kewarisan atas dasar waslat yang
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dibuat oleh seseorang pada waktu ia ma'sing hidup, atau yang

oleh hukum perdata Barat disebut kewarisan secara testamen.

B. Kaidah-kaidah Hukum Islam

Pembahasan tentang kaidah-kaidah hukum islam sangat terkait

eratdengan pembahasan asas-asas hukum Islam.Karenaitulah, kedua

masalah ini dijadikan dalam satu bab di buku ini. Kedua masalah ini

memiliki keterkaitan, terutama karena keduanya merupakan hasil dari

ijtihad para ulama fikih (fukaha) dengan cara berpikir induktif dengan

mendasarkan pada kedua sumber pokok hukum Islam, yakni Alquran

dan sunah, serta dengan meneliti materi-materi fikih yang beraneka

ragam bentuk dan ragamnya, sehingga dapat dirumuskan kesimpulan

umum. Asas dan kaidah hukum Islam merupakan pengembangan

yang lebih spesjfik dari teori-teori yang ada dalam usul fikih.

Di atas sudah ditegaskan bahwa asas hukum Islam dasar

yang menjadi tumpuan berpikir untuk mengemballkan segala

permasalahan yang terkait dengan hukum Islam. Dengan memahami

asas hukum Islam Ini, akan mudah bagi seseorang memahami

permasalahan hukum Islam yang bermacam-macam.

1.Pengertlan Kafdifi Hulfum Islam
Kaidah hukum Islam sering dipahami berbeda-beda oleh para

ahli fikih. Ada yang memaksudkannya sebagai usul fikih dan ada yang

memaksudkannya sebagai kaidah fiqhiyah. Seperti sudah dijelaskan

di bab sebetumnya, usul fikih merupakan iimu tentang kaidah-kaidah

untuk memahami fikih (al-Jarjani, 1988: 28). Usul fikih kemudian

sudah menjadi salah satu disiplln ilmu tersendiri yang berbeda
dengan ilmu fikih, namun sangat terkait.

Secara etimologis kaidah fiqhiyah berasal dari kata al-qa*idah

al-fiqhiyyah atau sering disebut dalam bentuk Jamak al~qawa'id al-
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fiqhiyyah. Dalam bahasa Arab al-qa'idah bermakna asas, dasar, atau

fondasi. Dari makna ini terlihat adanya unsur penting dalam kaidah,

yaitu hai yang bersifat menyeluruh {kulli) yang mencakup seluruh

bagian-bagiannya. Dengan demikian, maka al-qawaid-al-fiqhiyyah

secara etimologis berarti dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan

dengan masalah-masalah fikih.

Adapun secara terminologis para uiama mendefinisikan kaidah

secara beragam. Imam Tajuddin al-Subki mendeflnisikannya sebagai:

dp

Artinya:Suatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak

sekali, yang bisa dipahanoi hukum bagiannya dengan kaidah

tersebut (al-Subki,tt: 11).

Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan kaidah sebagai

kumpuian hukum-hukum serupa yang kemball kepada satu kias

(ukuran) yang mengumpulkannya (Muhammad Abu Zahrah, 1958:

10). Dalam al-Ta'iifat al-JarJani (1988: 171) mendefinisikan kaidah

sebagai ketetapan yang menyelu^h (/^///) yang mencakup seluruh
bagian-bagiannya. Sedang al-Sayuthi dalam kitabnya, al-Asybah wa

al'Nazhair, nriendeffnisilcan kaidah sebagai hukum universal yang

meliputi bagian-bagiannya (al-Sayuthi, 1995:5).

Oaribeberapa definisitentangkaidahdiatasdapatdisimpulkanbahwa

kaidahmerupakan hukum dasar yang bersifat universal(menyeluruh)yang

meliputt seluruh bagian-bagiannya. Dari makna kaidah yang menyeluruh

inilahdalamterminologi hukum Islamdikenaldua macam kaidah mendasar,

yaitu kaldah-kaidah usul fikih yang digunakan untuk menemukan hukum

dari sumber Alquran dan sunah dan yang kedua kaidah-kaidah fiqhiyah,

yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan s^ra general dari materi fiklh dan



186 Dr.Marzuki, M.Ag.

A

>, •

kemudian digunakan untuk menentukan hukum dari kasus-kasus bam

yang timbul yang belum jelas hukumnya di daiam nas. Atas dasar inilah

MukhtarYahya mendefinisikan kaidahfiqhiyahsebagai kaidahumum yang

meliputi seluruh cabang masalah-ma^lah fikih yang menjadi pedoman

untuk menetapkan hukum dari setiap peristiwa, baik yang telah ditunjuk

oleh nasyangsharih maupunyangbelum ada nasnya sama sekali (Mukhtar

Yahya dan Fatchurrahman, 1993:485).

Kaidah fiqhiyah di samping berfungsi sebagai tempat bagi para

mujtahid mengembalikan seluruh permasalahan fikih, juga sebagai

kaidah untuk menetapkan hukum masalah-masaiah baru yang tidak

ditunjuk oleh nas yang sharih yang sangat memerlukan ketentuan

hukum. Oleh karena itu, setiap orang yang sanggup menguasai

kaidah-kaidah fiqhiyah niscara mapripu menguasai seluruh bagian

masalah fikih dan sanggup jnenetapkan ketentuan hukum setiap

peristiwa yang belum atau tidak ada nasnya.

2. Ruang Lingkup dan Kegunaan Kaidah Hukum Islam

Sebagai suatu disiplin kajian (ilmu), kaidah hukum Islam atau

kaidahfiqhiyah memiliki objek tertentu. Yang menjadi objek bahasan

kaidahyrq/i/ya/i adalah perbuatan orang mukalafdan materi-materi fikih

(hukum Islam) yang dikeluarkan dari ^idaKikaidah fikih (hukum Islam)
yang sudah mapan yang tidak ditemukan nasnya secara khusus dalam

Alquran dan sunah. Kaidahfiqhiyah ini memberlkan kemudahan untuk

menemukan hukum terkait dengan kasus-kasushukum Islamyang baru

dan tfdakjelas nasnya serta dimungkinkan untuk menghubungkannya

dengan materl-materi hukumIslam lain yangtersebar dl berbagaikitab

fikih. Akhirnya, kaidah ^qhiyah juga memberlkan kemudahan bagi

seseorang di dalam memberlkan kepastian hukum.

Para ulama fikih berbeda pendapattentang ruang lingkup kaidah

fiqhiyah. DI antara mereka ada yang berpendapat bahwa ruang
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lingkup Kaidah fiqhiyah mellputi lima kaidafi khusus yang memiliki

cakupan {scope) dan urutan [sequence) yang berbeda-beda. (A.

Djazuli, 1996:8-10). Lima kaidah dimaksud adaiah:

a. Kaidah yang paling pokok(kaidah induk)yang mendasari seluruh

kaidahfiqhiyah yang ada di bawahnya, yaitu:

JLi^LoXJI It/all

Artinya: Meraih kemaslahatan dan menolak kemudahan.

b. Kaidah-k^idah pokok yang lima [ai-Qawaid al-Khamsah) yang

meliputi keselumhan bidang flkih, yaitu:

Artinya:Segala sesuatu tergantung pada maksudnya.

Artinya: Kemudaratan harus dihilangkan.

Artinya: Keyakinantidak dapat dihilangkan dengan keraguan.

Artinya: Kesulitan dapat menarik pada l^udajian.

Artinya: Adat dapat dijadtkan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum.

c. Kaidah-kaidah cabang yang merupakan penjabaran yang iebih

rind dari kaidah-kaldah pokok yang lima. Dari kaidah yang lima

seperti di atas dapat dimunculkan kaidah-kaidah fiqhiyah yang

Iebih rinci lagi. Sebagai contoh, dari kaidah lima yang kedua,

yakni ^l>^ muncul kaldah-kaidah cabangseperti:
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Artinya: Kemudaratan dapat membolehkan sesuatu yang dilarang.

Artinya: Kennudaratan harus ditolak (dihilangkan) dengan senrtampunya.

d. Kaidah-kaidah fikih yang ruang lingkup dan cakupannya hanya

daiam bidang fikih tertentu, misainya kaidah-kaidah yang berlaku

dalam fikih jinayah (pidana Islam), seperti:

Artinya: Hukuman had itu ditolak karena adanya perkara yang syubhat

(meragukan),

kaidah-kaidah yang berlaku dalam fikih muamalah, seperti:

14^ 533 5t Sij sisuidi 4
Artinya: Hukum asal dalam muamalah adalah kebotehan hingga ada dalil

yang menunjukkan keharamannya, dan kaidah-kaidah dalam

bidang fikih yang lain.

e. Kaidah-kaidah yang merupakan cabang dari bidang hukum

tertentu. Sebagai contoh, dalam b^ang ibadah berlaku kaidah:

}P f 5^
Artinya: Setiap air yang tidak berubah salah satu sifetnya, maka air tersebut

adalah suci.

Dalam bidang muamalah berlaku kaidah:

I

Artinya: Kerugian dibebankan karena orang mendapat keuntungan.
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Kaidah yang lain yangjbga berlaku dalam kelompok ini misalnya^

Artinya: Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan individu.

Contoh yang lain:

Artinya: Menolak mafsadat didahulukan daripada meraih maslahat.

Dari lima ruang lingkup kaidah fiqhiyah di atas, berlkutnya akan

dijelaskan kaldah-kaidah pokok, yakni satu kaidah induk dan lima

kaidah yang lima, yang bisa digunakan untuk menjadi dasar di dalam

memahami permasalahan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari,

balk terkait dengan masalah ibadah maupun muamalah.

Di samping memiliki ruang lingkup yang cukup luas, kaidah

fiqhiyah juga memiliki manfaat yang cukup besar. Di antara manfaat

atau kegunaan kaidah fiqhiyah menurut A. Djazuli (1996: 26) adalah:

a. Dengan mengetahui kaidah fiqhiyah seseorang akan mengetahui

asas-asas umum fikih, sebab kaidah fiqhiyah berkaitan dengan

materl fiklh yang banyak jumlahnya. Dengan kaidah fiqhiyah

inilah dapat diketahui benang merah yang mewarnai fikih dan

menjadi titfk temu dari masalah-mq^filah fikih.

b. Dengan kaidahfiqhiyah seseorang akan lebih mudah menetapkan

hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi.

c. Dengan kaidah fiqhiyah seseorang akan lebih arif dalam

menerapkan fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk

keadaan dan adat kebiasaan yang berlainan.

d. Dengan menguasal kaidah fiqhiyah seseorang akan memperoieh

jalan keluar dari berbagai pendapat yang berbeda, atau

setidaknya bisa menguatkan pendapat yang lebih mendekati
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kepada kaidah fiqhiyah.

e. Dengan mengetahui kaidahfiqhiyah seseorang dapat mengetahui

rahasia dan semangat hukum Islam yang tersimpul di dalam

kaidah/fQ/j/yo/) tersebut.

f. Dengan menguasai kaidah fiqhiyah seseorang akan memiliki

keluasan iimu dan hasil ijtihadnya akan lebih mendekati kepada

kebenaran, kebaikan, dan keindahan.

3. Kaidah Fiqhiyah.PoUok

o Di atas sudah disebutkan bahwa dari sekian banyak kaidah

fiqhiyah yang dirumuskan para ulama, terdapat satu kaidah induk

dan lima kaidah pokokyang dari ini semua dapat dijabarkan berbagai

kaidah cabang maupun kaidah-kaidah lainnya. Di bawah ini akan

diuraikan secara singkat keenam kaidah fiqhiyah yang pokoktersebut.

a. Kaidah pertama, yakni kaidah induk: Meraih kemaslahatan dan

menolal( Icemafsadatan

Artinya: Meraih kemaslahatan dan menolak kenrtudahan.

Tujuanutama disyariatkannyahukum Islamadalah untukterciptanya

kemaslahatan bagi selun^ um|t manusia. Kemaslahatan ini bisa
diraih dengan dua cara, yaitu dengan meraih maslahat dan menolak

mafsadat Perbuatan manusia ada yang berakibat timbulnya

maslahat dan ada juga yang berakibat timbulnya mafsadat Untuk

tercapainya kemaslahatan ini, maka syariat Islam memerintahkan

yang mengandung maslahat dan melarang yang mengandung

mafsadat Maslrtg^masing dari maslahat dan mafsadat ini memiliki

tirrgkatan tertentu. Maslahat memiliki tiga tihgkatan, ada yang

wajib untuk dilaksanakan, ada yang sunah uhtuk ditaksanakan, dan

ada yang mubah untiik dilaksanakan. Adapun mafsadat memiliki
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dua tingkatan, ada yang baram untuk dilaksanakan dan ada yang

makruh untuk dilaksanakan.

Ketika ada dua maslahat dalam waktu yang bersamaan maka-

lebih balk memilih yang paling besar maslahatnya. Ketentuan ini

didasarkan pada beberapa ayat Alquran (seperti 03. al-Zumar (39):.

17-18, OS. al-Zumar (39): 55, dan OS. al-A'raf (7): 145). Sebaliknya,

ketika ada dua mafsadat pada waktu yang sama, maka harus

didahulukan meninggalkan mafisadat yang paling buruk akibatnya.

Apabila berkumpul maslahat dan mafsadat, maka yang harus dipilih

yang kemaslahatannya lebih banyak, dan jika kemaslahatannya

sama banyaknya atau sama kuatnya, maka menolak mafsadat lebih

utama daripada meraih maslahat, sebab menolakmafsadat itusudah

merupakan kemaslahatan. Karenaitu muncul akidahfiqhiyah:

Artinya: Menolak mafsadat didahulukan daripada meraih maslahat.

b. Kaidahkedua, yaitu: 5et/opperkara tergantung kepada tujuannya

Artinya: Segala sesuatu tergantung pada maksudnya.

Niat atau tujuan yang terkandung dalam hati seseorang yang

melakukan suatu perbuatan menja(jf^rite£;ia yang menentukan
nifaidan status hukum dari perbuatan yang dilakukan. Perbuatan

seseorang bisa bernilal wajib, btsa bernilai sunah, bernilal haram,

makruh, atau hanya perbuatan mubah (biasa), tergantung

kepada niat yang menyertainya. Kaidah ini bisa diterapkan

kepada seluruh masalah fikih yang ada.

Niat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan

kualitas perbuatan seseorang, apakah termasuk Ibadah atau

hanya perbuatan biasa. Para uiama bersepakat (ijmak) bahwa
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perbuatan ibadah tidaklah sah tanpa disertai'niat, kecuali pada

hal-hal tertentu. Dengan demikian niat memiliki beberapa

fungsi, seperti: (1) untuk memberdakan antara ibadah dan adat

kebiasaan; (2) untuk membedakan kualitas perbuatan, baik

berupa kebaikanatau kejahatan; (3) untuk nnenentukansah atau

tidaknya suatu perbuatan ibadah tertentu, serta membedakan

' yang wajib darl yang sunah.

Kaldah inidirumuskan dengan mendasarkan kepada ayat Alquran dan

hadisNabi saw. Di antaraayatAlquran yangmendasari kaidah ini adalah

OS. All Imran (3): 145,QS. al-Bayyinah (98): 5, QS. al-Ahzab (33): 5, dan

05. al-Baqarah (2): 225.Adapun hadisNabI yangmendasari kaidah ini

diantaranya adalah"Setiap perisuatan itutergantung kepada niatnya"

(HR. al-Bukhari dan Muslim) dan "Niat seorangmukmin itu lebih baik

daripadaamal perbuatannya"(HR. al-Thabarani).

Dari kaidah ini lahir beberapa kaidah cabang, seperti: (1) Tidak

ada pahala selain dengan niat; (2) Dalam perbuatan yang

disyaratkan dengan niat, maka kesalahan niat nienyebabkan

batalnya perbuatan tersebut; (3) Perbuatan yang secara

keseluruhan diharuskan niat tetapi seCara terperlnci tidak

diharuskan menyatakai^4nlati|ya, maka blla dinyatakan niatnya
dan ternyata salah, menjadi bahaya (rusak); (4) Perbuatan yang

secara keseluruhan maupun secara terperlnci tidak disyaratkan

mengemukakan niat, blla dinyatakannya dan ternyata salah,

tidak berbahaya; (5) Maksud-maksud lafaztergantung pada niat

orang yang mengatakannya.

c. Kaidah ketiga, yaltu: Keyakinan tidak bisa dihapus dengan

keraguan

Artinya; Keyakinan tidak dapat dlhilangkan dengan keraguan.
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Maksud dari kaidah ini adalah bahwa keyakinan harus dipegangi

dan keraguan harus ditinggalkan (dibuang). Sebagai contoh,

seorang debitur telah nnengaku telah membayar hutangnya

kepada kreditur, tetapi kreditur tidak mengakui hal ini, maka

yang meyakinkan adalah belum ada pembayaran hutang dari

debitur kepada kreditur, Contoh lain, bila seseorang menyangka

orang lain telah melakukan kejahatan, maka sangkaan ini tidak

diterima, Jcecuali ada bukti yang sah dan meyakinkan bahwa

orang tersebut telah melakukan kejahatan.

Terkait dengan kaidah ini ada beberapa contoh pengecualian. Yang

pertdma, seorang perempuan yang sedang menstruasi yang ragu

apakah lasudah sue! atau belum, maka la wajib mandi besar untuk

melaksanakan salat. Yangkedud, jika seseorang ragu apakah yang

keluardarinyaitu man!atau niazi,maka iawajibmandi besar untuk

salatnya. Yang ketiga, jika baju seseorang terkena najis, tetapi ia

tidak tahu baglan mana yang terkena najis, maka la wajib mencuci

baju itu seluruhnya. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada

ihtiyath (kehati-hatian) dalam melakukan ibadah, terutama salat.

Kaidah in!didasarkan pada beberapa hadls Nabi saw., di antaranya

adalah: ''Apabila seseorang merasalM se^atu dalam perutnya,
kemudian ia ragu apakah sesuatu Itu telah keluar dari perutnya

atau belum, maka orang Itu tid^k boleh keluar dari masjid sampai

la mendengar suara (kentut) atau mendum baunya" (HR. Muslim).

Hadlsyang lain, Hlnggalkan apa yang meragukanmu, berplndahlah

kepada apa yangtidak meragukanmu" (HR. al-Nasa'ldan al-Tlmr>ldzi).

Dari kaidah pokok in! muncul beberapa kaidah cabang, di

antaranya: (1) hukum asal Itu tetap dalam keadaan tersebut

selama tidak ada hal lain yang merubahnya; (2) hukum asal itu

adalah bebasnya seseorang darf tanggung jawab; (3) hukum asal

adalah ketiadaan sesuatu; dan (4) hukum asal sesuatu adalah
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boieh hingga ada dalilyang menunjukkan keharamannya.

d. Kaidah keempat, yaitu: kesulltan itu dapat mendatangkan

kemudahan.

Artinya: Kesulitan dapat menarik pada kemudahan.

Yang dimaksud al-masyaqqah dari segi bahasa adalah keleiahan,

kepayahan, kesulitan, atau kesukaran. Sedang al-taysir berarti

kemudahan. Jadi, kaidah ini bermakna bahwa kesulitan

menjadi sebab adanya kemudahan. Artinya, hukum-hukum

yang penerapannya menimbulkan kesulitan bagi seseorang

(mukalaf)^ maka syariat memberikan keringanan sehingga ia

mampu meiaksanakannya tanpa kesulitan tersebut. Dalam

ilmu fikih ditegaskan bahwa kesulitan yang dapat membawa

kepada kemudahan ada tujuh macam, yaitu: (1) sedang dalam

perjalanan (musafir); (2)sakit; (3)keadaan terpaksa; (4) iupa; (5)

ketidaktahuan; (6) umum al-balwa (kesukaran umum); dan (7)

kekurangmampuan dalam bertindak hukum.

Masyaqqah cg;j§ini b|rslfiit individual. Bagi seseorang kondisi tertentu
bisa dianggap masyaqqah, namun bagi yang lain beium tentu.

Akan tetapl ada standar umum yang menjadi patokan masyaqqah,

sehinggatidak sembarangan kondisi dianggap masyaqqah. Sebagai

contoh, pada musim dingin orang merasa berat untuk berwudu,

namun hat ini bukan mer\]adi masyaqqah yang membolehkannya

bertayammum. Begitu jup orang yang terpidana merasa berat

dalam menjalani hukumannya. Meskipun demikian hal ini bukan

suatu masyaqqah. Kedua kondisi initidak menjadi masyaqqah, sebab

jika keduanya menjadi masyaqqah akan menyebabkan hitangnya

kemaslahatan ibadah dan ketaatan sehingga menyebabkan talainya

seseorang dalam menjaiankan ibadah.
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Kaidah ini didasarkan pada beberapa ayat Alquran, misalnya QS.

al-Baqarah (2); 185, QS.al-Baqarah (2): 286, QS. al-Nisa' (4): 28,

dan QS. ai-Hajj (22): 78. Dari ayat-ayat Aiquran ini dapat diambii

keslnfipulan bahwa syariat Islam selamanya menghilangkan

kesulitan dari manusia dan tidak ada hukum islam yang tidak

bisa dilaksanakan karena di iuar batas kemampuan manusia.

Sedang liadis Nabi saw. yang mendasari kaidahi ini di antaranya

adalah: "Sesungguhnya agam di sisi Ailaii adalah yang ringan

^ dan mudah" (HR. al-Bukhari), dan "Mudalikanlah mereka dan
janganlah kamu menyulitkan, gembirakanlah mereka dan jangan

menyebabkan mereka lari" (HR. al-Bukhari).

Dari kaidahpokokinimunculbeberapa kaidahcabang, diantaranya:

(1) apabila suatu perkara menjadi sepnpit, maka hukumnya jadi

luas; (2) apabila yang asli sukar dikerjakan, maka bisa berpindah

kepada penggantinya; (3) sesuatti yang tidak dimungkinkan

menjaganya, maka hal itu dimaafkan; (4) keringanan itu tidak

dikaitkandengan kemaksiatan; (5)apabila suatu kata sulltdiartikan

dengan art! yang sesunguhnya, maka kata tersebut berpindah

artinya kepada art! kiasan; (6) apabila sulit untuk mengamalkan

suatu perkataan, maka perkataan tersebut bisa ditinggalkan; (7)

sesuatu bisa dim^g{kan pada keianjutan perbuatan dan tidak
bisa dimaafkan pada permulaannya; (8) sesuatu bisa dimaafkan

pada permulaannya, tetapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya;

(9) sesuatu dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak

dimaafkan pada yang lainnya.

e. Kaidah ketima,yaitu: kemudaratan harus dihilangkan.

Artinya; Kemudaratan harus dihilangkan.

Pada kaidah Indukditegaskan bahwa prinsipsyariat islamadalah
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meraih kemaslahatafi dan menolak kemafsadatan. Dengan prinsip ini

maka hukum Islam itu menghendaki adanya kemaslahatan dan tidak

menghendaki kemafsadatan. Atasdasar inilah muncul kaidah bahwa

semua yang membawa mudarat (mafsadat) harus dihiiangkan.

Banyak contoh dalam ketetapan hukum Islam yang bisa dipahami

dengan kaidah ini. Di antaranya adalah: (1) larangan menimbun barang-

barang kebutuhan pokok, karena ha! ini mengakibatkan kemudaratan

bagi orang banyak, (2) adanya berbagai macam sanksi dalam fikih

jinayah adalah untuk menghilangkan kemudaratan; (3) adanya

aturan tentang pembelaan diri, memerangi pemberontakan, dan

mempertahankan harta milik; (4) adanya aturantalakdalam pernikahan

untuk menghilangkan kemudaratan yang lebih besar dalam kehldupan

rumahtangga; (5) larangan murtaddan dosa-dosa besaryangtain dalam

hukum Islam juga dalam rangkamenghilangkan kemudaratan.

Ada beberapa contoh yang merupakan pengecualian dari

penerapan kaidah ini, misalnya: (1)menghilangkan kemudaratan yang

mengakibatkan datangnya kemudaratan yang sama tingkatannya;

seperti A mengambil makanan B yang sama-sama dalam keadaan

kelaparan. Perbuatan A In! tidak boleh, karena makanan yang

diambll juga sangat dibutuhkan oleh B, kecuali kalau B itu tidak

dalam keadaan kelaparan; (2) menghilangkan kemudaratan yang

mengakibatkan kemudaratan lafi yanf lebih berat atau lebih tinggi
tingkatannya; seperti melarikan diri darl peperangan semata-mata

untuk menyelamatkan diri. Perbuatan seperti ini dilarang, sebab akan

menimbulkan bahaya yang lebih besar, padahal ketika orang yang lari

tadi menjadi korban akan mendapatkan gelar syahid yang nilainya

sangat tinggi dl hadapan Allah.

Penetapan kaidah ini didasarkan pada beberapa ayat Alquran

dan hadis Nabi saw. Oi antara ayat Alquran yang dimaksud adalah

OS. al-Baqarah (2); 173, 231, dan 233, Q$, al-Maidah (5): 105, QS.
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al-An'am (6): 119, dan QS. al-Thalaq (65): 6. Sedang di antara hadis

Nabi yang digunakan dasar adalah: "Allah mengharamkan dari orang

mu'min darahnya, hartanya, dan kehormatannya, serta tidak boleh

berprasangka kecuall dengan prasangka yang baik" (HR. Muslim),

dan "Sesungguhnya darah-darah kanfiu semua, harta-hartamu, dan

kehormatan-kehormatanmu adalah harann" (HR. Muslim).

Dari kaidah pokok ini muncul beberapa kaidah cabang, di antaranya:

(1) kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang; (2) kondisi

darurat Itu diukur sesuai kadar daruratnya, atau Apa yang dibolehkan

karena darurat diukur sekadar daruratnya; (3) kemudaratan harus

ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan; (4) kemudaratan tidak

boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lain, atau Kemudaratan

tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sebanding; (5)

kemudaratan yang khusus boleh dilakukan demi menolak kemudaratan

yang bersif^ umum; (6) kemudaratan yang lebih berat dapat dihilangkan

dengan kemudaratan yang lebih ringan; (7) kemudaratan itu tidak dapat

dibiarkan karena dianggap telah lama terjadi; (8) kebutuhan (hajat) itu

bisa menempati kedudukahdarurat baiksecara umum maupun khusus;

(9)setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat atau karena hajat,

tidak boleh dilaksanakan sebelum terjadinya kondisi darurat atau hajat;

(10) setiap tindakan hukum yan^ i

f. Kaidah keenam, yaitu: adat (dipertimbangkan dalam)

menetapkan hukum.

Artinya: Adat dapat dljadikan(pertimbangan dalam menetapkan) hukum.

Adat adalah k^iasaan yang berlaku terus-menerus di suatu

masyarakat. Para ulama mengartikan adat (al-'adah) hampir

semakna dengan at*utf. Vrf diartikan dengan apa yang dikenal oleh

manusia dan diulang-ulang dalam ucapan-ucapan dan perbuatan-



198 Dr. MarzuW, M.Ag.

lb X

perbuatannya hingga menjadi kebiasaan yang berlaku umum. Ada

yang mendefinisikan adat atau 'utf dengan apa yang dianggap baik

dan benar oleh manusia secara umum yang berulang-ulahg sehingga

menjadi kebiasaan. Definisi yang terakhir ini lebih menekankan

adanya nilai baik dan benar pada adat atau *urf.

Adat initimbul dan dibangun atas dasar nilai-nilai yangsudah ada di

masyarakat. Nilai-nilai initerus terpeliharaseiringdengan perkembangan

yangada di masyarakat tersebut. Islam datangmembawa nilai-nilai yang

bersumber pada Alquran dan sunah. Dengan berpedoman kepada dua

sumber tersebut maka para ulama mengelompokkan adat menjadi

dua, ada adat yang benar {al-'adah al-shahihah), karenasesuai dengan

nilai-nilai Islam, dan ada adat yang salah (al-'adah al-fdsidah), karena

tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Imam al-Syathibi membagi adat

menjadi dua, yaitu adat umum {al-'adah ai-'ammah) dan adat khusus

{al-'adah al-khashshah). Yang dimaksud adat umum adalah kebiasaan

yang tidak berbeda karena perbedaan tempat, waktu, dan keadaan,

seperti kebiasaan makan, minum, tidur, bangun, dan Iain-Iain. Sedang

adat khusus adalah kebiasaan yang berbeda karena perbedaan waktu,

tfempat, keadaan, atau yanglain, seperti bentuk-bentuk rumah, pakaian,

dan Iain-Iain (al-Syathibi, U., II: 297).
§

Sebagaimana kaidah-kaidah sebelumhya, kaidah ini juga memiliki

pijakan dari didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadls Nabi saw. Di

antara ayat Alquran yang memperkuat adanya kaidah ini adalah QS.

al-Baqarah (2): 228dan 233,QS. al-Nisa' (4): 19,QS. al-Maidah (5); 89,

dan QS. al-A'raf (7): 199. DI antara hadis Nabi yang bisa mendukung

kaidah ini adalah sabda Nabi Saw; "Ukuran berat timbangan yang

dipakai adalah ukuran berat ahit Mekkah, sedang ukuran isi yang

dipakai adatah ukuran isi ahli Madinah" (HR. Abu Daud). Suatu hari

Fatfmahbinti Abl Hubaisy bertanya kepada Nabisaw., ia berkata: "Saya

in! berada dalam kondisi haid yang tidak berhenti, apakah saya harus
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meninggalkan salat?" Nabi menjawab; "Tidak, itu darah penyakit

tetapi tinggalkaniah salat berdasarkan ukuran hari-hari yang biasa

engkau menstruasi, kemudian mandiiah dan salatlah" (HR. al-Bukharl).

Hadis-hadis ini menunjukkan adanya kebiasaan di suatu tempat yang

dijadikan dasar untuk menentukan ukuran-ukuran tertentu.

Dari kaidah tentang adat ini, perlu juga diperiiatikan adanya

pengecualian, yakni adanya adat yang tidak boleh dijadikan landasan

hukum., Yang dimaksud adat di sini adalah adat yang bertentangan

dengan nas baikAlquran maupun sunah, seperti puasa ngebleng (sehari

semalam tidak makan), judi, pesta dengan minunnankeras, dan Iain-Iain.

Darikaidah pokok inimuncul beberapa kaidah cabang, di antaranya:

(1) apa yang biasa diperbuat orang banyak dapat menjadi hujah untuk

wajibnya perbuatan itu; (2) adat yang dianggap (sebagai pertimbangan

hukum itu) hanyalah adat yang terus-menerus beriaku umum; (3) adat

yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia

bukanadat yangjarangterjadi; (4)sesuatu yangtelah dikenal karena 'urf

seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat; (5) sesuatu yang

telah dikenal di antara para pedagang beriaku sebagai syarat di antara

mereka; (6) ketentuan berdasarkan "u/fseperti ketentuan berdasarkan

nas; (7) sesuatu yang tidak beriaku be^asarkan adat kebiasaan seperti
yang tidak beriaku dalam kenyataan; (8) arti fiakikl ditin^lkan karena
adanya petunjuk adat; (9) pembefian izin menurut adat kebiasaan

adalah sama dengan pemberian izinmenurut ucapan.

Demikianlah ui^ian singkattentang beberapa kaidah/fg/i/yahyang

pokok yang dapat dijadikan dasar dalam memahami dan menentukan

berbagai permasalahan hukum Islam dl tengah-tengah masyarakat.

Tentu saja kaidah-kaidah ini hanyalah sebgaian dari kaidah-kaidah yang

sangat banyak. Apalagi Jika kaidah fiqhiyah ini diiihat dari berbagai

mazhab fikih yang ada, maka akan lebih banyak lag! kaidah yang bisa

ditemukan. Meskipun demikian, di akhir uraian tentang kaidahfiqhiyah
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iniakan dikemukakan beberapa kaidah fiqhiyah umumyangjuga cukup

populer di kalangan uiama fikih dengan harapan dapat melengkapi

pemahaman tentang kaidah hukum Islamini.

Kaidah-kaldahfiqhiyah yang umum tersebut juga cukup banyak

yang diambil dari pendapat ulama dari berbagai mazhab fikih. Di

antara kaidah-kaidah tersebut adalah:

V^rtinya: Ijtihad yang telahlalu tidakdapatdibatalkan olehijtihad yang kemudian.

Artinya: Humukan had gugur karena samar-samat.

Artinya: Keluar dari perselisihan itu terpuji.

Artinya: Rida atas sesuatu berarti rida pula dengan akibatyang muncul dari

sesuatu tersebut.

Artinya: Sesuatu yang waJib hukumnya tidak boleh ditinggalkan kecuati ada

sesuatu yang wajil^agl. f

Artinya:Suatu kewajibanyang tidak sempuma pelaksanaannya kecuatidengan

adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu itu hukumnya wajib pula.

iid\ iiukL.! u
Artinya:Apa yang haram menggunakannya, haram pula mendapatkannya.

Artinya;Apa yang haram mengambilnya, haram pula memberikannya.
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Artinya: Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan

seluruhnya.

V^>24
Artinya: Hukum yang digantungkan kepada suatu syarat, tidaklali sail

kecuali dengan adanya syarat tersebut.

Artinya: Fatwa dapat berubaii dan berbeda seiring dengan perubaiian

waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan.

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terliadap rakyatnya iiarus berorientasi

kepada kemasiaiiatannya.



BAB VII

PEMBAGIAN HUKUM ISLAM

A. Hukum l^yarak dan Pembagiannya

Hukum Islam dalam kajian fikih atau usul fikih sering disebut
dengan hukum syarak atau hukum syar'i yang maksudnya

adalah hukum yang bersumber pada aturan-aturan yang diturunkan

oleh Syari'j yakni Allah dan Rasulullah. Syor/'-lah yang menjadi

sumber utama hukum Islam terutama yang berkategorl syarlat yang

kemudian dilengkapl dengan hukum Islam yang berkategorl fikih.

Sumber hukum syarak adalah Alquran dan sunah.

Pada bagian ini akan diuraikan permasalahan hukum Islam atau

hukum syarak mulai darl pengertiannya kemudian pembagiannya yang

dikelompokkan dalam hukum taklifi dan hukum wadHy. Meskipun

dua kelompok hukum ini berbeda tet^ tet^ saling berkaitan dalam
pelaksanaannya.

1. Pengertian Hukum Syarak

Dalam khazanah keislaman, hukum Islam sering disebut juga

hukum syarak. Istilah hukum syarak adalah kata hiajmuk yang terdiri

dari dua kata dasar, yaitu kata hukum dan kata syarak. Kata ini

merupakan terjemahan d&ri Istilah Arab al-hukm al-syar'iy (fSaJi

202
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atau bukm al-syar'i (£>^1 f^). Dalam bahasa Arab, kata al-

hukm secara etimologis berarti memutuskan, menetapkan, dan

menyelesaikan. Secara terminologis kata hukum, sebagaimajia sudah

dijelaskan di bab sebelumnya, berarti peraturan-peraturan atau

norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu

masyarakat, balk peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau

norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh

penguasa (Muhammad Daud Ali, 1996: 38).

Kdta syarak semakna dengan kata syariah. Dua kata ini juga

berasal darl bahasa Arab, al-syar'u dan al-syari'ah

Sebagaimana kata hukum, kata syarak atau syariat juga sudah

dijelaskan di bab sebelumnya. Di depan dijelaskan bahwa syari'ah

berarti 'jalan ke sumber air' atau jalan yang harus diikuti,

yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan (al-Fairuzabadiy,

1995: 659). Syariat disamakan dengan jalan air mengingat bahwa

barang siapa yang mengikuti syariat, la akan mengalir dan bersih

jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-

tumbuhan dan hewan sebagaimana menjadikan syariat sebagai

penyebab kehidupanjiwamanusia (AmirSyarifuddin, 1999:1). Secara

terminologis istilah syariat didefinisikan sama dengan istilah hukum

syarak. Hukum syarak berarti seper^ngkat peraturan berdasarkan
ketentuan Allahtentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini

berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam

(AmirSyarifuddin,1997,1:281). Menurut ahli usul fikih, hukum ^rak

didefinisikan sebagai khitab (titah) Allah yang menyangkut tindak

tanduk mukataf dalam bentuk tuntutan, pilihan berbuat atau tidak,

atau dalam bentuk ketentuan-ketentuan [ibid: 282). Ahli usul

memandang pengetahuatv tentang titah Allah yang menyangkut

tingkah tanduk manusia itulah yang disebut hukum syarak, sepertf



204 Qr. Marzuki,M.Ag.

ife *

titah Allah: "Kerjakanlah salat" atau larangan-Nya "Janganlah kamu

memakan harta orang lain secara bathil."

Terkait dengan hukum syarak, ada beberapa istilah yang brasa

digunakan oleh para fukaha dalam pembahasan mereka tentang

hukum Islam. Istilah-istilah dimaksud adalah al-hakim, al-mahkum

bih, al-mahkum fih, dan al-mahkum 'alaih.

Dalam bahasa Arab kata al-hakim berarti pembuat hukum.

Kata al-hakim ini semakna dengan kata al-syari^ Yang

dimaksud pembuat hukum di sini adalah Allah Swt. Allahlah yang

menciptakan manusia di muka bum! dan Dialah yang menetapkan

aturan-aturan bagi kehidupan manusia, baik dalam rangka

berhubungan dengan Tuhan maupun dalam'rangka berhubungan

dengan sesama manusia dan dengan alam sekitarnya.

Kata al-mahkum bih (^? dan al-mahkum fih (<>a

adalah dua kata atau istilah yang agak berbeda tetapi bermakna sama,

yakni objek hukum atau perbuatan hukum. Yang dimaksud objek

hukum di sini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum

untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia, atau dibiarkan oleh

pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak. IVIenurut uiama usul fikih

objek hukum berarti sesuatu^ng ^erlaku padanya hukum syarak.
Objek hukum sebenarnya adalah "perbuatan" Itu sendirl. Hukum itu

berlaku pada pei-buatan dan bukan pada zat Sebagai contoh adalah

daging babi. Pada daging babi ini tidak berlaku hukum, baik suruhan

maupun larangan. Berlakunya hukum laranganadalah pada "memakan

daging babi", yaitusuatu perbuatan memakan, bukanpada zat daging

babi (AmirSyarifuddIn, 1997,1:350).

Adapun kata al-mahkum *aiqih berarti subjek hukum

atau orang yang dibebani hukum. Subjek hukum (pelaku hukum)

adalah orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat dan segala
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tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah

tersebut. Dalam Istilah usul fikih, subjek hukum in! disebut mukalaf

(OKJI) atau orang yang dibebani hukum.Seseorang dapat dikatakan

mukalaf jlka la mengetahui tuntutan Allah dan bahwa la mampu

melaksanakan tuntutan tersebut.

2. Pembagian Hukum Syarak

Sebagaimana sudah dijelaskan dl atas bahwa hukum syarak

didefinlslkansebagal titah Allah yang menyangkut perbuatan mukalaf

dalam bentuk tuntutan, pllihan dan ketentuan, sehingga berdasarkan

dari penjelasan Itu, hukum syarak dapat di bag! menjadi dua;

a. Trtah Allah yangberbentuktuntutan dan pllihan, yangdisebut hukum

)• Penamaanhukuminidengan karenatitahdisini

langsung mengenai perbuatan orangyangsudah mukalaf.

b. Titah Allah yang berbentuk wadH (^,^&l^^l) yang berbentuk

ketentuan yang ditetapkan Allah, tidak langsung mengatur

perbuatan mukalaf, tetapl berkaitan dengan perbuatan mukalaf

itu, seperti tergelincirnya matahari menjadi sebab masuknya

waktu dzuhur (AmirSyarifudin, 1997,1:283).

B. Hukum Taklifi

Hukum taklifi adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan

perlntah untuk berbuat atau ^rint$ih untuk menlnggalkan suatu
perbuatan (Nasrun Haroen, 2001, 1:210). Hukum taklifi tersebut

berbentuk tuntutan dan pllihan. Sedangkan dari segi tuntutan juga

terbagi kepada dua yaitu, tuntutan secara pasti dan tuntutan tidak

secara pasti. Adapun pillhan terletak antara memperbuat dan

menlnggalkan. Dengan demiklan hukum taklifi itu ada lima macam:

1. Tuntutan unt^c memperbuat secara pasti dengan arti harus

diperbuat sehingga orang yang memperbuat patut mendapat

ganjaran dan tidak sama sekali ditinggalkan; sehingga orang
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yang meninggalkan patut untuk mendapat ancaman Allah.

Hukum taklifidalam bentuk Inidisebut ijab (mUjVI). Pengaruhnya

terhadap perbuatan disebut wujub sedangkan perbuatan

yang dituntut disebut wajib Umpamanya melakukan salat.

2. Tuntutan untuk memperbuat secara tidak pasti, dengan arti

perbuatan itu dituntut untuk dllaksanakan. Terhadap yang

.. melaksanakan, berhak mendapat ganjaran akan kepatuhannya,

tet^pl bila tuntutan Itu ditinggalkan tidak apa-apa. Oleh

karenanya, orang yang meninggalkannya tidak patut mendapat

ancaman dosa. Tuntutan seperti inidisebut nadb Pengaruh

tuntutan terhadap perbuatan disebut nadb juga; sedangkan

perbuatan yang dituntut disebut mandub Umpamanya

memberi sumbangan kepada panti asuhan.

3. Tuntutan untuk meninggalkan secara pasti, dengan arti

yang dituntut harus meninggalkannya. Bila seseorang yang

meninggalkannya berarti la telah patuh kepada yang melarang.

Karenanya, ia telah patut mendapat ganjaran dalam bentuk

pahala. Orang yang tidak meninggalkan larangan berarti ia

menyalahl tuntutan Allah, dan karenanya, la patut mendapat

ancaman dosa. Tuntutarfi^dalam bentuk ini disebut tahrim
M

Pengaruh tuntutan terhadap perbuatan disebut hurmah
(i-jaJ); sedangkan perbuatan yang dilarang secara pasti disebut

muharram atau haram (f'jaJ')- Umpamanya memakan

harta anak yatim secara tidak patut.

4. Tuntutan utnuk meninggalkan atau larangan secara tidak pasti,

dengan arti masih mungkin ia tidak meninggalkan larangan Itu.

Orang yang meninggalkan larangan berarti ia telah mematuhi

yang melarang. Karenanya, ia patut mendapat pahala. Tetapi

karenatidak pastinyalaranganIni, makayangtidak meninggalkan

larangan tidak mungkin disebut menyalahi larangan. Karenanya,
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ia tidak berhak mendapat ancaman dosa. Larangan dalam

bentuk ini disebut karahah Pengaruh larangan tidak

pasti disebut karahah juga; sedangkan perbuatan yang dilarang

secara tidak pasti disebut makruh Contoh perbuatan

dalam larangan ini adalah merokok.

5. TItah Allahyang memberikan kenrjungkinan untuk memllih antara

mengerjakan dan meninggalkan. Dalam hal ini sebenarnya tidak

ada tuntutan, baik mengerjakan maupun meninggalkan. Bila

seseorang mengerjakannya, ia tidak diberi ganjaran dan tidak

pula ia diancam karena meninggalkannya. Karenanya, bila ia

melakukan perbuatan itu atau tidak ia tidak diberi ganjaran

dan tidak pula dapat ancaman. Hukum dalam bentuk ini

' disebut ibahah Pengaruh titah ini terhadap perbuatan

disebut juga ibahah, sedangkan perbuatan yang diberi pilihan

untuk berbuat atau tidak berbuat itu disebut mubah

Umpamanya melakukan perburuan sesudah melakukan tahalul

dalam ibadah hajl(Amir Syarifuddin, 1997,1:283-285).

Lima macam hukum takllfi tersebut menurut jumhur ulama

disebut "hukum yang lima" atau al-ahkam al-khamsah, yaitu wajib,

mandub, makruh, hae^m, <^n mubah.
Adapun ulama Hanafiah memerincl lagi tuntutan pasti Itu darl

segi kekuatan dalilnyamenjadi dua, yaitu:

1. Tuntutan mengerjakan secara pasti ditetapkan melalui daiil

qath'i atau pasti, disebut fardu

2. Bila dalit yang menetapkannya bersifat tidak pasti [zhanni),

hukurnnya disebut wajib.

Fardu dl kalangan ulama jumhur disamakandengan rukun J^).

Jumhur ulama tidak membedakan antara wajib dengan rukun atau

fardu, kecuali dalam Ibadah haji. Rukun atau fardu dalam ibadah haji
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adalah suatu perbuatan yang tidak boleh ditinggalkan karena bila

tertinggal secara sengaja atau tidak, maka batal perbuatan hajinya

dan harus diulangi tahun berikutnya. Umpamanya tertinggal wukuf di
Arafah. Wajib haji yaitu perbuatan yang harus dikerjakan, tetapi bila
tertinggal harus diganti dengan perbuatan lain dantidak menyebabkan
batalnya ibadah haji (Amir Syarifuddin, 1997,1:285-286).

Adapun perbedaan lainnya mengenai hukum antara ulama

Hanafiah dan jumhur ulama adalah:

1. Apabila suatu tuntutan fardu atau tahrim diingkari seseorang,

menurut ulama Hanafiah hukumnya kafir, karena hukum fardu

atau haram ditetapkan berdasarkan hukum qath*i yang tidak

mungkin ditakwilkan. Apabila tuntutan ijab (wajib) diingkari

seseorang, maka orang tersebut tidak dihukumi kafir, karena

hukum wajib itu ditetapkan berdasarkan dalilzhanni. Akan tetapi

jumhur ulama usul fiklh atau mutakalimin tidak membedakan
antara fardu dengan wajib, dan orang yang mengingkari sesuatu

yangfardu, wajib, hafam tetap dihukumkan kafir.

2. Ulama Hanafiah mengatakan bahwa apabila seseorang

meninggalkan pekerjaan fardu dalam suatuibadah, maka ibadahnya

batal dan ia wajib ^engulanglnya darl awal. Misalnya, seseorang
meninggalkan rukuk atad sujud dalam salat (hukum keduanya
fardu) maka salatnya batal dan la wajib mengulanginya darl awal.

Akan tetapi, apabila yang ditinggalkan itu pekerjaan wajib, maka
amalnya tidak batal, tetapitidaksempuma. Misalnya, meninggalkan

bacaan surat al-Fatihah dalam setiap rakaat salat. Orangyangtidak

membaca al-Fatlhah dalam salat, menurut mereka, salatnya kurang

sempunrta. la boleh mengurahginya atau boleh juga melanjutkan
salatnya, tetapi ia berdosa, karena telah meninggalkan yang wajib.

Akan tetapi, jumhur ulamauiul fiklh atau mutakalim berpendapat

bahwaapabila amalansalatyangwajib atauyangfarduditinggalkan.



Pengantar Studi Hukum Islam 209

maka salatnya batal, karena mereka t'dak membedakan antara

yang fardu dengah yang wajib. Oleh karena itu, apabila seseorang

meninggalkan bacaan al-Fatihah daiam salat, maka salatnya batal

dan ia wajib mengulangi salatnya.

3. Perbuatan yang masuk dalam al-karahah al-tahrimiyyah,

menurut ulama-Hanafiah, apabila dikerjakan mendapat dosa,

^ sekalipun orang yang menglngkarinya tidak dihukumkan kafir.

Sedangkan perbuatan yang termasuk al-karahah al-tanzihiyyah,

pelakuknya tidak dihukum, tidak dicela, dan tidak dikenai dosa,

tetapi perbuatan itu tidak termasuk perbuatan yang bernilal

utama. Akan tetapi, menurut jumhur ulama usul fikih atau

mutakalim, karahah itu hanya satu bentuk; pelakunya tidak

dikenai hukuman, tetapi dicela. Sedangkan al-karahah al-

tahrimlyyah dalam kalangan ulama Hanafiah, sama dengan

hurmah dalam peristilahan jumhur ulama usul fikih atau

mutakalim (Nasrun Haroen, 2001,1:216).

Jadi berdasarkan uraian di atas hukum takl(fi menurut ulama

Hanafiah ada tujuh macailtj yait^: wajib, fardu, nadb, mubah, karahah
tanzih, karahah tahrim, dan haram.

1. Wajibdan Peifibagiannya

Ahli usul fikih mendeflnisikan wajib sebagai suatu perbuatan

yangdituntut Allah untukdllakukan secara past! yangdiberiganjaran

dengan pahala orang yang melakukannya, karena perbuatanhya itu

telah sesuai dengan kehendakyang menuntut dan diancamdosa orang

yang meninggajkannya, karena bertentangan dengan kehendak yang

menuntut (Amir Syarifuddin, 1997, I: 288). Secara sederhana wajib

berarti tuntutan secara pastl dari syari*untuk dilaksanakan dan tidak

boleh (dilarang) ditinggalkan, karena orang yang menlnggalkannya
dikenai hukuman (Nasrun Haroen, 2001,1:211).



210 Dr. Marzuki, M.Ag.

SuBtu. khithab yang menuntut suatu perbuatan yang wajib

dikerjakan dapat diketahui dengan adanya beberapa petunjuk
(Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 1993:128-130), antara lain:

a. Dalam khitbah itu dicantumkan kata-kata yang tegas

menunjukkan keharusan untuk dikerjakan. MIsalnya dalam

firman Allah:

(SAY

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa

sebagaimana diwajibkan atas orang-orangsebeiummu agar kamu

sekalian bertakwa (QS.al-Baqarah [2]: 183).

Perkataan kutfba adalah perkataan yang tegas dan mengandung

art! diwajibkan. Oleh karena itu, hukum puasa wajib.

b. Khitbah Itu menggunakan fl'H amr serta dikuatkan pula dengan
kata-katayangtegas. MIsalnya firman Allah:

(Yi UL.JI) 'Ch; nr^' ^
Artinya:... maka i|^-istrimuyangteiah kamu cerai, berikan kepada mereka

maharnya... (Q^. al-Nisa' [4}: 24).

Perkataan atuhunna adalah fill amr, yaitu kata kerja untuk

memerintahkan suatu perbuatan agar dikerjakan. Pada umumnya setiap

perintah itu menunjukkan kewajiban untuk mengeijakan apa yang

diperintahkan. Kemudian perintah untuk membayar mahar dalam ayat

tersebut cUkuatkan pula dengan lafaz fdridlatan dalam ayat itu juga yang

menjel^kanbahwa pemberian maharituadalah sebagai suatukewajiban.

c. Dalam khithab tersebut diterangkan ada sanksi bagi orang

yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana diperintahkan.
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Misalnya kewajiban membagikan ha^a pusaka menurut

ketentuan Alquran sebagimana tercantum dalam surat al-Nisa'

(4): 11 dan 12 diakhiri dengan ayat 14 yang isinya rhengancam

orang yang tidak mau melaksanakan pembagian harta pusaka

menurut ketentuan Allah akan dimasukkan ke neraka.

14^ IjJL^ \j\j oSjJL^ ^3

(\ i :»LJl)
Artinya: Dan barang slapa mendurhakal Allahdan Rasul-Nyadan melanggar

ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke

neraka dengan kekal di dalamnya (03- al-Nisa' [4]: 14).

Nasrun Haroen (2001,1: 225-226) menambahkan lima cara lagi

untuk mengetahul apakah suatu titah (khithab) itu wajib selain tiga

cara seperti di atas, yaitu:

b. Meialul tafaz perintah itu sendiri, seperti firman Allah:

jjfj ill OJ
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat

kebajikan (Q$. al-Nahl [16]: SO).

c. Melalui bentuk^/mfi^ (kata benda yang berarti kata kerja) seperti
"qlalkum" (atas kamu/wajib bagi kamu), seperti sabda Nabisaw.

ijL' Ji- Sill u fiyip

Artinya;Atas kamu (takukanlah) amalan-amalan yang kamu mampu

melaksanakannya, karena Allah tidak akan merasa bosan sampai

kamu sendiri yang bosan (H.R. al-Thabarani).

d. Redaksl bahasa Arab yang menunjukkan tuntutan yang mesti

dilaksanakan, seperti firman Allah:
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'.dSjAS' JT) jAifll!-! 5^3
ih • ' " '' • '

(^Y

Artinya: Mengerjakan hajiadalah kewajiban manusiaterhadap Allah, yaltu

(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah

(QS.AliImran [3]; 97).

e. Menggunakan fi'il mudlark yang dibarengi dengan lam al-amr

{lamyang mengandung perintah), seperti firman Allah:

Artinya: Hendaklah orang yang mampu mennberi nafkah menurut

kemampuannya (Q3- al-Thaiaq [65]: 7).

f. Menggunakanlafazmashdaryang berartifi% seperti firman Allah:

(i IJujt)

Artinya: Apablla kaniubertemu dengan orang-orangkafir(dimedan perang)

maka pancunglah batang leher mereka (QS. Muhammad [47]:4).

Pembagian wajibdapat dilihatdari berbagaisegi.DItinjau darisegl

waktu menunaikan kewajiban, wajib dibagimenjadi dua bagian,yaitu:

a. Wajib muthlaq, yaltu suatu kewajibanyangdibebankan oleh syari*

kepada mukalaf dengan tidak ditentukan waktu mengerjakannya,

misalnya membay^,kafarat karena melanggar sumpah.
b. Wajib muaqqat, yaltu ^atu kewe^iban yang dibebankan oleh

syari' kepada orang mukalafdalam waktu yang telah ditentukan

dan tidak sah biia dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan.

Wajib muaqqat Inldibagi menjadi tiga macam, yaltu:

1) Wajib muwassa', yaltu kewajiban yang mempunyal waktu

long£;ar, sehingga waktu yang tersedia meleblhl waktu

peldksanaan kewajiban itu sendirl. Misalnya, melakukan
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salat^ima waktu yang waktunya lebih longgar dari waktu
untuk melaksanakan salat tersebut.

2) Wajib mudhayyaq, yaitu kewajiban yang waktunya sempit

yang tidak ada kesempatan untuk memilih dari waktu yang

disediakan. Misalnya, melaksanakan puasa Ramadan yang

waktunya terbatas hanya satu bulan dan tidak bisa memilih

dari waktu yang disediakan.

3) Wajibdzusyabhain, yaitu kewajibanyang pelaksanaannya dalam

waktu tertentu dan waktunya mengandung dua sifat tersebut

' di atas. Dari satu segi wajib itu disebut muwassa'dan dari segi

lain disebut mudlayyaq. Misalnya^ ibadah haji yang hanya bisa

dilakukansatu kali dalam satu tahun dan tidak dapatdilaksanakan

haji lainnya dalam waktu tersebut,sehlngga disebutmudlayyaq.

Darisegi pelaksanaannya, ibadah haji disebut muwassa*, karena

waktu pelal^naannya jauh lebih sempit dibandingkan waktu

yang disediakan(Amir Syarifuddin, 1997,1:290-293).

Dilihat dari segi pihak yang dituntut melaksanakan kewajiban,

wajib dibagi menjadi dua baglan, yaitu:

b. WaJlb 'alni, yaitu kewajiban yang diberikan kepada setiap pribadi

orang mukalaf. Misalnya,kewajiban melaksanakan salat limawaktu.

c. Wajib W/o'/Aifayah, ^itu j^wajlban yang ditujukan kepada
semua mukalaf,tetapi apabila telah dikerjakan oleh sebaglan dari

mereka, maka kewajibanitu telah terpenuhi dan orang yang tidak

melaksanakannya tidak dituntut lag! untuk mengerjakannya.

Misalnya, dalam pengurusan jenazah> melaksanakan amar

mpkruf nahl mungkar, dan menjawab salam ketlka berkumpul

dengan orang banyak(Amir Syarifuddln, 1997,1:296-297).

Dilihat dari segi jumlah yang telah ditentukan atau belum

ditentukan, wajib dibagi menjadi dua macam, yaitu:



214 Dr. Marzuki, M.^g.

a. Wajib muhaddad, yaltu suatu kewajiban yang telah ditentukan

jumlahnya oleh syari', sehlngga seorang mukalaf tidak bebas

dari tanggungan, jika tidak menjalankan seluruh jumlah

dari satu kewajiban yang telali ditetapkan oleh syari' itu.

Misalnya, menjalankan salat fardu yang lima itu tidaklah dapat

membebaskan beban kewajibansekiranya jumlali rakaat, syarat-

syarat, dan rukuntiap-tiap salat itu tidak dipenuhi.

b. Wajib ghairu muhaddad, yaitu suatu kewajiban yang
pelaksanaannya tidak ditentukan ukurannya oleh syari'.
Misalnya, kewajiban memberikan nafkah untuk keluarga (Amir

Syarifuddin, 1997J: 299).

Dilihat dari bentuk perbuatan yangdituntut, wajibdibagimenjadi

dua bagian, yakni:

a. Wajib mu'ayyan (yang sudah ditentukan), yakni kewajiban

yang telah ditentukan wujud perbuatannya dengan tidak boleh

memilih wujud perbuatan lain yang disukainya. Misalnya,

kewajiban menjalankan salat, zakat, haji,- dan lain sebagainya.

b. Wajib mukhayyar (yang boleh dipilih), yakni suatu kewajiban yang

dituntut oleh syari* kepada mukalaf dari sekian banyak kewajiban.

Dengan kata lain, seorang mukalaf telah gugur kewajlbannya bila la

telah melakukansatu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang

diminta. Misalnya, kewajibaii^seor^g yang melanggar sumpahnya
sendiri iaiah membayar kafarah (tebusan). Tebusan sumpah Itu ada

tiga macam, yaitu: memberi makan 10 orangfakir miskin, memberi

pakaian kepada mereka, danmemerdekakan seorang hamba sahaya.

2. Mandub dan Pembagiannya

Mandub atau sunah adalah sesuatu yang dituntut5yarr(pembuat

hukum) untuk meiakukannya secara hukum syar'i tanpa ada celaan
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terhadap orang yang meninggalkan secara mutlak. Tidak adanya

celaan bagi orang yang meninggalkan tuntutan itu karena tuntutan

itu tidak secara pasti. Bagi yang menlnggalkannya tidak ada sanksi.

Definisi mandub yang banyak dikemukakan ulama adalah sesuatu

yang diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak disiksa orang

yang menlnggalkannya (Amir Syamsuddin, 1997, I: 305). Istilah lain

yang identikvdengan mandub adalah al-sunah, al-nafl, al-mustahab,

al'tathawwu', dan al-mustahsan.

Pembagian mandub (sunah) dapat dilihat dari beberapa segi.

Dillhat dari segi selaiu dan tldaknya Nabi saw. melakukan perbuatan

sunah, sunah dibagi menjadi dua, yaitu:

d. Sunah muakkadah, yaitu perbuatan yang selalg dilakukan oleh

Nabi saw. dl samping ada keterangan yang menunjukkan bahwa

perbuatan itu bukanlah suatu yang fardu. Misalnya, salat witir,

salat dua rakaat fajar sebelum salat subuh.

e. Sunah ghairu muakkadah^ yaitu perbuatan yang pernah

dilakukan oleh Nabi saw. tetapi tidak selaiu. MIsalnya, memberi

sedekah kepada orang miskin, s|lat sunah empat rakaat sebelum
salat zuhur, dan salat sunah empat ^kaat sebelum salat asar

(Amir Syarifuddin, 1997,1:306).

Dilihat dari segi kemungkinan meninggalkan perbuatan, sunah

dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sunah hadyu, yaitu perbuatan yang dituntut untuk melakukannya

karena begitu besar ^{dah yang didapat darinya dan orang yang

menlnggalkannya dinyatakan sesat dan tercela, bahkan blla satu

kelompok kaum sengaja menlnggalkannya terus menerus, maka

kelompok ini harus diperangi. Misalnya, salat berjamaah, salat

hari raya, dan azan-ikamah.
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b. Sunah zaidah, yaitu perbuatan yang bila dilakukan oleh mukalaf

dinyatakan baik tetapi bila ditinggalkan yang meninggalkannya

tidak diberi sanksi apa-apa. Misalnya, cara-cara biasa dilakukan

^ oleh Nabi saw. dalam kehidupan sehan-hari.
c. Sunah nafal, yaitu perbuatan yang dituntut sebagai tambahan

bagi perbuatan wajib. Misalnya, salat sunah dua rakaat yang

mengiringi salat wajib, salat tahajud, dan yang lainnya (Amir

Syarifuddin, 1997,1:307).

3. Haram dan Pembagiannya

Haram berarti sesuatu yang dituntut syari' (pembuat hukum)

untuk tidak melakukannya secara pasti, Definisi yang umumnya

dikemukakan ulama untuk haram adalah sesuatu yang diberi pahala

orang yang meninggalkannya dan dikenai dosa dan ancaman orang

yang melakukannya (Amir Syarifuddin,1997,1:309). Contoh perbuatan

haram adalah membunuh, berzina, mencuri, dan sebagainya.

Para ulama berbeda pendapat mengenal bentuk-bentuk haram.

Jumhur ulama berpendapat bahwa semua tuntutan yang pasti adalah

haram. Dalil yang digunakan pembuat hukum untuk melarang itu ada

yang bersifat qajth-iy dan ada yang bersifat zhanniy. Ulama Hanafiah

memisahkan antara larangan yang ditetapkan dengan dalil qath^iy dan

yang ditetapkan dengan dalail zhanniy. Dalam hal in! ulama Hanafiah

membagi larangan yang pasti menjadi dua, yaitu: (1) larangan yang

pasti yang dlsebutkan dengan dalil qath'iy yang tidak diragukan

kebenarannya. Irftbh yang dinamakan haram oleh ulama Hanafiah.
MIsalnya, memakan bangkal dan daging babi; (2) larangan yang pasti

yang ditetapkan dengan dalil yang zhanniy^ seperti hadis ahad, disebut

makruh tahrim, Abu Hanifah dan murid-muridnya menggunakan kata

makruh untuk menghlndarkannya dari sebutan haram, mesklpun dl

belakangnya ditambahkan kata tahrim. MIsalnya, larangan memakan
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keledai jinak yang ditetapkan dengan hadis Nabi yang tidak mutawatir.

Pada prinsipn^a, dalam penetap^n hukum haram bagi yang

dilarang adalah karena adanya sifat yang memberi mudarat (merusak)

dalam perbuatan yang dilarang itu. Allah tidak akan mengharamkan

sesuatu kecuali terdapat unsur perusak menurut biasanya. Haram

menurut pengertian ini terbagi dua, yaitu:

f. Haram dzati (haram karena zatnya), yaitu sesuatu yang disengaja

oleh Allah mengharamkannya karena terdapat unsur perusak

yang langsung mengenai diaruriyyat yang lima (lima unsur

pbkok dalam kehidupan manusia muslim). Misalnya, haramnya

membunuh karena mengenai jiwa, haramnya meminum

minuman keras karena mengenai akal, haramnya berzina karena

mengenai keturunan, haramnya mencuri karena mengenai

harta, dan seterusnya.

g. Haram ghairu dzati/hararrjt 'ardU, yaitu haram yang larangannya

bukan karena zatnya, akan tetapi secara tidak langsung akan

mengenai hal-hal yang bersifat dzati. Misalnya, melihat aurat

perempuan bagi laki-laki yang dapat membawa kepada

perbuatan zina, dan sebagainya (Amir Syarifuddin, 1997,1:310).

Antara kedua bentuk haram tersebut terdapat perbedaan dalam

persoalan seperti berikut:

a. Dari segi pengeruhnya terHidap J^ukum wadl'i
Haram dzati blla berkaltan dengan rukun ^kad mengakibatkan

batalnya akad tersebut. Misalnya, larangan jual bell khamar,

babi, atau bangkai. Pelanggaran terhadap larangan dalam hal

Ini menyebabkan baralnya akad. Begitu juga, larangan menikah

dengan saudara sepersusuan dalam akad nlkah menyebabkan

batalnya akad tersebut.

Haram ghairu dzatibWa berkaitan dengan akad tidak menyebabkan
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batalnya akad tersebut menurut pendapat jumhur ulama, dan

hanya sebagian kecilulama yang berbeda pendapatdengan jumhur

ulama,yakni ulapaa Hanabilah danZabiriah. Pelanggaranterhadap

larangan jual beii pada waktu khotbah Jumat hanya menyebabkan

dosa bagi pihak yang melanggar, tetapi tidak membatalkan akad

jual bell yang teiah memenuhi syarat dan rukunnya.

b. Dari segi pengecuallan terhadap larangan

Sesuatu yang dilarang secara dzati adalah haram dan berdosa

melakukannya. Yang dikecualikan dari hukum dosa hanyalah

terhadap orang-orang yang melanggar larangan karena darurat,

karena akan merusak salab satu dari lima kebutuhan pokok

{dlarurj) bila tidak dilakukan. Misalnya, haram meminum

khamar termasuk haram dzati yang berdosa pelakunya^

karena akan merusak akalnya. Namun, jika ia melakukannya

karena memelihara jiwanya, maka ia boleh meminumnya,

umpamanya untuk menghilangkan sesuatu yang menyumbat

kerongkongannya dan ia tidak menemukan minuman lain yang

halal. Terkait dengan hal ini ada kaidah flqhiyyah yang berbunyi:

Artinya: Sesuatu yang diiiaramkankarena zatnyadibolelikandalam keadaan

darurat.

Adapun yang dilarang karena bukan zatnya atau hanya pada hal-

hal sampingan, dibolehkan penyimpa%an a^s larangan karena hajat
atau keperluan dan tidak harus sampai darurat Misalnya, larangan

metihat aurat. Initermasuk haram ghairu dzati karena khawatir dapat

membawa kepada zina, tetapi bila ada keperluan untuk mellhatnya

dalam batas^batas tertentu, maka diperkenankan melihatnya, seperti

yang dilakukandokter metihat aurat pasiennya, guru melihat muridnya

saat mengajar, dan seorang yang itielakukanakad melihat wajah pihak



«> ^ Pengantar Studi Hukum Islam 219

lain ^aat meiakukan akad itu. Daiam hal ini beriaku kaidah fiqhiyyah:

.gjoJ Li

Artinya: Sesuatu yang diharamkan bukan karena zatnya dibolehkan karena

adanya suatu keperluan (AmirSyarifuddin, 1997,1:313).

4. Karahah dan Pembagiannya

Karahah adalah sesuatu yang dituntut oieh syari' (pembuat

hukum) untuk ditinggalkan dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti.

Pengaruh tuntutan ini terhadap perbuatan yang dilarang disebut

karahah, dan perbuatan yang dilarang disebut makruh. Pada

prinsipnya makruh itu adalah sesuatu yang dilarang, tetapi larangan

itu bukanlah haram. Definisi yang umum untuk makruh adalah

sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak

diberi dbsa orang yang melakukannya (AmirSyarifuddin, 1997:315).

Ulama Hanafiah membagi makruh menjadi dua bentuk, yaitu:

h. Makruh tahrim, yaitu tuntutan meninggalkan suatu perbuatan

secara pasti tetapi dalil yang menunjukkannya bersifat zhanni.

Makruh tahrim ini keballkian dari wajib sekaligus kebalikan dari

fardu mehurut jumhur ulama.

I. Makruh tanzih, yaitu pengertian makruh menurut Istilah ulama

jumhur seperti tersebut di atas. Makruh tanzih adalah kebalikan

dari mar)dub (Amir Syarlfu^in, 1997,1:316).

5. Mubah dan Pembagiannya

Mubah berarti sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat

hukum bagi mukalaf untuk memilih antara meiakukan dan

meninggalkan. la boleh meiakukan atau tidak. Pada hukum mubah

ini tidak terlihat adanya tuntutan balk untuk meiakukan ataupun

meninggalkan. Karena itu, para ulama berbeda pendapat dalam
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memasukkan mubah ke dalam hukum taklifi. Ulama ahlusunah

memasukkan mubah ke dalam hukum taklifi, sementara ulama

Muktazilah ticjgk (AmirSyarifuddin, 1997,1:317).

Untuk mengetahui hukum mubah, ada tiga cara yang bisa

ditempuh, yaitu:

a. Adanya ungkapan 'tidak berdosa', 'tidak ada halangan', atau

ungkapan lain yang sejenls. Misalnya, firman Allah:

(> vr #'^1 !ib Sij jU.1 crSJ
^ "

' Artlnya: Sesungguhnya Allah hanya nnengharamkan bagimu bangkai, darah,

" daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama)

selainAllah. Tetapl barangslapadalanfi keadaanterpaksa (memakannya)

sedang dia tidak nnenginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas,

makatidak ada dosa baginya(QS. al-Baqarah[2]:173).

Allah juga berfirman:

(YT<\

Artinya:Jika kamu khawatfr bahwa keduanya (suami Istrl) tidak dapat

menjaiankan hukunfi-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas

keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus

dirinya (QS. al-Baqarah [2]: 229).

Kata la itsma (^t V) pada ayat pertama diatas menunjukkan tidak

haram atau mubah hukum bangkai, sedang kata la junaha (c^ '^)

pada ayat kedua menunjukkan tidak terlarang atau mubah hukum

menebus perkawinan.

b. Adanya ungkapan yang secara Jelas menghalalkan suatu

perbuatan. Misalnya, firman Allah:
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n:5ajai) |ti3 IpliS iiuL-j ^ 'jJ
Artinya: Oihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan -(yang

berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi

orang-orang yang dalam perjalanan (QS. al-Maidah [5]:96).

c. Tidak ada nas syarak yang mengharamkannya, sehingga kembali

kepada hukum asal suatu perbuatan, yaitu mubah (Amir

Syarifuddin, 1997,1: 318).

Pada prinsipnya dalam hukum mubah ada kebolehan untuk

memillh antara melakukan dan meninggalkan tanpa pahala atau

dosa. Namun, dalam beberapa hal mubah menyerupai wajib klfayah

dalam arti untuk seseorang tertentu hukumnya hanya mubah atau

untuk satu waktu tertentu hukumnya mubah dan tidak berdosa

meninggaikannya, tetapi blla ditinggalkan oleh semua orang atau

ditinggalkan dalam segala waktu, maka dapat dinilal dengan pahala

atau diberi dosa. MIsalnya, makan yang secara umum hukumnya

mubah dan orang yang menlnggalKan makan tidak diancam dosa.

Namun, jika orang tidak mau makan secara terus menerus hingga

membawanya kepada kematian, maka ia berdosa. Begitu juga, hukum

menikah menurut sebaglan ulama hanyatah mubah dan orang yang

tidak menikah tidak berdosa. Akan tetapi, jika semua orang sepakat

untuk tidak menikah sehingga tidak%da l^gi kelanjutan kehidupan
manusia, maka meninggalkan nikah menjadi haram hukumnya.

Oengan memperhatikan ulasan di atas, dapat diketahui bahwa

hukum mubah tidak selamanya terus mubah dan tidak bisa berlaku

untuk semua orang. Karena itu, al-Syathibi membagi mubah menjadi

empat macam, yaitu:

a. Mubah yang mengikuti suruhan untuk berbuat. Mubah dalam

bentuk ini disebut mubah dalam bentuk bagian, tetapi dituntut

berbuat secara keseluruhan. Misalnya, makan dan menikah yang
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tidak boleh ditinggalkan secara menyeluruh.

b. Mubah yang mengikuti tuntutan untuk meninggalkan. Mubah

dalam bentuk ini disebut mubah secara juz'i tetapi dilarang

secara keseluruhan, misalnya bermain. Perbuatan inl dalam

waktu tertentu hukumnya mubah, tetapi bila dilakukan

sepanjang waktu hukumnya menjadi haram.

c. Mubah yang tidak mengikuti sesuatu. Mubah dalam bentuk

ini dituntut juga untuk ditinggalkan karena berarti ia mengikuti

^ sesuatu yang menghabiskan waktu tanpa manfaat untuk agama
maupun dunia.

d. Mubah yang tunduk kepada mubah itu sendiri. Mubah ini juga

dituntut untuk ditinggalkan seperti halnya mubah pada poin c

(AmirSyarlfuddin, 1997,1:319).

C. Hukum WadViy

Yang dimaksud hukum wadl'iy adalah titah Allah yang terjadi

dengan menjadikan sesuatu sebagai sabab, syarath, manV, shahih,

fasid, 'azimah, atau rukhsah. Inilah deflnisi yang menyeluruh yang

dikemukakan oleh beberapa ulama usul seperti al-Amidi, al-Ghazali,

dan al-Syathibi. Para ularna ini memasukkan 'azimah dan rukhsah ke

dalam hukum wadl'iy. Pen^pat ini juga diikuti oleh al-Khudlari (ai-
Zuhaili, 1986,1: 93). ^

Hukum wadHy bukanlah dalam bentuk tuntunan, tetapi

dalam bentuk ketentuan yang ditetapkan pembuat hukum sebagai

suatu yang berkaitan dengan hukum taklifi atau merupakan akibat

darl pelaksanaan hukurn taklifi Itu. Hukum wadlUy tidak harus

berhubungan dengan perbuatan mdnusia, tetapi bisa berbentuk

ketentuan-ketentuan yang ada kaitannya dengan perbuatan manusia

(mukalaf) yang dinamakan hukum taklifi, baik hubungan Itu dalam

bentuk sebab dan yang diberi sebab, atau syarat dan yang diberi
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syarat, atau penghalang dan yang dikenakan haiangan. •

Para ulama berbeda pendapat dalam membagi hukum wadViy.

Dari berbagai pendapat itu akan diuraikan beberapa macam hukum

wadHy, yaitu:

1. 5abab{^\)

Sabab (Indonesia; sebab) secara lughawi berarti tali dan sesuatu

yang dapat menyampaikan kepada yang lain. Menurut ahli usul sabab

adalah sifat yang jelas dan terukur yang menjadi bukti autentik atas

keberadaan sesuatu untuk mengethui adanya hukum syar'i. Jumhur

ulama usul mendefinislkan sabab sebagai sesuatu yang menyebabkan

terjadinya hukum, baiksecara langsung (serasi) maupun tidak langsung

(tidak serasi). Sebagian berpendapat, yang langsung menjadikan

adanya hukum disebut sabab, dan ,yang tidak langsung disebut lllat

(al-Zuhaili, 1986,1: 94). Secara sederhana sabab berarti sesuatu yang

ditetapkan oleh pembuat hukum menjadi sebab terjadinya hukum

taklifi. Bila sebab itu ada, berlangsunglah hukum takllfi; seandainya

sebab itu tidak ada maka hukum taklifidianggap tidak ada.

Misainya, masuknya bulan Ramadan menjadi pertanda

datangnya kewajiban puasa Igmadan. Masuknya bulan Ramadan
adalah sesuatu yang jelas dan dapat ^iukur sehingga menjadi sabab.
Sedang datangnya kewajiban puasa Ramadan menjadi musabbab

atau hukum. Contoh lain, bepergian menjadi sabab bolehnya orang

tidak berpuasa Ramadan. Juga, kewajiban salat magrib dikaitkan

dengarr tenggetamnya matahari. Tenggelamnya mataharl disebut

sabab bagi hukum taklifi yaitu kewajiban salat magrib, dan sifat

memabukkan pada hfiinuman atau makanan menjadi petunjuk bagi

haramnya minuman dan makanan tersebut

Bila dtperhatikan hubungan antara sabab dan musabbab, dari

segi keserasian hubungan, secara rasionai ada dua macam hubungan.
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Pertama, keserasian hubungan di antara' keduanya tidak dapat

diketahui secara jelas oleh akal. Inllah yang disebut sabab, seperti

hubungan masuknya bulan Ramadan dengan datangriya kewajiban

puasa Ramadan. Kita tidak akan tahu akan hal tersebut, mengapa

demikian, dan kita serahkan saja persoalan ini kepada Allali. Akan

tetapi, bila keserasian hubungan itu jelas dan dapat diketahui oleh

akal, maka petunjuk adanya hukum itu disebut 7//o/j. Contohnya

adalah sifat memabukkan pada minuman atau makanan yang jelas

ada hubungannya dengan hukum haram, karena sifat memabukkan

itu akan memsak akal, padahal akal harus dipelihara agar tetap sehat.

Dengan demikian, sabab dan 'Utah itu berbeda, meskipun

keduanyajuga memiliki kesamaan, yaknisama-sama menjadi penyebab

adanya hukum. Perbedaannya, pada sabab tidak dapat diketahui

adanya keserasian {munasabah) antara petunjuk dengan hukumnya.

Sedang pada Wah keserasian hubungan itu dapat diketahui oleh akal.

Semua Wah dapat disebut sabab, akan tetapi tidak semua sabab dapat

disebut lllah. Jadi, sabab lebih umum daripada illah.

2. Syarath

Secara etimc^gis syarath berarti tetapnya sesuatu atau
penetapan sesuatu' (Munawwir, 1997: 710). Menurut ahli usul

syarath berarti sifat yang jelas dan terukur yang menjadikan adanya

hukum yang tidak tergantung padanya hukum tersebut (al-Zuhaili,

1986,1: 99). Dengan kata lain, syarat {syarath) adalah 'sesuatu yang

ditetapkan oleh pembuat hukum menjadi syarat terdapatnya hukum

takliff. Bila syarat itu belum terpenuhi, maka kewajiban belum ada

atau p6rbuatan itu belum dianggap ada. Umpamanya, cukupnya

ukuran nisab pada harta menjadi syarat bagi adanya kewajiban zakat.

Contoh lain adalah taharah menjadi syarat untuk dilaksanakannya

salat, haul (masa setahun) menjadi syarat wajibnya zakat, dan sudah
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menikah'menjadi syarat dilaKukannya hukuman rajam bagi pezina.

Syarat hampir sama dengan sebab, ketika dilihat dari

ketergantungan adanya hukum pada keduanya. Perbedaannya

adalah terletak pada adanya sebab atau syarat tersebut. Adanya

sebab memastikan adanya hukum, sedang adanya syarat belum tentu

menyebabkan adanya hukum. Misalnya, taharah menjadi syarat

sahnya salat. Tanpa taharah, pasti salat yang dilakukan tidak sah. Akan

tetapi, adanya taharah saja belum menyebabkan sahnya salat, karena

masih ada persyaratah lain untuk sahnya salat, seperti menutup aurat

'dan lain sebagainya. Sedang contoh sebab adalah masuknya waktu
salat menjadi sebab adanya kewajiban salat. Jika waktunya belum

masuk, pasti kewajiban salat belum ada, dan dengan adanya waktu

salat ini pasti kewajiban salat itu ada.

Secara umum syarat merupakan pelengkap bagi sebab atau

pelengkap bagi musabbab. Dengan demikian, syarat ada dua macam,

yaitu syarat sebagai pelengkap bagi sebab dan syarat sebagai pelengkap

bagi hukum atau musabbab (AmirSyarifuddin, 1997,1:337).

3. Manr(£^t)

Secara lughawi manl* berarti yang mencegah (Munawwir,

1997: 1361). Menurut Is^ah ahli usul mani* adalah sesuatu yang
adanya menyebabkan tidak alanya hukum atau batalnya sebab
(al-Zuhaili, 1986, I: 102). Mani' dijadikan pembuat hukum sebagai

penghalang berlangsungnya hukum taklifi. Bila hal tersebut ada pada

waktu pelaksanaan hukum taklifi, maka hukum taklifi itu menjadi

tidak berlaku. Misalnya> keadaan haidnya seorang perempuan

menyebabkan tidak berlakunya salat dan puasa baginya. Meskipun

telah ada sebab kewajiban salat dan telah ada pula syarat yang

menyertainya, namun daiam keadaan adanya manl' hukum wajib

atau shah itu tidak berlaku lagi bagi yang berhalangan.
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Dari definisi di atas dapat dipahami pula bahwa mani' ada dua

macam, yaitu:

a. Mani'yang berpengaruh terhadap sebab. Artinya, adanya imani'

mengakibatkan batalnya sebab. Dengan tidak berartinya sebab,

maka musabbab atau hukum pum tidak akan ada, karena ia

mengikut kepada sebab. Misalnya, orang yang memiliki harta

senisab yang hdrusnya wajib zakat, karena ia sedang berhutang,

maka ia tidak dikenai kewajiban zakat. Dengan demikian,

berhutang menjadi mani' bagi wajibnya zakat bagi orang yang

memiliki liarta yang cukup senisab.

b. /Won/' yang berpengaruh terhadap hukum, dalam arti menolak

adanya hukum, meskipun ada sebab yang mengakibatkan adanya

hukum. Misalnya, menurut jumhur ulama hukuman kisas bagi

pembunuh dengan sengaja menjadi tidak berlaku karena yang

menjadi pembunuh adalah ayah dari si korban pembunuhan.

Jadi, keadaan pembunuh yaitu ayah si korban menjadi mani*

(penghaiang) adanya hukuman kisas, meskipun adanya sebab

yang mengharuskannya, yakni perbuat||) membunuh dengan
sengaja. Terkalt dengan hal Inl, Nabi saw. bersalbda:

«ijy) ^1 ^ 4*^1 Silj V
Artinya: Tidaklah dikisas seorang ayah karena membunuh anaknya (H.R. al-

Daruquthni).

Begitu juga haid atau nifas bagi perempuan menjadi mani'

bagi wajibnya salat baglnya, meskipun terdapat sebab yang

mewajibkannya, yakni masuknya waktu salat.

4. 5/iff/i

Secara lughawishah atau shihhah (^A^I)r(lndonesia: sah)

berarti 'sembuh', 'sehat', 'selamat', atau 'benar' (Munawwir, 1998:
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764). Ahli usul mendefinisikans/ia/isebagai 'terjadinya suatu perbuatan

yang memenuhi dua wajah (arah) menurut perintah syari'. Duawajah di

sini maksudnya memenuhi ketentuan syari' atau tidak memenuhinya.

Jika perbuatan hanya memiliki satu arah (tidak memenuhi kriteria dua

arah), maka tidak bisa dikategorikan sebagai shah, seperti iman yang

mengharuskan sesuati dengan perintah syari', dan jika bertentangan

maka tidak bisa disebut beriman (al-Zuhaili,1986,1:104).

Shahih adaiah terpenuhinya syarat dan rukun syar'i. Ibadah

dikatakan sah jika perbuatan ibadah itu dianggap telah memadai

dan telah melepaskan pelakunya dari tanggung jawabnya kepada

Allah dan telah menggugurkannya dari kewajiban qadla* dalam hal-

hal yang dapat 6\qadla\ Muamalah atau akad dikatakan sah apabila

secara hukum telah menghasilkan peralihan milik dan menghalalkan

hubungan iaki-lakidengan perempuan yang sebelumnya diharamkan,

atau bolehnya mengambil manfaat dari sesuatu yang diakadkan.

Shah bisa jup dipahami sebagai akibat hukum dari suatu

perbuatan taklifiyang sudah berlaku padanya sebab, sudah terpenuhi

syarat-syarat yang ditentukan daii telah terhindar dari segala mani\

Umpamanya, orang melakukan salat^ursdtelah tergelincir matahari,
setelah melakukan wudu serta syarat lalnnya, dan la tidak memiliki

halangan (mon/O apa pun. Salat yang demikian dianggap shah, Dalam

muamalah, misalnya jual bell dilakukan dengan memenuhi syarat-

syarat dan rukun^rukunnya dan tidak ada hal^hal yang menghalanginya,

makajual bellInl dianggapshah dan secara syar^l hak milik sudah dapat

berpindah tangan dari si pehjual ke si pembeli.

5. BathaHM\)

Bathal (JM>)/ yang dalam bahasa Indonesia disebut batal,

merupakan kebalikan atau lawan dari shah. Batal adaiah 'adanya

ketcurangan atau cacat dalam pokok-pokok suatu akad, balk dalam
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bentuknya, orang yang melakukan akad, maupun yang diakadkan'

(al-Zuhaili, 1986,1:106). Misalnya, jual beiidilakukan oleh anak-anak

yang belum dewasa atau oleh orang yanggila, atau dilakukan dengan

carayang salahseperti adanya riba daiamjual beli tersebut. Jual bell

seperti ini hukunrinya batal.

Secara mudah batal berarti akibat dari suatu perbuatan taklifi

yang tidak memenuhi sebab atau syarat; atau terpenuhi keduanya

tetapi terdapat padanannya mani'. Umpamanya, salat magrib

sebelum tergelincir matahari; atau tidak memakai wudu atau sudah

ada keduanyatetapi dilakukan oleh wanita yangsedang berhaid.

6. Fasid{^*^^)

Fasid (-^1) seperti halnya bathal adalah kebalikan dari shah.

Secara lughawi/05/d berakarpada katafasada yangberarti rusakatau

busuk (Munawwir, 1998:1054). Secara ishthilahitidak ada perbedaan

antara/as/d dan bathal. Tidak semua ulama menjadikan/os/of sebagai

bagian dari hukum wadHy, termasuk ulama jumhur, karena mereka

menganggapnya sama dengan bathal. Fasid ini hanya berlaku di

kalangan ulanna Hanafie^^dan itu pun hanya dalam bidang muamalah.
Jadi, dalam bidang muamalah terjadi perbedaan hukum antara fasid

dan bathal. DI Iuar muamalah tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Menurut ulama Hanaflah blla kekurangan atau kesalahan

terdapat pada rukun dari suatu akad, perbuatan itu disebut bathal

dan tidak member! bekas apa>apa, karena tidak terdapat sebab

dan dengan sendlrinya tidak beraklbat hukum. MIsalnya, dalam

perkawinan salah satu pihaktidak melakukan akad. Bita kekurangan

atau kesatahan terdapat pada salah satu syarat yang ditentukan,

maka perbuatan itu disebut/as/c/. Dalam bentuk iniperbuatan dapat

berlangsung karena telah menghasllkan sebagian bekasnya dengan

telah adanya sebab hukum. Tetapi karena tidak sempurna, maka
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harus disempurnakan kemudian. Dalam pernikahan, misalnya, jika

mahar belum diberikan, maka akad nikah dapat terus berlangsung

tetapi sesudah itu si suami harus memberikan mahar kepada istrinya

(AmirSyarifuddin, 1997,1:346).

7. *Azimah dan Rukhsah

Sebagian ulama ada yang memasukkan 'azimah dan rukhsah ke

dalam hukum tal^ifi. Ini didasarkan pada adanya iqtidla' (penetapan)

dan takhyir (pllihan), 'azimah merupakan penetapan dan rukhsah

merupakan piiihan. Sebagian ulama yang lain memasukkan 'azimah

dan rukhsah ke dalam hukum wadl'iy, karena hakikat rukhsah adalah

penjelasan mengenai penetapan syafi' akan sifat-sifat yang menjadi

sebab adanya keringanan. sedang 'azimah merupakan pertimbangan

pemberlakuan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi sebab pemberlakuan

hukum-hukum asal secara keseluruhan (al-Zuhaili, 1986,1:108).

Secara lughawi 'azimah berarti kemauan yang teguh, kekuatan,

kekuasaan, mantra, jampi-jampi, atau jlmat (Munawwlr, 1997: 928).

Menurutahli usul 'azimah adalah hukum-hukum /cu///yangdisyariatkan

pertama kali untuk menjadi hukum-hukum umum bag! semua mukalaf

dalam semua keadlan, s^pertt salat, zakat, dan seluruh ketentuan
syariat yang lain (al-Zuhalli, 1986, I: 109). Ungkapan 'ditetapkan

pertama kali" mengandung ari bahwa pada mulanya syari' bermaksud

menetapkan hukum taklifi kepada hamba. Hukum ini tidak didahulul

hukum lain. Seandainya ada hukum lain yang mendahuluinya, hukum

terdahulu Itu tentu dinasakh dengan hukum yang datang belakangan.

Dengan (Jemikian, hukum 'azimah ini berlaku sebagai hukum pemula

dan sebagai pengantar kepada kemaslahatan yang bersifat umum.

Ungkapan 'hukum-hukum Icullf mengandung arti bahwa 'azimah

bertaku untuk semua mukalaf dan berlaku di mana pun dan kapan pun,

seperti kewajiban salat, zdkat, dan kewajiban yang lain. Termasuk

dalam pengertian 'azimah adalah hukum umum yang berlaku untuk
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A

sesuatu sebab. Jika suatu ketika sebab ini hilang, maka akan hilang

hukumnya,dan jikasebab itu ada lagi; maka hukum pun akan ada lagi.

Misalnya, pehegasan firman AllahSwt.;

(^ ^A:S^l) ^ of
Artinya: Tidakada halangan bila kamu mencari karunia dari Tuhanmu (QS.

al-Baqarah [2]: 198).

Ayat itu turun sesudah datang ayat sebelumnya (ayat 197) yang

melarang beberapa perbuatan ketika sedang melakukan ibadah haji.

Adapun rukhsah (q^>ll) adalah lawan dari 'azimah. Secara

etimologis rukhsah berarti keringanan, izin, atau lisensi (Munawwir,

1997: 484). Menurut ahli usul rukhsah berarti hukum-hukum yang

disyariatkan oleh Aljah untuk memberikan pemaafan terhadap

hamba-Nya dajam menjaga pemenuhan hajatnya, karena adanya

sebab yang mewajibkan pemenuhan hukum yang asli. Ulama Syafiiah

mendefinisikan rukhsah sebagai hukum yang berlaku berdasarkan

suatu dalil menyalahi dalil yang ada karena adanya udzur (al-Zuhaili,

1986,1:110). Ungkapan 'menyalahi dalil yang ada' merupakan sifat

pembeda dalam definisi yang mengeluarkan darai lingkup pengertian

rukhsah^ sesuatu ya^ memang pada dasarnya sudah boleh
mejakukannya seperti mak^ dan mipum. Kebolehan makan dan
minum memang sudah dari dulunya dan tidak menyalahi hukum yang

sudah ada. Katacfo///yang maksudnya adalah dalil hukum, dinyatakan

dalam definisi itu agar mencakup rukhsah untuk melakukan perbuatan

yang ditetapkan dengan dalilyang menghendaki hukum wajib, seperti

berbuka puitsa bagi musafir, atau yang menyalahi dalil yang

menghendaki hukum nadb (sunah) seperti meninggalkan saiat

berjamaah karena hujan dan lainnya. Sedang penggunaan kata udzur

dalam definisi itu mengandung arti kesukaran dan keberatan untuk

menghindarkan dari cakupan arti rukhsah tentang dua hai, yaitu: (1)
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*
V

hukum yang berlaku dan ditetapkan dengan dalil lebih kuat yang

menyalahi dalil lain yang lemah dari hukum itu. Diberlakukannya

hukum yang datang belakangan bukan karena memberikan

keringanan, tetapl memang secara ketentuan harus dllakukan karena

kekuatan dalilnya; (2) taklif atau beban hukum semuanya merupakan

hukum yang tetap menyalahi dalil asal dan yang menurut asalnya

tidak ada taklif (Amir Syarifuddin, 1997,1:322).

Jika dibandingkan antara 'azimah dan rukhsah^ secara sederhana
K

dapat dikatakan bahwa 'azimah adalah melaksanakan perintah dan

menjauhi larangan secara umum dan mutlak, baik perintah yang wajib

maupun yang sunah, balk larangan yang haram maupun yang makruh,

sedangkan rukhsah adalah keringanan dan kelapangan yang diberikan

kepada seorang mukalaf dalam melaksanakan perintah dan menjauhi

larangan. %zimah adalah hak Allah atas hamba-Nya, sedang rukhsah

adalah hak hamba dalam karunia fian kebijaksanaan Allah. Oalam hal

ini ada kesamaan antara hukum rukhsah dan hukum mubah.

Hukum menggunakan rukhsah menurut ulama berbeda-beda.

Jumhurulama berpendapat bahwa menggunakan rukhsah tergantung

kepada bentuk udzur yang menyebabkan adanya rukhsah tersebut.

Dengan demikian, menggunakc^ rukhsah dapat menjadi

wajib, seperti orang yang memakan makanan haram ketika tidak

mendapatkan makanan halal dan la khawatir jika tidak menggunakan

rukhsah akan mencelakakan dirinya. Hukum rukhsah bisa juga

menjadi sunah, seperti berbuka puasa ramadan bagi orang yang sakit

atau dalam perjalanan. Ada pula yang semata-mata mubah seperti

jual beli salam, Semenetara itu. Imam at-Syathibi berpendapat bahwa

hukum menggunakan rukhsah adalah boleh atau Ibahah secara

mutlak. Namun, argumen-argumen yang mendasari pendapatnya

oleh para ulama ditanggapi secara berbeda sehingga menimbulkan

polemikyang berkepanjangan (Amir Syarifuddin, 1997,1:329).



BABVin

SEJARAH PERKEMBANGAN

HUKUM ISLAM

A. Memahami Perkembangan Hukum Islam

Memahami sejarah perkembangan hukum Islam memiliki makna
yang sangat penting untuk memahami hukum Islam secara

lebih mendalam. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum

Islam menunjukkan pada suatu dinamlka pemiklran keagamaan yang

berlrlngan dengan perkembangan sosial budaya yang terjadi di tengahr

tengah masyarakat. Dinamlkapemiklran KukumIslam inl terus berjalan

seiring dengan perjal^n waktu dan dinamlka masyarakat manusla.

Hukum Islam, khususnya yang berkategori fiklh, tidak pernah

mandek (berhenti), tetapi terus dinamis dan berubah selring dengan

perubahan waktu dan tempat. Perkembangan pemiklran dalam

bidang hukum Islam ini mengisi sebaglan besar. Hukum Islam (fiklh)

muncul tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada

zamannya, tetapi juga telah menylapkan suatu warisan berharga

untuk pertibangunan hukum Islam dl masa depan. Hukum Islam

berkembang dalam bentuk formulasi akademlk darl skema atternatif

untuk suatu kebutuhan praktfs.

232
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Unfejk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang

hukum Islam, khususnya fikih, serta karakteristiknya, maka sangatlah

penting memahami perkembangan hukum Islam dari masa ke masa,

mulai dari lahirnya hingga perkembangannya yangterakhir (sekarang).

Studi tentang perkembangan hukum Islam tidak mengikuti alur

pergolakan politik dan sosial sebagaimana yang banyak dilakukan

oleh para pengkaji (pengamat) hukum Islam, tetapi lebih diarahkan

pada realitas perkembangan hukum Islam sendiri.

Perkembangan hukum Islam, betapapun, mau tidak mau

terpengaruh oleh pergolakan politik dan sosial sebagaimana

perkembangan teologis (pemikiran keagamaan), namun lebih terasa

tenang dan konstruktif. Perhatian yang besar dari pemerintahan

Daulat Bani Abbas, misalnya, merupakan faktor penting yang

mengantarkan hukum Islam menuju masa keemasannya. Dalam

hal ini penguasa politik tidak banyak ikut campur dalam masalah

hukum Islam, sehingga para ulama (fukaha) dengan leluasa dapat

mengembangkan kajian-kajian fikihnya. Peran penguasa yangterlihat

dalam perkembangan fikih ini bukan dalam rangka mewarnai hasil

kajian fikih yang dilakukan oleh para ulama, tetapi maiah menjadi

pendorong lahirnya buku-buku fikih. Sebagai contoh, tersusunnya

kitab aI'Muwaththa' oleh Imam Malik adaiah dalam rangka

memenuhi permintaln Khalifiah Abbasiyah yang dijadikan sebagai
salah satu sumber hukum bagi negara.

Pada uraian di bawah bisa dicermati perkembangan hukum

Islam yang dibagi dalam enam periode. Periode pertama adaiah

perkembangan hukum Islam pada masa kenabian, periode kedua

pada masa khulafaur rasyidin, periode keUga pada masa pembinaan

hukum Ijstam, periode keempat pada masa pengembangan dan

pembukuan hukum Islam, periode kelima pada masa kemunduran

hukum Islam, dan periode keenam pada masa kebangkitan kembali
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hukum'^slam. Selajutnya di bawah ini akan diuraikan satu persatu

masing-masing perlode tersebut.

B. Masa Nabi Muhammad saw.

Masa ini sering juga disebut masa kenabian (masa risalah), yakni

suatu masa ketika Nabi Muhammad saw. hidup bersama-sama para

sahabat, tepatnya sejak turunnya wahyu (610 M/12 H) hingga Nabi

wafat (632 M/11 H). Masa ini merupakan masa pertumbuhan dan

pembentukan hukum Islam, yakni suatu masa turunnya syariat Islam

dalam pengertian yang sebenarnya. Turunnya syariat daiam arti

proses munculnya hukum-hukum syar'iy hanya terjadi pada masa

kenabian ini. Syariat yang bersumber pada wahyu Allah turun kepada

Nabi pada masa ini dan berakhir setelah Nabi wafat.

Pada masa ini Nabi Muhammad saw. yang resmi diangkat menjadi

Rasuiullah melaksanakannya tugas menyampaikan pesan-pesan Allah

meialui wahyu Alquran kepada umat manusia dengan bimbingan

langsung dari Allah melalul Alquran. Nabi mampu mengemban tugas

yang amat berat Ini dengan sebaik-baiknya. Hanya dalam waktu yang

relatif singkat, yakni kurang dari 23 tahun, Nabi berhasil merubah

sistem kehidupan di Arab dari yang sangat jauh dari niial-nilai agama

dan moral menjadi tatanan yang sarat dengan nilai-nilai agama dan

humanlsme. Nabfterhpsil membentuk masyarakat Arab menjadi
masyarakat madani yang berbudaya agung, yakni budaya Islami

(QuranI). Karena itulah, kedudukan Nabi sangat penting, terutama

bagi umat Islam. Pengakuan akan Allah sebagal Tuhan bagi seorang

muslim belumlah lengkap tanpa pengakuan terhadap kerasulan Nabi

Muhammad ini. Pengakuan ini membawa konsekuensi bahwa umat

Islam harus mengikuti firman-firman Allah yang terdapat dalam

Alquran dan mengikuti sunah Nabi yang terkumpul datam kitab-kitab

hadis. Meialui ayat-ayat Alquran, Allah menegaskan bahwa Nabi
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Muhammad diutus untuk membawa rahmat bagi semesta alam (QS.

al-Anbiya' [21]: 101), perintah untuk menaati Allah dan Rasulullah

(03. al-Nlsa' [4]: 59), dan kewajiban manusia meneladani Rasulullah
(QS. al-Ahzab [33]: 21).

Pada masa ini beium muncul mujtahid yang melakukan ijtihad

dalam mencarl penyelesaian hukum atas masaiah yang dihadapinya.

Sumber hukum Islam masih merupakan sumber asll syariat, yaknl wahyu

Allah(Alquran)dan penjelasan NabIsaw. (sunah). Proses perkembangan

hukum Islam (tasyri') pada masa ini oleh para ulama dikelompokkan

menjadidua periode, yaitu periode Mekkah dan Periode Madinah. Dua

periodeiniiah yangakandiuraikan lebih lanjutdi bawahini.

1. TasyrVpada Periode Mekkah

Periode ini terjadi selama kurang lebih 13 tahun. Periode ini

terfokus pada proses penanaman tata nilaitauhid, seperti iman kepada

Allah dan Rasulullah serta hari kiamat, dan perintah untuk berakhlak

mulia, seperti menegakkan keadilan, kebersamaan, menepati janji

dan menjauhl kerusakan akhlak seperti zina, penibunuhan, dan

penipuan. Persoalan akidah (keimanan) merupakan intisari dari

ajaran agama samawl dan merupakan penyangga utama syariat

(ketentuan-ketentuan (^kun^. Seseorang tidak akan menerima
ketentuan syariat kecuati akidahnya sudah baik, terutama beriman

kepada Allah dan |$epada hal-hal yang gaib (al-Qaththan, 2001: 45).

Pembinaan akhlak mulia juga menjadi prioritas utama dari risalah

Nabi di Mekkah. Ayat-ayat Alquran yang merupakan sumber utama

syariat turun untuk mendukung semua kebutuhan penanaman iman

dan akhlak mulia tersebut.

Pada masa Ini tasyri' sudah mulai tampak melalui turunnya

ayat-ayat Alquran. Dalam QS. al-Ah'am, salah satu surat yang turun

di Mekkah, didapati berbagai ayat yang berisi hukum-hukum tentang
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haramnya makan binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah

dan keterarigan tentang hewan-hewan yang haram dimakan (QS,

al-An'am [6]: 145) yang sebenarnya juga terkait dengan masalah-

masalah akidah (iman). In! terkait dengan tradisi orang jahlliah yang

blasa menyembellh binatang atas nama Tuhan mereka yang batil

dan mengharamkan serta menghalaikan binatang-binatang sesuai

dengan hawa nafsu mereka (QS. al-An'am [6]: 136). Pada masa in!

sudah turun ayat yang memerintahkan salat dan zakat. Perintah zakat

pada masa in! lebih bersifat umum dalam arti sedekah atau infaq/f

sabilillah. Perintah zakat yang lebih rind turun pada perlode Madinah.

Dari uralan singkat di.atas, perlu ditegaskan kembali bahwa

periode Mekkah merupakan periode revolusi akidah untuk mengubah

sistem kepercayaan (iman) masyarakat jahiliah dari menyembah

berhala menuju penghambaan kepada Allah semata. Revolusi ini

menghadirkan perubahan yang fundamental serta rekonstruksi sosial

dan^ moral pada seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Dengan

akidah yang mantap dan ditunjang dengan sikap moral (akhlak) yang

baik, maka akan mudah ditanamkan segala ketentuan hukum untuk

dipedomani dan dilak^jiakan dalam kehidupan sehari-hari.

2. TasyrI' pada iPerfode Madinah'

Periode Ini terjadi selama 10 tahun, yakni sejak Nabi hijrah ke

Madinah hingga wafatnya. Pada periode ini mulal turun ayat-ayat

yang menerangkan hukum-hukum syar'iy dari semua persoaian yang

dihadapi manusia, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Ayat-

ayat Alquran yang turun berisi penjelasan tentang masalah salat,

zakat, puasa, haji, aturan jual beli, masalah kekeluargaan, masalah

kriminal, hingga masalah ketatanegaraan. Jika pada periode IVIekkah

terjadi revolusi akidah, maka periode Madinah terjadi revolusi

sosial politik. Rekonstruksi sosial pada periode ini ditandai dengan
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pelftataan pranata-praqata praktik pemerlntahan yang dilakukan oleh

Nabi hingga Islam bisa tampll sebagai suatu kekuatan politik.

Ada tiga aspek yang perlu ditegaskan dari proses perkembangan

hukum Islam pada perlode Madinah in! (Mun'imA. Sirt7,1995:24):

a. Metode Nabi dalam menerangkan hukum

Syariat Islam turun secara global. Belum ada rincian hukum,

mana yang wajib atau sunah, haram atau makruh, maupun

syarat dan rukun. Nabi memberikan penjelasan dalam bentuk

sabda yang singkat dan perbuatan yang kemudian ditim oleh

para sahabat.

b. Kerangka hukum syariat

Ada hukum yang disyariatkan untuk suatu persoaian yang

dihadapi oleh masyarakat, seperti hukum mendekati perempuan

yang sedang menstruasi dan masalah-masalah lain terkait

dengan ibadah dan muamalah.

c. Turunnya syariat secara bertahap (periodik)

Ini bisa dilihat tentang perlntah untuk melakukan ibadah tidak

turun sekallgus, tetapi secara bertahap dalam waktu yang cukup

lama. Di samping periodik dalam hal turunnya perintah, syariat

juga turun bertahap dalam hal perbuatan ibadah maupun

muamalah,^eperti dalam hal salat dan pengharaman khamar
(minuman keras).

3. Sumber Hukum Islam pada Periode Kenablan

Seperti dijelaskandiatas bahwa sumber hukum Islampada periode

ini adalah wahyu baik dalam bentuk Alquran maupun sunah. Alquran

merupakan kumpuian wahyu Allahyang turun kepada Nabiyang berisi

petwfijuk kebenaran untuk kebahagiaan umat manusia. Kehadiran

Alquran benar-benar memberl petunjuk kepada Nabi dan umat Islam

pada periods ini dalam penyelesaian semua permasalahan yang
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dihadef^i Nabi bersama parp sahabatnya. Adapun sunah, sebagaimana

Alquran, juga muncul secara periodik mengikuti fenomena umum

dalam masyarakat. Karena itulah, sunah berfungsi menerangkan,

memerinci, membatasi, dan menafsirkan Alquran. Penjelasan yang

lebih rind tentang Alqurandan sunah bisa dilihat pada bab sebelumnya.

Kedua sumber hukum Islam di atas (Alquran dan sunah) pada

periode ini belum dibukukan secara formal. Yang ada adalah catatan

tentang ayat-ayat Alquran yang dikumpulkan oleh para penulis wahyu

dan juga hafaian para sahabat. Sedang sunah terpelihara dalam tradisi

umat Islam waktu itu di samping juga dihafal oleh para sahabat.

Alquran berisi petunjuk kebenaran tentang berbagai hal,

termasuk tentang hukum (syariat). Ayat-ayat hukum dalam Alquran

yang terkait dengan ibadah menurut Abdul Wahhab Khallaf(1978:30)

berjumlah 140 ayat, dan yang terkait dengan muamalah berjumlah

228 ayat. Ayat-ayat hukum ini tersebar di berbagai surat sehingga

untuk memahaminya diperlukan upaya dan cara-cara khusus. Dengan

bantuan teknologi komputer, pemahaman yang balk terhadap ayat-

ayat hukum tersebut cukup mudah dilakukan sekarang ini. Dari 228

ayat hukum tentang muamalah, Abdul Wahhab Khallaf memerincinya

lagi, seperti: 1) hukum keluarga yang terdiri darl hukum perkawinan

dan kewarisan, berjgmiah 70 ayat; 2) hukum perdata lalnnya, di

antaranya hukum perjanjfan (perikatan), berjumlah 70 ayat; 3)
hukum ekononii dan keuangan, termasuk hukum dagang, berjumlah

10 ayat; 4) hukum pidana, berjumlah 30 ayat; 5) hukum tata negara,

berjumlah 10 ayat; 6) hukum internasional, berjumlah 25 ayat; dan 7)

hukum acara dan peradilan, berjumlah 13 ayat. Ayat-ayat hukum ini

masih berupa prinslp-prinsip yang harus dikembangkan lebih tanjut.

Pengembangan ayat-ayat ini dilakukan oieh Nabi dalam bentuk sunah

yang menjadi patpkan di dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran.
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Ayat-ayat Alquran yang turun kepada Nabi memang disesuaikan

dengan kebutuhan beliau seiring dengan nnisi risalah menghadapi

kaumnya. Karena itu, ayat-ayat yang turun di Mekkah meniiliki

karakteristik yang berbeda dengan ayat-ayat yang turun di Madinah.

Di antara karakteristik ayat-ayat yang turun di iViekkah adaiah:

(1) mengajak untuk bertauliid dan beribadah kepada Aliah; (2)

meietakkan dasar-dasar umum dalam. tasyri'; (3) berlsi kisah-kisah

para nabi Allah dan umaf-umat terdahulu; (4) ayat-ayatnya pendek

tetaVi mengandung kekuatan lafaz, ungkapan yang memiliki daya
ijaz (nrjelemahkan); (5) khithab-nya adaiah keumuman manusia

{ya ayyuha al-nas); dan (6) banyak mengandung ayat-ayat qasam

(sumpah Aliah). Sedangkan ayat-ayat yang turUn di Madinah memiliki

karakteristik seperti: (1) penjelasan tentang ibadah, muamalah, dan

kaidah-kaidah hukum serta persoalan tasyri"; (2) khithab-ny/a orang-

orang Yahudi dan Nasrani (ahli kitab) yang diajak untuk memeluk

Islam; (3) membeberkan perilaku-perilaku orang-prang munafik; dan

(4) ayat-ayatnya panjang dengan berbagal gaya bahasa {usiub) untuk

memantapkan syariat (al-Qaththan, 2001:56-59).

Adapun sunah pada masa inl hanya ada dalam bentuktradisiyang

dicontohkan langsung oleh MItbi k^udian terpelihara dalam sikap
dan perllaku sehari-hari. Sebagai sumber sunah, Nabi memberikan

penjelasan langsung terhadap ayat-ayat Alquran yang belum rind

sehingga ayat-ayat Itu menjadi aplikatif dan praktis. Penjelasan Nabi

terkadang melalui sabda-sabdanya {qauliyyah) dan Juga langsung

melalui praktik kehldupan beliau sehari-hari bersama para sahabat

baik mengenai Ibadah maupun muamalah {fi^liyah). Belum ada

problem yang berarti terkait dengan sunah ini, sebab tuntutan

zaman dan keadaan waktu itu belum begitu kompleks. Nabi mampu

memberikan jawaban-Jawaban atas semua persoalan yang terjadi

pada waktu itu. Namun demikian, Nabi tidak meiarang sahabat yang
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dengan usahanya sendiri menulis catatan-catatan tentang sunah. Di

antara catatan yang berisitentang kumpulan sunah atau hadisadalah

catatan yang ditulis oleh Abdullah bin Amr bin al-'Ash yang diberi

nama al-Shahifah al-Shadiqah (al-Qaththan, 2001:107).

Pada periode ini belum ada ijtihad yang dilakukan oleh para

sahabat yang lepas dari legltimasi Nabi. Ijtihad memang sudah

dilakukan, tetapi Nabilah yang melakukannya. Ketika yang melakukan

Nabi, maka yang dihasilkan masuk dalam kategori sunah. Ada kasus

yang memang benar-benar menunjukkan bahwa Nabi melakukan

Ijtihad yang kemudian ijtihadnya diluruskan oleh turunnya ayat

Alquran. Namun demikian, Nabi mendorong sahabat agar melakukan

ijtihad. Nabi mengizinkan Muadz bin Jabal untuk melakukan ijtihad

ketika tidak ditemukan aturan tentang masalah yang dihadapi dalam

Alquran dan sunah. Ini ditegaskan Nabi ketika mengutus Muadz

untuk menjadi hakim di Yaman. Contoh lain mengenai ijtihad yang

dilakukan sahabat adalah ijtihad tentang salat di perjalanan yang

menghasitkan dua cara yang berbeda dalam pelaksanaan salatnya,

termasuk dalam pelaksanaan salat dengan tayamum ketika tidak

menemukan air Italam^perjalanan. Masih banyak contoh lain yang
menunjukkan adanya usaha ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat

pada masa Nabi (al-Qaththan, 2001:124-131).

C. Masa Khulafaur Rasyldin

Masainiberlangsungkira-kira selama 30tahun (632M/11H-662

M/41H), yaknl sejak NabiMuhammad saw. wafat hingga berakhirnya

pemefintahan All bin Abi Thalib dan mulainya kekhalifahan Bani

Umayyah. Periode ini ditandai dengan keberadaan sahabat-sahabat

Nabi terkemuka yang mengibarkan bendera Islam sejak wafat Nabi

saw. Merekalah yang meneruskan estafet perjuangan Nabi dalam

mendakwahkan islam dl tengah-tengah umat manusla.
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Para sahabat menggantikan kedudukan Nabi saw. sebagai

pemimpin umat dan kepala negara, bukan kedudukan kenabian. Di

antara mereka kemudian terpilih sebagai pemimpin yang bergelar

khalifah. Yang pertarna kali menduduki jabatan ini adalah Abu Bakar

ai-Shiddiq, kemudian disusul oieh Umar bin Khathtiiab, Usman bin

Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat Nabi inilah yang

selama 30 tahun mengawal umat Islam dalam menancapkan niiai-

nilai kebenaran dan kerahmatan bagi umat manusia di alam raya

ini. Keempat sahabat inilah yang kemudian dikenal dengan julukan

khulafaur rasyidin, yang berarti para khalifah yang memimpin umat

Islam ke jalan yang benar (Muhammad Daud Ali, 1996:153).

Para sahabat, pada periode ini, memainkan peranan yang sangat

penting dalam membela dan mempertahankan Islam. Mereka tidak

hanya mempertahankan Islam yang ditinggalkan Nabi, tetapi juga

melebarkan sayap dakwah Islam hingga ke negeri-negeri di sekitar

Arab, seperti Persia, Irak, Suriah, dan Mesir. Karena Itulah pada

periode ini hukum Islam mulai t^erhadapan dengan permasalahan

baru dalam hal moral, etika, budaya, dan kemanuslaan dalam tatanan

masyarakat yang plural. Kondisi inilah yang banyak berpengaruh

dalam perkembangan hukum Islam pada periode Ini.
te

Dalam menghadapi b^bagai persoalan baru yang muncui di

berbagai daerah yang plural itu para sahabat selalu merujuk kepada

Alquran dan sunah. Ada kalanya mereka menemukan nas Alquran

atau hadts Nabi secara jelas menunjukkan persoalan yang dihadapl,

namun dalam banyak hal mereka hams menggall kaidah-kaidah dasar

dan tujuan dasar dari berbagai tema dalam Alquran dan hadis untuk

diapiikas^an terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak dijumpai

ketentuan nasnya. Periode ini dltandai juga dengan mulai munculnya

perbedaan pemahaman terhadap nas.
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Perluasan daerah Islam juga membawa konsekuensi lain,misalnya

bercampurnya orang-orang Arab (Islam) dengan orang-orang lain yang

sebagian mereka ada yang memeluk Islam dan sebaglan mereka yang

lain tetap dalam agama lamanya. Karena itu, dibutuhkan suatu aturan

baru yangmengatur hubungan orang-orangIslam dengan orang-orang

nonmusllm. Para ulama (fukaha) dituntut untuk menemukan aturan-

aturan baru, sehingga mereka tidak jarang melakukan ijtihad untuk

menjawab permasalahan baru yang dihadapi.

1. Sumber Hukum Islam

Memahaml perkembangan hukum Islam pada periode ini

sangatlah penting mengingat hukum yang berkembang saat itu

dijadikan model oleh generas-generasi berlkutnya, terutama tentang

cara mereka menemukan dan menerapkan hukum Islam pada waktu

itu.Setiappersoalanbaruyangmuncul padamasainiselaludiselesaikan

dengan kembali kepada petunjukAlquran dan sunah Nabi. Jlka dalam

kedua sumber nas itu tidak ditemukan petunjuk hukumnya, para

sahabat berkumpul melakukan musyawarah untuk menyelesaikan dan

menemukan keterituan hukumnya. Ketika mereka bersepakat barulah

mereka memutuskan hukum dari persoalan yang mereka hadapi.

Inilah awal mula dari pigMlk ij|ihad dengan menggunakan ijmak (al-
Qaththan, 2001:189). Cara seperti Inilah yang banyak ditempuh oleh

para sahabat dalam menentukan hukum. Karena itulah, selainAlquran

dan sunah, ijtihad sudah mulai menjadi sumber hukum Islam (fikih)

yang menjadi rujukan para ulama. Dengan demlkian sumber hukum
Islam pada nnasa ini adalah Alquran, sunah, ijmalg dan kias.

Sepening^i Nabi, Alquran belum dibukukan. Pada periode inilah
Alquran dibukukan ke dalam satu mushaf. Pembukuan Alquran pada

periode ini t^adi dua kail, yaknl pada masa pemerintahan Abu Bakar

dan padamasaUsman binAffan. Kali pertama, masaAbu Bakar, Alquran
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hanyalah dijadikan satu kesatuan buku yang semula tersebar dalam

bentuk lembaran-lembaran. Kali kedua, yakni masa Usman, bukan

semata-mata pengumpulan Alquran, tetapi penertiban bacaan Aiquran

untuk menghindari perselisihan pendapat di kalangan umat Islam.

Sumber hukum Islam yang kedua, sunah (hadls), juga

mendapatkan perhatian yang serius pada periode ini. Para sahabat

melakukan seleksl yang sangat ketat dalam periwayatan hadis. Ini

dilakukan dengan alasan adanya kekhawatiran akan adanya kesalahan

atau penyelewengan, entah karena iupa atau karena kesalahan dalam

penyampaian riwayat. Alasan yang lain adaiah adanya kekhawatiran

akan masuknya kabar bohong ke dalam hadis dari orang-orang yang

sengaja ingin merusak Islam dari dalam. Dengan alasan inilah, para

sahabat, terutama khulafaur rasyidin, selalu berhati-hati dalam

menerima hadis yang diterlma dari sahabat yang lain (MunMm A.Sirry,

1995: 37). Terkadahg pembawa hadis itu harus bisa menghadlrkan

saksi dan terkadang harus n^enyertainya dengan sumpah. Dengan

cara inilah kekhawatiran-kekhawatiran mereka itu dapat dihindari.

Ijtihad sudah muiai menjadi rujukan para fukaha pada periode ini.

Luasnya daerah lsl|pi pada masa ini membawa persoalan baru dalam
wacana hukum Islam, ijtihaddiperlukantidakhanya untuk menyelesaikan

persoalan baru tersebut, tetapi juga untuk memahami nas baik dalam

Aiquran maupun sunah. Intensitas ijtihad sahabat mendapat tempat

tersendiri dalam hukum Islam. Meskipun ijtihad ini membuka ruang

perselisihan {ikhtilaf), namun karena mereka sering melakukan ijtihad

dengan bersama-sama dan bermusyawarah,makaIjtihadmereka banyak

mendatangkan suatu kesepakatan umum dari satu generasi (ijmak).

Perbedaan pendapat pada masa ini dianggap sebagai suatu yang

wajar. Tidak ada sahabat yang memaksakan pendapatnya kepada

sahabat yang lain. Dalam berbagal peristiwa sering terjadi Abu Bakar
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berselisih pendapat dengan para sahabat lainnya dalam memutuskan

suatu perkara. Begitu juga yang terjadi pada Umar, Usman, maupun

All. Kebebasan berpendapat yang terjadi pada masa ini bukan untuk

kepentinganpribadimaupun golongan.Inilah yangmembawa pada suatu

kekuatan moral Islam yang secara bersungguh-sungguh Ingin melihat

relevansi Islam dengan persoalan-persoalan yang terus berkembang

dan senantiasa terus meminta etika dan paradigma baru. Untuk lebih

jelasnyatenting persoalan ini, uraian berikut bisadicermatidengan balk.

2. Kodifikasi Alquran

Pada masa Nabi, Alquran sudah mulai ditulis, terutama oleh para

sekretaris {kuttab al-wahy) yang ditunjuk langsung oleh Nabi untuk

menullskan setiap wahyu yang turun kepada beliau. Disamping itu, juga

ada sahabat lain yang dengan inisiatifnya sendiri ikut menulis wahyu

Alquran. Hingga Nabi wafatsemua ayatAlquran sudah tertulis diberbagai

sarana yang dapat digunakan untuk menulis pada waktu itu, seperti

tulang belulang, daun-daun kering, lempengan batu, dan sebapinya.

Para sahabat juga melakukan pemeliharaan Alquran melalul

hafalan mereka. Hampir sebagian besar sahabat yang dekat dengan

Nabi menghafal keseluruhan ayat Alquran secara balk, termasuk

para istrl Nabi {hmma^at al-mu'mlnln). Permasalahan mulai muncui
ketika para penghafal Alquran ini banyak yang wafat, terutama

ketika menglkuti peperangan dalam rangka mempertahankan

Islam dari gangguan orang-orang yang murtad. Pada peperangan

melawan kaum murtad, yang kemudian terkenai dengan Perang

Yamamah,di antara korban yang ada adaiah para penghafal Alquran.

Peristiwa ini mennunculkan kekhawatiran pada diri Umar bin

Khaththab akan kehabisan para penghafal Alquran yang selanjutnya

akan menghiiangkan Alquran. Akhirnya Umar mengusulkan

kepada Abu Bakar (Khalifah waktu itu) untuk segera melakukan
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pengumpulan (kodifikasi) Aiquran untuk menyelamatkan Alquran

dari kepunahannya. Meskipun Abu Bakar semula keberatan, tetapi

akhirnya Abu Bakar menerima usul Umar ini. Akhirnya dipilihiah

beberapa orang untuk segera melakukan pengumpulan Alquran dan

Zaid bin Tsabit ditunjuk sebagai ketuanya. Dengan usaiia yang serius

akhirnya berhasillah usaha pengumpulan Alquran ini ke dalam satu

mushaf. Pedoman utama dalam pengumpulan Alquran ini adalah

hafalan para hujfazh pada waktu itu, di samping juga catatan-catatan

yang ada. Alquran yang berhasil disatukan ini disimpan di rumah

Abu Bakar hingga wafatnya. Setelah itu disimpan oleh Umar bin

Khaththab hingga wafatnya. Sepeningga Umar Alquran di simpan

oleh puteri Umar yang juga istri Nabi, yaitu Hafshah hingga akhirnya

dilakukan kodifikasi ulang terhadap Alquran pada masa Usman bin

Affan (Qaththan, 2001:191-192).

Pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan mulai muncul

perbedaan dalam pembacaan Alquran. Ini terjadi karena memang

di kalangan masyarakat Arab berkembang banyak diaiek sehingga

ikut berpengaruh dalam pembacaan Alquran. Perbedaan bacaan

ini juga memunculkan pertentangan sekaligus perpecahan yang

cukup signifikan. Hudzaifah bin al-Yaman secara langsung melihat

pertengkaran akibat perbedaan oaca^Alquran ini. Usman akhirnya
mengambil keputusan untuk melakukan kodifikasi ulang terhadap

Alquran untUk menyatukan bacaan Alquran yang berbeda-beda.

Usman mengutus para sahabat untuk melakukan tugas ini dengan

berpedoman kepada Alquran yang sudah terkqdifikasi sebelumnya
yang masih tersimpan di tempat Hafshah. Untuk tugas ini Zaid bin

Tsabit masih dipercaya sebagai ketua tim yang beranggptakan

Abdullah bin Zubair, ^a'ld bin al- '̂Ash, dan Abdurrahman bin al-Harits
bin Hisyam al-Qurasy. Tugas ini dilakukan dengan bdik dan berusaha

menghapus perpecahan dengan mengembalikannya ke dalam diatek
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Quraisy yang merupakan dialekVesmi Alquran ketika turun kepada

Nabi (Qaththan, 2001:193).

Dengan ditulisnya kembali Alquran pada masa Usman ini maka

umat Islam berhasil disatukan dengan satu Mushaf Alquran yang

sekarang dikenal dengansebutan Mushaf Usmani atau Mushaf al-lmam.

Catatan-catatan laintentang Alquranyang masihada harus dimusnahkan

untuk menjaga agar Alquran tetap satu. Pada waktu Itu dibuat tujuh

buah Alquran yang sama dan disebarkan dl tujuh kota, yaitu Madlnah,

Mekkah, Kufah, Bashrah/Suriah, Yaman, dan Bahrain (Qaththan, 2001:

193). Dengan penyatuan umat Islam kepada satu Alquran ini Usman

berhasil menyatukan kembali umat Islam yanghampirpecahpadawaktu

itu. Kodifikasi Alquran pada waktu Usman itu sudah dilakukan dengan

mengurutkan ayat dan surat seperti yangteriihat sekarangini.

3. Beberapa Contoh Persoalan Baru

Banyak persoalan baru yang juga memunculkan hukum baru

para periode sahabat ini. Di antara persoalan baru dimaksud akan

diuraikan secara singkat di bawah ini.

a. Masalah ghanimah (rampasan perang)

Pada masa Nabi, empat perlima dari harta rampasan perang

dibagikan kepada prajurit!%angi terlibat dalam peperangan dan
seperlimanya lagi untuk kesejahteraan lain seperti yang ditegaskan

oleh ayat Alquran (QS. al-Anfal [8]: 41). Umar mulai berpendapat

yang berbeda dengan ketetapan pada masa Nabi tersebut. Dengan

dalih bahwa masa depan islam juga tergantung pada kebutuhan

kemaslahatan umunri, administrasi, prajurit dan pegawai yang dibiayal,

dan juga untuk keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan, maka

harta rampasan perang pun harus dimanfaatkan untuk kepentingan

dan kesejahteraan umat Islam (al-Qaththan, 2001:200).
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Sebagian sahabat mendukung ide Umar tersebut, dan sebagian

yang lain menolaknya. Di antara saliabat yang mendukung adalah

Usman, Ali, Mu'adz bin Jabal, dan Thalhah. Sedang yang tidak

mendukung Umar adalah Abdur Rahman bin Auf, Ammar bin Yasir,

dan Bilal bin Rabbah (al-Qaththan, 2001:201). Yangterakhir ini, Bilal,

yang paling keras memprotes Umar, karena Umar telah melakukan

keputusan yang berbeda dengan keputusan Nabi dan juga ketentuan

Alquran. Dengan berbagai argumennya serta dengan menghadirkan

ayat Alquran yang lain, Umar tetap pada pendiriannya, yakni

mempertahankan harta rampasan untuk kesejahteraan umat.

b. Masalah idah perempuan yang ditalak suaminya

Idah adalah waktu menunggu bagi perempuan yang dicerai

atau ditinggal suaminya. Ketentuan masa idah bagi perempuan yang

dicerai suaminya berakhir ketika ia mandi dari haid yang ketiga. Inilah

pendapat Umar dan Ibnu Mas'ud. Sedang ZaidbinTsabit berpendapat,

Idah perempuan itu berakhir setelah memasuki haid ketiga.

Perbedaan pendapat tentang masa idah Ini bisa ditelusurl dari

dasar yang mereka gunakan. Mereka berbeda pendapat dalam

memahami makna kata guru'yang terdapat dalam Alquran surat al-

Baqarah (2): 228. Umar dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa quru*

berartl 'haic^ikareganya idah perempuan berakhir ketika berakhirnya
haid yang ketiga. Zaid memahami kata quru' dengan bersih (suci),

sehingga idah perempuan berakhir ketika memasuki haid yang ketiga

(Mun'im A. Sirry, 1995; 44).

c. Hukuman bagi peminum khamar

Sebelum pemerintahan Umar belum ada ketentuan yang

pasti tentang hukuman bagi peminum khamar. Ini dilakukan karena

menglkuti sunah Nabi yang memang belum menentukan had bag!

peminum khamar. Pada masa kekhalifahan Umar peminum khamar
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semakin banyak sehingga perlu dilakukan hukuman yang tegas agar

mendapatkan perhatian. Terkait dengan ini Abdurrahman bin 'Auf

mengatakan bahwa seringan-ringan hukuman peminum khamar adalah

delapan puluh kali dera. Umar setuju dengan apa yang dikatakan oleh

Abdurrahman terebut. Ketentuan lain bagi peminum khamar seperti

yang diceritakan dalam beberapa hadis adalah dera empat puluh kali.

Namun demikian, Umar tetap pada pendiriannya seperti yang dikatakan

oleh Abdurrahman, yakni dera delapan puluh kali. Dengan berbagai

pertimbangan akhirnya terjadi ijmak pada masa Umar bahwa hukuman

bagi peminum khamar adalah dera delapan puluh kali. Dan pendapat ini

kemudlan juga diikuti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal

dalam satu riwayat, dan al-Syafi'idalam salah satu pendapatnya. Namun,

Imam Ahmad bin Hanbal dalam riwayat yang lain dan juga pendapat

al-Syafi'i yang masyhur serta Daud menetapkan dera empat puluh kali

untuk peminum khamar (al-Qaththan, 2001:206).

d. Masalah perempuan yang ditinggal mati suaminya

Terkait dengan masalah Ini, para ulama berbeda pendapat,

terutama dalam hal status hukum perempuan yang ditinggal mati

suaminya sebelum melakukan hubungan intim suami istri dan

belum ditentukan nilharn;^. Menurut Ibnu Mas'ud, perempuan Itu
berhak atas mahar (maskawin) seperti blasa dari harta yang ditinggal

suaminya. Inilah yang dialami oleh Barwa' binti Wasyik di zaman Nabi.

Allbin AbiThallb berpendapat bawha ketentuan seperti ini merugikan

satu pihak. Karena Itu, menurut Ali, perempuan itu tidak berhak atas

mahar sebelum ia melakukan hubungan suamI istri. Ali mengatakan,

"Kami ti^ak akan meninggalkan Aiquran hanya karena pernyataan

orang.'" Dari sini tampak bahwa Ali telah mulai menggunaan Ijtihad

dengan metode klas. Aiquran tidak menjelaskan status perempuan

yang ditinggal mati oleh suaminya sebelum melakukan hubungan

suami Istri seperti itu. Ali mengklaskan perempuan Itu dengan
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perempuan yang ditalak suaminya dalarti keadaan yang sama

(Mun'im A. Sirry, 1995:45).

Di sannping empat persoalan di atas, sebenarnya masih banyak lagi

contoh persoalan yang pada masa tersebut diperselisihkan oleh para

ulama, seperti ketentuan tentang riba, talak tiga, salat tarawlh, masa

idah bag! orang hamil yang tinggal mati suaminya, waktu jatuhnya

talak dalam kasus ila', dan lain sebagainya (lihat al-Qaththan, 2001:

207-218). Persoalan-persoalan seperti ini akhirnya juga mewariskan

persoalan pada masa-masa berikutnya. Satu sisi persoalan ini menjadi

pemicu muncuinya perdebatan yang sehat untuk pengembangan

formulasi hukum Islam, namun di sisi lain persoalan seperti ini juga

menjadikan umat Islam menjadi terpecah-pecah yang akhirnya juga

sangat merugikan persatuan dan kesatuan Islam.

4. Ruang Ijtihad Sahabat

Pada masa ini ijtihad sudah mulai tumbuh dengan baik dan

sudah menjangkau ke berbagai permasalahan yang dihadapi umat

Islam. Para sahabat tidak menyikapi hukum-hukum Islam secara

ideal yang terlepas dari konteks sosial, tetapi dimensi sosial itu telah

menyadarkan mer^ untuk mencari jawaban-jawaban ideal Islam

terhadap berbagai persoafan yang berkembang. Peran para khalifah
dalam menetapkan hukum-hukum baru banyak member! pelajaran

kepada sahabat yang lain untuk melakukan hal yang sama.

Perkembangan pemikiran hukum yang cukup maju pada masa

Ini menjadi acuan bagi para fukaha dan mujtahidin pada tahun-tahun

pertengahan. Metode-metode ijtihad seperti kias, mashlahah mursalah,

istihsan, dan kaidah-kaidah fiqhiyah lainnya mendapat justifikasi dari

ijtihad para sahabat. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan

pemikiran hukum Islam pada masa ini memberikan ruang gerak yang

dinamis bagi perkembangan dan pembaharuan hukum Islam.
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Para sahabat sudah terbiasa dengan masalah perbedaan

pendapat [ikhtilaf). Mun'im (1995: 46-48) mencatat adanya lima

persoalan asasi yang menjadi penyebab ikhtilaf tersebut, yakni: (1)

perbedaan dalam memahami nas Alquran dan hadis; (2) munculnya

dua persoalan yang merujuk pada dua nas yang sating berlawanan;

(3) sebagian fukaha memutuskan suatu peristiwa berdasarkan

pengetahuannya dari sunah; sementara sebagian lainnya belum

nnendapatkannya tau tidak nnemenuhi syarat untuk disebut sebagai

hadis shahih; (4) perbedaan kaidah dan metode ijtihad dari para

fukaha; dan (5) kebebasan dan kesungguhan para fukaha dalam

melakukan ijtihad terhadap berbagai masalah yang mereka hadapi.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa hukum Islam pada periode

khuiafaur rasyidin tumbuh dinamis dan semarak. Munculnya pendapat

yang beragam dari para fukaha menunjukkan bahwa semangat untuk

berijtihad di kaiangan sahabat sangat tinggi. Mereka tidak begitu

saja mengikuti pendapat orang lain, ketika mereka memang memiliki

dasar dan argumen untuk berpendapat yang berbeda. Namun

demikian, ijtihad pada masa ini sering dilakukan secara bersama-

sama sehingga tercapai kesepakatan (ijmak). Perbedaan pendapat

(ikhtilaf) lebih terkait dengan permasalahan-permasalahan yang

tidak begitu uq^m.
$

Periode inl belum menghasilkan dokumen-dokumen hukum

Islam yang lengkap seperti sekarang. Yang benar-benar hasil

monumental pada periode ini adalah dikodlflkasikannya Alquran

yang menjadi sumber hukum Islam yang utama. Sumber hukum Islam

yang keduai. yakni sunah, belum dibukukan, meskipun sudah banyak

digunakan sebagai sumber hukum. Ijtihad dengan berbagai metode

yang ada baru dipraktikkan dalam berbagai kesempatan, namun

betum ada dokumentasihya.
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Apa yang dihasilkan dalam perlode ini ternyata benar-benar

memotivasi para fukaha berikutnya dalam mengisi dinamika pemikiran

hukum Islam.Untuk melihat hasil-hasilyang dicapai pada periode setelah

periode ini dalam pengembangan hukum Islam serta apa keterkaitannya

dengan periode sahabat ini, bisa dibaca uraian setelah ini.

D. M^sa Pembinaan Hukam Islam

Masa ini berlangsung setelah berakhirnya masa khulafaur

rasyidin, yakni ketika Ali bin Abu Thalib wafat (662 lVI/41 H).

Sepeninggal Ali pemerintahan Islam berubah bentuk dari sistem

khilafah menjadi monarki (kerajaan). Sistem pemerintahan Islam

kemudian menampilkan diri dalam bentuk dinasti, yakni dengan

dibentuknya Dinasti Umayyah oleh Muawlyah, yang kemudian

menjadi raja atau khalifah pertamanya. Dinasti Umayyah berlangsung

hampir satu abad lamanya (662-750 M) dan berakhir dengan

jnunculnya dinasti baru, yakni Dinasti Abbasiyah (750-1258 M),

Selanjutnya akan diuraikan berbagai persoalan penting yang terkait

dengan perkembangan hukum Islam pada masa ini.

1. Faktor yang Mempe%anil!il Pembinaan Hukum Islam
Banyak faktor yang memungkinkan pembinaan hukum Islam

(fikih) pada periode ini. Diantara faktor-faktor tersebut adalah:

a. Wilayah Islam sudah sangat luas, terbentang dari perbatasan

Indla-Tiongkok di Timur hingga ke Spanyot di sebelah Barat.

b. Telah ada karya-karya tulis tentang hukum yang dapat

dipergunakan sebagal bahan dan iandasan untuk membangun

serta mengembangkan hukum Islam.

c. Telah tersedia juga para ahli juga pada hari yang mampu

berijtihad memecahkan berbagai permasalahan hukum di

masyarakat (Muhammad Daud Ali, 1996:165).
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Kematian Ali menyisakan banyak persoalan di" tengah-tengah

masyarakat Islam sehlngga muncul permasalahan besar dalam Islam,

yakni persoalan teologis. Umat Islam kemudian mulal berpecah belah

dan mengelompok. Persoalan teologis inl muncul akibat persoalan

politik yang tidak bisa diselesaikan sejak masa Usman bin Af^n. Dua

persoalan inilah yang kemudian mendominasi perjalanan umat Islam

dan pemikirannya. Pergolakan politik dan teologi pada masa-masa

awal periode ini membawa pengaruh besar. Pada masa ini masih

tersisa cukup banyak sahabat Nabi, namun mereka ini oleh para

pengamat hukum Islam di kelompokkan sebagai sahabat kecH {sighar

al-shahabah). Hampir dalam waktu yang bersamaan para sahabat

kecil ini hidup bersama-sama dengan generasi islam berikutnya yang

dikenal dengan sebutan tabiin {tabi'in),

2. Metode yang Digunakan dalam Penetapan Hukum Islam

Secara umum para sahabat kecil dan tabiin mengikuti manhaj

(metode) yang sudah dilakukan oleh sahabat dalam menemukan

hukum. Mereka merujuk kepada Alquran dan sunah. Jika dalam

kedua sumber pokok itu tidak ditemukan, mereka merujuk kepada

ijtihad sahabat. Dan jika m|̂ eka juga tidak menemukannya pada
ijtihad sabahat, mereka melakukan Ijtihad dengan kaidah-kaidah

ijtihad sabahat (Mun'im A. Sirry, 1995:49).

Pada periode ini mulai ada kecenderungan baru di kalangan

fukaha, terutama di Irak, yang menggunakan pertimbangan

rasionalitas dalam memahami hukum dan menyikapi peristiwa dan

persoalan yang muncui. Aliran pemlkiran ini dipelopori oleh Ibrahim

bin Yazid al-Nakha'i, seorang ahli fikih Irak dan guru Hammad bin

Sulaiman yang banyak mewariskan pemlkiran fikih rasionalis kepada

Abu Hanifah. Aliran ini banyak mendapat tantangan, terutama dari

para ulama Hijaz yang menganggap aliran Ini telah menyimpang dari
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manhaj sahabat, bahkan telah berpaling dari ajaran Rasulullah saw.

Di antara ulama yang menolakgagasan Ibrahim dan para pengikutnya

adalah Ibnu Syihab ai-Zuhri, Sufyah bin 'Uyainah, Ayyub Sahtayani,
dan al-Auza'i (Mun'im A. Sirry, 1995:50).

Pada periode ini sudah mulai meluas ruang ikhtilaf. Ikhtilaf

diperluas derigan menyebarnya sahabat ke beberapa daerah dan

perpecahan kesatuan agama dan ^negara akibat pergoiakan politik

selama pemerintahan Dinasti Umayyah. Ikhtilaf (perbedaan) ini

disebabkan oleh perbedaan situasi/kebiasaan, dan kebudayaan di

daerah-daerah di samping perbedaaan kapasitas pennahaman para

fukaha daiam mengantisipasi masalah-masalah yang muncul. Ikhtilaf

ini sebenarnya dipengaruhi oleh ikhtilaf yang sudah ada sejak masa

pemerintahan KhalifahAli bin AbiThalib yang berujung pada munculnya

aliran-aliran teologis, seperti Syiah, Muktazilah, Asyariah, dan Iain-

lain. Meskipun aliran-aliran ini merupakan aliran teologis, tetapi juga

berpengaruh dalam sejarah perkembangan fikih, misalnyaulama Syiah

dan Khawarij yang tidak mau menerima hadis selain yang diriwayatkan

oleh kelompok mereka sendjrl (Mun'im A. Sirry,1995:54).

Periode ini ditandai juga dengan ^nya^nya periwayatan hadls.
Para tabiin sangat antuslas dalam mencari dan meriwayatkan hadis.

Pergolakan-pergolakan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam

membuat kerja pengumpulan dan penulisan hadis harus dllakukan

dengan ekstra hati-hati.Para ulama yangberkompetensi dalam bidang

inimulai meietakkan syarat-syar^t khusus bagi penerima riwayat hadis.

3. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum (slam (fiklh) pada periode inf sama seperti pada

periode khulafaur rasyidin, yakni Alquran, sunah, dan ijtihad. Pada

periode ini sudah muiai ada upaya pengumpulan dan penulisan hadis

yang didorong oleh munculnya persoalan-persoalan baru yang Iebih
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kompleks di satu sisi dan hilangnya kekhawatiran akan timbulnya

perhatian yang beriebihan terhadap sunah melalui Alquran di sisi lain.

Dilihat dari kecenderungan para ulama pada periode ini,

ada dua kelompok ulama yang dominan, yaitu kelompok yang

cenderung menggunakan rasio dalam skala yang cukup luas sehingga

nnenganggap hukum syariat sebagai suatu takaran rasionaiitas dan

kelompok yang memahami nas-nas secara literal dan menganggap

fatwa sahabat sebagai sumber hukum setelah Alquran dan sunah.

Kecenderungan pertama dilakukan oleh kelompok ulama yangtinggal

di Irak dan kecenderungan kedua diwakili oleh kelompok ulama Hijaz.

Dimensi-dimensi struktural yang mengakibatkan lahirnya dua

kecenderungan tersebut di antaranya adalah pengaruh metodologi para

sahabat dalam menetapkan hukum. Para fukaha Madinah seperti Zubair,

Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Amr bin Ash tidak menghendaki

rasionalisasi hukum. Ciri yang menonjol dari fukaha Madinah dan Hijaz

adalah sikap mereka untuk mempertahankan ketentuan nas dan tidak

mau melakukan interpretasiterhadap nas kecuali dalam keadaanterpaksa

dan mendesak. Adapun di Irak para fukaha memperoleh metodologi

raslonaldariAbdullah binMas'udyangbanyakdipenpruhi oleh pemlkiran-

pemikiran Umar bin Khaththab. Irak yang merupakan tempat terjadlnya

konfilik antara Syiah dar^khavferij juga merupakan faktor struktural
lahirnya kelompok fukaha ahli ra*yi. Munculnya kebohongan dalam

periwayatan hadis di Irak menuntut para fukaha Irak untuk melakukan

seleksi yang ketat terhadap periwayatan hadis, sementara di Hijaz cukup

banyak hadisdan fiatwa sahabat sehingga fukaha Hijaz tidakmerasaperiu

untuk melakukan l|tihad (Mun'imA. Sirry, 1995:59).

E. Masa Pengembangan dan Perobukuan Hukum Islam

Pergantian pemerintahan Islam dari Dinasti Umayyah ke Dinasti

Abbaslyah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan
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fikih. Perhatian para khalifah Bani Abbas cukup tinggi terhadap fikih

dan para fukaha. Perhatian yang begitu besar terlihat seperti ketika

Khalifah Harun al-Rasyid memanggil imam Malik untuk mengajarkan

kitab al-Muwaththa' kepada kedua puteranya, al-Amin dan ai-

Ma'mun. Al-Rasyid juga meminta Abu Yusuf untuk menyusun buku

yang mengatur masalah administrasi, keuangan, dan masalah-

masalah ketatanegaraan sesuai dengan ajaran Islam.

Banyaknya perhatian para khalilah Bani Abbas terhadap para

ulama fikih menjadi faktor penting yang membawa fikih pada puncak

kecemerlangannya. Periode keemasan ini berlangsung hingga dua ratus

limapuluhtahun, yaituhinggakira-kira pertengahan abad keempat hijriah.

1. Kecemerlangan Hukum Islam

Pada periode ini hukum Islam (fikih) berkembang sangat

pesat dan kekayaan pemikiran fikih benar-benar memperlihatkan

kedalaman dan orisinalitas yang mengagumkan. Fikih mulai menjadi

ilmu tersehdiri pada masa ini dan mulai muncul rintisan penullsan

usul fikih yang memuat kaidah-kaidah fiqhiyah dan perumusan

metodologi serta kaidah-kaidah Ijtihad yang dipakai oleh para

mujtahid dalam menyimpulkan hukum-hukum dari sumbernya.

Para im^ ma|hab, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin
Anas, Imam al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, maslng-masing

menawarkan metodologi tersendiri dan kaidah-kaidah ijtihad yang

menjadikan pijakan dan landasan pengambilan hukum. Kedalaman

kajian-kajian fikih pada masa ini telah teruji dalam perjalanan sejarah

yang cukup panjang dan dianggap cukup representatif untuk menjadi

peg9hgan dalam beberapa masa (Mun'im A.Sirry,1995:62).

Adapun faktor yang mempengaruhi kecemerlangan hukum Islam

pada periode In!menurut Mun'lm (1995:63-66) di antaranya adalah:

a. Tumbuh suburnya kajian-kajian keilmuan, seperti kajian-kajian
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filsafat, kedokteran, kimia, kebudayaan, dan Iain-Iain.

b. Adanya kebebasan pendapat yang dibuka dan distimuiasi oleh

para khalifah bani Abbas untuk membangkitkan keberanian

berljtihad para fukaha. Dari kebebasan pendapat ini sering

terjadi dialog, diskusi, dan munadharah ilmiahyang merupakan

faktor penting bag! perkembangan fikih, perunnusan metodologi

dan kaidah-kaidah ijtihad, studi perbandingan antara berbagai

pendapat yang berbeda untuk mengetahui pendapat yang

terkuat dalam satu persoalan.

c. Munculbanyakfatwa yang merupakan konsekuensi dari kebebasan

berpendapat. Fiqhfardll(Individu) danfiqh taqdiri(mempredlksikan

suatu peristiwa yang belum muncul dan sekaligus memberi

hukunrmya) yangsebelumnya muncul di kalangan ulama-ulama Irak

mendapat perhatian besar dari fukaha masa ini.

d. Maraknya kodifikasi ilmuyang mempunyaiperanan penting dalam

perkembangan flkih yang membuka kemungkinan berlangsungnya

dialog yang ieblh konstruktif dan terarah. Penulisan pada masa

ini tidak hanya terbatas pada fikih yang berkembang saat itu,

tetapi juga peeiiilisat|, fatwa-fatwa sahabat dan tabiln. Di samping
penulisan fikih, pada masa inijuga marak penulisan tafsir dan hadis.

2. Kodifikasi pada Periode ini

Periode ini dikenal dengan orde kodifikasi ilmu pengetahuan

dan secara lebih khusus kodifikasi fikih dan kaidah«kaidahnya.

Berikut ini akan diuraikan secara singkat tentang kodifikasi berbagai

ilmu ydng secara langsung atau tidak memberi pengaruh terhadap

perkembangan fikih dan kebangkitannya.

a. Penulisan hadis

Pada masa Nabi saw; dan masa khulafaur rasyidin hadis (sunah)

belum ditulls. Jika pada masa Nabi hal Itu karena kekhawatiran akan
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bercampur dengan Alquran, makapada masa khulafeur-rasyidin karena

khawatir akan terjadi kebohongan dalam periwayatan hadis di satu sisi

dan berpalingnya para sahabat dari Alquran pada sisi lain. Pada masa

Khalifeh Bani Umayyah kedelapan,UmarbinAbdul Aziz, munculdesakan

untuk penulisan hadls. Beliau cepat meiakukan upaya penulisan hadis

dengan menyuruh gubernur di Madinah yang ahli hadis, Abu Bakar bin

Muhammad, dan Ibnu Syihab (Mun'lm A. Sirry, 1995:70).

Pada periode ini lahir para tokoh yang sangat terkenal dalam

penulisan dan periwayatan hadis. Mereka di antaranya adalah

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Muslim bin Hajaj, Abu Daud,

Ibnu Majah, al-Nasa'i, dan al-Tirmidzi. Jasa mereka tiada tara dalam

periwayatan hadis yang masih dipegangi hingga sekarang ini.

b. Penulisan tafsir
j

Penulisan tafsir hampir bersamaan dengan penulisan hadis

atau sunah. Penulisan tafsir dan sunah ini menglringi perkembangan

hukum Islam. Munculnya persoalan-persoalan baru pada masa

tabiln menghajatkan kebutuhan akan tafsir, terutama karena banyak

ayat Alquran yang menunjukkan pada ketentuan hukum secara

tersembunyi (samar). Pada akhir periode tabiln, beberapa ulama

mulai mengumpulkan tafsir-tafsir dari Nabi saw. dan sahabat dan

menuliskannya sebagai suatulkajian ilmu tersendlrl yang kemudian

dikenal dengan ilmu tafsir. Di antara ulama terkemuka yang pertama

kali merintis ilmu ini adalah Sufyan bin 'Uyainah, WakI' bin Jarrah,

dan Ishaq bin Rahawaih (MunMm A. Sirry, 1995:72).

Tafsir yang ditulis di masa-masa awal betum tersusun secara

tematis atau menurut kronologi surat dan ayat, tetapl kemudian

mulailah ta^ir ditulis secara tematik. Beberapa tafsir yang terkenal

pada periode Ini adalah Tafsir Ibnu Juraih, Saddi, dan Muhammad

bin Ishaq yang di antaranya dikembangkan oleh Ibnu Jarir al-Thabari.
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Metode yang digunakan dalam penulisan tafsir ada dua. Pertama,

metode berdasarkan ayat, hadis, dan atsar sahabat yang dikenal

dengan istilah tafsir bi al-ma'tsur. Dengan metode ini, seorang

mufassir menafslrkan ayat Alquran dengan ayatyang lain atau dengan

hadis dan atsar. Di antara nfiufassir yang terkenal dalam metode ini

adalah al-Sayuthi, al-Syaukani, dan al-Thabari. Kedua, metode tafsir

berdasarkan pemikiran (rakyu) dan ijtihad atau dikenal dengan

tafsir bi al-rayi. Tafsir-tafsir dengan kedua metode seperti itu terus

berkembang hingga sekarang ini (Mun'im A.Sirry,1995: 73).

c. Penulisan fikih

Ide penulisan fikih sebenarnya sudah muncul pada akhir

pemerintahan Bani Umayyah yakni ketika para ulama mulai menulis

fatwa-fatwa mereka karena khawatir lupa. Beberapa fukaha Madinah

mulai mengumpulkan fatwa-fatwa sahabat dan tablin, seperti Aisyah,

Ibnu Abbas, dan Ibnu Uhnar, seperti yang dilakukan oleh Imam Malik

bin Anas dalam kitabnya, al-Muwaththa*. DiIrakjuga demikian halnya,

seperti yang dilakukan oleh Ibrahim al-Nakha'i dan Muhammad bin

Hasan yang^i^engumpulkan fatwa-fatwa Abdullah bin Mas'ud dan
beberapa ijtihad l^ar dan Ali. Pada masa Dinasti Abbasiyah muncul
era baru dalam penulisan fikih. Setiap ahli fikih menulis sendiri

pendapat dan fatwanya kemudian mengajarkanhya kepada murid-

murid (Mun'im A. Sirry, 1995:74).

Ada tiga metode penulisan fikih pada periode ini. Pertama,

pehulisan fikih bercampur dengan hadis dan fatwa sahabat serta

tabiin. KItab yang terkenal dalam metode ini adalah al~Muwaththa'

karya Imam Malik bin Anas, al-Jami' at-Kabir karya Sufyan al-Sauri,

dan fkhtilaf al-Hadis karya Imam al-Syafi'i. Kedua, penulisan fikih

yangterpisah dari hadis dan atsar. Kitab fikih yang seperti ini misalnya

af-KharraJ karya Abu Yusuf (salah satu fukaha Hanafiah), Zhahir at-
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Risayahal-Sittah kat7a Muhammad bin Hasan, dan al-Mudawwanah

karya terbesar dalam mazhab Maliki yang tersusun enam jilidmemuat

dialog dan tanya jawab antara Imam Malik dengan muridnya, Ibnu

Qasim. Ketiga, penulisan fikih yang komparatif, yakni memadukan

metode pertama dengan kedua. Contoh kitab dengan metode ini

adalah al-Umm karya Imam al-Syafi'i. Metode ketiga ini banyak

mendapat sambutan dari para ulama selanjutnya hingga sekarang

(MunMmA.Slrry,1995:75).

d. Penulisan usul fikih

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah mengenai

siapa yang pertama kali merurpuskan usul fikih, kendati mereka

sepakat bahwa kitab al-Risalah karya Imam al-Syafi'i merupakan buku

pertama yang secara sistematis merumuskan kaidah-kaidah usul

fikih. Sebenarnya konsep usul fikih sebagai suatu kaidah dasar ijtihad

memangtelah dipakai oleh para mujtahid sejak perlode-periode awal

(sahabat dan tablln), hanya waktu itu usul fikih belum terumuskan

secara sistematfs, tetapi bercampur dengan hukum-hukum fikih itu

sendiri, dan al-Syafi'ilah yang merumuskannya secara sistematis

dalam bukunya,jf/-/?/so/o/i (Mun'im A. Sirry, 1995:76).
$

3. Lahirnya Mazhab-MazhabFikih

Kecenderunganfikih yang berbeda-beda sebenarnya mulal muncul

pada masa awal yang diwakill oleh para pengikut empat sahabat

terkenat yakni pengikut Abdullah bin Mas'ud, pengikut Abdullah bin

Umar, pengikut Abdullah bin Abbas, dan pengikut Zaid bin Tsabit. Pada

perlode tabiin terdapat tujuh ulama fikih terkenal yang menjadi rujukan

segala persoalan hukum di zamannya. Mereka addlah Sa'ld bin Musayyab

(wafat 715 M/93 H), 'Urwah bin Zubair(wafat 716 M/94 H), Abu Bakar

bin 'Ubaid (wafat 94 H), Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar (wafat

108 H), 'Ubaidillah bin Abdullah (wafat 99 H), Sulalman bin Yasr (wafat
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100 H), Kharijah binZaid binTsabit (IVIun'im A. Sirry, 1995:78). IVIerela

adalah fukaha Madinah yang banyak berpengaruh dalam pemikiran

fikih Imam Malik.Pemikiran Imam Abu Hanifah juga banyak dipengaruhi

oleh pemikiran fukaha sebelumnya seperti Ibrahim al-Nakha'i, al-Sya'bi,

Hammad bin AbiSulaiman, Atha' bin Rubah, dan yang lainnya. Dari mata

i^ntai sejarah inijelas korelasipemikiran fikih dari zaman sahabat, tabiin,

hingga munculnya mazhab-mazhab pada periode Ini.

Pada periode ini pemikiran fikih begitu meluas hingga

melahirkan mazhab yang begitu banyak. Sejarah mencatat ada

sekitar tiga belas mazhab yang muncul pada periode ini, tetapi yang

terkenal ada sembilan mazhab. Para imam mazhab yang sembilan itu

adalah Imam Abu Sa'id bin Yassar al-Bashri (wafat 110 H), Imam Abu

Hanifah al-Nu'man bin Tsabit (wafat 150 H), Imam al-Auza'i Abu Amr

Abdurrahman bin Amr bin Muhammad (wafat 157 H), Imam Sufyan

bin Sa'id al-Tsauri (wafat 160 H), Imam al-Lalts bin Sa'd (wafat 157 H),

Imam Malik bin Anas (wafat 179 H), Imam Sufyan bin 'Uyainah (wafat

198 H), Imam Muhammad bin Idris al-SyafiM (wafat 204 H),dan Imam

Ahmad bin Hanbal (wafat 241 H). Imam mazhab yang lain misalnya

Imam Abu Tsaur Ibrahin^in Kh^iid al-KaIbi (wafat 240 H), Imam Daud
bin Ali al-Ahfahani al-Baghdadi (wafet 270 H), Imam Hasan Ibrahim

bin Khalid al-Kalbi al-Bashri, dan Imam Abu Ja'^r al-Thabari.

Dalam perkembangan selanjutnya mazhab fikih yang begitu

banyak kemudian mulal mengerucut menjadi empat mazhab saja,

sedang yang lainnya mulai ditinggalkah dan tidak ada penglkutnya.

Empat mazhab itu adalah mazhab Hanafi (pengikut Imam Abu

Hanifah), mazhab Malik! (pengikut Imam Malik bin Anas), mazhab

Syafii (pengikut Imam al-Sydfi'i), dan Mazhab Hanbaii (pengikut Imam

Hanbati). Keempat mazhab fikih terkenal ini akan dijelaskan satu

persatu secara singkat di bawah ini.
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a. Mazhab Hanafi

Pendiri mazhab Hanafi adalah al-Nu'man bin Tsabit bin Zuthi yang

biasa dil(enal dengan Abu Fiani^h. Beliau iahirdi Kufah pada 80'Hdan

wafet pada 150IH. Abu IHanifah termasul< goiongan Tabi' al-Tabi'in (ai-

Qaththan, 2001: 328). Beliau dikenal dengan julukan imam rasionalis

(ahlurrayi) yang wara\ Karena kewara'annya, Abu Hanifeh tidak mau

terlibat di pemerintahan, meskipun para muridnya tidak demikian.

^ Imam Abu Hanifah adalah seorang imam luar biasa yang memiliki
kecerdasan intelektual yang tinggi, pemahaman yang dalam, wara',

dan takwa. la mendapatkan predikat al-lmam al-A'zham (Imam yang

agung) karena keluasan ilmunya (Mun'im A. Sirry, 1995: 83). Imam

Abu Hanifah termasuktabi'it tabi'in yang mengetahui empat sahabat:

Anas bin Malik di Bashrah, Abdullah bin Abi Aufah di Kufah, Sahal

bin Sa'ad di Madinah, dan Abu Thufail Amir bin Wailah di Mekkah,

meskipun tidak berjumpa dengan mereka.

Kesulitan terbesar dalam mengkaji pemikiran Abu Hanifah, sepert!

diakui Muhammad Abu Zahrah, terletak pada tidak adanya buku-

buku yang secara substansial memuat pemikiran dan metodologi Abu

Hanifah. Yang dapat di|^ darl pemikiran dan metodologi mazhab
Hanafi sekarang ini adalah berupa periwayatan dari murid-murid Abu

Hanifah seperti yang ditulis Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-

Syaibani. Kegigihah pengikut mazhab Hanaf!, terutama para ulama Irak

seperti Ibnu Sylbrimah, Ibnu Abi Laila, dan Utsaman al-Batta, berhasil

mengungkap pemikiran dan kecemerlangan intelektual Abu Hanifah.

Mazhab Hanafi dianut oleh sebagian besar penduduk Irak, Mesir,

Suriah, Peh^nut musiim India, Pakistan, Aljghanistan, dan penganut

muslim Qna. Katdah-kaidah umum yang menjadi dasar bangunan

pemikiran fiqhiyah Mazhab Hanafi tercermin dalam pernyataan Abu

Hanifah, "Saya kembalikan segala persoalan pada KItabullah, apabila

saya tidak menemukan jawaban hukum dalam KItabullah maupun
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sunah Nabi saw., maka saya akan mengambil pendapat para sahabat

Nabi dan tidak beraiih pada fatwa selain mereka. Apabila masalahnya

sudah sampai kepada Ibrahim,Sya'bi,Hasan, Ibnu Sirin, Atha', dan Sa'id

bin Musayyab (semuanya adalali tabiin), maka saya berhak pula untuk

berijtihad" (Mun'im A. Sirry, 1995: 87). Jadi, dasar penetapan hukum

Mazhab Hanafi adalali Alquran,sunah, dan ijtihaddalam art! luas (ijmak,

kias, dan istihsan). Secara faktual, pemikiran fiklh Abu Hanifah memang

sangat mendaiam dan rasional. la memberi syarat yang cukup ketat

dan selektif dalam penerimaan hadis ahad. SIkapnya ini sebenarnya

dimaksudkan untuk mengukuhkan kebenaran periwayatan hadis.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam penerimaan hadis ahad:

(1) orang yang meriwayatkan tidak boleh berbuat dan berfatwa yang

bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan; (2) hadis ahad tidak

boleh menyangkut persoalan umum dan sering teijadi; (3) hadis ahad

tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah umum atau dasar-dasar

kulliyah atau mabadi*kulliyyah. Selain persyaratan ini,dalam banyak hal,

Abu Hanifah lebih mengutamakan hadis yang diriwayatkan oleh fukaha

daripada ahli hadis (Mur^i|n A. Sirry, 1995:89).
Di antara faktor yang iferpengaruh terhadap pemikiran Abu

Hanifah yang rasional adalah karena penduduk Kufah IingkunganAbu

Hanifah tinggal merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal

kebudayaan dan peradaban. Parafukaha didaerah inisering dihadapkah

pada berbagai persoalan hidupyang beraneka ragam. Untuk mengatasi

persoalan-pei^oalan tersebut mereka terpaksa memakal ijtihad. Hal

ini berbeda dengan yang terjadi di iingkungan masyarakat HIJaz yang

suasana kehidupannya masih sederhana. Para fukaha di Hijaz banyak

menggunakan hadis dan ijmak sahabat dalam menetapkan hukum di

samping Alquran. Merekatidak merasa periu melakukanijtihad.Faktor

lainyangjuga penting untuk diungkapdi siniadalah bahwa AbuHanifah

juga meiiipelajari ilmu kalam (teologi)di samping ilmufikih.
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Mazhab Hanafi dikenal banyak menggunakan rakyu^ kias^ dan

istihsan. Dalam memperolQj^i suatu hukum yang tidak ada dalam

nas, kadang-kadang ulama mazhab ini meninggalkan kias dan

menggunakan Istihsan. Alasannya, kias tidak bisa diterapkan dalarfi

menghadapi kasus tertentu. Mereka dapat mendahulukan kias apabila

suatu hadis mereka nilai sebagai hadis ahad. Yang menjadi pedoman

dalam penetapan hukum islam (fikih) di kalangan Mazhab Hanafi

adalah Alquran, sunah, fatwa sahabat, kias, istihsan, ijmak. Sumber

asli dan utama yang digunakan adalah Alquran dan sunah, sedangkan

yang lainnya merupakan dalil dan metode dalam mengistinbatkan

hukum Islam dari^kedua sumber tersebut.

Tidak ditemukan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Imam

Abu Hanil^h menulis sebuah buku fikih. Akan tetapi pendapatnya

masih bisa dilacak secara utuh, sebab muridnya berupaya untuk

menyebarluaskan prinsip-prinsipnya, balk secara lisan maupun tulisan.

Berbagai pendapat Abu Hanifah telah dibukukan oleh muridnya, antara

lain Muhammad bin Hasan al-Syaibani dengan judui Zhahir al-Riwayah

dan al-Nawadir. Buku Zhahir al-Riwayah ini terdiri atas enam bagian,

yaitu: (1) bagian pertama diberi nama "al-Mabsuth"; (2) bagian kedua

"al-Jami' ai-Kabir"; 3) bagian ketiga ''al-Jami' ai-ShaghIr"; (4) bagian

keempat "al-Siyaral-Kabir"; (5) bagian kelima "al-Siyaral-Shaghir"; (6)

bagian keenam "al-Ziyadat" (al-Qaththan, 2001: 341). Keenam bagian

ini ditemukan secara utuh dalam kitab al-K^ yangdisusun oleh Abi al-
Fadi Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Maruzl (wafat 344 H.).

Kemudian pada abad ke-5 H. muncul Imam al-Sarkhisi yang mensyarah

al-Kafi tersebut dan diberl judui al-Mabsuth, Al-Mabsuth inilah yang

dianggap sebagai kitab iriduk dalam Mazhab Hanafi.

Di samping itu, Mazhab Hanafi juga dilestarikan oleh murid Imam

Abu Hanifah lainnya, yaltu Im^m Abu Yusufyang dikenal juga sebagai

peletak dasar usul fikih rrtazhab Hanafi. la antara lain menuliskannya
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dalam kitabnya al-Kharraj, IkhtilafAbu Hanifah wa bin Abi Laila, dan

kitab-ki^b lainnya yangtidak dijumpai lagi saat ini. Ajaran Imam Abu

Hanifah ini juga dilestarikan oleh Zufar bin Hudai] bin Qais al-Kufi (110-

158 H.)dan Ibnu al-Lulu (wafat 204 H).Zufar bin Hudail semula termasuk

salah seorang ulama ahl al-hadits. Berkat ajaran yang ditimbanya

dari Imam Abu Hanifah langsung^ ia kemudian terkenal sebagai salah

seorang tokoh fikih Mazhab Hanafi yang banyak sekaii menggunakan

kias. Sedangkan Ibnu al-Lulu juga salah seorang ulama Mazhab Hanafi

yang secara langsung belajar kepada Imam Abu Hanilah, kemudian

kepada Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani.

Sekarang ini pengaruh mazhab Hanafi cukup besar terutama di

kalangan cendeklawan musllm di perguruan tinggi yang menjunjung

tinggi pemlkiran rasional. Secara umum pengikut Mazhab Hanafi masih

banyak ditemukan di Irak, India,Cina,dan beberapa negara di luar Arab.

Di Indonesia pengaruh Mazhab Hanafi juga mulai terasa di kalangan

pemikir kampus (UIN atau IAIN). Isi Kompilasi Hukum Islam Indonesia,

khususnya yang mengatur masalah perkawinan dan kewarisan,

memberikan bukti nyata tentang pengaruh Mazhab Hanafidi Indonesia.

b. Mazhab Maliki

Pendiri Mazhab Maliki adalah Imam Malik bin Anas bin Malik

bin Amir ai-Asbahi (711-795 M/93-179 Hj. Malik binAnas sejak usia

belia sudah terbiasa mInghSfal hadls dan Malik kemudian dikenal
menonjol dalam bidang hadis, sehlngga Imam Malik di samping

dikenal sebagai ahli fikih, juga dikenal sebagai ahl! hadis. Imam al-

Syafi'i juga pernah berkata, ''Malik adalah hujjatullah atas makhluk-

makhluk-Nya" (MunMm A. Sirry, 1995: 93). Jika Abu Hanifah dikenal

dengan imam ulama tradislonalis.

Faktor terpenting yang berpengaruh dalam pemlkiran Malik

yang tradislonalis dan banyak menggunakan hadis dalam berhujah
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adalah karena ia tinggal di Madinah tempat beredarnya banyak

hadis dibanding daerah lain. Karya monumental Malik adalah al-

Muwahtha'. Buku ini memuat hadis-hadis shahih, perbuatan orang-

orang Madinah, fatwa-fatwa sahabat dan tabiin yang disusun secara

sistematis mengikuti sistematika penulisan fikih.

Imam Malik sendiri sebenarnya belum menuliskan dasar-dasar

fiqhiyyah yang menjadi pijikan dalam berijtihad. Para pemuka

Mazhab Maltki, murid-murid Imam Malik, dan generasi yang muncul

sesudahnyalah yang menyimpulkan dasar-dasar fiqhiyyah Imam

Malik kemudian menuliskannya. Dalam ai-Muwaththa' Malik secara

jelas menerangkan bahwa ia mengambil tradisi orang-orang Madinah

sebagal salah satu sumber hukum setelah Alquran dan sunah. Malik

mengambil hadis munqot/?/'dan murso/sepanjangtidakbertentangan

dengan tradisi orang-orang Maidinah (Mun'im A. Sirry, 1995:96).

Metode dan dasar-dasarkajianflkihMaliksepenuhnya mengambil

kerangka acuan fakultas ahli hadis yang muncul di Hijaz. Penggunaan

kias, misalnya, jarang sekaii dilakukan, bahkan ada riwayat yang

menyebutkan bahwa Imam Malik mendahulukan perbuatan orang-

orang Madinah daripada penggunaan kias. Beberapa hal penting

yang perlu dikemukakan terkait deng^ mazhab Malik! adalah:
J

1) Imam Malik mendahulukan perbuatan orang-orang Madinah

sebelum kias. Menurut Imam Malik tradisi orang-orang Madinah

sama dengan hadis mutawatir.

2) Imam Malik menganggap qaul sahabat sebagal dalil syar'i yang

harus didahulukan daripada kias.

3) Teori maslahah mursaloh semula hanya dikenal dalam mazhab

Maliki, tetapi kemudian mendapat pengakuan dari hampir

semua mazhab, meski dengan sebutan yang berbeda. Dari teori

ini dapat diketahui bahwa fikih Maliki juga memakai rasio.
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4) Keteguhan Imam Malik dalam memegang tradisi orang-orang
A ' X

Madlnah lebih jelas lagi dalam penerlmaan hadls ahad.

Pemiklran fikih dan usul fikih Imam Malik dapat dilihat dalam

kitabnya al-Muwaththa' yang disusunnya atas permintaan Khalifah

Harun al-Rasyid dan bam selesai di zaman Khalifah al-Ma'mun. Kitab

ini sebenarnya merupakan kitab hadis, tetapi karena disusun dengan

sistematika fikih dan uraian di dalamnya juga mengandung pemiklran

fikih Imam Malik dan metode istinbatnya, maka buku ini juga disebut

oleh ulama hadis dan fikihbelakangan sebagai kitab fikih.Berkat buku ini,

mazhab Maliki dapat lestari di tangan murid-muridnya sampai sekarang.

Prinsip dasar mazhab Maliki ditulis oleh para murid Imam

Malik berdasarkan berbagai isyarat yang mereka temukan dalam

al-Muwaththa\ Dasar mazhab Maliki adalah Alquran, sunah,

ijmak, tradisi penduduk Madlnah (statusnya sama dengan sunah

menurut mereka), kias, fatwa sahabat, al-mashlahah al-mursalah,

'urf, istihsan, istishab, sadd al-dzarrah, dan syar'u man qablana.

Pernyataan ini dapat dijumpai dalam kitab al-Furuq yang disusun

oleh Imam al-Qarafi (tokoh fikih mazhab Maliki). Imam al-Syathibi

menyederhanakan dasar fikih mazhab Maliki tersebut dalam empat

hal, yaitu Alquran, sunah, ijmak, dan rasio. Alasannya adalah karena

menurut Imam Malik, fatwa sahabat dan tradisi penduduk Madlnah

di zamannya adalah bagian dari sunah Nabl Muhammad saw. Yang

termasuk faslo adalah al-mashlahah al-mursalah, sadd al-dzari^ah,

istlhsan, 'urf, dan istishab. Menurut para ahli usul fikih, klas jarang

sekali digunakan mazhab Maliki. Bahkan mereka lebih mendahulukan

tradisi penduduk Madlnah daripada klas.

Para murid Imam Malik yang besar andllnya dalam

menyebarluaskan mazhab Maliki di antaranya adalah Abu Abdlllah

Abdurrahman bin Kasim (wafat 191 H) yang dikenal sebagai murid
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terdekat Imam M^ik dan belajar pada Imam Malik selama 20 tahun,
Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim (wafat 197 H) yang

sezaman dengan Imam Malik, dan Asyhab bin Abdul Aziz al-Kaisy

(wafat 204 H) serta Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam.

al-Mlshrl (wafat 214 H) dari Mesir. Pengembang mazhab ini pada

generasi berikutnya antara lain Muhammad bin Abdillah bin Abdul

Hakam (wafat 268 H) dan Muhammad bin Ibrahim al-lskandari bin

Ziyad yang lebih populer dengan nama Ibnu al-Mawwaz (wafat 296

H). Di samping itu, ada pula murid-murid Imam Malik lainnya yang

datang dari Tunis, Irak, Hijaz,dan Bashrah. Mazhab Malik!juga banyak

dipelajari oleh mereka yang berasal dari Afrika dan Spanyol, sehingga

mazhab ini juga berkembang di dua wiiayah tersebut. Mazhab ini

hingga sekarang masih terus berkembang di kalangan umat Islam,

terutama di Hijaz (Saudi Arabia), Bashrah (Irak), Mesir, negara-negara

di Afrika Utara, juga di kalangan muslim di Spanyol dan SIcilia (al-

Qaththan, 2001: 357).

c. Mazhab Syafi'i

Pendirl mazhab Syafi'iadalah Abdullah bin Muhammad bin Idrisal-

Syafi'i. la iahir di Ghuzah (nama kampung di wiiayah Asqalan-Palestina-

Syam) pada 150 H bersamaan dengan tahun kematlan Imam HanafI di

Baghdad, bahkan ada yang men^akai^bahwa hari iahir Imam Syafi'i
bertepatan dengan hari wafat Imam Hanafi (Moenawar Chalil, 1996:

150). Ayahnya wa^t ketika ia masih dalam kandungan ibunya. Imam

Syafi'i adalah keturunan Quraisy dan nasabnya bertemu dengan Nabi

Muhammad saw. pada kakeknya, Abdu Manaf (Mun'im A. Sirry, 1995:

100). Pada usla dua tahun la dibawa Ibunya pulang ke Mekkah yang

merupakan tempat as^l ayah dan ibunya. Diusianya yang masih sangat

belia, yakni tujuh tahun. Imam Syafi'i sudah hafal Alquran, kemudian la

menghafal hadis-hadis Nabi. la juga faslh dalam bahasa Arab.
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Dalam masalah fikih, Imam Syafi'i mula-mula belajar dari Syeikh

Muslim bin Khalld ||-Zinji sehingga ia mendapat mandat .untuk

memberikan fatwa dari syeikhnya itu. Saat itu usianya baru lima

belas tahun. Ketika mendengar kealiman Imam Malik dengan buku

monumentalnya, al-Muwaththa', ia meminjamnya dari temannya

di Mekkah dan menghafalnya dalam jangka waktu sembiian hari.

Imam Malik kagum dengan kehebatan Imam Syafi'i dalam ilmu hadis

(Mun'im A. Sirry, 1995:101).

Pada diri al-Syafi'i terkumpul pemikiran fikih fukaha Mekkah,

Madinah, Irak, Syam, dan Mesir. Hampir semua ulama terkemuka yang

hidup di zarpannya pernah menjadi gUrunya, atau paling tidak mereka

pernah mendiskusikan berbagai persoalan dengannya. Pengalamannya

dalam berbagai aiiranfikih, hadis, dan bahkan teologi telah membuatnya

berwawasan luas dengan pisau analisisnya yang tajam. la mengerti

letak kekuatan dan kelemahan, luas dan sempifnya pandangan masing-

masing aiiran yang ada. 01 samping mempelajari pemikiran tradisional

Imam Malik, ia juga mempelajari fikih ulama Irak, fa berguru kepada

Muhammad bin Hasan, salah satu murid Imam Hanafi yang banyak

menyebarkan pemikiran gurunya itu. Ada juga keterangan bahwa Imam

Syafi'i tidak saja mengagumi pemikiran rasionalisme Abu Hanifah,

pemikiran tradislonallsme Imam Malik, pemikiran refbrmisme al-Auza'l

dan al-Laits, tetapi juga pemikiran-pemikiran fundamentalisme Syiah

dan Muktazilah (Mun'im ASlrry, 1995: fi)2). M
Dengan bekal itulah Imam Syafi'imembangun pemikiran fikihnya

secara moderat. la mempelajari secara seimbang pemikiran fikihyang

berkembang di Hijaz dan Irak, ia menggunakan metode ahll hadis

dalam kehati-hatiannya menyeleksi hadis dan pada saat yang sama la

mengembangkan pemikiran ahil ra'yl dalam menggali tujuan-tujuan

moral dan Wat di balik hijkum yang tampak, misalnya dalam bentuk

penggunaan teori kias. la sependapat dengan gurunya. Imam Malik,



Pengantar Studi Hukum Islam 269

dalam mengambil Ijmaksebagai sumber hukum sesudah Alquran dan

sunah, tetapi ia memberikan persyaratan yang cukup ketat sehingga

ijmak bukan semata-mata hasil pemikiran para ahli tanpa ketentuan-

ketentuan yang pasti. la juga sepakat dengan Imam Hanafl dalam

kecenderungan menggunakan ijtihad dan rasio tetapi ia menolak

penggunaan metode istihsan Imam Hanafl yang dianggapnya sebagai

mempermainkan agama. Imam Syafi'i melakukan sintesa pemikiran

di antara dua kecenderungan fikih yang berbeda, antara ahli Hijaz

(mazhab Maliki) dan ahli ra'yi (mazhab Hanafi).

Pemikiran Imam Syafi'i banyak dipengaruhi juga oleh kehidupan

sosial masyarakatnya. Kesimpulan ini diperkuat dengan pemikiran Imam

Syafi'i yang dikenal dengan qairi qadim (pendapat lama) dan qaul jadid

(pendapat baru). Qaul qadim merupakan pendapat al-Syafi'i ketika ia

tinggaldi Irak. Kedatangan al-Syafi'i ke Baghdadpada masa pemerintahan

Khalifah al-Amin melibatkannyadalam perdebatan sengit dengan para ahli

fikih rasional Irak. Di sinilah ia menulis buku al-HuJ}ah (argumentasi)yang

memuat sikapnyaterhadap berbagai persoalan yang berkembang. Selama

dua tahun di Irak, al-Syafi'i telah berhasil mempengaruhi pemikir-pemikir

Irak seperti Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, al-Za'farani, dan al-Karabisi.

Al-Syafi'i kemudian kembali ke Hijaz untuk beberapa waktu iamanya dan

pada 198 H ia datang lagi ke Irakuntuk yang ketiga kalinya dan menetap

selama beberapa bulan kemudian pindah ke Mesir. Di Mesirinllah al-Syafi'i

kemudian mengeluarkan pendapat-pendapathya yang kemudian dikenal

dengan qaulJadld. DI Mesir inll^al-Syafi'i banyak mengoreksi pendapat

Iamanya {qaul qadim). Pemikiran-pertikiran baru al-Syafi'i di antaranya
dimuat dalam bukunya, al-Umm, yang disampaikannya kepada murld-

murldnya dl Mesir (Mun'lm A.Sirry, 1995:107).

Dari fenomena di atas tampak kedinamlsan pemikiran al-Syafi'l

sekaligus kedinamlsan fikih pada saat itu. Ada tiga tahapan dinamika

pemikiran al-Syafl'l, yakni ketika berada di Mekkah, kemudian dl
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Baghdad,dan terakhir di Mesir. Dari ketiga tahapan inllahir pengikut-

pengikut mazhab yang menyebarkan pemikiran fikih al-Syali'i sesual
kecenderungan umum dari tiap-tiap tahapan.

Yang penting untuk dikemukakan di sini terkait dengan pemikiran

al-Syafi'i adaiah bahwa ia mulai merumuskan kaidah-kaidah

ushuliyyah yang merupakan garis-garis besar pemikiran fikih yang

kemudian dikumpulkan dalam kitabnya yang terkenai, al-Risalah.

Kitab inilah yang dianggap sebagai kitab pertama yang memuat

kaidah-kdidah ushuliyyah (usui fikih). Kitab ini dituiis sejak ia tinggal

di Baghdad kemudian diperbaikinya ketika ia berada di iVIesir.

' Mazhab Syafi'i berada pada posisitengah antara Mazhab Hanafi

(ahif ra'yi) dan mazhab Maliki (ahii hadis). Dasar-dasar mazhabnya

juga berada pada posisi tengah. Menurut ai-Syafi'i Aiquran dan

sunah berada dalam satu tingkat, dan bahkah merupakan satu

kesatuan sumber syariat Islam. S^dangkan teori-teori istidlal seperti

kias, istihsan, istishhab, dan Iain-Iain hanyalah merupakan suatu

metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber

utamanya tadi. Pemahaman integral Aiquran dan sunah merupakan

karakterlstik menarik dari pemikiran flklh al-Syafi'i. Menurutnya,

kedudukan sunah, dalam banyakjial, menjelaskan dan menafslrkan
£

sesuatu yang tidak jelas dari Aiquran. Icarenanya^ sunah NabI saw.
tfdak berdirl sendlrl, tetapi memiliki keterkaitan erat dengan Aiquran

(Mun'imASirry,1995: 111).

Menurut al-Syafl'i struktur hukum Islam dibangun di atas empat

dasar yang disebut sumber-sumber hukum, yakni Aiquran, sunah,

Ijmak, dan kias. Meskipuh ulama sebelumnya menggunakan empat

sumber hukum tersebut, akan tetapi rumusan al-Syafi'l mempunyai

nuansa dan paradlgma baru. Penggunaah ijmak, misalnya, tidak

sepenuhnya mencaplok rumusan Imam Malik yang sangat umum

dan tanpa batas yang Jelas. Baginya, ijmak merupakan metode dan
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prinsip, dan karenanya al-Syafi'i tidak memandang kohsensus orang-
orang unnum sebagai ijmak, sebagaimana dinyatakan oleh Imam

Malikdan para ulama Madinah (MunMm A.Sirry, 1995:113).

Penyebarluasan pemikiran mazhab SyafiM berbeda dengan

mazhab Hanafi dan Maliki. Diawali melalui kitab usul fikihnya, al-

Risalah, dan kitab fikihnya, al-Umm, pokok pikiran dan prinsip dasar

mazhab Syafi'i kemudian disebarluaskan dan dikembangkan oleh

par^ muridnya. Tiga prang murld Imam al-Syafi'i yang terkemuka

sebagai penyebar luas dan pengembang mazhab Syafi'i adalah Yusuf

bin Yahya al-Buwaiti (wafat 846 M/231 H), ulama besar Mesir; Abi

Ibrahim Isma'il bin Yahya al-Muzani (wafat 878 M/ 264 H),yang diakui

oleh Imam al-Syafi'i sebagai pendukung kuat mazhabnya; dan al-Rabi

bin Sulaiman al-Marawi (wafat 270 H), yang besar jasanya dalam

penyebarluasan kedua kitab Imam al-Syafi 'i tersebut.

Melalui murid-muridnyalah mazhab Syafi'i tersebar hampir

ke seluruK wilayah Islam, dan juga melalui buku-buku yang ditulis

para ulama Syafiiah. Para penglkut al-Syafi'l yang sejak awal

mengembangkan mazhab mereka di Baghdad kemudian diperkuat

oleh kehadiran murid-mui^ baru yang sempat belajar di Mesir
langsung kepada al-Syafi'i sendl^ atau kepada generasi awai dari
para sahabat yang menjadi penerusnya. Pada awal abad ke-4 H. telah

ditemukan pusat-pusat pengajian fikih Mazhab Syafi'i di beberapa

kota seperti Baghdad dan Bashrah di Irak, kemudian di Naisabur,

Marw, Baikh, Harah, Rayy, dan Jurjan di daerah Khurason. Kemudian

mazhab ini berkembang cukup pesat berkat dukungan penguasa,

khususnya Nizham at-Muluk, wazir dinasti Saljuq, melalui madrasah

Nizhamiyah yang dibangunnya untuk para ulama Syafiiah dari

kalangan Suni. Perkembangan mazhab ini juga didukung keberadaan

Oinasi Ayyubiyah dan Dinasti Mamalik (Nasution, 2001:56).
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d. Mazhab Hanbali ^
\

Pendiri Mazhab Hanbali adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal.

Imam Hanbali (demikian julukannya) dilahirkan pada 164 H di Kota

Salam; Baghdad, darikeluarga Arab asli. Nasabnya bertemudenganNabi

Muhammad saw. pada Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sejak kecil ia sudah

ditinggal oleh ayahnya dan diasuh oleh ibunya sendiri. Ahmad sudah

menghafal Alquran sejak masih belia. la kemudian belajar hadis secara

tekun, di sampingiielajar bahasa dan administrasi. la banyak menimba

ilmu dari para ulama seperti Abu Yusuf, seorang hakim dan murid Abu

Hanifah, Hisyam bin Basyir bin Abi Khazim al-Wasithi, tokoh ahli hadis
Baghdad, dan al-Syafi'l (Mun'imA. Sirry, 1995:116).

Selamatujuhtahun(179-186H)Ahmad memusatkan perhatiannya

pada sunah dan hadis di Baghdad. Kemudian ia mengembara ke

Bashrah, Hijaz, Yaman,Kufah, dan daerah-daerah lainnya untuk belajar

hadis. Dari ketekunannya dalam bidang hadis inilah, ia dikenal sebagai

ahli hadis yang termasyhur. Oisamping sebagai ahli hadis, Ahmad juga

faqih (ahli fikih). Kekaguman dan keterkaitannya terhadap pemikiran-

pemikiranfikih al-Syafi'i adalah suatu bukti bahwa Ahrnad mempunyai

perhatian besar terhadap masalah-masalah fikih. Ada yangmeragukan

bahwa Ahmadseorangfaqih, karena tidak ada satu pun karya Ahmad

dalam bidang fikih yang menjadi basji pemikiran fikihnya. Yang
jelas, bahwa Ahmad sangat menonjol dalam ifidang hadis, sehtngga
para pengamat tidak memasukkannya ke dalam golongan fukaha,

meskipun sebenarnya Ahmad juga mempunyai perhatian dalam

bidang fikih. Muhammad al-Khilal menulis kitab al-Jami' al-Kabir

mengumpulkan pendapat-pendapat fikih Ahmad bin Hanbal hingga

mencapai 20 jilid tebal (Mun'im A. Sirry, 1995:120).

Muncutnya Mazhab Hanbali merupakan reaksi yang wajar

terhadap sikap-sikap keterlaluan sebagian aliran Islam seperti Syiah,

Khawarij, Muktazilah, Qadariyah, Jahmiyah, dan Murjiah. Muktazilah,
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misalnya, berpendapat bahwa Alquran adalah makhiuk, suatu

pernyataan yang melanggar konsensus ulama saat itu. Faktor yang

menyebabkan Ahmad berpegang teguh pada hadis dan sunah adalah

guna menghadapi penyelewengan terhadap agama yang dilakukanoleh

kaum rasionalis tersebut. Sikap demiklan memang berbeda dengan

sikap al-SyafiM yang melawan penyelewengan terhadap ijtihad tersebut

melalui usaha memadukan hadis dan rasio. Sedangkan Ahmad bin

Hanbal berpendapat bahwa ijtihad itu sendiri harus dilawan dengan

berpegang teguh pada hadis dan sunah (Mun'im A. Sirry, 1995; 121).

Karya Ahmad bin Hanbal yang paling terkenal adalah al-Musnad yang

•mfenghimpun 40.000 buah hadis yang merupakan seleksi dari 700.000

hadis. Karya Ahmad yang lain adalah al-Zuhd, al-Shalat, al-Manasik al-

Kabir, al-Manasik al-Shaghir, al-Tarikh, al-Nasikh wa al-Mansukh, al-

Muqaddam wa al-Muakhkhar, dan Fadlail al-Shahhah.

Ahmad bin Hanbal pernah berseiisih pendapat dengan Khalifah

al-Ma'mun berusaha memaksakan ideologi Muktazilah kepada

para ulama, terutama tentang ide khalq Alquran (pandangan

fciahwa Alquran adalah makhluk). Meskipun para ulama terpaksa

menerima ide tersebut di bawah ancaman, Ahmad secara tegas tetap

menolaknya. Ahmad berpendapat bahwa Alquran adajah kaiamullah.
la juga menolak ide-ide Muktazilah lain yang bertentangai^ dengan

pendapat para ulama pada waktu itu. Karena sikapnya yang sangat

keras inilah, Ahmad ditangkap dan dipenjarakan oleh al-Ma'mun.

la pernah dicambuk sampai pingsan dan bahkan tubuhnya ditoreh

dengan pedang hingga mengalami luka-luka berat, namun la

tetap pada pendiriannya. la dipenjarakan berkali-kali pada masa

pemerintahan Khalifah aNMa'muh dan penggantinya, al-Mu'tashim.

Pada masa af-Mutawakkil yang menolak pendapat Muktazilah barulah

Ahmad dibebaskan dari penjara (Mun'im A. Sirry, 1995:122-126).



274 Dr.Marzuki, MJ\g.

Para ulama^Hanabilah (pengikut Mazhab Hanbali) be'rkesimpulan

bahwa pemikiran-pemikiran fikih Ahmad bin Hanbal dibangun di atas

sepuiuh dasar, yaitu lima dasar ushuliyyah (pokok) dan lima dasar

lainnya sebagai pengembangan. Dasar-dasar itu adalah: (1) nushush

yang terdiri atas Alquran, sunah, dan nas ijmak, (2) fatwa-fatwa

sahabat, (3) apabila terjadi perbedaan; Ahmad memilih yang paling

dekat dengan Alquran dan sunah, dan apabila tidak jelas, Ahmad

hanya menceritakan ikhtilaf itu dan tidak menentukan sikapnya secara

Khusus, (4) hadis-hadis mursgl dan dia'if, (5) kias, (6) istihsan, (7) sadd

al-darai', (8) istishhab, (9) ibthal al-ja% dan (10) mashlahah mursalah

(Mun'im A. Sirry, 1995:126). Dari dasar-dasar hukum ini jelas bahwa

Ahmad mempersempit penggunaan rasio sampai pada batas tertentu.

Dalam pemikiran fikihnya,Ahmad terlihatfundamentalistik. Perbedaan

yang muncul di zamannya membawanya untuk kembali menggunakan

fatwa-fatwa sahabat yang dinilainya lebih dekat dengan hadis.

Para pengembang mazhab Hanbali generasi awal (sesudah Imam

Ahmad bin Hanbal) di antaranya adalah al-Asram Abu Bakar Ahmad

bin Muhammad bin Hani al-Khiirasanl al-Bagdadi (wafat 273 H),

Ahmad bin Muhammad bin al-Hajjaj al-Masruzi (wafat 275 H), Abu

Ishaq Ibrahim ai-Harbi (wafat 285 H),dan Abu al-Qasim Umar bin Abi

Ali al-Husain ai-Khiraqi al-Bagh|̂ di (wafat 324 H). Keempat ulama
besar mazhab Hanbali ini merupakan'murid langsung Imam Ahmad

bin Hanbal, dan masing-masing menyusun buku fikih sesuai dengan

prinsip dasar mazhab Hanbali di atas.

Tokoh lain yang berperan dalam menyebarluaskan dan

mengembangkan mazhab Hanbali adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu

Qayyim al-Jauziah. Sekalipun kedua ulama ini tidak selamanya setuju

dengan pendapat fikih Imam Ahmad bin Hanbal, mereka dikenal

sebagai pengembang dan pembaru mazhab Hanbali. Di samping

itu, Jasa Muhammad bin Abdul Wahhab dalam pengembangan dan
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penyebarliiasan mazhab Hanbali juga sangat besar. Pada zamannya,

mazhab Hanbaliicnenjadi mazhab re^mi Kerajaan Arab Saudi.

Perkembangan Mazhab Hanbali tidak seperti mazhab-mazhab

lainnya (Hanafi, Maliki, dan Syafi'i), yakni hanya sedikit pengikutnya.

IVienurut ibnu Khaidun; hal ini terjadi karena mazhab Ini tidak banyak

mehgembangkan ijtihad, tetapi .lebih banyak mendasarkannya pada

hadis-hadis Nabi dan khabar-khabar dan para sahabat. Pengikut mazhab

ini kebanyak di Suriah dan Baghdad yang kebanyakan mereka adalah

para penghafal sunah dan riwayah hadis (al-Qaththan, 2001; 394).

• Disamping empat mazhab besar dan paling populer di atas masih

banyak'lagi mazhab yang lain. Di kalangan Syiah berkembang mazhab

Zaidlyah dan mazhab imamiyah. Mazhab Zaidiyah dikaitkan kepada

Zaid bin Ali Zainal Abidin (wafat 740 M/ 122 H), seorang mufassir,

muhaddits, dan faqih di zaman-nya, sedang mazhab Imamiyah adalah

mazhab yang berkembang di Persia (Iran sekarang) yang dipegangi

oleh golongan Syiah Dua Belas {Itsna 'Asyriyydh). Mazhab-mazhab

lain yang sekarang sudah tidak berkembang lagi juga cukup banyak,

misalnya mazhab al-Auza'i yang dimotori oleh Imam Abdurrahman

al-Auza'l (88-157 H)^ mazhdb at-Tsauri yang dimotori oleh Imam

Sufyan al-Tsauri(wafat 778 M/161H), mazhab al-Laits bin Sa'ad yang

tokohnya adalah al-Laits bin Sa'ad, mazhab al-Thabariyang tokohnya

adalah Abu Ja'far Muhammad blryarir al-Thabari atau ibnuJariral-
Thabari (wafat 310 H)^ dan mazhab al-Zhahirl yang didirlkan oleh

Imam Daud al-Zhahlri. Mazhab-mazhab ini sekarang tinggal dalam

perbincangan dan kajian-kajian dalam flkih dan usul fikih.

F. Masa Kemundiiran Hukum Islam

1. Pfntu ijtlhad Tertytup

Setelah beberapa saat para ulama berhasil membawa umat Islam

pada era kejayaan, terutama dalam pemikiran hukum Islam, akhimya
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hukum Islam memasuki eraketerpumk^n. Hal ini dimulai dengankebijakan

Khalifah al-Ma'mun yang mulai memaksakan kehendaknya kepada para

ulama tentang ide yang pada saat itu dirasa aneh. Akibatselanjutnya umat

Islanfi sudah mulai terkotak-kotak dalam mazhab-mazhab yang sudah

menunjukkan karakteristiknya masing-masing. Para pengikut mazhab

berusaha membela mazhabnya dan mulai meninggalkan semangat

Ijtihad. Paraulamasudah merasa cukupdengan fikih yangada dan mereka

menganggap bahwa pintu ijtihad sudah tertutup.

Dalam waktu y^ng bersamaan kegiatan-kegiatan dalam bidang

fikih ditangani oleh orang-orang yang semata-mata mengincar

jabatan hakim [qadli) tanpa keahlian yang memadai. Para ulama

merasa cukup dengan menghafal hukum-hukum mazhabnya tanpa

harus berpikir dan berijtihad atau melakukan pembaruan di bidang

hukum Islam. Mereka cukup menerapkan sepenuhnya hukum-hukum

yang dihasilkan para imamnya tanpa melakukan apa pun. Tidak

mengherankan jika para ahli fikih seperti itu mudah sekali terbawa

arus penguasa dan menenggang maksud-maksud mereka, meskipun

untuk itu harus mengorbankan kepentingan-kepentingan fikih dan

hukum-hukum syarak. Wajar sekali jika dalam kondisi seperti itu

banyak dijumpai orang-orang yang tidak meng^rti hukum Islam dan

tidak memiliki keahlian dalam bidang hukum, n^amui^ mereka berani

memberikan fatwa-fatwa dan memutuskan hukum. Akibatnya jabatan

pemberi fatwa dipegang oleh orang-orang yang justru membelokkan

tujuan fatwa itu sendiri (Mun'lm A. Sirry, 1995: 130). Hilangnya

semangat inilah yang menjadi penyebab munculnya keterpakuan

tekstual. Dan fenomena buruknya kondisi fikih pada saat inilah yang

menjadi pertimbangan para ulama untuk menyepakati bahwa pintu

Ijtihad telah tertutup. Akibatnya, taklid terus berkembang di mana-

mana dan semangat untuk berijtihad telah pupus.
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2. Perkembangan Tasawuf

Seiring dengan kejumudan dan kemandekan pemikiran fikih,

mulai bangkit bidang keislaman yang lain, yaitu tasawuf. Kebangkitan

tasawuf ada kaitannya dengan mulai berkurangnya perhatian ulama

terhadap fikili dan permasaiahannya. Menurut Fazlur Rahman,

secara substansial perkembangan pemikiran tasawuf sampai pada

kesimpulan, "Sufisme memancarkan daya tarik yang luar biasa

pada pemikiran orang banyak dan selama abad ke-4 H dan ke'-5 H

bahkan mampu menarik jumlah yang semakin banyakdari kelompok
V

intelegensia yang paling pintar sekalipun" (Fazlur Rahman, 1984:

207). Selama abad ke-4 Hdan ke-5 H, memang terjadi perkembangan

yang begitu semarak dalam dunia tasawuf. Sejarah tidak saja

mencatat nama-nama besar seperti Abu Yazld al-Busthami, al-Sarraj,

al-Kalabadzi, al-QusyaIri, al-Ghazali, dan Iain-Iain, tetapi gerakan

tasawuf telah mendapat perhatian dari sebagian besar ulama yang

sebelumnya menolak, bahkan menganggapnya sebagai ajaran sesat.

Halini dapat dipahami karena kondisi jumud dan taklid yang nr^elanda

fikih menjadikan mereka berpaling pada kehtdupan tasawuf.

Dengan perkembangan tasawuf yang begitu pesat, kerja ulama

fikih menjadi amat terbatas. Bersamaan dengan Itu, muncullah

problema kesenjangan dalamfikih, yaitu bagaimana^ih yalig dipahami
secara tekstual dan kaku itu menjawab berbagai persoalan yang terus

berkembang. Ada beberapa faktor lain yangr menyebabkan adanya

jarak (kesenjangan) antara ffkih secara teoretis dengan kenyataan

sosial secara praktis. Pertamo, kekaguman yang berlebihan dari para

uiama terhadap para imam dan guru membuat mereka membatasi

kerja hanya untuk membela dan menyebarkan pemikiran-^pemikiran

fikih para imam dengan cara kodifikasi atau pengajaran. Pola kerja

seperti iniotomatis akan memunculkan fanatisme yang tinggi terhadap

hasil pemikiran para imam. Kedua, munculnya gerakan kodifikasi
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A -
\

fikih para imam. Para pengikut imam yang setia menghimpun dan

menuliskan pemikiran-pemikiran fikih yang belum ditulis sebelumnya.

Ketiga, penggunaan mazhab tertentu dalam pengadilan. Pada zaman

sahabat, tabiin, dan para imam mazhab, pelaksanaan pengadilan tidak

menggunakan ketentuan mazhab tertentu. Saat itu semua orang yang

memenuhi syarat-syarat ijtihad boleh memutuskan hukum suatu kasus,

bahkan kemampuan berijtihad menjadi syarat utama bagi yang hendak

memangku jabatan hakim. Keadaan seperti itu menyebabkan para

ulama dar\ fukaha Islam sudah merasa puas dengan usaha membuat

ikhtisar karya-karya ulama masa lalu.

3. Kerja Para Ulama

Betapapun para ulama periode ini betul-betui berada dalam

keterpakuan tekstual yang sangat mencekam, mereka juga berjasa

dalam menghimpun pemikiran-pemikiran fikih para imam sebagai

suatu kekayaan khazanah fikih Islam. Mereka menghimpun

pemikiran-pemikiran fikih, mentarjih (memilih yangterkuat) berbagai

riwayat, mencari kekuatan hukumnya, kemudian merumuskan dasar-

dasar pljakan dan kaidah-kaidah ushuliyyah yang menjadi landasan

ijtihad dan fatwa para Imam. JadI, kerja para ulama pada periode ini

adalah: (1) mentarjih berbagai pen^^pat dalam mazhab, (2) membela
mazhab, dan (3) merumuskan dasar-dalar dan kaidah-kaidah usul
fikih (Mun'lm A. SIrry, 1995:134).

Pada periode ini gerakan penulisan tetap hidup, meskipun arah

penuiisannya berbeda dengan periode sebelumnya. Para ulama

telah menghasilkan karya-karya besar dalam batas formula ulama

sebelumnya. Salah satu gerakan yang terus berjalan pada periode

ini adalah penulisan hadis. Penulisan hadis pada periode ini dapat

dikelompokkan pada dqa kecenderungan. Pertama, kajian-kajian hadis

dengan berbagai permasalahannya seperti kevalidan periwayatan.
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A

cakupan arti, pengaplikasiannya dalam hukum. Contoh kitab hadis

di sini adalah JamV al-Ushul karya Ibnu al-Atsio Misykat al-Mashabih

karya al-Khathib al-Tibrizi, al-Mathalib al-'Aliyah karya Ibnu Hajar al-

'Asqallani, danal-Jami'al-Shaghir^rya al-Sayuthi. Kedua, pembahasan

tentang hadis-hadis yang ada dalam buku fikih terkemuka {takhrij al-

hadis). Di antara buku-buku fikih terkemuka yang d\-takhrij hadisnya

adalah al-Hidayah karya Abu Bakar al-Marghinani dari fikih Hanafi.

Vang men-takhrij buku itu adalah al-Zaila'i dalam bukunya, Nasb al-

Rayah, Ibnu Hajar juga men-takhrij buku Syarh al-Wajiz karya al-Rafi'i

dalam bukunya, Talkhis al-Kabir (Mun'im A. Sirry, 1995:139).

Penulisan fikih pada periode ini juga semarak, meskipun terbatas

pada mazhab tertentu. DI antara kitab fikih yang terkenal adalah al-

Hidayah karya al-Marghinani dalam Mazhab Hanafi, dl-Majmu*Syarah

al-Muhadzdzab karya al-Nawawi dari Mazhab Syafi'i, dan al-Mughni

karya Ibnu Qudamah dari Mazhab Hanbali (Mun'im A.Sirry,1995:139).

Para ulama pada periode ini mengembangkan kerangka usul fikih

yang sudah dirumuskan ulama sebelumnya, terutama dilakukan oleh

Imam Syafi'i. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Imam Syafi'l telah

merumuskan prinsip-prinsip usul fikih dalam bukunya, at-Risalah, dan

telah mendapat pengakuan dari pari^ejar|wan bahwa buku at-Risalah
adalah buku pertama yang berisi prinsip-prinsip dasar usul fikih. Para

fukaha pada periode ini mengembangkan usul fikih sebagai kelanjutan

dari apa yang sudah dirumuskan al-Syafi'i. Di antara mereka ada yang

melakukan kajian ulang rumusan al-Syafi'i dengan menambah beberapa

ketentuan. Inilahyang dilakukanoleh fukaha Hanafi dan fukaha Maliki.

Pada periode ini justru bermunculan buku-buku usul fikih dengan

dua kategori (metodologi), yaitu metodologi yang cenderung teoretis

{nazharl) yang tidak berubah walaupun diterapkan pada fikih mazhab

manapun dan metodologi yang cenderung berubah menurut forma
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dan huk^m-hukuiD juzUyyah. Buku-buku dalam *kategori pertama
misalnya al-Mu'tamad karya Abu Hasan Muhammad Ali al-Bashri

(seorang tokoh Muktaziiah yang wafat pada 413 H), al-Burhan karya

Imam al-Haramain (wafat 487 H), dan al-Mustashfa karya Imam

al-Ghazali. Ketiga buku ini diringkas oleh Fakhruddin al-Raji dalam

bukunya, al-Mahshul, dan al-AmidI juga menulis buku yang senada

dengan al-Rajidengan judul al-lhkam fi Ushulal-Ahkam. Adapun buku-

buku yang ditulis dengan kategori kedua adalah UshulAbi al-Hasan al-

Karkhi karya al-Karkhi (wa^t 340 H), Ushul al-Jashshash {wafat 370 H),

Taksisal-Nazhar karya Abu Zaid al-DabbusI (wafat 430 H),al-Asybah wa

al'Nazhair karya Ibnu Najm (wafat 970 H),dan Ushul al-Bazdawi karya

al-Bazdawi. Para ulama berikutnya mulal menulis buku usul flkih yang

mengombinasikan dua metode (kategori) tersebut, misalnya Jam'u al-

Jawamr karya al-Subki (wafat 771H), al-Tahrir karya Kamaluddin Ibnu

al-Himam (wafat 861 H), dan Musallam al-Tsubut karya Muhibuddin

al-Hindi (Muhammad Abu Zahrah, 1958: l&-s24).

Disamping penulisan-buku-buku flkih dan usul flkih, pada periode

ini penulisan fatwa juga mulai semarak, terutama abad ke-8 H hingga

akhirabad ke-10H. Di antara buku-buku fatwa yangsangat berpengaruh

adalah Fatawa Ibnu Talmlyah (wafiat 728 H) yang dicetak terakhir hingga

37 jilid.Bukulain dalam masalah iniadalah al-Hawl IIal-Fatawl karya al-

Sayuthi (wafat 911 H), Fata^kar^ Zakaria ^l-Anshari al-Syafi'i (wafat
926 H),dan al-Fatawa karya Ibnu Hajaral-Haitami (wafat 974 H).

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada masa

kejumudan bukan berarti tidak ada kerja para ulama atau fukaha

dalam bidang flkih, akan tetapi mereka maslh tetap melakukan

aktivitas, mesklpun tidak seperti pendahulu mereka. Akibat

muncuinya mazh^fb pada masa ini, muncul juga fanatisrhe mazhab

yang terkadang saling bermusuhan. Muncul juga opini bahwa ulama

yang meakukan Ijtihad dianggap membuat mazhab baru bahkan
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dituduh melakukan bidah, sehingga tidak merasa segan untuk

mencerca bahkan memenjarakan mereka. Hal seperti ini dialami oieh

ulama besar seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah (wafat

751 H), al-Syaukani, dan Ibnu Katsir (Mun'lm A.Sirry, 1995:147).

Setelah beberapa lama periode kejumudan ini berlangsung, pada

akhir abad ke-12 H mulailah muncul semangat baru untuk bangkit

dan membuka lagi pintu ijtihad yang sudah lama ditutup. Di antara

pelppor yang membangkitkan umat Islam dari era keterpurukan
akibat maraknya tasawuf dan taklid adalah Muhammad bin Abdul

Wahhab (1115-1206 H) di Arab, Muhammad al-Murtadha (wafat

1204 H)dan Muhammad bin Aiial-Syaukani (1172-1250 H)di Yaman,

Jamaluddin al-Afghani (1255-1315 H) dan Muhammad Abduh (1261-

1323 H)di Mesio serta Sayyid Ahmad Khan (1232-1316 H)fi India.

G. Masa Kebangkitan Kembali Hukum Islam

1. Kebangkitan Islam

Bangkitnya umat Islam dari era keterpurukan, seperti diuraikan

di atas, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kemajuan di dunia

Barat. Fazlur Rahman mengfambarkan begitu besarnya pengaruh

Barat di dunia Islam akibat keka(lhan-kekelahan dalam lapangan

politik yang dlikuti dengan bentuk-bentuk benturan keagamaan dan

intelektual melalui bebagai saluran yang beraneka ragam tingkat

kelangsungan dan intensitasnya. Kegoyahan yang timbul akibat

kesalahan-kesalahan dan penyerahan potitik menjadikan umat

Islam secara psikologis kurang mampu seara konstruktif memikirkan

warisannya dan menjawab dan menjawab tantangan intelektual dan

pemikiran modem melalui proses asimilatif-kreatif serta menghadapi

Kristen sebagai tantangan yang datang secara langsung pada warisan

tersebut (Fazlur Rahman, 1984:311).
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^ Kesadaran akan keterpurukan dan majunya kaum lain menggugah

senfiangat para ulama untuk bangkit menyongsong era baru yang

nfiembawa Islam seperti masa sebelumnya. Gerakan awal untuk ini

adalah kembali kepada Aiquran dan sunah, suatu gerakan untuk

mengembalikahsegala permasalahan yang dihadapi umat Islam dengan

berpedoman kepada dua sumber utama ajaran Islam,yakni Aiquran dan

sunah. Gerakan inidilakukan mengingat begitu kuatnya umat Islamdalam

memegangi mazhab mereka dan meninggalkan sumber utama ajaran

Islam, telah membuka jalan bagi perkembangan (modernisasi) tidak

hanya melalui upaya purifikasi,melainkan juga dengan cara menegaskan

kembali otoritas Aiquran dan keteiadanan Nabi Muhammad saw.

2. Pola Kebangkitan Hukum Islam

Ada empat kecenderungan pdia utama di kalangan para ulama

dalam melakukan gerakan kebangkitan hukum Islam. Pertama,

modernisasi. Pola pemikiran ini dipelopori oleh sejumiah pemikir

dan sarjana muslirn yang sebagian besar memperoleh pendidikan

sekular. Menurut mereka hukum Islam tidak lagi mampu merespons

berbagal perkembangan baru yang muncul dari berbagai dimensi dan

kebutuhan manusia yang kin! cenderung lebih kritis akibat keluasan

infbrmasi dan pengalaman. Untuk menjawab tantangan baru ini/

harus ada keberanilh untlik menin^alkan hukum Islam (fikih) yang
sudah ada dan membangun fikih baru yang kontekstual. Kedua,

survlvalisme. Pendukung pola ini bercita-cita membangun pemikiran

fikih dengan berpijak pada mazhab-mazhab fikih yang sudah ada.

Keluasan tsarwah flqhiyyah, menurut pendukung pola ini, harus

dikembangkan dan bukan dikorbankan, dengan tetap memperhatikan

masalah sosial yang berkembang. Ketiga, tradisionalisme. Pendukung

pola ini hienekankan keharusan kembali kepada Aiquran dan sunah.

Mereka mengecam taklid dan penerimaan begitu saja otoritas-otoritas

abad pertengahan, sambil mendakwahkan keharusan mengikuti
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para ulama salaf (sahabat dantabiin). Pendukung pola ini kerap kali

menamakan diri dengan aliran salafiah. Salah satu karakteristik aliran.

ini adalah pemaknaan yang literalis terhadap Alquran dan sunah dan

penolakannya terhadap ikhtilaf (perbedaan pendapat). Keempat,

neosurvivalisme. Para pendukung pola ini, selain menawarkan fikih

perkembangan, juga menampakkan perhatian mereka yang besar

terhadap kepedulian sosial. Karenanya, dalam banyak hal nnereka

mengajukan suatu pendekatan transformatif dalam memahami

fikih dan upaya mencari relevansinya dengan persoalan-persoalan

kekinian. menurut jnereka, kegagalan fukaha selama ini, karena

kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat daiam perkembangan

yang sedemikian rupa sehingga muncul kesenjangan antara fikih

secara teoretis dengan kenyataan masyarakat secara praktis (Mun'im

A. SIrry, 1995:153-255).

Di samping empat pola kecenderungan fikih di atas, pada

periode ini mulai berkurang fanatisme mazhab. Para fukaha mulai

berpegang pada postulat al-muhafazhah 'aid al-qadim al-shalih wa

al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah

yang artinya memelihara yang lama yang baik dan mengambil

yang baru yang leblh baik. Pada periode ini berkembang kajian fikih

perbandingan {fiqh muqaran). Mata kuilah fikil^perbandingan muiai
diajarkan di berbagai perguruan tinggi islam seperti al-!^har dan yang
lalnnya. Para sarjana musilm periode ini sudah mulai membandingkan

fikih dengan hukum posltif Barat yang pada akhirnya memasukkan

materi-materi fikih dalam perundang-undangan negara, bahkan

secara khusus menjadikan fikih sebagai hukum positif negara.

Di akhir uralan ini perlu ditambahkan suatu pemiklran Dr. Farouq

Abu Zaid yang mengkaji fenomena pembertakuan hukum Islam dl

era modern sekarang ini. la sampai pada kesimpulan bahwa secara

umum hukum Islam belum diterapkan dengan baik pada era sekarang
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ini. Menurutnya, ada4ima faktor penye^ab hukum Islam belum

dllaksanakan dengan baik, yaitu:

a. Negara-negara Islam sendiri sekarang sudah sedemikian maju

dalam mengikuti modernisasi yang meliputi bidang-bidang

sosial, politik, pengembangan alat-alat produksi, dan teknologl.

Pembangunan di bidang pemiklran dan kebudayaan melaju lebih

cepat dibandlngkan dengan pembaruan hukum Islam. Sementara

itu, negara-negara Islam menyaksikan sendiri keberhasilan

hukiim-hukum positif Barat yang kemudian memikat mereka

untuk nnrengikuti sistem hukum tersebut, seperti Code Napoleon

yang dicoba diterapkan di Mesir dengan beberapa penyesuaian.

b. Penerapan hukum Islam tidak dapat lepas dari perbedaan

pendapatyang memunculkan masalah besar, padahal penerapan

hukum Barat tidak demikian halnya.

c. Hingga saat ini hukum Islam (fikih) belum terhimpun secara

sistematis, materinya belum disusun secara kronologls

sebagaimana hukum positif Barat. Di dalamnya termuat

hukum internaslonal umum, hukum tata negara, hukum

administrasl, hukum keuangan, hukum pidana, hukum perdata,

hukum perdagangan, dan hukum internaslonal khusus. Pada

perkembangan akhir-akhir Ini ni^ai banyak para fukaha yang
menulis buku-buku khusus yang mengk^i permas^lahan hukum
tersebut, misalnya al~Hudud wa o/-7/noyot yang memuat hukum

pidana, o/-8o/'yang memuat hukum perdata, dan sebagainya.

d. Zaman modern ini dikenal dengan zaman spesialisasi, zaman

pembidangan secara kritis, sedang fikih Islam belum seperti ini.

Kalaupun sekarang muncul buku-buku yang memuat masalah

khusus seperti Itu, beturrisampal sedetil yang ada di hukum positif.

Ada anggapan, Jlkaseomngfaqlh hanya menekuni satu bidang saja

dalam fikih Islam, ia dianggap kurang menguasai fikih Islam.
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e. Pada umumnya pembahasan dalam setiap diskusi, muktamar,

simposium, dan seminar yang diadakan untuk membahas

penerapan hukum Islam terbatas pada ruang llngkup mazhab

empat saja, atau bahkan juga terbatas pada sebagian pendapat

yang ada dalam literatur fikih yang populer (lihat Mun'im A.

Sirry, 1995:185-187).

Pendapat Farouq dl atas tidak semuanya benar sekarang inl,

mengingat begitu banyaknya bermunculan perundang-undangan yang

memuathukum Islam^balk di negara-negara Islam maupun dl negara-

negam yang banyak penduduk Islamnya. Darl waktu ke waktu para

fukaha sekarang berusaha untuk melakukan pembaruan hukum Islam

dalam berbagai aspek dan bagian-bagiannya. Di Indonesia, misalnya,

perkembangan hukum Islam akhir-akhir ini cukup menggembirakan,

terutama dengan banyaknya materi hukum islam mengisi peraturan

perundang-undangan di negara kita. Hal ini terutama didukung oleh

banyaknya kaum muslimterlibat di lembaga-lembaga pembuat hukum

di negeri ini,seperti diDewanPerwakilanRakyatatau DewanPerwakilan

RakyatOaerah. Begitujuga banyaknya pemimpin daerah dari kalangan

muslim yang taat banyak berkontribusi dalam pelembagaan hukum

islam daiam konsteiasi hukum di negeri ini.



BAB IX

PEMBARUAN HUKUM ISLAM

A. Pengantar menuju Pemahaman tentang Pembaruan

Pembaruan adalah suatu hal mesti terjadi seiring dengan laju
perkembangan pemikiran dan kebudayaan yang mengiringi

perjalanan manusla. Manusia yang tidak memahami dan mengikuti

pembaruan yang terjadi, akan tergerus oleh kecepatan iaju

perkembangan llmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang semakin

lama semakin cepat dan semakin kompleks. Karena itulah, mau

tidak mau manusia yang ingin mempertaiiankan nilai-nitai luhur

seperti ajaran agama dan pemikiran keagamaan harus menerima dan

mengikuti pembaruan.

Fenomena yang ^Vjadiibahwa pembaruan tidak selalu berjalan
dengan mulus tanpa kendala. Yang pasti pembaruan selalu disikapi

berbeda oleh sebagian manusia, ada yang menyambutnya dengan

positif (baca: menerima) dan ada yang menyikapinya dengan slnis

(baca: menotak). Artinya, sebagian manusia ada yang pro terhadap

pembaruan dan sebagian lalnnya kontra terhadap pembaruan.

Hal ini juga terjadi dalam hal hukum Islam yang hlngga sekarang

masih menyisakan polemik dan kontroversi, termasuk di kalangan

286
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umat Islam di Indonesia. Dari kelompok-kelompok Islam yang ada

di Indonesia serta gerakan-gerakan yang mereka lakukan dapat

diidentifikasi kelompok-kelompok mana yang propembaruan dan

kelompok-kelompok mana yang kontra pembaruan.

Gerakan pembaruan Islam terjadi di Indonesia muncul cukup

dini menjelang dan sesudah peralihan abad XIX ke abad XX yang

lalu yang dirintis oleh Haji Miskin dan kawan-kawannya di Sumatera

Barat yang kemudian menyebar di seluruh nusantara (Nurcholish

IVladjid, 1992: vi). Gerakan pembaruan Islam terjadi di berbagai

belahan dunia Islam yang dimulai dengan munculnya tokoh-tokoh
s

pembaharu Islam yang sangat terkenal seperti Jamaluddin al-

Afghani (dari Afghanistan), Muhammad Abduh dan Muhammad

Rasyid Ridia (dari Mesir), Muhammad bin Abdul Wahhab (dari

Saudi Arabia), dan Syah Waiiyullah (dari India). Gerakan pembaruan

Islam yang berskala nasional adalah yang dilakukan oleh organisasi

Muhammadiyah berkat diterapkannya metode dan konsep

modern (baca: Barat) dalam pengorganisasian pranatanya dan

aktivitas-aktivltasnya. Program-program kegiatan Muhammadiyah,

terutama di bidang pendidikan, adalah penyerapan yang berhasil

dari konsep-konsep pendidikan modern yang sebelumnya telah

diperkenalkan oleh pemerintah kolonial (Belanda) melalui sistem-

sistem sekolahnya. Dalam p^l^em^angan selanjutnnya pembaruan
yang dilakukan oleh Muhammadiyah mengalami kesuksesan,

sampai-sampai oleh Nurcholish Madjid (1992: vi) Muhammadiyah

dinilai organisasi sebagai organisasi Islam modernis yang terbesar di

dunia dengan lingkup kegiatan yang tidak ada bandingnya di negara-

negara muslim lain mana pun. Pembaruan di Muhammadiyah Juga

menyangkut pemikiran-pemikirannya dalam hukum Islam. Tidak

sedikit hasil keputusan Majelis Tarjih (lembaga penetapan hukum

Muhammadiyah) menunjukkan hal tersebut.
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Gerakan pembaruan di Indonesia juga dilakukan oleh organisasi-

organisasi Islam selain Muhannmadiyah seperti gerakan-al-lrsyad

(organisasi Islam di kalangan keturunan Arab) dan gerakan Persatuan

Islam (PERSIS) yang didirikan oleh A. Hasan yang berpusat di Bangil

dan Bandung. Gerakan kelompok Islam terbesar di Indonesia,

yakni NahdIatuI Ulama, yang semula dtcap "tradisionalis" bahkan

"konservatif" pada akhirnya juga tidak bisa melepaskan diri dari upaya

pembaruan. Di kalangan pemikir mudanya, NahdIatuI Ulama bahkan

dianggap jauh melampaui gerakan pembaruan yang dilakukan oleh

kelompok-kelompok islam lainnya.

Gambaran sekilas di atas menunjukkan bahwa pembaruan

pemikiran, termasuk daiam hukum Islam, adalah kebutuhan pokok

sebagai prasarat suatu gerakan atau kelompok umat Islam yang

ingin eksis dan terus berkembang seiring dengan laju perkembangan

peradaban manusia yang sangat cepat seperti sekarang Ini. Yang

harus diperhatikan adalah bahwa pembaruan menuntut kemampuan

dan keluasan berpikir tinggi. Perubahan di segala bidang kehidupan,

baik dalam sekup lokal, naslonai, maupun global mengajukan

tantangan baru kepada umat lslan|,yang^tidak ada taranya dalam
zaman sebelumnya. Umat Islam tfdak bisa begitu saja menikmati

hasil pembaruan, tanpa haru$ melakukan kerja keras, terutama

dalam membangun sikap dan berlkhtiar secara benar. Tanpa kerja

keras umat Islam akan mengalami masa stagnant seperti pada masa-

masa sullt ketika pembaruan di Barat melaju dengan kencangnya,

yakni pada masa-masa Renaissance dan Aufklarung.

B. Pengertian Pembaruan Hukum Islam

Secara etimologjs kata pembaruan (sering juga disebut

pembaharuan) berasal dari kata dasar baru yang berart!: (1) belum

p^nah ada (dllihat) sebelumnya; (2) belum pemah didengar (ada)
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sebelumnya; (3) belum lama selesai (dibuat, diberikan); dst (Kamus

Besar Bahasa Indonesia, 2001: 109). Dari makna-makna Ini dapat

dipahami bahwa pembaruan berarti proses, cara, atau perbuatan

memperbarul sesuatu seperti pemikiran, kebudayaan, peradaban, dll.

Dalam bahasa Arab kata yang digunakan untuk menyebut

'pembaruan' adalah kata 'tajdid/^^' yang berakar pada kata kerja
yaddo£/o-yu/orfd/yu{^^-SjL5r)yangberarti'memperbaharur,menjadlkan

baru, dan menjadi baru lagl. Kataini berakar pada katayod/dyang berarti

'baru'/ sehingga kata tajdid berarti 'pembaruan' atau 'pembaharuan'.

Kata yang semakna dengan kata tajdid adalah tajaddada/iils^ dan
istajadda/lS;dJjj\ (Munawwir, 1997:173). Lawan dari kata jadid (baru)
adalah l(haliq ('usang') dan baliya ('rusak'). Dengan demikian, dapat

dipahami bahwa pembaruan (tajdid) secara etimologis memberikan

gambaran tentang terkumpulnya tiga arti yang saling terkait, yaknl: (1)

bahwa sesuatu yang dlperbarui itu telah ada permulaannya dan dikenal

oleh orang banyak; (2) bahwa sesuatu itu telah berlalu beberapa waktu

kemudian usang dan rusak; (3) sesuatu Itu telah dikembalikan kepada

keadaan semula sebelum usang dan rusak (Busthami, 1992:2).

Harun Nasution menyebut pembaruan dengan kata yang lebih

populer, yaknl modernisasi (inggrls: modernization). Menurutnya,

dalam masyarakat Barat mddernltsasi menjpndung arti piklran,
aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat

istiadat, institusi-institusi lama dan sebagainya agar semua itu dapat

disesuaikan dengan pendapat-pendapat dan keadaan-keadaan baru

yang ditimbulkan llmu pengetahuan modern. Modernisasi dalam

kehidupan keagamaan di Barat bertujuan untuk menyesuaikan ajaran-

ajaran yang ada cialam agama Katollk dan Protestan dengan ilmu

pengetahuan dan filsafat modern. Inilah yang kemudian membawa

masyarakat Barat kepada sekularisme. Modernisasi dalam Islam

mempunyai tujuan yang sama, yaknl penyesuaian ajaran-ajaran Islam
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^engan pemikiran baru dalam dunia filsafat dan ilmu pengetahuan.
Namun, dalam Islam perlu diperhatikan adanya ajaran-ajaran yang

memiliki ketetapan mutlak yang tidak bisa dimasuki modernlsasi

sama sekali sehingga tidak bisa diubah-ubah. Yangbisa diubah adalah

ajaran-ajaran Islam yang tidak bersifat mutlak, yakrii interpretasi atau
penafsiran dari ajaran-ajaran yang bersifat mutlak dalam aspek-

aspek teologi (akidah), hukum (syariat), politik, moral (akhlak), dan

sebagainya (Nasution, 1985:93).

Kata pembaruan jika dikaitkan dengan Alquran dan sunah berarti

penghidupan, pembangkitan, dan pengembalian (Busthami, 1992:

8). Jadi, pembaruan dalam Alquran dan sunah berarti penghidupan

dan pengembalian makna Alquran dan sundh pada makna yang

sebenarnya yang sebelumnya teiah mengalami pemaknaan yang

usang dan rusak (salah) atau penghidupan dan pembangkitan kembali

ajaran Alquran dan sunah yang tidak dijalankan oleh umat Islam agar

diamalkan diamalkan sesuai dengan yang dikehendaki keduanya.

Pembaruan tidak dipahami sebagai penggantian ajaran-ajaran lama

dengan ajaran-ajaran yang sama sekali baru. Sejarah perjalanan

umat Islam menggambarkan bahwa umat Islam pada masa-masa

setelah selesainya pemerintahan khulafaur rasyidin hingga sekarang

sebaglan umat Islam telah melakukan ibadah dan muamalah yang

tidak sesuai dllgan ^ijaran-ajaran Alquran dan sunah (baca: telah
terjadi penylmpangan dan penyelewengan ajaran). Inllah pentingnya

pembaruan dalam rangka mengembalikan umat Islam pada ajaran

Alquran dan sunah yang benar.

Adapun Pengertian hukum Islam balk secara etimologis maupun

termlnologissudah diuratkandibaglanawalbukuinl(bab 2),yaknisecara

sed^rhana bisa disebut sebagai sistem hukgm yang bersumberkan

ajaran Islam. Dengan demikian, istilah pembaruan hukum Islam berarti

suatu upaya mengembalikan aturan-aturan hukum Islam menjadi baru
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agar sesuai dengan situasi dan kondisi baru yang berbeda dengan

keadaan sebelumnya yang sudah usang dan rusak.

C. Ruang Lingkup Pembanian Hukum Islam

Di bagian depan sudah dijelaskan bahwa hukum Islam didasarkan

pada dua sumber pokok, yakni Alquran dan sunah. Dua sumber pokok

ini bersifat mutlak, yaknitidak dapat berubah, tidak bisa dikurangi, dan

tidakbisaditan^bah. Yang bisadilakukan adaiah melakukan interpretasi

yang mungkin berbeda-beda terhadap kedua sumber pokok tersebut.

Metode atau cara yang ditempuh untuk melakukan interpretasi

tersebut kemudian dikenal dengan istilah ijtihad. Hukum Islam yang

didasarkan pada hasil ijtihad ini bersifat relatif, artinya tidak mutlak

benar dan tidak tetap, sehingga dimungkinkan terjadl perubahan dan

penyesuaikan seiring dengan pei'ubahan atau pembaruan pemikiran

manusia. Sejarah telah membuktikan bahwa umat Islamsudah banyak

mengisi dinamika perubahan pemikian khususnya dalam hukum Islam.

Pada masa Nabi Muhammad saw. perkembangan pemikiran

hukum Islam bertumpu pada beliau sebagal salah satu dari syari'

(pembuat hukum Islam) yang menjadi tempat kembali setiap

permasalahan hukum Islam pada waitu Ifu. Sepenlnggal Nabi
umat Islam tidak lagi memllikl figur sentral untuk mengemballkan

permasalahan hukum> sehingga umat Islam membutuhkan cara yang

kemudian dikenal dengan Ijtihad.

Pada masa sahabat ijtihad sudah mulai dipraktikkan sejak masa

Abu Bakar dan terus berkembang hingga masa-masa sesudahnya.

Ijtihad pada masa sahabat telah memberikan harapan besar bagi

perkembangan hukum Islam pada masa-masa selanjutnya. Ijtihad

pada masa sahabat menghasilkan dua hal, yaitu: (1) penjelasan-

penjelasan terhadap nas-nas Alquran dan sunah terkait dengan

pernsasalah yang muncui dengan memperhatikan sebab-sebab
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turunjlya ayat Alquran {asbab al-nuzul) dan sebab-sebab datangnya

hadis {asbab al-wurud) serta didukung oleh ketnampuan yang dimiliki

oleh para mujtahid pada waktu itu; (2) bernnacam-macam fatwa yang

terkait dengan persoalan-persoalan yangtidakdisebutkan hukumnya

oleh nas Alquran dan sunah (Iskandar Usman, 1994:108).

Seiama kurang lebih 250tahun setelah masa sahabat, hukunfi Islam

berkembang cukup pesat. Masa ini dikenal dengan masa tadwin atau

pembukuan hukum Islam. Masa ini ditandai dengan pembukuan hadis-

hadis Nabi saw., fatwa-fatwa sahabat, fatwa-fatwa tabiin dan tabi'it

tabh'n, tafsir Alquran, fikih imam-imam mazhab, dan risalah tentang

ilmu usul fikih. Masa inilah yang disebut masa keemasan hukum Islam.

Namun, setelah masa ini,yaknisejak pertengahan abad keempat Hijriah,

hukum Islam mengalami masa kemunduran. Masa ini ditandai dengan

menyebamya taklid. dan tertutupnya pintu ijtihad serta kebebasan

berpikirpara ulamasudahtidakada lagi.Para ulama hukum Islam(fukaha)

tidak lagi mendasarkan langsung pada Alquran dan sunah, tetapi cukup

bagi mereka dengan menjadikan fikih imam-imam mazhab mereka

sebagai sumbernya. Gerakan mendobrak taklid (pembaruan) terjadi dl

berbagai wilayah Islam dan dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam, meskipun

mereka harus menghadapi tantangan dari para ulama status quo yang

menganggap gerakan ^ereka bertentangan dengan yang disepakati
M

oleh jumhur ulama pada waktu itu. Diantara tokoh-tokoh pembaruan ini

adalah Ibnu Taimiyah,Syah Waliyullah, Muhammad bin Abdul Wahhab,

Jamaluddin al-Afjghani, Muhammad Abdul, dan Muhammad Rasyid

RIdIa (Nasution, 1984: 18-26). Gerakan mereka ini mendobrak taklid

dan menghidupkankembaliijtihaduntuk mengembangkan hukum Islam

yang mandek dalam waktu yang cukup lama.

Pembaruan hukum Islam merupakan gerakan Ijtihad untuk

menetapkan aturan hukum yang mampu menjawab permasalahan

dan perkembangan baru seiring dengan perkembangan ilmu
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pengetahuan dan teknologi modern. Ijtihad dilakukan dalam

rangka menetapkan hukum-hukum baru yang belum ada ketentuan

hukumnya dalam Alquran dan sunah, atau menetapkan hukum baru

untuk menggantikan aturan hukum lama yangsudah tidak sesuai lag!

dengan keadaan dan kemaslahatan umat manusia. Aturan hukum

Islam yang diganti dan disesualkan di sin! adalah hukum Islam dalam

kategori fikih, bukan syariat yang memang bersifat tetap.

Pembaruan hukum Islam dapat dilakukan dalam tiga bentuk

atau tiga kondisi, yaitu:

1. Apabila hasil ijtihad lama itu adalah salah satu dari berbagai

kemungkinan yang dikandung oleh nas Alquran dan sunah. Dalam

hal ini pembaruan dilakukan dengan menemukan kemungkinan

lain yang terkandung dalam nas tersebut. Misalnya, jumhur ulama

telah bersepakat menetapkan tujuh macam harta yang wajib

dikeluarkari zakatnya, yaitu; (1) emas dan perak, (2) tanaman,

(3) buah-buahan, (4) barang dagangan, (5) binatang ternak, (6)

hasil tambang, (7) harta rikaz (temuan). Ketujuh macam harta

Ini merupakah kemungkinan yang ditarik dari bunyi ayat Alquran

surat al-Baqarah (2) ayat 267 yang artinya: "Sebagian dari hasil

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami

keluarkan dari bun#\jntuJ^ kamu/' Dari ayat ini juga dimungkinkan
untuk mengeluarkan zakat dari Jasa dan profesi.

2. Apabila hasil ijtihad lama didasarkan pada tradisi {'urf) setempat,

dan jika *urf itu sudah bergbah, maka hasil ijtihad lama itu

pun dapat diubah dengan menetapkan hasil ijtihad baru yang

didasarkan pada "uz/setempat yang telah berubah itu. Misalnya,

hasil ijtihad mengenai kepala negara perempuan. Hasil ijtihad

lama menetapkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi

kepala negara sesuai dengan W masyarakat Islam masa itu

yang tidak menerima perempuan sebagai kepala negara. Seiring
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berkembangnya paham emansipasi kesetaraan gender, ^urf

masyarakat Islamjuga berubah dan sudah menerlma perempuan

sebagai kepala negara. Hasil ijtihad pun sudah berubah dan sudah

menetapkan kebolehan perempuan menjadi kepala negara.

3. Apabila hasll Ijtihad lama ditetapkan dengan kias, maka

pembaruan dapat dllakukan dengan menlnjau kemball hasll-

hasll ijtihad atau ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan

dengan klas dengan menggunakan istihsan. Penetapan hukum

dengan istihsah merupakan jaian keluar dari kekakuan hukum

yang dihasllkan oleh kias dan metode-metode istinbat hukum

yang lain. Misalnya, hasil ijtihad tentang larangan masuk masjid

bagi perempuan yang haid yang diklaskan dengan orang yang

sedang junub, karena keduanya sama-sama berhadas besar. Ada

ulama yang menilai kias tersebut kurang tepat karena ada unsur

lain yang membedakan haid dengan junub, walaupun keduanya

sama-sama hadas besar (Iskandar Usman, 1994:114-115).

Tlga situasi dan kondisi itulah yang memungklnkan fukaha untuk

melakukan pembaruan hukum Islam. Sekali lag! perlu ditegaskan bahwa

hukum Islam yang mengalami pembaruan bukan hukum Islam yang

berkategori syariat (mutiak). Pembaruandilakul^ pada hukumIslam yang

berkategoi-i fikih (relatif). Praktik-praktik muamalah modem banyak yang

mengalami pembaruan, terutama dengan pertimbangan kemaslahatan.

Bahkanpraktik-praktik hajidlTanahHarampun tfdak luput dari pembaruan

pada bidang-btdang tertentu seperti pengembangan daerah Mina dan

periuasan areal Jamarat tentu maslh banyak contoh lainyang mengalami

pembaruan dengan mendasarkan pada tiga pola di atas.

D. T^juan Pembaruan Hukum Islam

Diera teknologi informasi sekarang ini umat manusia sulit untuk

menghindar dari hasil-hasll teknologi modern. Komunikasi yang
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dulu dibatasi waktu dan tempat sekarang ini hampir meniadakan

sekat waktu dan tempat tersebut. Komunikasi bisa dilakukan daiam

tempat yang berjauhan dengan waktu yang sama dengan media

hand phone (HP). Begitu juga, meluasnya penggunaan internet

sampai ke daerah-daerah pedesaan berpengaruh besar terhadap

pola pikir dan perilaku masyarakat pada umumnya dan umat Islam

pada khususnya. Erateknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti

itu menimbulkan perubahan-perubahan besar <^alam segala bidang

kehidupan manusia. Jika s^belumnya kekuatan seseorang atau suatu

negara sangat tergantung pada kekuatan persenjataan yang dimiliki,

maka sekarang kekuatan itu tidak semata-mata tertumpu pada

persenjataan, tetapi bisa juga karena kecanggihan teknologi yang

dikembangkannya. Tiga negara Asia seperti Cina, Jepang, dan Korea

Selatan sudah mulai diperhitungkan oleh negara-negara kuat Eropa

dan Amerika Serikat mengingat keberhasilan tiga negara itu daiam

mengembangkan kekuatan teknologi yang kemudian mendongkrak

kemajuan ekonomi dan perdagangan yang sangat dahsyat.

Allah menurunkan Alquran sebagai kitab suci dan sumber

hukum pokok bagi umat islam yang berlaku sepanjang hayat hingga

akhir nanti (baca: hari kiamat). Dengan Alquran inilal^lslam menjadi
agama yang lengkap, universal, dan rahmatan lil*alamin, Dengan

karakteristik seperti Inilah Islam tentu harus dapat menjawab semua

permaslahan umat manusia yang dan akan timbul akibat kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi itu.

Daiamsejarah terbukti bahwa Islamselalu mampu mengikuti dan

mampu menjawab perkembangan zaman dan perubahan-perubahan

yang terjadi. Karena itulah, hukum Islamyang mengiringi perjalanan

sejarah islam harus terus-menerus diperbarui dengan memberikan

penafsiran-penafsiran baru terhadap nas hukum dengan cara

menggali kemungkinan-kemungkinan lain dari nas tersebut. Dengan
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demikian, pembaruan hulfum Islam dimaksudkan agar hukum Islam
selalu mampu merealisasikan iujuan syarlat (maqashid al-syari'ah)

semaksimal mungkin. Di samping itu, pembaruan hukum Islam

dilakukan agar hukum Islam tidak ketinggalan zaman dan mampu

menjawab setiap persoalan yang dihadapi masyarakat musllm

(Iskandar Usman, 1994: 114-116). Jadl, Pembaruan hukum Islam

dilakukan dengan tujuan agar hukum Islam selalu mampu mereallsasi

kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Untuk merealisasikan tujuan hukum Islam tersebut, maka Syari'

(pembuat hukum Islam), yakni Allah dan Rasulullah memberikan

aturan-aturan hukum Islam dalam nas Alquran dan hadis tidak terlalu

detail, terutama dalam persoalan di luar akidah dan Ibadah. Aturan-

aturan syariat inl dibuat lebih umum sehingga mudah dlsesuaikan

dengan situasi dan kondisi yang berbeda^beda tanpa harus merubah

"roh" dari aturan syarlat tersebut. DI sinilahpemikirandan pemahaman

terhadap syariat (fikih) berkembang sangat dinamis sehingga

memunculkan keragaman fikih di tengah-tengah masyarakat seirlng

dengan perbedaan waktu dan tempat. Banyakhya nas yang bersifiat

zhanni (relatff) balk wurud (periwayatan) maupun dalalah (petunjuk)-

nya juga menjadi faktor utama munculnya perbedaan dalam hukum

Islam (fikih). Keragaman fikih ini jika dipahailRl dar^disikapi dengan arlf
akan memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam melaksanakan

hukum Islam dan sekallgus menjadikan hukum Islam menjadi "kaya"

aturan yang dapat dijadikan aiternatif dalam menyelesalkan setiap

permasalahan yang dihadapi umat Islamdi berbagal penjuru dl muka

bumi yang berbeda-beda kondlsl dan tebutuhannya.

Periu ditegaskan kemball di slni bahwa ajaran atau aturan Islam

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1)ajaran yangabsolut atau

mutlak benar dan tidak dapat diubah. Ajaran ini jumlahnya sedikit

seperti yang ditegaskan dalam ayat-ayat Alquran; (2) ajaran yang
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relatif atau tidak mutlak benar dan dapat berubah dan boleh diubah.

Ajaran ini ciikup banyak sebagaimana dapat dibaca daiam buku-buku

tafsio hadis, fikih, ushuluddin (ilmu kalam); akhiak, dan sebagainya.

Ajaran-ajaran Islam yang relatif ini mulai tumbuh dan berkembang

pada masa sahabat sepenlnggal Nabi saw. hingga sekarang ini seiring

dengan perbedaan waktu dan tempat. Namun, eksistensi ajaran

yang tetap (absolut) selalu mehgiringi ajaran-ajaran yang relatif ini

sehingga perubahan ajaran Islam tetap bisa disatukan dan tidak

menyimpang dari aturan yang prinsip (dalam Alquran dan sunah).

Kodifikasi Hukum Islam sebagai Bentuk Pembaruan
Hukum Islam

Pada prinsipnyahukum islam bersumber dari dua sumber pokoknya,

yaitu Alquran dan sunah. Kemudian, dengan ijtihad, hukum Islam

dikembangkan oleh para ulama sehingga hukum Islam membawa ajaran

yang memiliki dinamika yang sangat tinggi dan sifat yang luwes yang

menjamin kemampuannya untuk menampung segala macam persoalan

yang timbul akibat perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi.Dengandemikian,disamping sebagai konsep

llahi yang mengajarkan kebenaran, hukum Islam juga pedoman

hidup dan penuntun manusia dalam segala aspek kehidupannya. ^

Usaha untuk mengaktualkan hukum Islam untuk menjawab

perkembangan masyarakat dan kemajuan Ilmu dan teknologi masih

belum dikembangkan sebagaimana mestinya, bahkan cenderung

hanyut dalam pertentangan yang takkunjung selesai, sehingga untuk

beberapa abad belum dapat diwujudkan karya nyata mengenai

hal tersebut. Hukum Islam yang semula hanya bersumber pada

Alquran dan sunah mulai berkembang eksistensinya. Seiring dengan

kompleksnya permasalahan yang dihacjapi umat Islam, mulailah

disusun kitab-kitab fiklh yang berisi kajian dan sekaligus pedoman
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bagi umat Islam untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang

mereka hadapi seharl-hari. Dalam perkembangannya, tidak semua

persoalan manusia, khususnya umat islam, bisa dicari rujukannya

dalam kitab-kitab fiklh tersebut sehingga diperlukan kajian uiang

terhadap beberapa putusan dalam kitab-kitab tersebut yang tidak

relevan lagi dengan merujuk lagi kepada sumbernya yang asli, yakni

Alquran dan sunah. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan hukum

Islam dengan pengkajian ulang dan modifikasi pada aturan-aturan

hukum yang sudah ada disesuaikan dengan perkembangan zaman

dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Diantara tuntutan pembaruan dalam hukum Islamadalah disusunnya

hukum islam dalam bentuk undang-undang formal (hukum positif) yang

diberiakukan bagi seluruh masyarakat muslim di suatu negeri. Sejalan

dengan hal tersebut, dilakukanlah usaha kodifikasihukum Islam.

Secara etimologis kata kodifikasi berasai dari bahasa Inggris

codification yang berarti 'penyusunan (undang-undang dsb.) menurut

sesuatu sistem' (Echois, 1995: 122). Secara terminologis kodifikasi

berarti: (1) himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang; hal

penyusunan kitab perundang-undangan; (2) penggolongan hukum dan

undang-undang berdasarkan ^s-a^s tertentu dalam buku undang-
undang yang baku {Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 578). Dari

definisi tersebut dapat dipahami bahwa kodifikasi berarti himpunan

atau kumpulan berbagai peraturan dalam bentuk undang-undang.

Dalambahasa Arabditemukan beberapa istilah untuk menyebut

kodifikasi seperti al-taqnin^ ai-tadwin, dan al-jam'u. Dari ketiga

istflah ini al~taqnin-\ah yang biasa digunakan untuk kodifikasi dalam

bidang hukum islam atau undang-undang. Sedang dua istilah yang

lainnya untuk seiain hukum Islam, mtsalnya untuk kodifikasi hadis

{tadwin al-hadis/ai-sunah) dan kodifikasi Alquran {jam'u ahQur'an),

Muhammad Abu Zahrah menulls sebudh buku yang diberi judul al-
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Islam wa Taqnin al-Ahkam: Da'wah Mukhlishah li Taqnin Ahkam al-

SyarVah al-lslamiyyah (Islam dan Pengkodifikaslan Hukum; Ajakan

MurnI untuk Kodlfikasi Hukum-hukum Syariat Islam) (1977). Al-Taqnin

diartikan sebagai hukum-hukum Islam dalam bentuk buku atau kitab

undang-undangyangtersusun rapi, praktis, dan sistematis, kemudian

dltetapkan dan diundangkan secara resmi oleh kepala negara sehingga

mempunyal kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhl serta

dilaksanakan oleh seluruh warga negara (Muhammad Aziz Dahlan

dkk., 1996: i960). Istilah lain yang biasa digunakan sekarang untuk

menyebut kodifikasiadalah kompendium dan kompilasi. Kedua istilah

fhi sama-sama mempakan buku hukum dalam bentuk ringkasan yang

padat dan sistematis, namun keduanya berbeda dalam hal sumber

yang diringkas. Jika kompendium bersumber darl satu buku, maka

kompilasi bersumber dari beberapa buku. Perbedaan kedua istilah ini

dengan kodifikasi terletak pada kekuatan hukumnya.

Kodifikasi hukum islam sebenarnya sudah dimulai sejak zaman

khulafaur rasyidin, ketika Umar bin al-Khaththab mengajukan usulan

kepada Abu Bakar untuk membukukan Alquran. Pada masa Khalifah

Umar ibn Abdul Aziz, salah seorang Khaiifah Ban! Umayyah, dilakukan

pula kodifikasi terhadap hadis-hadis Nabi Muhamm# sav^^ secara
resmi. Kedua upaya ini merupakan kodifikasi yang dilakukan pada

masa dulu yang tentunya sangat berbeda dengan kodifikasi pada

masa sekarang (Muhammad Abu Zahrah, 1977:236).

Ide kodifikasi hukum Islam (fikih) pertama kali dicanangkan oleh

Abu Muhammad Ibnai-Muqaffa', sekretaris negara di zaman Khaiifah
Ja'far al-Manshur (754-775 M) dari ban! Abbasiyah. Tujuan kodifikasi

hukum Islam pada masa ini adalah untuk memberikan batasan yang

jelastentang hukum sehingga mudah disosigllsasikan di masyarakat dan

membantu para hakim dalam merujuk hukum yang akan diterapkan

terhadap kasus yang dihadapi tanpa harus melakukan ijtihad iagi.
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Dengan k>difikasi ini, Ibnu al-Muqaffa' berharap agar kekacauan dan

subjektivitas hakinn di lembaga peradilan dapat dihindari. Ibnu al-

Muqaffa' mengusulkan agar hukum-hukum dalam kodifikasi itu tidak

hanya berasal dari satu mazhab fikih, tetapl dipilih dan ditarjih dari

berbagai pendapat mazhab fikih yang iebih sesuai dengan kondisi dan

kemaslahatan yang dikehendaki (Muhammad Abu Zahrah, 1977:239).

Kodifikasi hukum Islam (fikih) juga pernah dilakukan oleh Imam

Malik Ibn Anas setelah ia diminta oleh Khalifah Ja'far al-Manshur

untuk menuliskan sebuah buku yang mencakup seluruh persoalan

fikih. Imam Malik kemudian menyusun kitabnya yang terkenal, yakni

al-Muwaththa', untuk memenuhi permintaan Khalifah. Kitab ini oleh

Abu Zahrah dianggap sebagai bentuk kodifikasi fikih pada waktu itu,

namun pemberlakuan hukum yang terkandung di dalamnya tidak

berjalan mulus dalam menyelesaikan berbagai kasus di berbagai

tempat dan budaya (Muhammad Abu Zahrah, 1977:243).

Kodifikasi hukum modern dalam bentuk undang-undang mula-

mula dilakukan di dunia Barat. Ada dua sistem hukum yang dikenal di

duniaBarat,yaitusistem hukumEropa Benuadan sistemhukumInggris.

Yang pertama sering disebut sebagai sistem hukum Romawi-Jerman

atau civil law system (sistem hukum sipil) sedang yang kedua sering

disebut common law ^stem (sistem hukum publlk). Kedua sistem
hukum ini masing-masing mefnpunyal karakterlstik yang berbeda dan
kedua sistem hukum inilah yang kemudian mewarnai pemberlakuan

hukum hampir di seluruh negara di belahan dunia hingga sekarang ini,

termasuk di negara-negara Islam(Satjipto Rahardjo,1991:235-252).

Angin kodiffkasi dan pembaruan hukum berhembus ke negara-

negara Islam pada pertengahan abad ke-19. Pengaruh kodifikasi

hukum di Barat menyadarkari ulama (fukaha) untuk merujuk kemball

khazanah Intetektuail mereka dan memltih pendapat mazhab yang

tepat diterapkan saat ini.Lebih Jauh lagi, di daerah yang berpenduduk
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mayoritas Islam, upaya penerapan hukum Islam dengan beberapa
penyesualan dengan kondisi setempat mulai berkembang. Dl banyak
negara Islam telah bermunculan hukum keluarga yang diambil dari
berbagai pendapat mazhab, seperti dl Yordania, Surlah, Sudan,

Maroko, Afghanistan, Turk!, Iran,Pakistan, Malaysia, dan Indonesia.

Pada 1876 Kerajaah Turki Usmani mengeluarkan Majallah al-

Ahkam al-'Adliyyah, yaitu hukum perdata Kerajaan Usmani yang

merupakan kodifikasi hukum Islam pertama dalam mazhab Hanafi
yang diberlakukan disegenap wilayah kekuasaan Turki Usmani ketika
itu hingga dasawarsa ketiga abad ke-20. Majallah ini terdiri dari 16
bab dan 1851 pasal dan hanya mencakup bidang muamalah serta

berasal dari satu mazhabsaja, yaltu mazhab Hanafi (MuhammadAbu

Zahrah, 1977: 244-245).

Pada awal abad ke-20 bermunculanlah kodifikasi hukum Islam,

khususnya dalam bidang hukum keluarga, diTurki, Mesir, dan Sudan.
Karena wilayah Turki sangat luas maka pemberlakuan kodifikasi itu

juga mellputi negara-negara baglannya, seperti Libanon, Palestina,
SIria, dan Iain-Iain (Mahmocirj 198;?: 3-4). Ketika Turki menjadi negara
republlk (1924 M) dannegara-negara Islam mulai dijajah oleh negara-
negara Eropa, pemberlakuan kodifikasi ini mulai tidak lancar. Setelah
5ele$ainya Perang Dunia Kedua negara-negara Islam baik di kawasan
TImur Tengah maupun dl luar TImur Tengah mulai memberlakukan
kodifikasi hukum Islam baru dengan berbagai variasi yang sangat

dipengaruhl olehsituasi dan kondisi masing-masing negara tersebut,
terutama mazhab mayoritas yang diikuti oleh umat Islam dl negara-

negara tersebut (Mahmood, 1987).

Diera modern sekarang kodifikasi hukum Islam merupakan suatu

keharusan, terutama di negara-negara Islam atau negara-negara yang

memiliki penduduk Islam yang banyak. Faktanya sekarang semua

negara Islam memiliki undang-undang Islam (kodifikasi hukum Islam),
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misalnya Saudi Arabia, Iran, Pal<istan, dan yang lainnya. Indonesia,

sebagai salah satu negara yang penduduk Islamnya cukup banyak,

juga memiliki undang-undang yang isinya terambil dari aturan-aturan

hukum Islam (fikih). InilaK pembaruan hukum Islam yang tidak bisa

ditoiak keberadaannya seiring tuntutan zaman modern sekarang ini.

Kodifikasi hukum Islam (undang-undang) inilahyangmemiliki kekuatan

hukum formal dan diakui eksistensinya oleh negara-negara lain.

Aturan-aturan yang belum diundangkan belum dapat diakui sebagai

und^ang-undang negara yang resmi dan belum bisa bersifat mengikat

semua warganya. Hukum Islam yang tertuang dalam Alquran, sunah,

dan kitab-kitab fikih belum dianggap cukup memadai untuk dijadikan

sebagai undang-undang formal apabila belum ada ketentuan yang

menjelaskan bahwa memang sumber-sumber hukum tersebut yang

dipakai. Di sinilah letak pentingnya pembaruan hukum Islam dengan

upaya kodifikasi hukiim Islam yang materf-materinya tetap diambii

dari sumber-sumber seperti tersebut maupun pendapat-pendapat

baru yang belum ada dalam sumber-sumber tersebut melalui ijtihad.

Kodifikasi hukum di negara-negara Islam semula banyak yang

difokuskan pada hukum perdata semata. Dalam perkembangan

selanjutnya kodifikasi hukum Islam tidak terbatas pada hukum

perdata saja, tetapi juga pad^ukui$i pidana dan hukum administrasi
negara. Persoalan yang dimuat dalam hukum perdata terkait dengan

persdalan ekonomi, pemilikan tanah, dan persoalan yang berkaitan

dengan hukum acara. Meluasnya pengkodifikasian hukum di bidang

perekonomian dan perdagangan disebabkan karena meluasnya

hubungan ekonomi lian perdaganpn di dalam dan luar negeri.

Untuk itu, pengu^aan terhadap hak milikyang ada di dalam negeri

juga diatur, seperti pengadmlnistrasian tanah-tanah rakyat dengan

menetapkan berbagai peraturan yang menyangkut pemilikan tanah,

serta penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan
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tata cara berperkara di pengadilan. Akibat yang ditimbulkan oleh
A

pengkodifikaslan hukum perdata dl bidang perekonomian dan

perdaganganini adalah semakinjumudnyafikih di tangan para fukaha

Hanafi yangdatang belakangan {muta'akhkhirin) serta terhentinya

upaya pembaruan iiukum dan bahkan upaya pentarjihan hukum.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam,

Indonesia telah melakukan kodifikasi hukum Islam daiam bentuk

Kompilasi Hukum Islam (KHl) di Indonesia yang secara khusus memuat

huku.m-hukum terkait dengan hukum perkawinan, hukum kewarisan,

dan hukufn perwakafan. Kompilasi ini diundangkan meialui tnstruksi

Presiden No. 1 Tahun 1991. Sebelumnya pemerintah Indonesia juga

telah mengeluarkan satu undang-undang yang khusus mengatur

hukum acara di Pengadilan Agama, yakni Undang-Undang No. 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diperbarui

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.

50 Tahun 2009. Menurut Abdurrahman (1992: 6) keberadaan KHl

merupakan bagian dari apa yang disebut Hukum Islam Indonesia

masa kini yang masjh beium terwujud seperti yang kita harapkan

bersama. KHl dianggap sebagai satu di antara sekian bahyak karya

besar umat Islam Indonesia daiam rangka member! arti yang lebih

positif bagi kehidupan beragamanya daiam rangka kebangkitan umat

Islam Indonesia, sehingga den^ membaca karya tersebut orang
i

akan dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kemampuan

umat Islam daiam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, karena

KHl harus dilihat bukan sebagai sebuah final, maka kita juga dapat

melihatnya sebagai salah satu Jenjang daiam usaha tersebut dan

sekaligus juga menjadi batu Ipncatan untuk meralh keberhasilan yang

lebih baik di masa mendatang.



BABX

HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang
surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh

kekuasaan negara sejak era prakemerdekaan hingga sekarang.

Hukum Islam di Indonesia teiah mengalami pericembangan secara

berkesinambungan, baik melalui jalur infrastruktur politik maupun

suprastruktur politikdengan dukungan kekuatan sosial budaya yang

cukup iama mengakar di tengah-tengah masyarakat.

Kajian tentang sejarah hukum Islam di Indonesia juga dapat

dijadlkan sebagai salah satu pijakan bagi umat Islam secara khusus

untuk menentukan arah dan strategi yang t4>at di masa depan dalam
mendekatkan bangsa ini dengan hukum Islam serta menjadikannya

sebagai satah satu sumber hukum pokok yang iebih diperhatikan

dalam penguatan hukum nasional. Proses sejarah hukum Islam yang

diwarnai "benturan" dengan tradisi yang sebelumnya berlaku dan

juga dengan kebijakan-kebijakan politik-kenegaraan, serta tindakan-

tindakan yang diambil oleh para tokoh Islam Indonesia terdahulu

setidaknya dapat menjadi bahan telaah penting dl masa datang.

304
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Cara pandang dan interpretasi yang berbeda -dalam

keanekaragaman pemahaman orang Islam terhadap hakikat hukum

Islam; termasuk yang berkembang di tengah-tengah masyarakat

Indonesia, telah berimplikasi dalam sudut aplikasinya. Keanekaragaman

yang dimaksud adalah perbedaan pemahaman orang Islam dalam

memahami hukum Islam yang memiliki dua kecenderungan, yakni

hukum Islam yang berkategori syariat dan yang berkategori fikih.

Ini banyak terjadi bukan hanya di kalangan ulama fikih (fukaha),

tetapi juga di kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam M. Atho

Mudzhar (1991:21-30) mengelompokkan cara pandang dalam bidang

pemikiran hukum Islam ini ke dalam empat jenis, yakni kitab-kitab

fikih, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-

undangan di negeri-negeri muslim, dan fatwa-fatwa ulama.

Keempat jenis tersebut diyakini member! pengaruh cukup besar

dalam proses transformasi hukum Islam di Indonesia. Terlebih iagi

hukum islam sesungguhnya telah berlaku sejak kedatangan Islam

di Indonesia yang pertama kali. Dalam konteks beriakunya hukum

di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda, hingga sekarang in! para

pengkaji hukum mengkategorikannya ke dalam tiga jenis hukum, yakni

hukum adat, hukum Islam, dan hukun^^ara^ Secara khusus hukum
Islam di Indonesia juga dapat dilihat dari dua segi: pe/tomo, hukum

Islam yang berlaku secara yuridis formal, artinya telah dikodifikasikan

dalam struktur hukum nasional; kedua, hukum Islam yang berlaku

secara normatif, yakni hukum Islam yang diyakini memiliki sanksi atau

padanan hukum bag!masyarakat musllm untuk melaksanakannya.

B. Sejarah Perkembangan Hukum Islam dl Indonesia

Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya

Islamke Indonesia, yang menurut sebagian kalangan, telah berlangsung

sejak abad ke-7 atau ke-8. Akses Islam ke dalam kawasan Nusantara
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dimulai dari bagian utara Pulau Sumatra. Di sinilah berdiri kerajaan

Islam pertama di Tanah air pada abad ke-13, yaitu KerajaanSamudera

Pasaiyang terletak di wilayah Aceh Utara. Eksistensi kerajaan ini tentu

didukung oleh masyarakat muslim yang dalam keseharian mereka

menjunjung tinggi aturan-aturan hukum Islam. Pada perkembangan

selanjutnya tumbuh kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah

di Nusantara seperti Kesultanan Demak, Mataram, dan Cirebon

(ketiganya di Pulau Jawa), Kerajaan Gowa (di Sulawesi), dan Kerajaan

Ternate-Ti(Jore (di Maluku), Sebagai kerajaan Islam, tentu kesultanan-

kesultanan tersebut menetapkan hukum Islamsebagai sumber hukum

dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara.

Sementara itu, hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC

{Verenlgne Oost-lndische Company) pada awal abad kel7. Pemerintah

kolonial Belanda menjadikan VOC sebagai perpanjangan tangan

pemerlntahannya di kawasan Hindia Belanda di Timur. Di samping

fungsi utamanya sebagai organisasi perdagangan, VOC juga mewakili

Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Di sinilah

hukum Belanda (hukum Barat) digunakan untuk mengatur urusan-

urusan pemerintahan tersebut. Karena aturan-aturan hukum Barat

tidak sejalan dengan hukum yang sudah berlaku, sering menlmbulkan

permaslahan dalam implementasinya. Karena itulah, pemerintah

Belanda memberiakukan kebljakan yang sangat merugikan rakyat,

terutama yang sudah memberiakukan hukum Islam. Kebljakan ini

kemudian dikenal dengan teorl receptie yang dikembangkan oleh

Snouck Hurgronje yang juga didukung oleh C. van Vollenhoven dan

Ter Haar Bzn. Teorl ini mengharuskan pemberlakuan hukum Islam di

katangan masyarakat jlka tfdak bertentangan dengan hukum adat. Jika

hukum Islam bertentangan dengan hukum adat, maka hukum Islam

tidak boleh diberlakukan. Teorl ini tentu sangat merugikan umat Islam

sekaligus menghambat perkembangan hukum Islam di Indonesia.
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Sebelum masuknya hukum Islam, rakyat Indonesia menganut

hukum adat yang bermacam-macam sistemnya, dan sangat majemuk

sifatnya. HIngga sekarang masih dikenal adanya hukum adat Jawa,

Sunda,, Madura, Bali, Batak, Bugis, dan lain sebagainya. Pengaruh

agama Hindu dan Buddha diduga sangat kuat terhadap hukum-

hukum adat tersebut. Dengan demikian, sejak era prakemerdekaan

sudah ada tiga macam sistem hukum yang berlaku di Nusantara, yaitu

hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Ketiga macam hukum

tersebut kemudlan menjadi komponen utama pembentukan hukum

nasional pada era pascakemerdekaan hingga sekarang.

Jadi, dengan kedatangan para penjajah Belanda, hukum Islam

yang sebelumnya berlaku bagi rakyat di kerajaan-kerajaan Islam,

sedikit demi sedikit kedudukannya terancam seiring dengan semakin

menguatnya kekuasaan penjajah di bumi Nusantara.Secara perlahan

namun pasti wilayah berlakunya hukum Islam dibatasi hingga hanya

berlaku dalam bidang hukum keluarga (nikah, talak, dan rujuk). Yang

terakhir ini pun masih terus dirongrong eksistensinya oleh mereka.

Keadaan ini tercermin misalnya pada nasib yang dialami pengadilan

agama ketika itu. Pengadilan agama {priesterraaden) yang dibentuk

oleh pemerintah Hindia-Belanda pada 1882 memiliki kompetensi

absolut terhadap hukum perkawina '̂bese^a hal-hal yang terkait
dengannya dan hukum kewarisan. Pada 1937 kewenangan pengadilan

agama di wilayah Jawa dan Madura terhadap hukum kewarisan

dicabut dan diallhkan ke pengadilan negeri {landraad). Kemudlan

lebih tragis lag! pengadilan agama ditaruh di bawah pengadilan

negeri, yang berarti keputusannya akan dapat dilaksanakan hanya

jika telah dikukuhkan oleh ketua pengadilan negeri. Perubahao

kebijakan initerkait erat dengan dua teorl tentang berlakunya hukum

Islam di Indonesia yang dikemukaluin oleh para ahli hukum Belanda

yang kemudian mendasari kebijakan yang diambil pemerintah
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Hindia-Belanda. Pada 1882 kebijakan peVnerintah didasarkan pada

teori receptio in complexu yang dikemukakan oleh Van den Berg,

sedangkan pada 1937 yang dominan adalah teori receptie yang

dikemukakan oleh Snouck Hurgronje (Ichtijanto, 1991: 117-127;

Muhammad Daud Ali, 1994: 71-73). Sungguh pun kondisinya tidak

menguntungkan, namun ada sesuatu yang tidak dapat dipungkiri,

yakni fakta berlakunya hukum Islam di Indonesia.

"Sepeninggal pemerintahan Belanda dari bumi Nusantara (1942),

bercokoflah pemerintahan penjajahan Jepang hingga Indonesia

merdeka (1945). Jika pemerintah Hindia Belanda sangat merugikan

umat Islam dan hukum Islam, pemerintah Jepang tidak demikian.

Meskipun melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya,

pemerintah Jepang berusaha menarik simpati umat Islam Indonesia

dengan janji-janji seperti melindungi dan memajukan hukum Islam

sebagai agama yang sudah mendarah daging di kaiangan mayoritas

rakyat Indonesia. Bahkan pada rriasa pemerintahan Jepang inilah mulai

tumbuh organisasi-origanlsasi Islam (seperti Muhammadiyah dan NU)

yang menjadi pusat-pusat pergerakan masyarakat muslim. Pemerintah

Jepang lah yang kemudian memfasilitasi berdirinya dua lembaga yang

akhirnya dapat mengantarkan Indonesia menjadi negara merdeka

yang bebas dari pengaruh ne^li^-ne^ara lain, yaltu BPUPKI {Dokuritsu
Zyunbl Tyoosakaf)dan PPKI (Dokuritsu Zyunbi Inkai).

Pengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 1945

tumbuh harapan besar dari umat Islam bagi berlakunya hukum Islam

secara lebih baik. Berba^i usaha ke arah itu jup ditempuh, seperti

perjuangan melalui BPUPKi yangkemudian menghasilkan PiagamJakarta.

Piagam Jakarta dlpandang sebagai bentuk kompromi [gentiement

agreement) antara golongan nasionalis Islam dan golongan nasionatis

sekuler. la merupakan bentuk asli, sebelum diubah menjadi pembukaan

UUD 3S45. Oalam bentuk aslinyaterdapat ungkapan "Ketuhanan dengan
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kewajiban menjalankan syariat Islam bag! pemeiuk-pemeluknya."

Kemudlan atas dasar "kese^akatan" yangsecara historis sulitdipahami,

kalimat tersebut diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan

berlaku hinggasekarang. Dalam perjalanan sejarah PiagamJakarta selalu

diungkit-ungkit kemungklnannya untuk dapat diberlakukan lagi, oleh

sebagian kalangan umat Islam sebagaimana yang terjadi beberapa kali

pada sidang-sidang MPRRl belakangan ini,yakni adanya beberapa partai

Islam yang menginginkan Piagam Jakarta diberlakukan lagi (Endang

Saifuddin Anshari,.1996). Perjuangan dilanjutkan melalui sidang-sidang

di Badan Konstituante pada masa Orde Lama, dan di badan legislatif

dan eksekutif pada masa Orde Baru. Pada masa pasca-Orde Baru (Orde

Reformasi) sekarang pun perjuangan tersebut terus dilakukan.

Lahirnya Orde Baru yang didukung oleh kalangan pelajar dan

mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan AksiMahasiswa Indonesia

(KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI)

yang para anggotanya mayoritas beragama Islam. Dapat dikatakan,

mereka menjadi ujung tombak runtuhnya pemerintahan Orde

Lama. Pada awal Orde Baru banyak dilakukan perubahan terhadap

kecenderungan birokrasi yang tidak bertanggMng jawab yang warisan

Orde Lama. Dengan memakai format politik yang berporos pada

eratnya hubungan militer dan teknokrat untuk tujuan melaksanakan

pembangunan dan mewujudkan pemerintgli ya^ stabll dan kuat.
Kekuatan militer dan birokrasi merupakan mesin politfk untuk

menata kehidupan sosial dan polftik masyarakat, sehingga Orde Baru

melalui dua komponen tersebut menjadi kekuatan politik tunggal di

Indonesia (Castle, 1983: 27).

Persentuhan Islamdan politikpada masa Orde Barusesungguhnya

telah diawali sejak Orde Baru menerapkan kebijakan modernisasi,

di mana stigma perkembangan pola pikir dan cara pandang bangsa

Indonesia serta proses transformasl kultural dan perubahan sosial
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lebih banyak mengadopsi apa yang pernah terjadi dl negara-negara

Barat. Kiblat pembangundn di Indonesia yang sebelumnya mengarah

ke Eropa Timur berbalik arah ke Eropa Barat dan Amerika. Banyak

ditemukan, kalangan cendekiawan dan kalangan Intelektual mulai

akrab dengan pemikiran-pemikiran Barat.

Kebijakan-kebijakan politik Orde Baru yang menempatkan Islam

dalam posisi marjinal di pentas politik nasional pada gilirannya telah

melahirkan berbagai ketegangan antara islam dan negara. Sejarah

telah mencatat hahwa dinamika hubungan Islam dan negara pada

masa Ofde Baru mengalami pergeseran yang bersifat antagonistik,

resiprokal kritis sampai akomodatif. Hubungan antagonistik (1966-

1981) mencerminkan pola hubungan yang hegemonik antara Islam

dengan pemerintah Orde Baru.Keadaan negara yang kuat memainkan

pengaruh ideologi politik sampai ke tingkat masyarakat bawah telah

berlawanan dengan sikap reaktif kalangan Islam sehingga melahirkan

konflik ideologi dan sekaligus menempatkan Islam sebagai oposisi (M.

Syafi'i Anwar, 1995: 9). Kemudian pada tahap hubungan resiprokal

kritis (1982-1985) kaum santri berupaya merefleksikan kemball

cara pandang mereka dan merubah dirinya untuk menampilkan sisi

intelektualitas dalam percaturan politik Indonesia. Pada tahap ini

pilihan-pllihan rasional-pragmatis telah melahirkan sallng pengertian

akan kepentingan Islam dan pemerintahan Orde Baru. Dalam kurun

waktu 1982-1985 sebaglan kalangan Islafhn mulai menerlma asas

tunggal dalam landasan ideologi negara serta ormas dan orpol.

Sedangkan hubungan akomodatif (1985-2000) hubungan Islam

dan negara terasa lebih harmonis. Dalam hubungan ini umat Islam

telah masuk sebagai bagian dan sistem politik elit dan birokrasl. Pola

hubungan akomodatif in! sangat terasa berupa tersalurkannya aspirasl

umat Islam untuk membangun tatanan soslal, politik, ekonomi dan

budaya yang berakar pada nilal-niiailuhur agama (Islam)serta budaya

tts



PengantarStudi Hukum Islam 311

bangsa yang dibingkai dalam falsafah integralistik Pancasila dan UUD

1945 (M.Syafi'i Anwar,1995:238-239).

Namun demlkian, khusus dalam sudut pandang perkembangan

hukum Islamdl Indonesia kesempatan umat Islam untuk mendapatkan

hak-haknya pada pola hubungan antagonistiklebih tampak. Posisiumat

Islam yang begitu lemah, seperti ketika merumuskan UU Perkawinan

No. 1 tahun 1974, aliran kepercayaan dalam Pedoman Penghayatan

dan Pengamalarf Pancasila (P4), isu ekstrem kanan, isu suku, agama,

ras, dan antargolongaVi (SARA), isu Kristenisasi dan kebijakan ekonomi

kapitalistik. Protes umat Islam atas UU Perkawinan No. 1/1974 yang

disusul dengan PP No. 9/1975, dianggap sebagai usaha Orde Baru

untuk menggeser Hukum Islam dan akar tatanan sosial masy^rakat

Islam dl Indonesia (Hasanudin M. Salih, 1996:8&-90).

Dapat dikatakan bahwa hubungan Islam dan negara pada tahap

antagonistik lebih banyak peristlwa yang memunculkan pola hubungan

yang tidak harmonis berupa konflik ideologls. Jika sebelumnya pada

masa Orde Lama, Islam lebih tampak mengkristal dalam bingkai

organisasi politik Masyumi dan tegas berhadapan dengan ideologi

nasionalis sekuler (PNI Soekarnois) dan ekstrem kiri PKI, selanjutnya

pada masa Orde Baru, islam terbelah dan terii^ph-pecah dari bingkai
Masyumi. Hal ini terjadi karena kebijakan ketat pemerintah Orde Baru

datam merespon muncuinya kembali kuatnya ideologi Islam potitik.

Tersendat-sendatnya aspirasiumat Islamdidalam mendapatkan hak-

hak perundang-undangan dan hukum tampak ketika dilegislasikannya

UU Perkawinan No. 1/1974 yang kemudian disusul dengan PP No.

9/1975. Selanjutnya ditetapkan pula ketentuan tentang Wakafdalam PP

No. 28/1977.Tidak berhenti sampiai disitu, umatIslam ditingkat legislatif

kembali mempersoalkan paham/aliran kepercayaan dalam UUD 1945

sebagai agama resmi yang diakui negara. Dan yang paling krusiai adalah

kehendak umat Islam untuk dilegislasikannya Rancangan Undang-
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undang Peradilan Agama^UUPA) bagi penyelenggaraan peradilan Islam

di Indonesia (Ahmad Sukarja, 1997:24-25).

Kemudian pada pola hubungan resiprokal kritis, umat Islam

menyadari perlunya strategi untuk menempuh jalur struktural-

birokrat pada sistem kenegaraan. Pada tahapan ini, kalangan

cendekiawan dan politisi Islam harus berani bersentuhan langsung

dengan pemerintahan Orde Baru (M. Syafi'i Anwar, 1995: 241).

Melalui pendekatan struktural-fungsional, umat Islam relatif

mengalami kemajuan pesat berupa masuknya kalangan Islam dalam

segala sistenl pemerintahan sipil mulai dari pusat hingga daerah,

dan sekaligus memperkokoh kekuasaan Orde Baru dalam bingkai

akumuiasi sipil Islam dan militer.

Pada pola akomodatif, sebagai antithesis dan ppla hubungan

sebelumnya Islam hampir menguasai seluruh sendi-sendi pemerintahan

dan negara. Tercatat realitas soslal politik umat Islam demikian penting

memainkan peranannya di pentas nasional. Kehadiran ICMI, 8 Desember

1990, diyakini sebagai tongpk baru menguatnya Islamisasi polltik di

Indonesia, dan semakin tampak ketika diakomodasinya kepentingan

syariatIslam melaluiUUPA No. 7/1989 sekaligus menempatkan Peradilan

Agama sebagai lembaga peradilan negara yang diatur dalam UU Pokok

Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970, di^sut dengan UU Perbankan No.
10/1998 (pengganti UU No. 7/1992), uu'zakaf No.38/1999, KHi dengan
Inpres No.1/1991 (Clk HasanBasri, 1^97:116-117).

Artikulasi dan partisipasi politik kalangan umat Islam demikian

tampakmulaidari pendekatan konflik, pendekatan resiprokal kritissampai

pendekatan akomodatif. Maka dapat diasumsikan untuk menjadlkan

Islam sebagai kekuatan politik hanya dapat ditempuh dengan dua cara

yakni secara represif (koriflik) dan akomodatif (strukturat-fungsiohal).

Palingtidak inimerupakan sebuah gambaran terhadap model paradlgma

hubungan antara Islam dan negara di Indonesia.
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C. Arah Pembangunan Hukun^asional Indonesia

Setelah dunia Islam terfoebas dari penjajahan Barat, masyarakat

muslim membentuk negara nasionalnya masing-maslng. Hukum Islam

dengan demlkian, dihadapkan pada suatu tantangan untuk dapat

memberlkan sumbangan bagi pembangunan hukum nasional di negara

masing-masing karenasetiap negara bekasjajahan menghadapi persoalan

untuk membangun hukum nasional sebagai pengganti hukum kolonial. Di

Indonesia, misalnya,masih tampak ada beberapa hukum yang seutuhnya

merupakan produk kolpnialisme Belanda yang sampai sekarang masih

tetap berlaku berdasarkan pasal 11 Aturan Peraiihan UUD 1945 yang

berbunyi: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung

berlaku,selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini."

Arah ke depan, perkembangan hukum nasional menuju ke arah

unifikasihukum untukseluruh warga negara. Halinisejalan dengan paham

hukum modem yang menuntut adanya unifikasi hukum di suatu negara

dan berusaha menghindarkan diridari piuralisme hukum (A. Djazuli, 1991:

234). Arah unifikasi hukum di Indonesia juga searah dengan wawasan

Nusantara yang menyatakan hanya ada satu kesatuan hukum yang beriaku

bagiseluruh warga negara Indonesia,yaitu hukum nasional.

Di Indonesia pembinaan hukum nasional dilakukan dengan

menggunakan sumber-sumberyangtersedia di |̂ geri ini. Dalam situasi
tertentu digunakan pula bahan-bahan yang berasal dIri mancanegara
atau sumber yang berasal dari hukum internasional. Sumber-sumber

yang berasal dari budaya hukum Indonesia, pada prinsipnya, terdiri

dari hukum Barat yang berasal dari Eropa Kontinental, hukum adat

yang beraneka ragam, hukum Islam dan hukum agama lain, serta

hukum adat golongan TimurAsing (A. Djazuli, 1991:235).

Dengan bahan yang beraneka ragam, upaya pembinaan hukum

nasional bukan tanpa kesulitan. Berkenaan dengan sumbangan hukum
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Isl^m terhadap pembinaan hukum nasional, ada sementara pihak

yang m^gatakan bahwa jalan terbaik yang dapat ditempuh adaiah

mengusahakan secara ilmiah transformasi norma.-norma hukunn Islam

sepanjang ia relevan dengan kebutuhan hukum masa kini ke dalam

hukum nasional. Hal Inl tidak mudah, menglngat dl negeri ini terdapat

berbagai tata hukum yang satu sama lain berbeda. Meskipun demikian,

sampai batas waktu tertentu, ada persamaan-persamaan antara

hukum yang satu dengan hukum yang lain. Beranjak dari kesadaran

akan persamaan dan perbedaan dari semua tata hukum yang ada,

perlu diadakan studi banding, dengan harapan dapat dilakukan dengan

usaha untuk merumuskan suatu norma hukum baru yang sekiranya

dapat diterima oleh semua pihak (A.Djazuli, 1991:235).

Berbagai usaha telah ditempuh dalam rangka menjadikan hukum

Islam sebagai salah satu sumber pembangunan hukum nasional.

Usaha ke arah itu ternyata tidak mudah dan butuh waktu lama serta

proses yang berkeslnambungan. Satu contoh bisa dikemukakan di sini

adaiah pembentukan hukum perkawinan nasional. Hal ini dimuiai sejak

1946 dengan keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang

Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujukyang isinya didasarkan pada hukum

perkawinan Islam (munakahat). Pada 1954 disusul keluarnya Undang-

Undang No. 32 Tahun 1954 tentang masajah yang sama. Kemudian

pada 1974keluar undan^gndangtentang perkawinan yang merupakan
aturan-aturan yuridls yang harus dipedomani seluruh rakyat Indonesia

dalam melaksanakan perkawinan. Undang-uhdang dimaksud adaiah

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setahun

berikutnya keluar Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berisi

peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Bila dilihat isi atau materi undang-undang tersebut jelas

sekall betapa besar kontribusi hukum perkawinan Islam dl dalamnya.

Akhirnya, pada tahun 1991 presiden Indonesia menginstruksikan
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pemberlakuan Komptlasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang

materinya diambil dari aturan-aturan hukum Islam. Dengan keluarnya

KHI ini maka umat Islam Indonesia mempunyai pijakan formal yang

diakui secara nasional dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan

hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan.

Dengan KHI ini juga para hakim pengadilan agama akhirnya mempunyai

pegangan resmi yang bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat

dalam menangani kasus-kasgs yang berkaitan dengan perkawinan,

kewarisan, dan perwakafan.

^ Adapun bidang hukum lainnya, seperti hukum perdata, hukum

pidana, hukum acara perdata, hukum dagang, dan hukum perdata

internasional juga diupayakan ke arah kodifikasi dan unifikasi. Hanya

saja, sumber hukum yang dijadikan bahan acuan tidak hanya hukum

Islam, tetapi juga hukum-hukum lainnya yang ada di Indonesia,

seperti hukum Barat, hukum adat, dan hukum internasional.

-D. Beberapa Teori tentang Pemberlakuan Hukmn Islam di
Indonesia

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum

menyangkut pemberlakuan hukum Islam di Indonesi^Dari ^eberapa
pendapat para ahli dapat dikemukakan lima teori di sini, yaitu:

1. Teori Penerimaan Otoritas Hukum

Teori ini dikemukakan oleh H.A.R. Gibb (Ichtijanto, 1991: 114)

dalam bukunya The Modern Trends of Islam, yaitu bahwa orang

Islam,jikatelah menerima Islamsebagai aganlanya, la menerima

otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis orang-

orang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum

islam dan taat kepada hukum Islam. Tingkatan ketaatan setiap

manusia mesti berbeda-beda, bergantuhg kepada takwanya

kepada Allah. Menurut Gibb, hukum Islam adalah alat yang
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ampuh untuk mempersatukan etika sosial Islam. Teori ini

menggambarkan bahwa di dalam masyarakat islam ada hukum

Islam. Mereka yan^telah menerima Islam sebagal agamanya
juga menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya.

2. Teori Receptio in Complexu

Teori ini dikemukakan oleh LW.C. Van den Bergyang mengatakan

bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum islam, sebab ia

telah memeluk agama Islam, walaupun dalam pelaksanaannya

terdapat penyimpangan-penyimpangan. Van den Berg adalah

ahli hukum Islam dari Belanda yang tinggal cukup lama di

Indonesia. Dialah yang menemukan dan memperlihatkan

berlakunya hukum Islam di Indonesia. Pada prinsipnya teori ini

menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi suatu kasus adalah

hukum menurut agama yang ada di daerah tersebut (ichtijanto,

1991:120).

3. Teori Receptie

Teori ini dikemukakan oleh C. Snouck Hurgronje dan kemudian

dikembangkan oleh C. van Vollenhoven dan Ter Haar Bzn. Teori

inimenyatakan bahwa bag!rakyat pribumi pada dasarnya berlaku

hukum adat. Hukum Islam berlaku kaiau norma hukum islam

itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori

ini pada prinsipnya bertujuan untuk mempersulit berlakunya

hukum Islam dl tengah-tengah masyarakat (ichtijanto, 1991:

122). Karena sangat merugikan ^kun|. Islam dan umat islam,
teori ini mendapat tantangan dari para pemikir hukum Islam

di Indonesia. Dengan teori ini, menurut mereka, Belanda ingin

mematikan pertumbuhan hukum Islam dalam masyarakat

sejalan dengan pengejaran dan pembunuhan terhadap para

pemuka dan ulama besar isfam seperti yang terjadi dl Aceh

(Sajuti Thalib,1980:19).
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4. Teori Receptie Exit

Teori ini dil<emul(al<an oleii iHazairin, seorang palcar iiuicum

islam dari Universitas Indonesia, la berpendirian baliwa seteiali

Indonesia merdel<a, setelah prol<lamasi, dan setelah UUD

1945 di jadil<an undang-undang dasar negara, maka walaupun
aturan peralilian menyatakan baliwa liukum yang lama masiii
berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945,

seluruhi peraturan perundangan pemerintab Hindia-Belanda

yang berdasarkan ajaran teori receptie tidak berlaku lagi, kaena
jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Hazairi teori
receptie tidak berlaku lagi dan harus e*/t karena bertentangan
dengan Alquran dan sunah, bahkan ia menyebutnya sebagai
teori ibiis (Iclitijanto, 1991: 128), karena dengan teori exit Ini

masyarakat semakin dijauhkan dari nilai-nilai Alquran dan sunah.

5. Teori Receptio a Contrario

Teori ini dikemukakan oleii Sajuti Thalib. Teori ini sebenamya

merupakan pengembangan dari teori Hazairin, teori receptie exit

Pada prinsipnya teori ini berpendapat bahwa: (1) bagi orang Islam
berlaku liukum Islam; (2) hal tersebut sesuai dengan keyakinan

dan cita-cita hukum, cita-cita batin danmoralny^dan (3) hukum
adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentan^n dengan
agama Islam dan hukum Islam. Teori ini disebut teori receptio a

contrario karena memuat ajaran teori yang merupakan kebalikan

dari teori receptie (Ichtljanto, 1991:132).

Uma teori di atas menggambarkan proses pemberiakuan hukum

Islam di kalangan masyarakat musllm Indonesia sejak kemunculannya
di bum! Nusantara hingga sekarang. terlepas dari mana yang paling

benar dari teori-teori di atas, yangjelas dewasa Ini hukum Islam telah
mendapat tempat yang cukup balk dalam pembangunan hukum
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nasional Indonesia dan merupakan bagian yang integral dari hukum

nasional tersebfit Di samping itu^ hukum islam juga merupakan
bahan utama hukum nasional serta dapat berfungsi sebagai filter

atau penyaring bahan-bahan hukum nasional. Dengan demikian, bisa

dikatakan bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional Indonesia.

E. Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum
Nasional

Hukum Islam adalah hukum yang bersi^t universal karena

merupakan bagian dari ajaran Islam. Karena sif^tnya universal maka

hukum Islam berlaku bagi orang Islam di mana pun ia berada, apa

pun rasionaiitasnya. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi

bangsa tertentu disuatu negara tertentu. Dalam kasus di Indonesia

hukum nasional berarti hukum yang dibangun bangsa Indonesia

setelah bangsa Indonesia merdeka dan berlaku bagi warga negara

Indonesia dan pemerintah kolonial dahulu. Hukum nasional Indonesia

yaitu kumpulan norma-norma hukum masyarakat yang berasal dari

unsur-unsur hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat.

Terhitung sejak 1970-an sampai sekarang arah dinamika hukum

Islam dan proses transformasi hukum Islam telah berjalan sinergis

searah dengan dinamika politik di Indonesia. Tiga fase hubungan

antara Islam dan negara pada masa Orde Baru yakni fase antagonistik

yang bernuansa konflik, fase reSiprokal kritis yang bernuansa

strukturalisasi Islam, dan fase akomodatifyang bernuansa harmonisasi

Islam dan negara, telah membuka pintu lebar bagi Islamlsasi pranata

soslal, budaya, politik, dan hukum Islam di Indonesia.

Berkenaan dengan itu, maka konsep pengembangan hukum

Islam yang secara kuantftatif begitu mempengaruhi tatanan sosial-

budaya, politik dan hukum dalam masyarakat. Pengembangan

hukum Islam yang bersifat kuantitatif itu kemudian diubah arahnya,
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yakni secara kuallfatif diakomodasikan dalam berbagai pepangkat

aturan dan pemndang-undangan yang dilegislasikan oleh lembaga

pemerintah dan negara. Konkretisasi dari pandangan ini selanjutnya

disebut sebagai usaha transformasi {taqnin) hukum Islam ke dalam

bentuk perundang-undangan.

Di antara produk undang-undang dan peraturan yang bernuansa

hukum Islam, umumnya memlllkl tiga bentuk: Pertama, hukum

Islam yangvSecara formal maupun material menggunakan corak dan

pendekatan keislaman; Kedua, hukum Islam dalam proses taqnin

diwujudkan sebagai sumber-sumber materi muatan hukum yang asas-

asas dan prinsipnya menjiwaisetiap produk peraturan dan perundang-

undangan; Ketiga, hukum Islam yang secara formal dan material

ditransformaslkan secara persuasive source dan authority source.

Sampal saat ini, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum

di Indonesia semakin memperoleh pengakuan yuridis. Pengakuan

beriakunya hukum Islam dalam bentuk peraturan dan perundang-

undangan yang berimplikasi kepada adanya pranata-pranata sosial,

budaya, politik dan hukum. Salah satunya adalah diundangkannya

Hukum Perkawinan meialui Undang-Undang No. 1 Tahiin 1974.

Abdul GhanI Abdullah mengemu^akan bahwa beriakunya
hukum Islam dl Indonesia telah mendapat tempat konstitusional

yang berdasar pada tiga aiasan, yaitu: pertama, alasan filosofis,

ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum

mayoritas muslim di Indonesia, dan ini mempunyai peran penting

bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila. Kedua,

alasan soslotogis. Perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia

menunjukan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan

ajaran Islam memilikl tingkat aktualitas yang berkesinambungan.

Ketiga, alasan yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25> dan 29 UUD

^945 memberi tempat bagi keberiakuan hukum islam secara yuridis
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formal. Implementasi cjgri tiga alasan dl atas, sebagai contoh adalah
ditetapkannya UUPA No. 7/1989 yang secara yuridis terkait dengan
peraturan dan perundang-undangan lainnya, seperti UU No. 2/1946
Jo, UU No. 32/1954, UU Darurat No. 1/1951, UU Pokok Agraria No.

5/1960, UU No. 14/1970, UU No. 1/1974, UU No. 14/1985, Perpu No.
1/SD 1946 dan No. 5/SD 1946, PP. No. 10/1947 Jo. PR No. 19/1947,
PP. No. 9/1975, PP. No. 28/1977, PP. No. 10/1983 Jo, PP. No. 45/1990,
dan PP. No. 33/1994. Penataan Peradilan Agama terkait pula dengan

UU No. 2/1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 5/1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, dan UU No. 7/1989 tentang Peradilan

Agama (Abdul Ghani Abdullah, 1994:94-106).

Dalam kenyataan yang lebih konkret, terdapat beberapa produk

peraturan perundang-undangan di Indonesia yangsecara formal maupun
material tegasmemiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain:

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50

Tahun 2009.

3. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diamandemen

dengan UU No. 10 Tahun 1998;.

4. UU No. 17/1999 tentang Penyeleri|garaan Ibadah Haji.
5. UU No. 38/1999tentang Pangelolaan Z^t.
6. UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan

PropinsIDaerah Istimewa Aceh.

7. UU Polltik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partal Islam.

8. UU No. 38 Tahun 1999 ter>tangPengelolaan Zakat.

9. UU No. 18 Tahun 2001 terttang OtonomI Khusus Bag! Provlnsi

Daerah Istimewa Aceh sebagai Provlnsi Nanggroe Aceh

Darussalam.
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10. UUNo.41Tahun2004tentangWakaf.

11. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

12. UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

yang diamandemen dengan UU No. 34 Tahun 2009 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Menjadi Undang-Undang.

13. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariat Negara.

14. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariat.

1^. UU No. 44Tahun 2008 tentang Pornografi.
16. UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Di samping tingkatannya yang berupa undang-undang (UU), juga

terdapat peraturan-peraturan lain yang berada di bawah undang-undang,

seperti peraturan pemerintah (PP), instruksi presiden (Inpres), dan lain

sebagainya.Darisekianbanyakprodukperundang-undangdnyangmemuat

materi hukum Islam, peristlwa paling fenomenal adalah disahkannya UU

No:7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudlan diganti dengan

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 dan

diganti lagi dengan UU No. 50Tahun 2009 tentang Perubalfth Kectua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Betapa

tidak, peradilan agama sesun^uhnya telah lama dikenal sejak masa

penjajahan {mahkamah syar^iyyah) hingga masa kemerdekaan, mulai

Orde Lama hinggaOrde Baru. Barukurun waktu akhir 1980-an UUPA No.

7 Tahun 1989 dap^t disahkan sebagai undang-undang; Padahal UU No.

14 Tahun 1970 dalam pasal 10-12 dengan t^gas mengakui kedudukan

PeradilanAgama berikut eksistensi dan tewenangannya.

Keberadaan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsekaligus merupakan
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landasan yuridis bagi umat Islam Indonesia untuk menyeiesaikan

masalah-mjsalah perdata. Padahal perjuangan umat Islam dalam waktu
45 tahun sejak masa Orde lama dan 15 tahun sejak masa Orde Baru,

adalah perjuangan panjang yang menuntut kesabaran dan kerja keras

hlnggadisahkannya UU No.7 Tahun1989 pada 29 Desember 1989.

Sejalan dengan perubahan ikilm polltik dan demokratisasi di

awal 1980-an sampai sekarang; tampak isyarat positif bagi kemajuan

perkembangan hukum islam dalam seluruh dimensi kehidupan

masyarakat. Pendekatan struktural dan harmoni daiam proses

Islamisasi pranata sosial, budaya, polltik, ekonomi, dan hukum,

semakin membuka pihtu lebar-lebar bagi upaya transformasi hukum

Islam dalam sistem hukum nasional. Tinggal bagaimana posisi politik

umat Islam tidak redup dan kehilangan arah, agar ia tetap eksis dan

memainkan peran lebih besar dalam membesarkan dan memajukan

Indonesia baru yang adil dan sejahtera.

F. Problematika Hukiun Islam di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan yang

dinamis dan berkesinambungan, balk melalui saluran infrastruktur

politik maupun suprastruktur seiring dengan realitas, tuntutan dan

dukungan, serta kehendak bagi upaya transformasi hukum Islam ke

dalam sistem hukum nasional. Bukti sejarah produk hukum Islam

sejak masa penjajahan h^ga masa kemerdekaan dan masa refbrmasi
j'

merupakan fakta yang tidak pernah dapat digugat kebenarannya.

Masalah perkawinan di negara kita masih menyisakan berbagai

permasalahan, meskipun sudah dikeluarkan beberapa produk

hukum terkait dengan perkayvinan. Berkembangnya praktik-praktik

perkawinan yang ilegal di tengah-tengah masyarakat menuntut

adanya aturan formal yang iebih tegas untuk menaungi dan

mempermasalahkan kasus-kasus tersebut.
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Salah satu kasusyangcukup maraksekarangadalah lahirnya anak-

anak yang tidak didahului oleh perkawinan yang sah. Tepatnya adalah

banyak pasangan muda sekarang sudah memproses hubungan nikah.

(kawin)sebelum meialui pernikahan yang sah hingga mengakibatkan

kehamilan, yang kemudlan baru disusul dengan proses pernikahan

yang sah. Meskipun hukum Islam (syariat maupun fikih) tidak

memberi ruang untuk pengesahan anak-anak tersebut, terutama

dalam menentukan nasab dengan si ayah, namun dalam kenyataan

begitu mudahnya sebagian masyarakat melakukan hal itu dan

diakhiri dengan proses pernikahan secara sah. Pertanyaannya adalah,

bagaimana status anak-anaktersebut dan bagaimana hubungan nasab

mereka dengan orangtua mereka? Problem ini harus dipecahkan dan

lembaga peradilan agama memiliki kewenangan untuk hal ini.

Dalam perbincangan fikih islam, permasalahan di atas disebut

istilhaq atau bisa juga disebut iqraru bin nasab. Hal ini menjadi

aktual untuk dibahas karena terkait erat dengan kewenangan

mutlak [absolute compentence) lembaga peradilan agama teritang

penyeiesaian asal usul anak dan pengangkatan anak dengan lahirnya

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 tentar^ Peradilan Agama. Permasalahan
Istilhaq erat kaitannya dengan kedudukan anak iuar nikah. Dalam UU

No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) dan (2) dlsebutkan bahwa anak

yang lahir di Iuar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata

dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan kedudukan anak

Iuar nikah tersebut akan diatur dalam suatu peraturan pemerlntah

(PP). Akan tetapi sampai saat ini peraturan pemerintah tersebut

beium juga terbit. Berkaitan dengan belum terbitnya PP dimaksud,

maka hal tersebut akan menimbijlkan ketidakpastian hukum

dan ketidakadilan, terutama dirasakan pihak anak dan ibu yang

meiahirkannya. Sedangkan lelaki yang menghamili terkesan kurang
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mendapat akibat dan tanggung jawab atas perbuatannya yang telah

menyebabkan kelahiran seorang anak yang kemudian disebut anak

luar nikah {Zuffran Sabrie, 1998:9).

Menurut Wahbah al-Zuhaili (1985, VII: 671) nasab adaiah

salah satu dari hak anak yang lima, yakni: nasab, radha' (susuan),

hadlanah (pemellharaan), walayah (perwallan/perlindungan),

dan nafkah. Selanjutnya ditegaskan, sebab ditetapkannya nasab

seorang anak pada ibuhya adaiah adanya kelahiran, baik kelahiran

itu akibat persetubuhan yang sesuai dengan syarak maupun karena

persetubuhan yang menyalahi syarak (al-Zuhaili, 1985, VII: 675-

681). Sedangkan penetapan nasab seorang anak terhadap ayahnya,

menurutnya, disebabkan karena salah satu dari empat hal, yakni: (1)

karena perkawinan yangsah, (2) karena perkawinan yangfasid/rusak,

(3) karena persetubuhan yang subhat, atau (4) dengan pengakuan

nasab. Wahbah al-Zuhaili (1985, VII: 690) juga menyatakan bahwa ada

tiga cara pembuktian untuk penetapan nasab, yaitu: (1) membuktikan

adanya perkawinan yangsah atau adanya perkawinan yangfasid, (2)

mengajukan pengakuan nasab {Iqraru bin nasab), dan (3) pengajuan

alat-alat bukti lain, seperti saksi, termasuk di dalamnya keterangan

ahll qlyafah (mengikuti Igjak). Di zaman sekarang, perlu dipikirkan
£

tentang alat bukti lain selain saksi (baik saksi biasa maupun saksi

ahli), yakni hasil pemeriksaan goiongan darah dan pemeriksaan DNA.

Keiuarnya UU No. 3 Tahun 2006 memang membawa perubahan

besar dalam kewenangan absolut lembaga peradilan agama, bukan

saja menambah kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi

^riat, mel9inkan Juga kewenangan untuk menyelesaikan masalah

pengangkatan anak yang dilakukan menurut syariat Islam. Pasal 49

UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan, Tengadilan Agama bertugas

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:
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а. perkawinan; b. waris; c.^asiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. inliik;
h. sedekah; dan i. ekonomi syariat". Dalam penjelasan terhadap Pasal

49 tersebut, khususnya mengenai humf (a) tentang perkawinan

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah 'hal-

hal yang diatur dalann atau berdasarkan undang-undang mengenai

perkawinan yang beriaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang.

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orangyang belum berusia

21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau

keluarga da[amgarisiurusada perbedaan pendapat.

3. Dispensasi kawin.

4. Pencegaiian perkawinan.

5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

б. Pembatalan perkawinan.

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.

8. Perceraian karena talak.

9. Gugatan perceraian.

10. Penyelesalan harta bersama.

11. Penguasaan anak-anak.

12. Ibu dapatmemikul biaya pemeliharaan danpendldikan anakbilamana

bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya.

13. Penentuan kewajiban member! biaya penglildupan oteh suami

kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.

14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan brang tug.

16. Pencabutan kekuasaan wali.

17. Penunjukan orang lain sebaga! wait oleh pengadilan dalam hal

kekuasaan seorang wall dicgbut.

18. Penunjukan seorang walidalam hal seorang anak yang belum cukup

umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
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19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak

yang ada di bawah kekuasaannya.

20. Penetapan asal-Usul seorang anak dan penetapan pengangkatan

anak berdasarkan hukum Islam.

21. Putusan tentang hal penolakan pemberlan keterangan untuk

melakukan perkawinan campuran.

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

dijalankan menurut peraturan yang lain.'

Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan

anak berdasarkan hukum Islam berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf

(a) poin 20 dl atas, berkaitan dengan perkara pengesahan anak atau

pengakuan anak, yang dalam bahasa Arab disebut istilhaq. Sedangkan

pengangkatan anak masuk dalam pengertian tabanny atau adopsi.

Dalam kitab-kltab fikih, dikenai dua istilah yang berkaitan dengan

pengesahan atau pengakuan anak dan pengangkatan anak, yaknl:

tabanny dan istilhaq. istilhaqsering disebut juga iqraru bin nasab.

Para fukaha, seperti Wahbah al-Zuhalli, mempergunakan kata

tabanny ketika menyek^ pen^ngkatan Zaid bin Haritsah sebagal anak
oleh Nabi Muhammad saw. dan menggunakan kata istilhaq atau iqraru

bin nasab ketika menyebutkan hubungan nasab antara anak dengan

Ibu atau bapaknya (ai-Zuhaill, 1985, VII: 674^75). Ini berarti bahwa

kata tabanny dipergunakan untuk pengangkptan anak yang tidak ada

hubungan darah antara yang mengangkat anak dengan anak yang

diangkat.Sqdangkanistilhaqatau iqraru binnasab dipergunakan untuk

pengakuan anak atau pengesahan anak yang memlliki hubungan darah

antara yang mengakui dengan anak yang diakul.

Dengan demiklan, berkaitan dengan kewenangan peradilan

agama seperti di atas, maka dapatlah ditetapkan bahwa peradilan
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A ^

agama mempunyaikewenangan mutlak untuk menyelesaikan perkara

pengangkatan anak (tabanny) dan pengakuan/pengesahan anak

[istilhaq). Tobonny tidak mempunyai akibat keperdataandalam hukum

perkawlnan maupun hukum kewarisan. Artinya anak angkat tidak

dapat menjadi sebab terhalangnya perkawinan, atau jadi wali nikah

dari saudari angkatnya, dan tidak dapat menjadi ahli waris seperti anak

kandung. Bagian waris anak angkat dapat ditentukan melalui wasiyat

wajibah. Sementara \turistilhaq berakibat pada hukum perkawlnan

maupun hukum kewarisan, karena anak mulhaq/mustalhaq sama

kedudukannya dalam hukumseperti anak sah atau anak kandung.

Atas dasar itulah, kiranya lembaga peradilan agama hendaknya

menjadi sebuah lembaga yang mampu berperan untuk menyelesaikan

permasalahan anak di atas sehingga masyarakat mendapatkan

ketetapan hukum yang pasti tentang hal tersebut. Adanya beberapa

sistem hukum yang dapat digunakan di negara kita memberi ruang

kepada masyarakat, termasuk umat Islam, untuk memilih hukum

mana yangcocokuntukdipegangi. Padahalketika umat Islam memilih

hukum lain yang ketentuannya bertentangan dengan hukum Islam,

akan membawa dampak hukum yang lebih berat dan berisiko tidak

hanya ketika di dunia, tetapl^a d|akhirat kelak.



BAB XI

DINAMIKAHUKUM ISLAM

KONTEMPORER

A. Memahami Dinamika Hukum Islam

'ukum Islam dengan kedua sumber pokoknya Alquran dan

.sunah tidak akan pernah habis dan tuntas untuk dikajl dan

dikembangkan seiring dengan lajunya zaman yang tak kunjung

berhenti. Hukum islam tidakiah lahiir daiam masyarakat yang

hampa budaya, dl samping sebagai konsep ilahl yang mengajarkan

kebenaran, juga sekallgus menjadi pedoman hidup dan kehidupan

manusia daiam segaia aspeknya. Dengan kedua sumber tersebut

islam membawa ajaran yang memlliki dinamika yang sangat

tinggi dan ^t yang luwes yang menjamin kemampuannya untuk

menampung segaia macam persoalan dan permasalalian yangtlmbul

akibat perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman daiam segaia

bidang, serta menjamin relevansinya sepanjang masa daiam berbagai

kondisi dan iingkungan sosial.

Ada anggapan di kaiangan pengkaji hukum islam, terutama di

kalangan orientaiis atau Islamisis, dan bahkan dl kaiangan ahii hukum

islam tradlslonalls, bahwa hukum islam Itu bersifet statis, dogmatis.

HI
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kaku, dan tidak daptt berubah atau beradaptasi seiring dengan

perubahan sosial yang ada darl waktu ke waktu. Di antara yang

berpendapat bahwa hukum islam statis adalah NJ. Coulson (1964:

2), C.S. Hurgronje dan J. Schacht (Mas'ud, 1995: 23), serta masih

banyak lagi yang lainnya. Hal ini berefek hukum islam tidak dapat

menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia yang selalu berubah.

Dengan kata lain, hukum islam akan selalu ketinggalan zaman.

Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi pada hukum Islam, tetapi

juga terjadi pada peraturan-peraturan keislaman lainnya, termasuk

dalam masalah politik dan sosial yang menurut mereka didasarkan

atas persepsi-persepsi tertentu yang tidak dapat ditambah-tambah,

dikurangi, atau diselaraskan dengan kondisi yang berubah.

Yang harus ditegaskan adalah bahwa hukum Islam tidak statis,

tetapi selalu dinamis dan dapat diterapkan di setiap zaman dan

tempiat. Hukum Islam sanggup menghadapl dan memberikan

jawaban terhadap semua perkembangan dan kejadian baru, kapan

pun dan di mana pun, sehingga ia tetap aktual selamanya dan tidak

akan ketinggalan zaman (out of date). Dengankata lain, hukum Islam

akan selalu mampu beradaptasi dengan perubahan sosial.

Kedinamisan hukum Islam terutama didukung oleh metodologi

yang dipakalnya, yaitu prlnsip-prinsii^angjiipakai dalam metodologi
hukum Islam (usul fikih), seperti ijmak (konsensus), kias (analog!

sistematis), istihsan (plllhan hukum terbaik), mashlahah mursalah

(kepentingan yang tak terbatas), dan prinsip-prinsip lainnya yang

kesemuanya merupakan bagian dari ijtihad. Untuk memperkuat

jawaban ini ada baiknya ditelusuri lagi sejarah awal diberlakukannya

hukum Islam yangdiambildari sumber pokoknya, Alquran dan sunah.

Ketika aturan-aturan Allah diturunkan melaiui Nabi Muhammad saw.

di Jazirah Arab, msyarakatnya berada dalam kondisi tertentu. Demlkian

pula ketika aturan-aturan Allah dan penjelasan NabI melaiui sunah
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diformulasikan dan dikompilasikan oleh para mujtahid ke dalam kitab-

kitabfikih, kehidupan umatJslam berada dalam kondisi sosiaLyang belum

banyak berbeda dengan keadaanyangberlaku ketika Nabi masihhidup.

Rentang waktu dari masa berlangsungnya formulas! dan

kompilasi kitab-kitab fikih dengan masa sekarang ini sangat jauh,

kira-kira tiga belas abad. Tentu hal ini berimplikasi adanya perbedaan

situasi dan kondisi. Banyak problem kemasyarakatan waktu itu yang

dapat diselesaikan secara hukum yang kemudian diformulasikan ke

dalam kaidah-kaidah hukum Islam dan juga dikompilasikan dalam

kitab-kitab fikih sebagai rujukan hukum yang dapat diamalkan secara

praktis pada saat ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kalau

diadakan kajian ulang terhadap hukum Islam,dalam kitab-kitab fikih

dengan merujuk kepada sumbernya yang asli, yaitu Alquran dan

sunah yang mempunyai kaitan masalah yang sama dengan kajian

yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kajian yang kontekstual agar

hukum Islam (fikih) yang dihasilkan dapat diamalkan secara praktis

sesual dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sekarang ini.

Kalau diperhatikan kembali empat mujtahid besar pendiri empat

mazhab (allran) besar dalam hukum Islam (fikih) yang terkenal hingga

sekarang, yakni Imam Abu Hanifiah, Imam Malik bin Anas, Imam al-

Syaffi, dan Imam Ahmad bin Hanbal, terlihat jelas bahwa ijtihad

mereka mengikuti prinslp-prln^ seperti di atas yang pelaksanaannya
terbatas pada tempat mereka sendlrl lian karenanya tidak mempunyai
kekuatan untuk mengikat umat Islam di luardaerah mereka, seperti di

Indonesia, negara-negara Afrika, dan daerah-daerah lainnya. ParaImam

mazhabtersebut tidak pernah menyatakan bahwasistem pengambilan

hukum atau thariqatal-fstinbath merekalah yang final dan wajib dlikuti.

DI sinilah berlaku pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang terkenal

tentang perubahanfatwa (hukum), yaitu 'T^atwa (hukum) akanberubah

disebabkan perubahan zaman dan tempat" (al-Jauziyyah, t.t: 10).
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. A

Dalam mehgomentari pendapat Ibnu Qayyim itu, Yusuf al-

Qardlawi mengatakan bahwa dengan pendapat tersebut sebenarnya

Ibnu Qayyim tidak nnemaksudkan kalau selumh ketetapan hukum

Islam itu dapat berubah ketika difatwakan, karena berubah zaman,

tempat, dan kebiasaan. Di antara ketetapan-ketetapan hukum Islam

ada yang bersifet mapan, umum, dan abadi. Ketetapan seperti initidak

berpeluang untuk berubah dan tidak ada persoalan dengan perjalanan

waktu, berubahnya situasi dan kondisi (al-Qardlawi, 1993:56-57).

Jadi, jelaslah baliwa faktor situasi dan kondisi yang ada ikut

mempengaruhi para mujtahid di dalam menghasilkan produk hukum

(fikih) mereka. Bukti yang dapat dikemukakan adalah perbedaaan fikih

al-Syafi'l antara qaul qadim (pendapat lama) dan qaul jadid (pendapat

baru). Qaulqadim dihasilkan ketikaal-SyafiM berada di Baghdaddan qaul

jadid dihasilkan ketika al-Syafi'l berada di Mesin Qaul qadim tertuang

dalam kitab-kltabal-Syafi'i seperti al-Risalah (al-Qadimah) dan al-HujJah

yang selalu disebut dengan al-Kitab al-Qadim. Kitab al-Hujjahdan fatwa-

fatwa lainnya pada periode ini terutama dlriwayatkan oleh empat orang

sahabatnya yang terkemuka di Baghdad,yaitu al-Karabisi (wafiat 248 H.),

al-Za'farani (wafat 260 H.), AbuSaur (wafiat 240 H.), dan fikih Ahmad ibn

Hanbal (wafet 241H.). Mereka Inllah yang menjacjjfujulan fikih Syafiiah

di Baghdad pada awal abad ke-3 H. sebelum datangnya para sahabat

al-Syafi'i yang belajar kepadanya di Meslr. QaulJadid yang diketuarkan

al-Syafi'i setelah ia berdomlsili di Mesir tertuang dalam kitab al-Risalah

(al'Jadidah), al~Umm, al Amali, aNmla* dan Iain-Iain. Fatwa-fiatwa qaul

Jadld terutama dlriwayatkan oleh enam orang sahabat al-Syafi'i di Meslr,

yaitu al-Buwaithi (w. 231 H.), Harmalah (w. 241 H.), al-RabI' al-JizI (w.

264 H.), al-MuzanI (w. 264 H.), dan al^l^abl' al-Muradi (w. 270 H.). Lewat

merekalah mazhab Syafi'iberkembang dan tersebar ke berbagai wilayah

Islam (Nasution, 2001:173-174). Karena perbedaan situasi dan kondisi

kedua tempat tersebut al-Syafi'i mempunyai pendapat yang berbeda.
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X

Selanjutnya akan dikemukakan beberapa contoh produk hukum

dari Imam al-Syafi'i yang berbeda antara qaul qadim dan qaul jadid,

di antaranya adalah:

1. Mr musta'mal

Tidak ada perbedaan antara qaul qadim dan qaul jadid bahwa

air yang telah digunakan untuk basuhan fardu dalam bersuci

dari hadas, wudu misalnya, adalah suci (thahir). Yang menjadi

masalah adalah apakah air yang telah terpakai itu masih

bersifat menyucikan {thahur) sehingga dapat digunakan lagi?

Menurut riwayat yang masyhur, kedua qaul juga sepakat

bahwa air tersebut tidak bersifat menyucikan lagi. Akan tetapl,

adda riwayat dari Isa bin Abban (wafat 221 H.) bahwa al-Syafi'i

membolehkan bersuci dengannya. berdasarkan riwayat Ibnu

Abban ini beberapa tokoh mazhab Syafiiah mengatakan adanya

dua pendapat al-Syafi'i: menurut qaul qadim air musta'maltetap

suci dan menyucikan (thahir muthahhir), sedang menurut qaul

qadim air itu hanya suci tetapi tidak menyucikan [thahir ghairu

muthahhir) (Nasution,2001:176). Jadi, ada perbedaan pendafat

atau fatwa Syafi'i di antara dua qaul-nya.

2. Waktu salat

Pada kedua qaul al-^afi'i menyatakan bahwa waktu magrib
masuk sejak saat terbenamnyp matahari. Tetapi, terdapat

perbedaan mengenai rentang waktu tersebut antara dua qaul

tersebut. Pada qaul jadid, al-Syafi'i mengatakan bahwa waktu

untuk salat magrib hanya sebentar seJak terbenamnya matahari

sama dengan pendapat yang masyhur dari Imam iVlalik.

Seballknya, pada qaul qadim al-Syafi'i mengatakan bahwa waktu

magrib itu berlanjut hingga hilangnya syafaq (mega) merah

(senja) sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah (Nasution,

2001:188).
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A

3. Tindakan terhadap pembangkang zakat

Pada kedua qai//-nya al-Syafi'i menyatakan bahwa zakat harus

dikeluarkan secara paksa dari harta orang yang tidak bersedia

membayarnya tanpa alasanyangsah, dan orangtersebut dapat pula

dikenakan hukuman takzir (hukuman yang tidak pasti atau bukan

had). Selain itu, menurut qaulqadim separuh dari harta orang yang

tidak mau membayar zakat harus pula diambil sebagai hukuman.

Pada qaul jadid, la mengatakan tidak ada hukuman dalam bentuk

pengambilan harta seperti itu (Nasution, 2001:195).
V

Itulah contoh beberapa pendapat al-SyafiM yang berbeda-beda

disebabkan oleh perbedaan tempat dan kondisi masyarakatnya,

meskipun waktunya tidak terlalu jauh berbeda. Maslh banyak contoh

yang lain yang menunjukkan adanya perbedaan hukum (fatwa) yang

disebabkan oleh perbedaan waktu, tempat, serta kondlsl. Fenomena

perubahan hukum atau fatwa tersebut terjadi pada masa awal-awal

perkembangan hukum Islam (abad ke-3 H.) yang masyarakatnya

belum begitu kompleks seperti sekarang, dan juga ilmu pengetahuan

dan teknologi belum semaju sekarang. Jika pada waktu Itu tuntutan

masyarakat dan situasi serta kondisidapat mempengaruhi hukum atau

fatwa, maka tentu dl zaman sekarang hal in!tidak bisa dihindarkan lagi.

Artinya, perubahan hul&n untuk menjawab persoalan-persoalan dl
tengah masyarakat adalah suatu kenlscayaan dan faktanya memang

hukum Islam selalu mengikuti perkembangan yang terjadi, sehingga

hukum Islam selalu relevan dan dapat diteHma oleh masyarakat dl

mana pun dan kapan pun.

Secara umum, hampir keseluruhan ketentuan tentang

pelaksana^ hukum Islam (fiklh) mengalami perubahan, terutama

yang terkait dengan hukum-hukum muamalah. Bahkan yang terkalt

dengan hukum-hukum ibadah pun banyak mengalami perubahan.
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misalnya dalam masalah penentuan waktu salat dengan jani;

penentuan mulai puasa Ramadan dan mengkhirnuya dengan hisab

(perhitungan astronomi/falak), ketentuan mengenai jenis-jenis

harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta nishab dan kadar yang

harus dikeluarkan zakatnya, serta ketentuan-ketentUan tentang

pelaksanaan Ibadah haji dan umrah di Mekkah. Ketentuan-ketentuan

mengenai hukum-hukum ibadah ini terus berkembang (dinamis)

meskipun tidak merubah prinsip-prinsipnyayang pokok,yaknl syariat

yang tertuang dalam Alquran dan sunah.

Dalam hukum-hukum muamalah, terutama dalam bidang

ekonomi, soslal dan polit'k, perubahan hukum juga banyak dilakukan

untuk mengantisipasi kompleksltas persoalan ekonomi, soslal, dan

politikseiring perkembangan pemikiran masyarakat serta kemajuan

ilmupengetahuan dan teknologiserta Informasl. Munculnya institusi-

institusi baru di bidang-bldang tersebut menglndlkasikan betapa

persoalah-persoalan tersebut tidak pernah bisa dihindarkan dan

hukum Islam Juga harus bisa menjawabnya.

Jlka dlllhatprodukhukum di berbagai negara Islam sekarang,akan

ditemukan, keteiMjan ^ntangmasalah yang sama sering kali berbeda
hukumnya balk kecil maupun besar. BegltuJuga ketentuan hukum dl

Indonesia, misalnya, dalam hal yang sama Juga terdapat perbedaan dl

dalamnya karena berselangnya waktu yang cukup lama. Inilah bukti

nyata yang menglndlkasikan bahwa hukum Islam selalu dinamis dan

selalu mengikuti perkembangan dan tuntutan masyarakat yangterjadi.

Dengan penelaahan terhadap berbagai mazhab dalam hukum

islam), akan terllhat bukti bahwa tidak satu pun dl antara sistem-

sltem pengambllan hukum yang dinyatakan secara mutlak dan pasti

{qath'iy)^ Para pendirl mazhab tersebut tidakmengharapkan agarapa
yang mereka lakukan dianggap sebagai preseden bagi lalnnya yang
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datang belakangan. Setiap kecenderungan dipusatkan kepada usaha

penetapan hukum yang mempertimbangkan keinginan-keinginan

dan harapan-harapan masyarakat serta perubahan-perubahan situasi

politikdan soslal masyarakat muslim (Ali, 1994:68).

Dengan demikian, jelaslah bahwa beberapa aturan hukum Islam

sangat cocok untuk kehldupan masyarakat muslim di masa lampau

dan juga di masa sekarang yang sudah mengalami perubahan.

Namun, ada beberapa aturan tertentu dari hukum Islam tidak bisa

diterapkan dan tidak bisa diseiaraskan dengan kebutuhan-kebutuhan

masyarakat muslim dewasa ini, baik di Indonesia, di negara-negara

Timur Tengah, maupun di negara-negara lainnya. Oleh karena itu,

periu ada pengembangan-pengembangan dan modifikasi-modifikasi

pada aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah

kemasyarakatan, seperti hukum keluarga yang mencakup masalah

perkawinan, perceraian, perwakafan, maupun kewarisan, juga

hukum-hukum yang berkenaan dengan politik, ekonomi, dan sosial.

Atau dengan kata lain, periu adanya pembaruan pemikiran hukum

Islam yang mengatur masalah-masalah tertentu.

Dengan demikian, keputusan-keputusan hukum (fatwa) yang

muncul sekarang sudah selayaknya berbeda dengan fatwa-fatwa

yang sudah lama waktunya. Banyak ketentuan fikih yang ditulis oleh

'̂para^jlama ter^ahulu yang sekarang masih terdokumentasi dalam
kitab-kitab fikih sudah tidak cocok dan relevan lagi dengan situasi

dan kondisi sekarang, sehingga harus direformulasi dan direfbrmasi

dengan dikembalikan kepada kedua sumber pokok hukum Islam

(Alqurandan sunah) serta disesualkan dengan tuntutan kemaslahatan

umat manusia sekarang. Ijtihad dengan berbagai caranya menjadi

sangat penting untuk dipakal dalam penetapan hukum-hukum baru

yang lebih cocok dengan situasi dan kondisisekarang dan tentu tidak

bertentangan dengan Alquran dan sunah.
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Semua persoalan di atas jika dikembalikan kepada sumbernya'

yang pokok, yaitu Alquran dan sunah, dapat dipahami bahwa hanya

sebagian kecil hukum Islam yang bersifat absolut (qath'iy), sedang

sebagian besar lainnya bersifat relatif {zhanniy) yang di dalamnya

sering dijumpai perbedaan pemikiran antara satu ulama dengan ulama

lainnya. Perbedaan inilah yang menyebabkan timbulnya mazhab-

mazhab dalam Islam (fikih). Bahkan dalam sejarah hukum Islam dapat

dilihat bahwa perubahan hukum terjadi bukan hanya dalam hukum

Islam hasil ijtihad ulama (fukaha), tetapi juga dalam bidang hukum yang

ditentukan Alquran dan sunah (syariat), karena adanya pertimbangan

tertentu. Umar bin Khaththab banyak menentukan hukum atau

keputusan yang berbeda dengan hukum yang sudah mapan pada

waktu Itu. Misalnya, muallaf {orang yang baru masuk Islam) yang ada

pada zaman NabI mendapat bagian zakat, pada masa Umar tidak lagi

mendapat bagian zakat,dengan alasan bahwa Islam sudah kuat dan

tidak perlu lagi sokongan mereka. Umar juga membagi-bagi tanah yang

dikuasai tentara Islam yang menaklukkan Irak kepada para penggarap

tanah dengan alasan apabila tanah itu dikuasai para tentara maka

akan merugikan Islam sebagai negara. Umar juga tidak menjalankan

hukuman potong tangan kepada pencuri karena kelaparan (Nasution,

1995: 197-198). Apa yang dllakukan^mar ini, jika dikaji secara

mendalam, sebenarnya tidak sampai merubah ketentuan hukum Islam

(syariat), tetapi Umar hanyalah berpindah dari satu hukum kepada

hukum lain dengan meninggalkan satu nas atau dalil hukum dan pergi

kepada nas yang lain dengan pertimbangan kemaslahatan {mashlahah

mursalah). Pemikiran Umar seperti inilahyang kemudian banyak diikuti

oleh para uiama setelahnya, bahkan oleh para ulama pada abad-abad

pertengahan di era modern sekarang.

Dari uraian di atas, sekali lagi, perlu ditegaskan bahwa tidaklah

benar kalau hukum Islam itu bersifat statis dan tidak dapat mengikuti
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perkembangan zaman {out of date). Hakikat hukum Islam tidak

menghendaki keadaan sflitis, tetapi sebalUcnya menghendaki

perkembangan. Memang pada masa kelemahan Islam yang dimulai

dengan jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol, gerakan Ijtihad

dl kalangan ulama berhenti beberapa abad lamanya, sehingga ada.

anggapan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Inilah yang membuat

hukum Islam menjadi statis. Akan tetapi, ketika umat Islam mulai

sadar akan kemundurannya dan menyadari pula bahwa salah satu

sebabnya adalah adanya anggapan bahwa pintu ijtihad tertutup, dan

sebenarnya tidak ada orang yang berhak menutupnya, sejak itulah

timbul pemiklran pembaruan dalam Islam, termasuk hukum Islam,

dan gerakan-gerakan yang mengajak untuk melakukan pembaruan

ini muncul di setiap komunitas musllm di seluruh dunia.

Selanjutnya akan dikemukakan beberapa contoh yang

menggambarkan kedinamisan hukum Islam permasalahan hukum

kontemporer di bawah ini yang dapat dijadikan bahan kajian untuk

dapat memahami konsep kedinamisan hukum Islam. Tentu perbedaan

peiidapat di kalangan ulama tentang keputusan hukum atas peristiwa-

peristiwa kontemporer sulit dihindarkan. Yang terpenting adalah

bagaimana menyikapl perbedaan itu dengan bijak dan benar. Ini bisa

dilakukan ketika kita memilikiwawasan yarig cukup untuk menentukan

pilihan yang benar, sehingga dapat terhindar da|>taklid buta, yakni hanya
ikut-ikutan tanpa tahu dasarnya atau hanya memilih semaunya sendiri

pendapat yang dianggapnya menguntungkan tetapi tidak didukung

argumen syar*i. Permasalahan hukum kontemporer cukup banyak,

terutama yang terkait dengan hukum-hukum muamalah (ekonomi

Islam), seperti bank,asuransi, gadai, Investasi saham, perdagangan lewat

Internet, dan lainsebagainya, juga yang terkait dengan hukum keluarga,

sosial dan politik. Mengjngat keterbatasan yang ada kajian tentang

hukum-hukum kontemporer dl sini disajikan secara singkat saja.
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B. Problematika Hukum Islam Kontemporer

1. Pernikahan Poligami

Sebagian dari masyarakat kita kurang atau tidak setuju dengan

poligami dan mereka menentang praktik poligami yang ada sekarang

ini, karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak

menyakiti kaum perempuan. Namun, sebagian yang lain menyetujui

poligami dengan alasan-alasan tertentu. Kelompok terakhir ini

beralasan bahwa meskipun poligami memiliki banyak risiko, tetapi

bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya Islam.

Kenyataannya poligami sekarang ini banyak dipraktikkan oleh

kalangan public figure kita. Sebut saja misalnya mantan Wakil

Presiden Rl, Hamzah Haz, yang memiliki istri tiga orang, Puspo

Wardoyo (pengusaha terkenal) yang memiliki istri empat orang,

Qomar {seorang komedian) yang juga memiliki empat orang istri,

KH. Abdullah Ahmad Gymnastiar (A.A. Gym), Mamik Slamet, Parto

Patrio, dan masih banyak lagi yang lain. Mereka dengan terus

terang menyatakan bahwa mereka telah mempraktikkan poligami.

Ada juga di antara masyarakat kita yang mempraktikkan poligami

dengan sembunyi-sembunyi karena alasan-alasan tertentu. Inilah

yang banyak dilakukan oleh para pejabat negara kita di era Orde

Baru, karena takut terkena ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 1983

yang mengatur masalah poljg^l b^l pegawai negerl sipil dan ABRI
(sekarang: TNI). IVIasyarakat luas juga ada yang mempraktikkan

poligami dengan semauraya sendiri tanpa terikat dengan ketentuan-

ketentuan yang dibuat negara maupun agama.

Tertepas dari pendapat pro dan kontra tentang poligami,

yang jelas masalah poligami menjadi masalah yang menarik untuk

didiskusikan. Praktik poligami semakin lanria semakin banyak di tengah-

tengah masyarakat kita. Oalam praktiknya, masih banyak di antara
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kaum poligam belum memenuhi ketentuan yang ada, baik secara

hukum negara maupun hi^um agama. Tulisan ini mencoba mengkaji

permasalahan poligami tersebut, terutama bagaimana pendapat para

ulama tentang hukum dan ketentuan poligami serta bagaimana praktik

poligami sekarang ini. Sebelum mengkaji hal tersebut, akan dipaparkan

dulu pengertian poligamidan sejarah singkat berlakunya poligami.

Secara etimologis kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu

gabungan dari dua kata: poli atau polus yang berarti banyak dan gamein

dan gamos yang berarti perkawinan. Dengan demikian poligami berarti

perkawinan yang banyak {Nasution, 1996: 84). Secara terminologis

poligami adalah^sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau

mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan

{Kamus BesarBahasa Indonesia,2001:885). Jika yangmemiliki pasangan

lebih dari satu itu seorang suami maka perkawinannya disebut poligini,

sedang jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang istri

maka perkawinannya disebut poliandri. Namun dalam bahasa sehari-

hari istilah poligami lebih populer iintuk menunjuk perkawinan seorang

suami dengan lebih dari seorang istri.. Lawan dari poligami adalah

monogami, yakni sistem perkawinan yang hanya memboiehkan seorang

suami memilikiseorang istri dalam satu waktu.

Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang

suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat
orang istri dalam waktu yang bersamaan^atasin Ini didasarkan pada
Q$. al-Nisa' (4): 3 yang berbunyi:

^ Oli? Li
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Artinya:Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)

perempuan yafim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanite-

wanita (lain) yang kam^senangi: dua, tiga atau'̂ mpat Kemudian jika kamu
takut t'dak akan dapat betiaku adil,maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-

budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah leblhdekat kepada tidak

berbuat aniaya (OS.al-Nisa' [4]:3)

Dari ayat itu ada juga sebagian ulama yang memahami bahwa

batasan poligami itu boleh lebih dari empat orang istri bahkan leblh

dari sembilan istri. Namun batasan maksimal empat istrilah yang

paling banyak diikuti oleh para ulamadan dipraktikkan dalamsejarah

dan Nabi Muhammad saw. melarang melakukan poligami lebih dari

empat istri (al-Syaukani, 1973,1:420)

Poligami sudah dipraktikkan umat manusia jauh sebelum Islam

datang. Rasululiah saw. membatasi poligamisampai empat orang istri.

Sebelum adanya pembatasan ini para sahabat sudah banyak yang

mempraktikkan poligami melebihi dari empat istri, seperti lima istri,

sepuluh istri, bahkan lebihdari itu. Merekamelakukan hal itu sebelum

mereka memeluk Islam, seperti yang dialami oleh Qais bin al-Harits. la

berkata: "Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan istri, lalu aku

datang kepada Nabi saw.dan menyamipaikan hal itu kepada beliau lalu

beliau berkata: "Pillh dari mereka empat orang." (H.R. Ibnu Majah). Hal

ini juga dialami oleh Ghallan bin Salamah al-Tsaqafi ketika memeluk

Islam, la memillki sepuluh Istri padamasaJaHiiah v^ng semuanya juga
memeluk Islam. Maka Nabi saw. menyuruhnya untuk memilih empat

orang dari sepuluh istrinya (H.R. al-Tlrmidzi).

Jadi poligami sudah lama dipraktikkan oleh umat manusia jauh

sebelum Nabi Muhammad saw. melakukan poligami. Nabl-nabi

sebelum Muhammad juga banyak yang melakukan poligami, seperti

Nabi Daud a.s., Nabi Sulaiman a.s., dan begitu juga umat-umatnya.

Masyarakat Jahiliah dalam waktu yang cukup lama mentradisikan
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A

pollgami dalam jumlah yang tidak terbatas hingga datangnya Islam.

Sebagian dari orang jahiliah in! kemudian memeluk Islam dan sudah

berpollgaml, sehingga hams tunduk kepada aturan Islamyang hanya

membatasi pollgami sampal empat istri saja.

Islam sebagal agama wahyu yang mendasarkan pada firman-

firman Allah (Alquran) dan sabda-sabda Nabi Muhammad saw.

(hadis) tidak melarang praktik poligami. Sebaliknya, Islam juga tidak

mewajibkan pollgami. Berdasarkan Alquran dan hadis Nabi saw.

para ulama membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu.

Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, Islam mewajibkan seorang

suami untuk melakukan monogami. Di saat yang bersamaan Islam

dengan tegas melarang praktik perzinahan tanpa prasarat apa pun.

Segala bentuk perzinahan dilarang dalam Islam, bahkan hal-hal yang

mengarah ke perzinahan juga dilarang (QS.al-lsra' (17): 32).

Allah Swt. Maha Bijaksana ketika menetapkan aturan poligami,

sehingga tidak ada kesalahan dan cela. Islam tidak menjadikan

pollgami sebagal suatu kewajiban bag! laki-laki, sebagaimana tidak

puta diwajibkan bagi perempuan dan keluarganya untuk menerlma

perkawinan dari laki-lakiyang sudah beristri.

Perlu ditegaskan di sini bahwa tujuan disyariatkannya hukum

Islam adalah untuk kemaslahat^ mapusia. Dengan prinsip seperti
ini, jeiaslah bahwa disyariatkannya poligami juga untuk kemaslahatan

manusia. Poligami bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik,

bukan semata-mata untuk menyenangkan suami. Dari prinsip ini juga

dapat dipahami bahwa jika poligami itu tidak dapat mewujudkan

kemaslahatan, maka poligami tidak boleh ditakukan. Karena itulah,

Islam memberikan aturan-aturan yang dapat dijadikan dasar untuk

pelaksanaan poligamisehingga dapat terwujud kemaslahatan tersebut.
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Apara ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan poligami,

meskipun dasar pijakan mereka adalah sama, yaknl mereka

mendasarkan pada satu ayat dalam Alquran, yaitu QS. al-Nisa' (4):

3 seperti di atas. Menurut jumhur (kebanyakan) ulama ayat di atas

turun setelah Perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang muslim

yang gugur menjadi syuhada'. Sebagai konsekuensinya banyak anak

yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Hal inljuga

beraklbat terabaikannya kehidupan mereka terutama dalam ha!

pendidlkan dan masa depan mereka (Nasution, 1996: 85). Kondlsl

inilahyang melatarbelakangi disyariatkannya poligamidalam Islam.

Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan

rukhsah. Karena itu, poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan

darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih

disyaratkan adanya sikap adil kepada para istri. Keadilan yangdituntut

di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta

giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adil,

maka cukup seorang'istri saja (Sayyid Qutub, 1966, IV: 236). Ameer

All juga berpendapat sama seperti Sayyid Qutub (All, 1922: 229).

Sedang FazlurRahman mengatakan, kebolehan poligami merupakan

satu pengecualian karena keadaan tertentu. Sebab kenyataannya,

kebolehan itu muncuycetik| terjadi perang yang mengakibatkan
banyaknya anak yatim dan janda (Nasution, 1996:101). Muhammad

Abduh bahkan berkesimpulan bahwa poligami tidak diperbolehkan

(haram). Poligami hanya mungkin dilakukan seorang suami dalam

keadaan tertentu, mtsalnya ketidakmampuan seorang istri untuk

mengandung atau melahirkan. Dengan mengutip Q$. al-Nisa'(4):

3, Abduh mencatat, islam memang membotehkan poligami tetapi

dituntut dengan keharusan mampu meladeni istri dengan adil.

Abduh akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa pada prinsipnya

pernikahan dalam islam itu monogami (Nasution, 1996: 103).
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Muhammad Rasyid Ridha sependapat dengan gurunya, Muhammad

Abduh, mengenai haramnya berpoiigami, jika suami tidalc mampu

berbuat adil kepada istri-istrinya (Nasution, 1996:104).

Sementara ituAbdulHalim AbuSyuqqah (1997,5:390) menguraikan

fektor-faktor yang dapat mendorong dilakukannya poligami, yakni: (1)

memecahkan problema keluarga, seperti istri mandul, terdapat cacat

fisik, dan istri menderita sakit yang berkepanjangan; (2) memenuhi

kebutuhan yang mendesak bagi suami, seperti seringnya bepergian

dalam waktu yang lama dan sulit disertai oleh istrinya karena sibuk

mengasuh anak-anak atau karena sebab lain; (3) hendak melakukan

perbuatan yang baik terhadap perempuan salih yang tidak ada yang

memeliharanya,misalnya perempuan itu sudah tua, karena memelihara

anak-anak yatim, atau sebab-sebab lainnya; (4) Ingin menambah

kesenangan karena kesehatannya prima dan kuat ekonominya. Semua

faktor ini harus dipenuhi oteh suami yang berpoligami ditambah

persyaratkan dapat berlaku adil, mampu member! nafkah kepada istri-

istri dan anak-anaknya, dan mampu memelihara istri-istri dan anak-

anaknya dengan baik(Abu Syuqqah,1997,5:388).

Itulah pendapat para ulama ter^ng |oligami yang pada
prinslpnya semuanya membolehkan poligami dengaii berbagai

ketentuan yang bervariasl. Ada yang membolehkan poligami

dengan syarat yang cukup ionggar dan ada juga yang memberikan

persyaratan yang ketat. Dl antara mereka Juga ada yang menegaskan

bahwa dibolehkannya poligami hanya dalam keadaan darurat saja.

Mengenai jumlah istri yang boleh dinikahi dalam berpoligami ada

yang membatasinya empat prang dan ada yang membatasinya

sembilan orang. Darivariasi pendapat mereka tidak ada yang dengan

tegas menyatakan bahwa poligami Itu ditarang. Mereka tidak berani

menetapkan hukum yang bertentangan dengan Alquran atau hadis

yang memang tidak pernah melarangnya. Iniiah barangkali salah satu



344 Dr. Marzuki, M.Ag.

A •

ciri dari ulama klasik dalam menetapkan hukum.

Daiam undang-undang modern yang diberlakukan di negara-

negara Islanri; ketentuan poligami masih bervariasi. Ada yang

memberikan ketentuan yang longgar dan ada yang memberikan

ketentuan yang sangat ketat hingga mengharamkannya. Indonesia

termasuk negara yang menetapkan ketentuan yang ketat untuk

poligami. Dalam UU No. ITahun 1974 Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa

seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari seorang apabila

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin

dari pengadilan. Adapun alasan-aiasan yang dijadikan pedoman oleh

pengadilan untuk member! izin poligami ditegaskan pada Pasal 4 ayat

(2), yaitu: (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

istri; (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan; (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketentuan

seperti ini juga ditegaskan dalam PR No. 9 Tahun 1975 Pasal 41 huruf

a dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Pasal 57. Pasal 5 UU

Perkawinan menetapkan syarat-syarat poligami sebagai berikut: (1)

adanya persetujuan dari istri/istrl-istri; (2) adanya kepastian bahwa

suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan

anak-anak mereka; (3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil

terhadap istri-lstrl dan anll-anaft mereka. Di samping ketentuan ini,
UU Perkawinan juga mengatur prosedur yang harus ditempuh suami

dalammelakukan poligami, yakni melalui prosesdi pengadilan. Mesir

dan Pakistan, dua negara Islam, juga mengatur masalah poligami

dalam undang-undangnya. Aturan poligamidalam undang-undang di

dua negara ini juga cukup ketat (Marzuki, 1996; 175-177).

Dengan demikian, pada prinsipnya hukum Islam membolehkan

adanya poligami dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat.

Disyariatkannya poligami, seperti ketentuan hukum Islam lalnnya.
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juga untuk kemaslahatan umat manusia. Dari sinilah hams disadari

bahwa siapa pun boleh melakukan poligami selama Ja dapat

mewujudkan kemaslahatan. Namun, jika la tidak dapat mewujudkan

kemaslahatan itu ketika melakukan poligami, maka poligami tidak

boleh ia lakukan. Persyaratan yang ditentukan oleh Alquran (seperti

keharusan berlaku adil) dan juga berbagai ketentuan yang ditetapkan

oleh para ulama tentang poligami harus dipahami sebagai upaya

untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pelaksanaan poligami. Hal

in! hanya bisa terwujud jika poligami dilakukan oleh pthak laki-laki

(suami) dan tidak mungkin dapat dilakukan oleh pihak wanita (istri).

Hukum Islam secara prinsip tidak mengharamkan (melarang)

poligami, tetapi juga tidak memerintahkan poligami. Artinya, dalam

hukum Islam poligami merupakan suatu lembaga yang ditetapkan

sebagai jalan keluar untuk meng^tasi adanya problem tertentu dalam

suatu keluarga (rumah tangga). Sesuai dengan dua prinsip hukum

Islam yang pokok, yakni keadllan dan kemaslahatan, poligami dapat

dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut. Poligami harus

didasari oleh adanya keinglnan bagi pelakunya untuk mewujudkan

kemaslahatan di antara keluarga dan juga memenuhi persyaratan

terwujudnya keadllan di antara suami, para istri, dan anak-anak

mereka. Dengan demikian, jlka^lig^l dilakukan hanya sekedar
untuk pemenuhan nafsu, apalagi hanya sekedar mencari prestasi dan

prestise di tengah-tengah masyarakat yang hedonis dan materialls

sekarang^ serta mengabaikan terpenuhinya dua prinsip utama dalam

hukum Islam tersebut, maka tentu saja poligami tidak dibenarkan.

Poligami dalam hukum Islam merupakan suatu solusi bagI

sebagian orang (sedjkit) untuk mewujudkan kesempurnaan dalam

kehidupan keluarga yang memang tidak dapat dicapai dengan

monogami. Problem ketiadaan anak yang mungkin disebabkan oleh

kemandulan seorang istri, ketidakpuasan seorang suami karena
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kurangnya pelayanan yang prima dari seorang istri, atau tujuan-

tujuan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.

merupakan sederetan problem yang barangkall bisa dipecahkan

oleh lembaga poligami ini. Namun yang perlu dicatat, jangan sampai

upaya mengatasi berbagai problem dengan cara poligami malah

menimbulkan problem baru yang lebih besar mafsadatnya daripada

problem sebelumnya. Jika hal ini terjadi tentu poligami bukanlah suatu

solusi yang dianjurkan, tetapi sebaliknya bisa jadi malah dilarang.

Kalaukita perhatikan pfaktik poligami di tengah-tengah masyarakat

kita, dapat kita simpulkan bahwa para poligam masih banyak yang

mengabaikan aturan-aturan poligamisebagaimana di atas. Kebanyakan

dari mereka melakukan poligami hanya karena pemenuhan nafsu

belaka, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip pokok dalam hukum

Islam, yakni terwujudnya keadilan dan kemaslahatan. Akibat poligami

Ini tidak sedikit para wanita (terutama istri pertamanya) dan anak-

anak mereka menjadi terlantar karena hanya diabaikan begitu saja.

Tentu saja hal in! dapat men^akibatkan perpecahan keluarga yang

jauh dari tujuan suci dari lembaga pernikahan dalam Islam. Namun

demiklan, di antara mereka juga ada yang melakukan poligami dengan

mengindahkan ketentuan yang ada, sehingga mereka tetap dalam

prinsip untuk mewojudkan kglMa,^ yang bahagia secara keseluruhan.
Golongan yang terakhir in!jumlahnya sangat sedikit.

Yang perlu ditegaskan di sini adalah ketentuan poligami memang

sudah ada di Alquran lalu dipraktikkan oleh NabI saw. Karena itu,

diperiukan pemahaman yang mendalam untuk menylkapl ketentuan

poligami dalam perspektff hukum Islam sekaligus menylkapl praktik-

praktik poligami di tengah masyarakat sekarang. Yang harus menjadi

acuan kita adalah bahwa semua ketentuan hukum Allah (hukum

Islam) adalah untuk kemaslahatan umat manusla. Dari sinilah jelas

bahwa disyarlatkannya poligami juga demi kemaslahatan manusia.
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Karena itu, siapa pun boleh melakukan poligami selama kemaslahatan

itu bisa diwujudkan. Namun, jika kemaslahatan Itu tidak bisa

terwujud ketika orang melakukan poligami, maka poligami tidak

boleh dilakukan. Persyaratan yang ditentukan oleh Alquran (seperti

keharusan berlaku adil) dan juga berbagai ketentuan yang ditetapkan

oleh para ulama tentang poligami hams kita pahami sebagai upaya

untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pelaksanaan poligami.

Penulis tidak setuju dengan praktik poligami yang hanya sekedar

untuk kesenangan belaka atau untuk mempermainkan perempuan,

seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita.

Inilahsalah satu persoalan yang terus menjadi polemik di kalangan

umat Islam, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga (al-ahwal

al-syakhshiyyqh). Banyak ketentuan hukum Islam yang sudah berubah

terkait dengan hukum keluarga ini. Yang paling tampak di hadapan

kita di Indonesia adalah ketentuan harus dicatatkannya pernikahan

dan perceraian. Sebeium keluarnya UU No. 1 Tahun 1974 pernikahan

dan perceraian yang dilakukan oleh umat Islam tidak perlu dicatatkan,

dan pasca keluarnya UU tersebut hingga sekarang setiap pernikahan

dan perceraian harus dicatatkan, dan jika tidak dicatatkan belum

dinilai sah secara hukum. Persoalan lain yang juga mulai berkembang

dalam wacana adalah pernikahan yang melibatkan penggunaan media

elektronika dan sarana informasi modem, s^erti |elepon, internet,
atau CCTV yang bisa menghubungkan pihak-pihak yang terlibat dalam

satu kominikasi langsung, meskipun tempat mereka berjauhan.

2. Problematika Hukum Islam dalam Berbagai Bfdang

Di atas sudah diuraikan satu contoh kajlan hukum Islam

kontemporer terkait dengan hukum keluarga, khususnya hukum

tentnag poligami. Selanjutnya, d^iam semua aspek kehidupan kita

tentu hukum Islam selalu menyertai perkembangan yang terjadi.



«

348 Dr.Marzuki, M.Ag.

sehingga untuk semua itu hukum Islam harus disiapkan untuk dapat

dijadikan sebagai pedoman dan J<epastian daiam bertindak setiap

muslim di tengah-tengah masyarakatnya. Inilah bidang-bidang yang

memunculkan keputusan-keputusan baru dalam hukum Islam.

a. Bidang ekonomi

Yang sekarang marak di dunia ekonomi atau perdagangan

adalah masaiah bursa saham. Di Indonesia, misalnya, kita tidak asing

dengan laporan setiap hari dari media massa tentang Bursa Efek

Jakarta (BEJ). Perdagangan saham ini semula berkembang di Amerika

yapg kemudian berkembang di seluruh penjuru dunia, termasuk

di Indonesia. Sebagaimana diketahui, bursa saham atau efek ini

memperdagangkan barang-barang yang tidak diketahui barangnya

secara langsung. Yang dijelaskan tentang barang-barang itu adalah

jenis, sifat, dan mutunya. Dengan kemajuan t^knologi seperti sekarang,

pelaksanaan transaksi dapat dilakukan bisa langsung Kesepakatan

antara pembeli dan penjual terhadap ketentuan harga jual beli suatu

komoditas pertanda transaksi telah mencapai final, yang kemudian

dilanjutkan dengan penyerahan barang di kemudian hari (future).

Para calon pemaln dalam perdagangan ini harus mendaftarkan dlri

melalul badan tertentu yang ditunjuk dengan berbagai aturan yang

sudah disepakati. Untuk bisa melakukan perdagangan seperti Ini,

para pelaku harus tahu (llrsis Jentang aturan malnnya agar tidak
salah dan rug! (Setlawan BudI Utomo, 2003:36-45).

Terkalt dengan permasalahan dl atas, ketentuan-ketentuan fiklh

menjelaskan seperti berlkut:

1) Pada prinsipnya diperbolehkan transaksi jual bell sebagai salah

satu sarana yang balk dalam mencari rizkl (QS. al-Baqarah [2]:

194 dan Q$. al-Nlsa' [4]: 29).

2) Barang atau instrumen yang diperjualbelikan harus suci sehingga



Pengantar Studi Hukum Islam 349

dilarang memperjualbelikan barang najisdan haram seperti minuman

keras, narko^a, bung bank riba (Q3. al-Maidah [5]: 3dan SO).
3) Bernnanfaat dan bermaslahat dengan adanya nilai guna bag!

konsumen maupuan pembeli serta tidak membahayakan.

4) Barang yang diperjuaibelikan dapat diserahkan, baik secara

langsung maupun secara simbolis.

5) Barang yang diperjuaibelikan harus jelas keadaannya, slfat-

sifatnya, kualitasnya, jumlah dan satuannya, serta karakteristik

lainnya.

6) Penjual dan pembeli berhadapan langsung untuk melakukan ijab

^dan qabul. Namun, berdasarkan prinsip maslahat dan kebutuhan
serta merespons perkembangan zaman, hal ini dapat diwakili

dengan paper trading y/ang menampilkan dokumen dagang berupa

kertas maupun electronic trading/e-commerce yang menampilkan

data komputer dan data elektronik lainnya {paperless trading).

Sumbstansi kedua media tersebut menunjukkan sifat barang,

mutu, jenis, dan jaminan atas kebenaran data dan dokumen serta

bukti kesepakatan transaksl {dealing).

7) Transaksl dilangsungkan atas dasar saling suka sama suka {an

taradlin), kesepahaman, dan kejelasan (Q3. al-Nisa' [4]: 29).

8) Tidak ada unsur penlpuan maupun judi {gambling) (QS. al-

Baqarah [2]: 278 dan Q|̂ al-Maidah [5]: 90).
9) Dilakukan dengan adil, jujur, da^ amanah (Q3. al-Baqarah [2]: 278).

Itulah prinsip-prlnsip umum perdagangan Islam yang dljelaskan

dalam kItab-kitab flklhyang tidak hanya diberlakukan dalam masalah

bursa saham, tetapi semua JenIs perdagangan modern sekarang. Yang

perlu ditegaskan dl slni> sekarang berkembangjenls-jenis perdagangan

yang mengarah pada unsur spekulasi {gambling) sehlngga sering

kali mengglurkan pada satu sisi dan sering juga meruglkan pada sisi

yang lain. Hal seperti ini Jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip
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perdagangan Islam yang benar seperti di atas. Atas dasar prinsip-

prlnsip di atas, jika semua model perdagangan yang berkembang

sekarang apa pun namanya mengikuti ketentuan, maka hukumnya

jelas boleh dilakukan, akan tetapi jika ada prinsip yang tidak bisa

ditegakkan dalam prosesnya, tentu hukumnya haram dan harus

ditinggalkan. Beberapa jenis perdagangan kontemporer yang banyak

dilakukan sekarang misalnya investasi di berbagai jenis perdagangan,

bisnis dengan sistem /ra/7c/?/5e, perdagangan dengan bunga, bisnis

model muHi level marketing (MLM), bank syariah, asuransi syariah,

gadai syariah, dan jual bell valuta asing/spekulasi valas.

b. Bidang politik

Masalah politik juga banyak melibatkan kaum muslim, terutama di

negara-negara Islam.Yang terjadi sekarang negara-negara Islam sekarang

banyak yang tergantung kepada ne^ra-negara asing yang notabene

bukan negara Islam. Yang menjadi persoaian adalah bagaimana hukumnya

jika negara-negara Islam menjalin hubun^n politik dengan negara-negara

asingyangtidak Islam bahkan sering merugikanIslam dan umat Islam.

Untuk menjawab persoaian di atas, perlu dijelaskan dulu

prinsip diturunkannya a^ma Islam, yakni sebagai rahmatan lil'alami

(pembawa rahmat bag! seluruh Am) dan prinsip mendudukkan
manusia dalam satu derajat yang hanya dibedakan dalam hal takwanya

(OS. al-Hujurat [49]: 13 dan QS. al-Hajj [22]: 78). Inllah prinsip utama

muamalah dengan setiap orang yang dlbingkaidengan iktikad balk dan

bekerja sama dalam rangka kebaikan dan ketakwaan tanpa melangpr

prinsip umum kemanusiaan dan nilai-nllai religlus. Apabila yang kita

ajak berbisnis adalah orahg-orang yang hanya berlainan keyakinan dan

bukan terllbat dengan kejahatan, baik melanggar hak-hak asasi mahusla

(HAM), perusak moral,gerakan terorisme, maupun gerakan sparatisme

radikal, maka kita kembaii kepada hukum asal yaitu boleh. Di sinilah
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sebenarnya konteks Nabi saw. juga benmuamalah dengan orang Yahudi.

Meskipun demikian, kita tetap memakai skala prioritas daiam kerja

sama, mengingat ukhuwah islamiah. Namun, jika pihak yang kita ajak

kerja sama itu dikenal sebagai penjahat, pelanggar HAM, teroris, dan

tidak mengindahkan etika bermuamalah, maka tentu haram hukumnya

sebab sudah jatuh pada perangkap ta^awun 'ala al-itsmi wa al-'udwan,

melakukan kerja sama dalam dosa dan pelanggaran. Dalam salah satu

bukunya, Syeikh Yusuf al-Qardlawi pernah menyerukan wasiat kepada

kaum muslim wajib memboikot dan mengembargo Israel secara terus

menerus dan menyerukan kepada setiap individu dan negara-negara

muslim untuk tidak terlibat dalam hubungan kerja sama dengan Israel,

bahkan beliau juga secara tegas menyatakan wajib hukumnya menolak

kerja sama dengan pihak Israel dalam segala bidang: politik, ekonomi,

sosial, dan budaya (Setiawan Budi Utomo, 2003:4).

Akhir-akhir inl dalam dunia politik, kita hampir setiap hari

mendengar berita-berita tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta

maraknya gratifikasi dalam setiap transaksi politik dan politik uang

{moneypolitic) dalam kampanye dan pemilihan umum, ditambah lagi

denpn masalah terorisme dan pemberontakan (separatisme). Semua

aktivitas seperti ini di Indonesia juga metibatkan umat Islam. Lalu

pertanyaannya adalah: "Bagaimana hukum melakukan semua itu?"

Sebagai agama yang lurus dan agama fitrah, Islam^dak tfienghendaki
adanya perilaku-perilaku yang menyimpang dengan prinsip-prinsip

utama tersebut. Karena itu, slkap dan perilaku para politisi muslim yang

melanggar prinsip-prinsip tersebut dengan melakukan korupsi, kolusi,

nepotisme, politik uang, dan juga kekerasan yang jefas-jelas sarat

dengan kebohongan dan penlpuan, sud^h pa^ dilarang dan haram

hukumnya. Kalau politisi kita di Indonesia banyakyang melakukannya,

bukan berarti hal tersebut merupakan sesuatu yang biasa dan

dibolehkan, tetapi tetap saja hal ini dilarang dan hukumnya haram.
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c. Bidang sosial dan budaya

Banyak fenomena sosial dan budaya yang terjadi sekarang pedu

mendapatkan perhatian terutama bagi kita yang ingin menegakkan

hukum Islam. Secara umum, masyarakat kita sekarang sudah mulai kuat

dalam memegangi budaya materialis dan hedonis. Akibatnya, apa yang

dilakukan selalu dinilai dengan uang. Sikap ketulusan dan keikhlasan

sedikit demi sedikit sudaHTnulai pudar, meskipun tidak semuanya.

Sering kali masalah-masalah sosial dan budaya menjadi pemicu

munculnya masalah yang lebih krusial seperti SARA (suku, agama, ras,

dan antargolongan). Secara khusus masalah sosial di Indonesia sering

kali berujung pada permasalahan agama juga. Kasus-kasus atas nama

agama di Maluku, Aceh, Poso, Mataram, Lampung, Sampang, Pontianak,

dan di tempat-tempat lain mengindikasikan adanya fenomena tersebut.

Persoalan-persoalan sosial dan budaya seperti itu tentu harus

diselesaikan dengan berpedoman kepada hukum Islam, mengingat

yang banyak terlibat di dalamnya adalah kaum muslim. Prinsip-prinsip

hukum Islam seperti dijelaskan di atas (pada bagian ekonomi) bisa

digunakan untuk melihat setiap persoalan sosial dan budaya lalu dikaji

dan diselesaikan. Prinsip-prinsfpt hul^m Islam seperti persamaan,
keseimbangan, demokrasi, keadilan,dan humanisrne tentu bisadijadlkan

pertlmbangan untuk peny^esaikan setiap persoalan sosial dan budaya

yang muncul dl tengah-tengah masyarakat di mana pun dan kapan

pun. Alquran dan sunah sebagai sumber pokok hukum Islam (syarlat)

tentu memberlkan penjetasan yang cukup sebagai pedoman untuk

penyelesalan persoalan-persoalan tersebut misalnya dengan prinsip-

prinsip umumhya seperti musyawarah untuk menyelesaikan masalah

dan prinsip keadilan yang akhimya dapat digunakan sarana untuk

mewujudkan kemaslahatan manusia dan keseturuhan alam semesta.

itulah tiga bidang yang banyak memunculkan persoalan yang

terkait dengan hukum Islam. Ini bukan berarti masalah-masalah
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dalam bidang-bidang yang lain tidak ada yang terkait dengan hukum

Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu

pesat sekarang tentu saja menyisakan banyak masaiah di tengah-

tengah masyarakat muslim yang hams dihadapi dengan pedoman

hukum islam yang jelas dan pasti. Karena itu, prinsip-prinsip umum

hukum Islam hams menjadi acuan setiap muslim daiam menyikapi

dan menggunakan hasil-hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat

terkadang menjadi faktor penting yang mempengaruhi perkembangan

hukum islam. Jika hal disikapi dengan cepat dan benar, justru hukum

Islam terlihat jelas dinamikanya. Dunia kesehatan dan kedokteran

juga menuntut hUkum islam tanggap daiam mehghadapi penemuan-

penemuan di bidang tersebut yang terkadang sulit untuk diselesaikan.

Problem-problem seperti eutanasia, bayi tabung, kloning, dan migrasi

kelamin adalah beberapa contoh problem yang hingga sekarang
masih menyisakan kontroversi di kalangan para ujama flkih.

Bidang lain yang juga perlu mendapatkan perhatian kita,

terutama terkait dengan hukum islam, adalah bidang oiah ra^.

Bidang int semakin lama semakin berkembar^ bail^ jenlsnya, sifat-
sifatnya, maupun jangkauannya. Perkembangan di dunia oiah raga

yang semakin lama semakin kompleks harus disikapi dengan cepat,

sebab hampir setiap musifm sulit melepaskan diri dari dunia yang

satu ini. Liberalisme di bidang ini yang selalu menonjolkan unsur

komersial dan kebebasan berekspresi tidak jarang menjadi tantangan

besar bag! pegiat hukum tsiarr^ Pasatnya adalah, dunia olahraga

yang melibatkan kaum perempuan sering kali harus menanggaikan

prinsip-prinsip hukum Islam. Sangatlah sulit bagi perempuan untuk

berprestasi di bidangoieh raga inisekaligusla berpegang teguh pada

prinsip-prinsip hukum Islam. Karena itu, jika kita tidak membekali

dengan pemahaman hukum Islam yang cukup, sering kita terjebak
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pada niat yang.benar saja, tetapi tidak diikuti oleh proses yang benao

sehingga kita menempuh jalan yang bertentan'gan dengan prinsip-

prinsip hukum Islam. Secara umum, karena olah raga masuk dalam

bagian muamalah, tentu hukumnya mubah atau boleh. Hal-hal lain

di luar esensi olah raga ini yang akhirnya sering menjadi penyebab

hilangnya hukum mubah tersebut. Jadi, bidang ini tidak mungkin

lepas dari bidang-bidang lainnya, seperti politik, sosial, ekonomi,

dan keamanan, bahkan hiburan dan kesenangan. Karena itu bidang-

bidang yang menyertai olah raga ini juga perlu diperhatikan untuk

bisa memutuskan hukum yang benar dari persoalan olah raga ini.

Wallahu A'lam bi al-shawab.
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PENGANTAR STLIDl HUKUM ISLAM

Sering kali kita mendengar hukum Islam sebagai momok yang

menakutkan untuk dipelajari, nyatanya tidak seperti itu. Konsep yang

matang, pendekatan dan pendalaman yang menyeluruh menjadi

bagian keberhasilan untuk mempelajari hukum Islam. Lahirnya buku

Iniberbeda dengan bukuyang lain karena menggunakan pendekatan

yang lebih menarik tetapi tidak menghilangkan substansi

materielnya.

"Bell satu dapat semua" mungkin peribahasa ini cocok untuk

menggambarkan buku ini. Isi materi ini sangat komplit dengan

terlebih dahulu dimulai dari konsep hukum Islam, sumber-sumber

hukum Islam, asas-asas hukum Islam, sejarah perkembanganya

sampai pada praktik hukum Islam di Indonesia. Banyak buku hukum

Islam yang bertebaran di luar sana yang hanya fokus pada konsep

substansi hukum Islam saja, namun buku ini tidak hanya terbatas pada

permasalahan substansi hukum Islam, melainkanjuga relevan dengan

pemikiran hukum islam di Indonesia dewasa ini.

Akhimya, buku ini diharapkan dapat menjadi menjsdi buku

silabus untuk mata kuliah hukum Islam dan menjadi buku acuan yang

baik dan nikmat untuk dibaca oleh kalangan manapun khususnya

mahasiswa agar pengetahuan tentang agamanya semakin balk dan

dapat lebih berkembang.
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